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KATA PENGANTAR DARI REDAKSI PUBLIKASI-PUBLIKASI.

Almarhum Prof. Supomo, dalam „Voorberichl bij de vierde 
druk”  dari karja genial almarhum Prof. ter Haar Beginselen en 
stelsel van het adatrecht, halaman 6, mentjatat bahwa „de Japanse 
bezetling gedurende de jaren 1942-1945 en de daarop gevolgde na- 
tionale revolutie het Indonesische rechtsleven niet onberoerd hebben 
gelaten; integendeel, het proces van individualisering, differentiatie 
en nivellering en het proces van desintegratie hier en daar in de 
Indonesische maatschappij zijn door al die gebeurtenissen ongetwij- 
feld versneld, doch de polideke en sociale onrust, waarin Indonesia 
momenteel nog verkeert, laat een wetenscliappelijk onderzoek naar 
de gelding van nieuwe adatrechtsnormen nog niet toe” .

Hampir sembilan tahun kemudian, Budi Sembiring, S.H., telah 
dapat mengemukakan suatu pendapat jang lebih optimistis. Ia me- 
nulis bahwa „Menurut pendapat saja, maka mulai saat ini, dibebe- 
rapa daerah jang keamanan politik maupun sosialnja untuk bagian 
besar telah dipulihkan kembali, suatu „,,wetenschappelijk onderzoek 
naar de gelding van niewe adatrechtsnormen” ”  sudah dapat didja- 
lankan” Selandjutnja, Budi Sembiring mengemukakan bahwa „Di- 
lakukannja suatu ,,,,wetenschappelijk onderzoek naar de gelding 
van nieuwe adatrechtsnormen” ”  adalah sangat perlu, terutama un
tuk pembinaan hukum nasional baru, jang akan berlaku dikemu- 
dian hari nanti. Bnkankah, Pemerintah beranggapan telah tiba 
saatnja untuk mendirikan suatu Lembaga Pembina Hukum Nasio
nal ?”  2.

Mengenai pendapat jang terahir ini, Budi Sembiring berkawan. 
Pada dua-tiga tahun jang terahir ini tampaknja perhatian terhadap 
hukum adat jang makin besar dan makin tambahnja usaha menga- 
dakan research. Tampaknja pula, pusat kegiatan itu adalah dua 
fakultas Universitas Negeri „Gadjah Mada”  di Jogjakarta, dan jang 
memimpin kegiatan tersebut adalah seorang sardjana hukum adat 
jang sangat terkenal, jaitu Prof. Djojodigoeno. Kegiatan itu tidak 
hanja ditudjukan pada penjelidikan norma-norma hukum adat jang 
baru, tetapi djuga pada latarbelakang sosial dari norma-norma ter
sebut, jaitu djuga ditudjukan pada etnografi Indonesia.

1  Budi Sembiring, Invcntarisasi hukum benda perkawinan adat, Padja-
djaran, I, 4 (September 1959), lial. 5-37. Dikutip dari Iialaman 5.

2 Sama.

5



K eg ia ta n  itu  la in pak  dalam  sualu  rangkaian publikasi „Tin-
d  jauan  °S osiograf i  In odn esia”  : . .
d 'i l id  I — S o ed jito  Sosrodihardjo Kedudukan pemimpm dida-

3 lam Masjarakat Desa
d ’ilid II _ Pandam Guritno Masjarakat Marangan
d"lid III — Sumarjo Hadiwignjo Kehidupan sosial ekonomis

3 1 1  m a s j a r a k a t  desa Tjandi, Kal. Purwobinangun —
ICav. Pakem.

Oieh Panitia Social Research Universitas Gadjah Mada diterbit- 
kan sebuah madjalah Sosiograji Indonesia. Dari madjalah ini hanja 
diterbitkan satu nomor sadja, jaitu nomor Tahun I No. 1 1959. 
Tetapi sjukurlah, pada permulaan tahun ini, 1961, usaha penerbitan 
madjalah ini telah diteruskan oleh Jajasan Pembina Hukum Adat 
U niversitas Gadjah Mada. Dengan djudul baru, telah diterbitkan 
nomor pertama dan kedua madjalah tersebut, jaitu Madjalah Hu
kum Adat, Tahun II No. 1-2 1961.

Disamping karjanja jang tampak dalam madjalah Sosiografi 
Indonesia dan Madjalah Hukum Adat dan usaha penerbitannja ma- 
dj alah -m ad j alah tersebut, perlu diminta perhatian pula untuk tiga 
karja lain Prof. Djojodigoeno, jang mendjiwai seluruh kegiatan 
research dikota Jogjakarta itu, jakni Menjandra hukum adat 3, Re- 
orientasi hukum dan hukum adat 4 dan Asas-asas hukum adat 5.

Tetapi tidak di Jogjakarta sadja ada perhatian baru untuk 
hukum adat itu. Dalam karja Dasar filsafah adat Minangkabau <\ 
Prof. Nasroen memohon perhatian untuk suatu segi baru peladjaran 
hukum adat dan adat istiadat, jaitu segi filsafah hukum adat dan 
istiadat Indonesia. Almarhum Prof. Supomo, sesudah kembalinja 
dari London dan sebelum meninggal dunia 7, masih berkesempatan 
menjumbangkan kepada ilmu hukum adat (adatreclitswetenschap) 
heberapa Bab-bab tentang hukum adat s. p acla bulan jang lalu

s  Uraian jang diutjapkan pada pekan pengetaliuan jang diadakan un.nt 
menjongsong Han Maulud pertama Universitit Neeeri i w 1
Jogjakarta pada tanggal 19 Desemher 1950. g dj“ h Mada

4 Prasaran dimuka Konggres pertama Madjclis Ilmu Pensret 1 
donesia di Malang pada bulan Agustus 1958. Tjelakan kerf.,, in ? ,

5 Sebual, diktat kuliah, 1958. Kan hedu‘> 1961.
6 Tanpa tanggal, tetapi mcnurut Kata Pengantar dituli. ,1 1

Agustus 1957. Ulls d‘llam Wlan
7 I,ilia(laJi Prof. Mr C.J. Ilesink, In Memoriam Supomo sol,™-,; .

Padjadjaraii, I, 2 (Nopember 1958), hal. 6-10. B sardJai»a,
8 Tanpa tanggal, tetapi keliliatan dari Pengantar jans (iitll,. 1 ,

nerbit, kunipulan karangan-karangan ini diterbitkan m .l, 1 • pe‘ 
1958. 1 Ud acinr tahun
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oleh Prof. Subekli dan J. Tamara telah disusun dan diterbitkan 50 
keputusan Mahkamah Agung mengenai hukum adat 9. Tidak boleh 
dihipakan karja Prof. S.A. Hakim mengenai Djual lepas, djucil gadai 
dan djual tahunan 10, dan dua karangan jang memuat inventarisasi 
pengetahuan kita pada saat ini tentang bagian tertentu lapangan 
hukum adat, jakni Budi Sembiring — lihatlah diatas tadi —, In
ventarisasi hukum benda perkawinan adat, jang dipublikasi dalam  ̂
madjalah Padjadjaran J1, dan Saleh Adiwinata, S.H., Lembaga kon- 
trak idjon ditindjau dari sudut hukum, jang dipublikasi dalam no
mor jang berikut dari madjalah Padjadjaran *2 itu.

Untuk etnografi dan etnologi Indonesia adalah sangat penting 
karja Dr Koentjaraningrat Metode Anthropologi. Ichtisar dari me- 
tode-metode anthropologi dalam penjelidikan masjarakat dan ke- 
budajaan Indonesia 13.

Karja sardjana-sardjana jang kami sebut diatas ini, memper- 
lihatkan dengan djelas betapa makin tambahnja perhatian terhadap 
hukum adat dan latarbelakang sosialnja pada dua-tiga tahun jang 
terahir ini. Oleh karena tidak semua universitas dan lembaga ilmu 
pengetahuan menerbitkan suatu madjalah tempat berpublikasi, dan 
oleh sebab itu tidak semua sardjana jang mempunjai perhatian itu 
diberi kesempatan mempublikasi pendapat-pendapat mereka, maka 
baik sekalilah inisiatif penerbit „Ichtiar”  untuk mengadakan suatu 
„Rangkaian Publikasi-publikasi Hukum Adat dan Etnografi” , se- 
hingga dengan djalan demikian penerbit „Ichtiar” membantu Pe- 
merintah dalam membina hukum nasional baru, jang sesuai dengan 
kepribadian bangsa Indonesia sendiri.

Jang mendjadi publikasi nomor 1 rangkaian tersebut, adalah 
karja Bushar Muhammad, S.H., Lektor Kepala pada Universitas Ne- 
geri „Padjadjaran”  dikota Bandung, jang menjuinbangkan kepada 
ilmu hukum adat djilid I dari sebuah Pengantar hukum adat. Dji- 
lid I ini memuat suatu kupasan tentang tjorak-sifat umum hukum

9 Kumpulati putusan Mahkamah Agung mengenai hukum adat, 1961.
10 Tanpa tanggal, tetapi menurut Kata Pengantar ditulis pada tanggal 1

Djanuari 1960.
11 Lihatlah noot 1 diatas tadi.
12 II, 1 (Desember 1959), hal. 21-50.
13 Tjetakan pertama diterbitkan sebagai disertasi Djakarta, 1958.
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adat dan djilid II, jang akan menjusul kemudian, akan memuat 
kupasan tentang bagian-bagian lerpeuting hukiini adat, seperti hu- 
kum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, dsb.

Timbul pertanjaan : apakah masih perlu dibuat suatu pengantar 
hukum adat ? Bukankah, telah besar djumlah buku-buku tentang 
hukum adat, diantaranja ada beberapa jang memuat sematjam pe
ngantar ?

Kami berpendapat bahwa masih ada tempat bagi suatu pengan
tar, karena menurut perasaan kami diantara banjak buku-buku itu 
sampai sekarang belum ada jang bersifat „pengantar”  jang benar- 
benar. Apalagi, sebagai suatu pembukaan — publikasi nomor 1 
rangkaian publikasi-publikasi ini, baik sekalilah diterbitkan suatu 
orientasi jang pertama, jang dapat mendjadi sematjam petundjuk 
dal am membatja publikasi-publikasi jang berikut.

Van Vollenhoven, pendasar ilmu hukum adat dan pendjiwa 
banjak karja ilmiah tentang hukum adat, antara tahun 1906 dan 
tahun 1933 menulis Het Adatrecht van Nederlandsch Indie, jang 
terdiri atas 3 djilid jang sangat tebal. Buku ini, jang mendjadi kar
ja ilmiah jang terbesar tentang hukum adat, merupakan suatu buku 
baku (staandaardwerk) jang memberi petundjuk mengenai hampir 
seluruh pengertian dan masaalah hukum adat ditanah air kita. Te- 
tapi djustru suatu „legger van het adatrecht”  jang luas, tidak dapat 
bersifat suatu „pengantar”  hukum itu.

Pada tahun 1939, seorang murid dari van Vollenhoven, jaitu 
ter Haar, dengan banjak bersumber pada buku van V o lle n h o v e n , 

setjara genial menulis tentang Beginselen en stelsel van het adat- 
rechl. Buku ini, jang, seperti buku van Vollenhoven tersebut, tidak 
ada bandingannja sampai saat ini, hanja dapat dimengerti oleh me- 
reka jang telah diantarkan kedalam lapangan ilmu hukum adat. 
Pengarang membahas azas-azas dan sistim hukum adat itu, tetapi 
djustru suatu pembahasan sematjam ini se'harusnja menjusul suatu 
„pengantar” dalam materi jang bersangkutan dan tidak mendahului- 
nja.

Suatu „uittreksel”  (peringkasan) buku ter Haar, dengan ditam- 
bali oleh suatu „uittreksel” buku van Vollenhoven De ontdekking 
ran hel adatrecht *4, dibuat oleh Prof. Soekanto pada tahun 1954 1o.

14 1928.
15 Dr Soekanto Menindjau hukum adat Indonesia, tjetakan pertama pa a

tahun 1954.
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Pada tahun itu pula, oleh Prof. van Dijk ditulis Pengantar hu- 
knm adat Indonesians. Van Dijk mendjadi pengarang jang paling 
pertama berusaha menulis sualu „pengantar” , jaitu, menurut pe
ngarang sendiri, suatu pengantar hukum membatja buku ter Haar. 
Tetapi, menurut licmat kami, buku van Dijk ini hanja mengantar- 
kan para pembatja kedalam beberapa bagian sadja dari lapangan 
hukum adat. Dasar kemasjarakatan (jang dipeladjari oleh etnologi), 
dasar berlaku dan gunanja mempeladjari hukum adat dan sedjarah 
ilmu hukum adat, tidak diuraikan. Djadi, untuk dipakai sebagai 
sualu ,,pengantar”  jang benar-benar, buku van Dijk ini masih belum 
memadai.

Dalam tahun 1958 kita menjaksikan kelahiran dua karja ilmiah 
tentang hukum adat. D jojodigoeno menulis tentang Asas-asas hukum  
adat —  lihallah diatas tadi — , dan buku ketjil ini ditulisnja de 
ngan maksud memberi suatu pengantar hukum adat. Tetapi seperti 
buku van Dijk, djuga buku ketjil ini hanja mengantarkan para pem
batja kedalam beberapa bagian sadja dari lapangan hukum adat. 
Pengarang hanja membalias „wettelijke inlijsting”  dari hukum adat, 
ditambah dengan beberapa penindjauan tentang „ hukum keora- 
ngan” , „kewangsaan”  dan „perdjodoan” . Dibandingkan dengan bu
ku van Dijk, maka, sebagai suatu pengantar, buku D jojodigoeno 
ini sangat „summier” . Tetapi biarpun „summier” , masih djuga karja 
Djojodigoeno ini penting, karena memuat banjak hal-hal jang orisi- 
nil.

Buku kedua jang diterbitkan dalam tahun 1958 (liliatlah noot 
8 diatas tadi) adalah buku Soepomo Bab-bab tentang hukum adat, 
jang telah kami singgung diatas tadi dan jang terbitnja tidak dapat 
disaksikan oleh pengarang sendiri. „Sedang buku ini disiapkan di-
pertjetakan ............................ Supomo wafat”  17. Sesuai dengan dju-
dulnja, jaitu „Bab-bab” , basil karja ilmiah teralxir Soepomo, jang 
mendjadi sardjana hukum putera Indonesia jang paling besar dan 
oleli sebab itu tidak akan pernali dilupakan oleli bangsa Indonesia, 
merupakan suatu himpunan karangan-karangan jang telah pernah 
maupun belum pernah diterbitkan. Biarpun disusun setjara sisti- 
matis, masih djuga himpunan karangan-karangan ini tidak dapat 
didjadikan suatu ,,pengantar” .

16 Prof. Dr 15. van Dijk (ditcrdjem alikan oleh Mr A. Soeliardi) Pengan
tar hukum adat Indonesia , tjetakan pertama pada taliun 1954.

17 Dikutip dari Pengantar dari penerbit buku P rof. Supom o Bab-bab
tentang hulium adat.
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Berhubung dengan kenjataan-kenjataan jang dikemukakan di- 
atas tadi, maka kami berpendapat bahwa masih terbuka suatu la- 
pangan bagi suatu usaha-pertjobaan menulis suatu „pengantar”  be- 
nar-benar. Berhasil tidaknja usaha ini, jang tentu ada kekurangan- 
nja, pertimbangannja diserahkan kepada pembatja. Pembatja akan 
mempertimbangkan sampai dimana pengarang telah berhasil mela- 
liirkan suatu pandangau jang berpangkalan pada kepribadian (na- 
sional sendiri) bangsa Indonesia dalam bidang hukum (adat).

Ahirnja, perlu dikemukakan bahwa bahan-bahan jang diper- 
gunakan dalam menjusun buku ini bukanlah bahan-bahan jang 
berasal dari research sendiri. Jang dipergunakan adalah bahan- 
bahan jang ditemukan dalam tulisan-tulisan hukum adat jang su- 
dah ada. Tetapi walaupun demikian, masih djuga sangat bermanfaat 
melihat bahan-bahan dalam tulisan-tulisan jang sudah ada itu di- 
bawah sinar lampu jang baru : sinar tjahaja Nasionalisme Indonesia, 
jang berd jiwa Pantjasila.

Djakarta, 31 Djuli 1961 Atas nama REDAKSI,

E. Utrecht.
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ICATA PENGANTAR DARI PENGARANG

Apa jang lelali dikemukakan dalam Kata Pengantar dari Re- 
daksi, tidak perlu saja tainbah lagi. Masih tinggal satu hal.

Disini saja uljapkan perasaan bahagia dan terima kasih dalam 
mengenangkan djasa dan adjaran jang telah saja terima dari para 
Gurubesar pada Universitas Indonesia, tempat saja beladjar. Pera
saan berlmtang budi itu adalah terhadap terutama almarhum Prof. 
Dr Soepomo, Prof. Djokosoetono dan Prof. Dr Hazairin, jang telah 
menundjukkan djalan ke dunia ilmu pengetahuan hukum, chususnja 
banjak pengerlian, adjaran, istilah jang saja pergunakan, jang tak 
dapat saja sebut salu per satu, karena telah bertjampur-menjelinap, 
baur dan berpadu dalam karangan ini.

Terima kasih saja utjapkan pula kepada Saudara Drs Soehadi 
dan kawan-kawan, bekas murid-murid saja pada Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padjadjaran di Bandung, 
jang banjak membantu dalam mengumpulkan dan menjusun bahan- 
bahan, jang semula merupakan himpunan-perkuliahan saja.

Ahirnja saja mengutjapkan banjak terima kasih kepada Sau
dara Dr E. Utrecht atas dorongan supaja usaha pertjobaan ini, de
ngan perantaraan P.T. Penerbit dan Balai Buku „Ichtiar” , dipubli- 
kasikan dan atas petundjuk-petundjuk serta bantuan jang telah di- 
berikannja.

Bandung, 15 Djuli 1961. B.M.
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B A B  I

APAKAH HUKUM ADAT ITU ?

1. Istilah.

lstilah „liukum adat”  adalah terdjemahan dari istilali dalam 
bahasa Belanda : „adatrecht”  i. Snouck Hurgronje adalah orang 
paling pertama jang memakai istilah „adatrecht”  itu 2. Istilah „adat- 
recht”  kemudian dikutip dan dipakai untuk selandjutnja oleh van 
Vollenhoven 3.

Sebelumnja, hukum adat itu dinjatakau dengan dipakainja 
berbagai kata-kata4, seperti dalam perundang-undangan 5 : „gods- 
dienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken”  (pasal 11 A B G), 
„godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken”  (pasal 75 ajat 3 
redaksi lama RR 1854 7), „instellingen des volks”  (pasal 128 ajat 4 
IS 8 — sebelumnja, pasal 71 ajat 3 RR 1854), „met hunne gods- 
diensten en gewoonten samenliangende rechtsregelen”  (pasal 131 
ajat 2 sub b IS ( =  pasal 75 ajat 2 sub b redaksi baru RR 1854, 
jang mengganti pasal 75 ajat 3 redaksi lama RR 1854 tersebut di- 
atas)), „godsdienstige wetten en oude herkomsten”  (pasal 78 ajat 
2 RR 1854 — kemudian kata-kata „godsdienstige wetten en oude 
herkomsten”  ini oleh Ind. Stbl. 1929 nr 221 jo nr 487 diganti de
ngan istilah „adatrecht” ).

Dalam perundang-undangan, istilah ,,adatrecht”  itu baru mun- 
tjul pada tahun 1920, jaitu untuk kali pertama dipakai dalam un-

1 Kusumadi Pudjosewojo Petloman peladjaran tata hukuni Indonesia, 
1961, hal. 59-60 dan 66-67, meinaliamkan pengerlian ,,hukum adat”  
adalah lain dari pada pengerlian „adalrcchl” . Lihatlali dibawah nanti.

2 C. Snouck Hurgronje De Atjehers, 1893-1894, 2 djilid, I : hal. 16, 357
(„adats, die reehlsgevolpen Iiebben” ) ,  386, II : hal. 304, dan Het
Gajoland en zijru; bewoners, 1903, hal. 55.

3 C. van Vollenhoven Het Adatreclit van JSederlanda<■ h Indie __  dising-
kalkan : van Vollenhoven Adatreclit — , I, 1918, hal. 7 dan 9.

4 Van Vollenhoven Adatreclit, I, hal. 5-6.
5 Sebagian perundang-undangan jang dibuat pada zaman kolonial ini

masih tetap berlaku ex-pasal II Aturan Peralihan UUD (1 9 4 5 ).
6 Singkatan dari Algemene Bepalingen van Wclgeving voor Indonesie, 

Indisch Staatsblad (Ind. Stbl.) 1847 nr 23.
7 Singkatan dari Heglement op het Beleid der Regering van Nederlands 

Indie, Ind. Stbl. 1855 nr 1 jo  nr 2.
8 Singkatan dari Indishe Slantsregvling, Ind. Stbl. 1925 nr 415 jo  nr 577.
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dang-undang Bclanda mengcnai perguruan linggi di Negeri Belanda, 
Ned (erlands) Stbl. 1920 nr 105 dan dalam Academisch Statuut — 
tetapi lihatlah djuga Ind. Stbl. 1911 nr 569 9.

Tetapi pada pernvulaan abad ke-20 ini, lama sebelum dipakai 
dalam perundang-undangan, istilah „adatreclit”  itu makin sering 
dipakai dalam literatur (pembatjaan) tentang hukum adat, jaitu 
dipakai oleh Nederburgh 1(), Jnynboll 11, Scheuer12. Sesudah djilid
I dari buku van Vollenhoven Het Adatrecht van Nederlandsch Indie 
dilerbitkan, maka tiada lagi buku mengenai hukum asli (tradisionil) 
di Indonesia jang memakai istilah lain atau kata-kata lain daripada 
istilah „adatrecht”  untuk menjatakan hukum adat itu 13.

Sebenarnja istilah „ hukum adat” , jang saja perkenalkan diatas 
tadi, sedikit sekali diutjapkan orang banjak, „the man in the street” . 
Dikalangan orang banjak hanja terdengar kata „adat”  sadja 14. Ka- 
ta „adat”  ini sebenarnja berasal dari bahasa Arab, dalam bahasa 
ilu artinja : kebiasaan 15. Dalam bahasa-bahasa Indonesia pada pel- 
bagai suku atau golongan dipakai istilah-istilah jang bermatjam- 
matjam 16 : misalnja, didaerah Gajo : odot, didaerah Djawa'Tengah 
dan Djawa Timur : adat, ngadat, didaerah Minangkabau : lembaga 
atau adat lembaga —  kadang-kadang dipertentangkan antara adat 
dan lembaga, jaitu adat mengikat dan mempunjai akibat hukum

9 Dikulip dari 15. Ulrecht Pengantar dalam hukum Indonesia, 19o9, lull. 
250 noot 49.

10 I.A. Nederburgh Wet cn Adat, I (1 8 9 6 ) , 1, hal. 71.
11 Th. W . W vnboll Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansclic 

wet, 1903, hal. 9 dan 223.
12 II.J. Scheuer Het personenrecht voor de inlanders op  Java en Madoera, 

codificatieproeve 1904, hal. 24.
Disamping istilah-istilah tersebut diatas tadi masih ada istilah-istilah 
lain, antaranja istilah Mr Beseler, jaitu „volksreclit” , dalam bahasa 
Indonesia : ,,hukum rakjat”  —  dengan istilah ini dimaksud Iiukum 
(rakjat) jang tidak tertuiis, sebagai lawan pengertian „hukum  (Barat) 
jang tertulis”  (hukum  jang dikitabkan) (van Vollenhoven Adatrecht,
I, hal. 4 ) .  Ada pula istilah „Maleisch Polynesiscli recht” , dalam bahasa 
Indonesia : „hukum  Melaju-Polinesia”  —  jang dimaksud ialah hu um 
asli jang bcrlaku didaerah kepulauan Melaju-Polinesia sebelum datang- 
nja hukum-liukum Iain jang telah mempengaruhi hukum ash j tu» se" 
perti hukum (agania) Hindu, lmkuin (agam a) Islam dan hu um 
(agam a) Nasrani (van Vollenhoven Adatrecht, I, hal. 4 -5 ).

13 Istilah dalam bahasa Belanda „adatrecht”  itu telah diterdjemahkan 
dalam bahasa Inggris pula, jaitu „adatlaw” , seperti nampak dan djudul 
tcrdjemahan buku ter Haar Beginselen en stelsel van het adatrecht a- 
lam bahasa Inggris oleh A.A. Schiller dan E. Adamson Hoebel Adat- 
laic in Indonesia, 1948.

14 Van Vollenhoven Adatrecht, I, hal. 7.
15 Sama.
16 Sama.
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sedangkan lembaga tidak mengikat dan tidak mempunjai akibat 
hukum —, didaerah Minahasa dan didaerah Maluku terdengar isti
lah. adat kebiasaan, didaerah Batak Karo istilah „adaL” tidak ter
dengar, disitu dipakai istilah-istilah basa atau bitjara jang merupa- 
kan kebiasaan dan kesusilaan.

2. Unsur-unsur hukum adat.
Berulang-ulang kita lihat diatas tadi, bahwa untuk menjatakan 

hukum adat itu, dipakai istilah ,,godsdienstige wetten” . Pemakai- 
an istilah ini mentjapai puntjaknja pada bagian kedua abad ke-19.

Apakah nian sandarannja sehingga hukum adat itu dipandang 
sebagai agama atau undang-undang agama ? Bukankah, tiada alasan 
sehingga kekeliruan itu terdjadi ?

Van den Berg adalah orang jang mengemukakan sebuah teori 
sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam pengerlian, dalam prak- 
tek dan dalam perundang-undangan pada bagian kedua abad jang 
lampau, bahkan, pada permulaan abad ini. Van den Berg datang 
dengan teori receptio in complexu 17. Menurut teori ini, maka adat 
istiadat dan hukum sesuatu golongan hukuni masjarakat adalali 
resepsi18 seluruhnja dari agama jang dianut oleh golongan masja-

17 Teori jang salali ini ditjiptakan oleh Prof. Mr S. Keyzcr dan Prof. 
Mr L.W.C. van den Berg (dikulip pada E. Utrecht Penaantar dalam 
hukum Indonesia, hal. 251 root 5 0 ). Lihallah Bab IV dibawah nanti 
mengenai karia kedua gurubesar tersebut.

18 „Jang dimaksud dengan „„resepsi” ”  hukum asing ialali proses pe- 
nerimaan hukum asin" itu sebagai anasir asli (autochthoon element) 
dalam hukum asli (aulochthoon recht). Hukum asing jang diresepsi 
itu diinkorporasi kedalam hukum asli. Hukum asing jang telah di
resepsi tidak la«:i dirasa sebagai hukum asing”  (E. Utrecht Pengantar 
dalam hukum Indonesia, hal. 4 6 ). Di Eropa terdjadi resepsi hukum 
Romawi <hilr.ni hukum asli seperti hukum Germania —  lihatla!) 
F„ Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia, hal. 46-48 —  dan di 
Indonesia terd'adi resepsi hukum Hindu, hukum Islam dan hukum 
Barat dalam hukum adat. Teta~>i bagian lmkum adat jang inerupakan 
hukum asing jang diresepsi adalah sangal ketjil.
Teori rece-tio  in com plexu  itn berb inji —  saia mengutip dari buku 
Soekanto Menindjau hukum adat Indonesia, 1958, hal. 51 —  : Re
ceptio in complexu” ”  oleh ban."sa hindu dari hukum hindu, oleh 
kaum islam dari hukum islam, oleh kaum keristen dari hukum ke- 
risten. Se’ ama bukan sebaliknja dapat dibuktikan, menurut adjaran 
ini hukum pribumi ikut a»raman<a, karena diika memeluk sesuatu 
agama, harus djuga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan 
setia. Djika dapat dibuktikan bahwa satu atau beberapa bahagian, 
adat-adat seutuhnja atau baliagian-bahagian ketjil sebagai kebalikan- 
nia, maka terdapat perbedaan-perbedaan (,,„afwijkingen” ” ) dalam 
hi’ kuni aprama itu; dan bahwa penjusun adiaran itu mau mengakui 
bukti penjangkal itu adalah suatu tanda, bahwa ia telah mempunjai 
penglihatan serta mengharrrai setinggi-tinggin'a kesadaran hukum 
nasional dari „„rakjat berkulit sawo” ”  dari radja Belanda ( „ „ d e  bruine
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rakat itu. Lebih djelas : liukum (adat) sesuatu golongan masjarakat 
adalah hasil penerimaan hulat-bulat dari hukum agama jang jang 
dianut oleh golongan masjarakat itu. Djadi, hukum dari orang jang 
beragama Islam adalah hukum Islam, hukum dari orang jang ber- 
agama Hindu adalah hukum Hindu.

Pendapat van den Berg ini mendapat tentangan keras, dari 
antara lain Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven 19. Menurut 
Snouck Hurgronje tidak semua bagian hukum agama di terima, di- 
resepsi, dalam hukum adat. Hanja beberapa bagian tertcntu sadja 
dari hukum adat dipengaruhi oleh hukum agama, jaitu terutama 
bagian-bagian dari liidup manusia jang sifatnja mesra, jang hu- 
bungannja erat dengan kepertjajaan dan liidup batin. Bagian- 
bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan dan 
hukum waris. Pendapat jang disebut teracliir ini didasarkan atas 
anggapan : karena agama adalah suatu „innerlijke belevenis” , jaitu 
suatu kepertjajaan dan kehidup-batinan, djadi, suatu ketentuan jang 
eifatnja mutlak — pertjaja atau tidak pertjaja —, maka selajaknja 
tiga segi-segi hukum adat tadi dengan mudah sekali dapat dipenga
ruhi, dapat dimasuki faham-faliam jang ada dalam hukum agama 20.

Ter Haar niembantah sebagian pendapat Snouck Hurgronje itu. 
Menurut ter Haar maka hukum waris tidak dipengaruhi oleh Islam, 
melainkan, adalah hukum adat jang asli. Di Minangkabau hukum 
waris adalah hukum adat jang asli, jaitu suatu himpunan norma- 
norma jang tjotjok dengan susunan dan struktur masjarakat dan 
alam Minangkabau 21.

onderdanen van de koningin” ”  (Vollenhoven 1, halaman 34 dan se- 
landjutnja)” .

19 Pada halaman 51 bukunja tersebut, oleh Dr Soekanto disebut pe- 
ngarang-pengarang jang nicnjanibut teori receptio in com plexu  itu 
dengan ,,kritik jang sehebal-liebatnja”  : „D r. Snouck Hurgronje (De 
Atjeliers, I, katja 12; djilid II „„hoofdstuk  IV ” ” ) ,  Mr. Piepers 
(„„T ijdschrift voor Ned. Indie” ” , 1895, halaman 149, 150, 151, 152), 
Mr I.A. Nederburgh (liliat : „ „W e l en Adat” ” , band I (1896-1898), 
sluk 1, halaman 17-78), Mr W.B. Bergsina („ „W e t en Adat” ” , band 
III, stuk 1, Iialanian 205-208), Mr van der Lith (,„,G ids” ” , 18o2, 
III, halaman 217, 218, 219, 221, 223, 226, 2 3 8 ), Mr van Ossenbrug- 
gen („„O orpsrong en ecrsle onlwikkcling van het testeer- en voog- 
dijrecht” ” , 1902, halaman 113), Clive Day („ „T h e  Dutch in Java”  , 
1901, halaman 2 8 )” .

20 Pendirian Snouck Hurgronje ini djuga dibitjarakan oleh Prof. Mr J. 
Prins Adat en Isiamietische plichtenleer in Indonesie, 1954, hal, 10,
11 dan 12, jang mcnundiuk kepada beberapa keterangan Siiouck 
Hurgronje sendiri, van Vollenhoven dan Juynboll.

21 Liliatlah Bab VII dibawah nanti. Nasroen Dasar falsafah adat Mi
nangkabau, 1957, hal. 34-64. Halaman 3 4 :  , , .................... —  i f  „!*•
Minangkabau itu tumbuh dan mendjadi sempurna sendiri sebagai 
satu sistim keseluruhan jang bulat ditanah Minangkabau sendiri .
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Van Vollenhoven memberi ketegasan dan keterangan jang djitu 
atas hal jang aniat penting dan menggontjangkan ini. Dalam djilid
II buku Adatreclit diterangkannja bahwa hal tersebut harus di- 
telaah dengan djalan nienindjau sedjarah, jaitu harus diadakan 
tindjauan kembali sampai pada waktu Islam sebagai agama sedang 
berkembang ditanah Arab, zaman memuntjaknja pertentangan dan 
perebutan kekuasaan antara golongan Umajjah difihak jang satu 
dan golongan Medinah (golongan kolot) difihak jang lain. Perten
tangan dan perebutan kekuasaan ini diachiri dengan suatu kom- 
promi, dan kompromi inilah jang dilandjutkan dan diterima pu
la tatkala Islam masuk Indonesia. Apakah bunji kompromi jang 
mahapenting itu ? Segala urusan jang mengenai atau termasuk

22 Hal. 130-151.
Pada lialainun 52-54 buku Dr Sockanlo dapatlah kita balja : ,,Ba- 
gaimanakah kritik Van Vollenhoven alas Icori ,,„receptio in eom- 
plexu” ”  itu ?
Dengan singkat begini :
Djika kita tanja, kata Van Vollenhoven, apa scbabnja dalam tulisan- 
tulisan Van den Berg hukuni agama dianggap sebagai dasar (dasar 
hukum adat) („„gron dtoon ” ” ) ,  djawab Van den Berg berbunji se- 
lalu, baliwa persamaan kasar misalnja tentang bunga atau adat-adat 
desa („„dorpsinstellingen” ” ) ,  hanja dapat diterangkan oleh sebal> 
hal-hal itu dikutip dari hukum agama; atau peraturan-peraturan 
Islam, inisalnja tentang perdjandjian-perdjandjian oleh sebab hal ini 
sudah meresap dalam kesadaran hukum rakjat („„V raagt men nu 
op welken grond in deze geschriften de godsdienstige wet wordt aan- 
genomen als ,„,grondtoon” ” , het is altoos weer op grond van des 
schrijvers gratuiete verzekering, dat zekere grove gelijkenls, b.v. inzake 
de dorpsinstellingen o f rentebedingen, alleen uit ontleening aan gods- 
dienstig schoolrecht kan worden verklaard, o f  dat zekere groepen 
van mohammedaansche voorscliriften, b.v. de algemeene leer der ver- 
bintenissen o f de regels omtrent het karakter, de vereischten en de 
gevolgen der afzonderlijke overeenkomsten, „„vrij wel in het rechts- 
bewustzijn der bevolking zijn ingedrongen” ” ) (Vollenhoven I, hala- 
man 3 5 ).
Djika kita tanja apa sebabnja kita boleli mengabaikan hukuni asli 
(„„inheem sch  recht” ” ) jang masih hidup, ini rupa-rupanja dalam 
Islam masih ada perbedaan-perbedaan („„afw ijkingen” ” ) ,  akan te
tapi bukan akibat kesadaran hukum („„rechtsbewustzijn” ” ) lain; 
atau oleh karena akibat dari kemauan atau kebodolian orang 
(„„V raagt men, op welken grond nog levend inheemsch recht mag 
worden genegeerd, het schijnt te wezen omdat deze afwijkingen van 
den islam wel bestaan doch niet „„h et gevolg zijn van een ander 
rechstbewustzijn o f  omdat zu het uitvloeisel zijn van individueele wil- 
lekeur o f onkunde” ’ ) (Vollenhoven I, halaman 35 ).
Lain dari pada itu :
Semua hal-hal hukum bcrdasar teori receptio itu, berbau susunan 
Justianus („„Justiiiiaanse stijl” ” ) ,  artinja konstruksinja („„jurid ische 
constructie” ” ) ialali a la Justinianus, seperti hukum Belanda dahulu 
(„,,oud-vaderIandsch recht” ” ) jang dimasukkan (didedet) dalam tji- 
takan („ „v o rm ” ” ) hukum Romawi. Dengan setjara demikian hukum 
kita dimasukkan dalam misalnja : hukum Islam. Memang dalam hu-
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pemcrintahan, polisi dan lmkum (aljara) pidana diserahkan kepada 
kebidjaksanaan chalifah diluar tanali Arab, sedangkan lial-hal jang 
mengcnai liidup keaganiaan, hukum keluarga, liukum perkawinan 
dan liukum waris serta wakaf termasuk kompetensi golongan Me- 
dinali.

Demikian, kita meliliat kompromi tersebut perkembangannja 
ke Asia, Afrika dan bagian-bagian lain didunia, termasuk djuga 
Indonesia.

Tegasnja, dapallali kila larik kesinipulan dan adjaran bahwa 
liukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris dan hukum wa
kaf dipengaruhi oleh liukum Islam. Dengan kata-kata lain : hu
kum adat itu mempunjai unsur-unsur asli maupun unsur-unsur ke- 
agamaan, walaupun pengaruli agama ilu tidak begitu besar dan ha
nja dibeberapa daerah sadja 23. Namun dalam arti sempit dan se- 
hari-hari, maka jang dimaksud dengan „hukum adat”  adalah hukum 
asli jang tidak tertulis, jang memberi pedoman kepada sebagian 
besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam 
hubungan antara jang satu dengan jang lain, baik dikota maupun
— dan lebih-lebih — didesa.

kum adat Indonesia tcrdapat banjak terminologi arab-moslim umpa- 
manja : inilik („„eigendom ” ” ) ,  idjaab dan kabul („„aan bod  cn aan- 
neming” ” ) ,  diah („„bIoedprijs” ” >, adat („„gew oon te” ” ) .  Berarti ini, 
bahwa hukum adat kila ialah hukum Islam ? Berarti adanja termi
nologi liukum Rumawi dalam bahasa-hukum Belanda, misalnja forum , 
fiscus, actio pauliana, bahwa liukum Justinianus berkuasa di negara 
Belanda ?
Terminologi islam ini hanja ditempelkan sadja. Telah dikctahui, bah
wa sedjak sediakala sudah terdapat misalnja perkalaan bangun untuk 
„„blocdprijs” ”  jang seperti diatas telah dikemukakan, disebut diah. 
Lain dari itu.
Susunan hukum adat menurut pendirian Van den Berg itu amat ber- 
lainan daripada hukum adat jang ada, dengan keadaan („ „d a t  het 
door Mr. Van den Berg ontworpen adatrecht de breedte van den 
ganschen Iienicl afwijkt van de werkelijkheid” ; Van Vollenhoven I, 
bldz. 37 ).
Kcadaan jang sebenarnja adalah : dasar hukum  adat Indonesia ialah 
hukum melaju-polinesia ditanibah dengan disana-sini hukum  agama. 
Sesungguhnja pendirian ini ialah gampang dimengerti oleh karena 
dibuktikan dengan keadaan jang meliputi kita semua sehari-hari jang  
ada dalam masjarakat.
Djadi :
Djika kita mcngcluarkan perlanjaan, hukum apakah menurut ke- 
benaran, keadaan, jang baliagian terbesar terdapat dalam hukum adat 
Indonesia, djawabnja ialah : hukum melaju-polinesia jang asli itu, 
dengan disana-sini, sebagai baliagian jang sangat ketjil, hukum agama .

23 D jojodigoeno Asas-asas hukum adat. 1958, hal. 9, berkata : „Sesuai 
dengan pandangan sesat itu”  —  jang dimaksud ialah pendirian 
den Berg —  „maka dalam ordonnantic tentang raad agama, S. 1SSZ
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Disamping bagian jang tidak tertulis dari liukum asli itu ada 
pula bagian jang tertulis, jaitu piagam-piagam, perintah-perintah 
rqdja, patokan-patokan pada daun lontar, awig-awig (Bali). Diban- 
dingkan dengan bagian jang tidak tertulis itu, maka bagian jang 
tertulis ini adalah ketjil, tidak berpengaruh, dan sering dapat di- 
abaikan.

3. Definisi hukum. adat.
Setelah kita mengetahui tentang istilah dan unsur-unsur hukum 

adat, maka perlulah kiranja sebagai langkah pertama dan perke- 
nalan, kita mengetahui beberapa definisi (batasan makna).

Perlu dikemukakan betapa sukarnja untuk memberi definisi, 
jaitu mengemukakan dalam beberapa kata-kata, keselurulian penger- 
tian, sifat dan hakekat hal jang dimaksud 24. Oleh karena itu, suatu 
definisi hanja dapat dipakai sebagai suatu pegangan sementara 
sadja. Sungguhpun penjelidikan masih berdjalan terus dan belum 
selesai, ilmu pengetahuan tumbuh dalam berbagai kemungkinan, 
masih djuga suatu pengertian pokok dan global telah diperlukan.

Kesukaran membuat definisi itu chususlali dalam hal hukum 
adat. Terketjuali masih dalam pertumbuhan, hukum adat itu setjara 
langsung selalu membawa kita pada dua keadaan : tertulis atau 
tidak tertulis, pasti dan tidak pasti, hukum radja dan hukum rakjat, 
dst.. Membawa kita pada dua keadaan itu adalah djustru sifat dan 
pembawaan hukum adat sendiri.

No. 152, perkara-perkara pewarisan dan perdjodoan (inclusiva per- 
kara pertjeraian) dianlara orang-orang Muslim buniiputcri dan jang 
dipcrsamakan dengan niereka diistimewakan peradilannja : jaitu di- 
serahkan kepada raad agama, sedang badan pengadilan sehari-hari 
untuk orang bumiputera dan jang dipersamakan dengan mcreka jalah 
pengadilan negeri (landraad). Dalam tahun 1937 orang bcralih lagi 
konsepsinja dan mengira peraturan-peraturan feqih hania menguasai 
soal perdjodoan, talak, rudjuk dan fasah sahadja dan oleh karenanja 
hanja peradl: a perkara-perkara itu sadia jang masih diserahkan 
kepada raad : ;-ama, sedang peradilan perkara pewarisan diserahkan 
kepada pengadilan negeri. Lihat pasal 2a Priesterradenordonnanlie 
Stb. 1882-152, sesudah dirubah dengan S. 1937 No. 116.
Pandangan inipun masih terlalu melebih-lebihkan pengaruh hukum 
feqih. Njalanja pengaruh itu ketjil sekali. Lihatlah Diojodigoeno-Tir- 
tawinata, Het Adatprivaatrecht van Middel-Java —  1939, tentang per
djodoan c.a.” .

24  Lihatlah apa jang dikemukakan oleh Utrecht Pengantar dalam hukum  
Indonesia, 1959, lial. 10-11, dengan menjebut pendapat-pendapat van 
Apeldoorn, Leinaire dan Kisch. Terhadap pendapat van Apeldoorn 
ada kritik Prof. D jojodigoeno dalam madjalah Gadjah Mada, tahun 
kesepuluh nom or 4 (bulan Djuli 1959), hal. 191-195, dan madjalah 
Gama, 6, VIII, hal. 3-5 dan 16.
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Namun beberapa pandangan tentang pengertian „hukum adat” 
itu perlu, sebab istilah „hukum adat”  sering kali menimbulkan salah 
fall am - 5.

Ter Haar dalam pidato dies tahun 1937 jang berdjudul Het 
Adatrecht van Nederlandsch-Indie in Wetenschav, Practijk en On- 
derwijs 26 mengatakan „Het onbelangrijke bestanddeel van het adat
recht, dat bestaat in dorpsregeling en vorstenedict daargelaten, is 
het adatrecht dat gelieel van regelen, dat in de gezaghebbende bes- 
lissingen is bepaald en in de uitvoering daarvan verwerkelijkt „„zon- 
der meer” ” , dat wil zeggen zonder dat daarbij komt (van de andere 
kant) een gelieel van regelen, dat bij zijn geboorte voor de toekomst 
volstrekt bindend is verklaard. Zo is het geldend adatrecht dan ook 
alleen te kennen uit de beslissingen van de gezagdragende func- 
tionarissen der groep (hoofden, rechlers, volksvergaderingen, grond- 
voogden, godsdienst- en dorpsbeambten), zoals zij in of buiten ge- 
schil worden genomen in onmiddellijke afhankelijkheid van de 
s t r u c t u r e l e  b i n d i n ^ e n  en de w a a r d e n in de gemeen- 
scliap, in onderlingen samenliang en wederzijdse bepaaldheid 
Dalam kata-kata ter Haar ini terbatjalah adjarannja jang terkenal 
dengan nama beslissingenlser. Menurut adjaran ini, maka hukum 
adat itu — dengan mengabaikan bagian-bagiannja jang tertulis jang 
terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah radja — 
adalah keseluruhan peraturan-peraturan jang mendjelina dalam ke- 
putusan-keputusan para funksionaris liukum (dalam arti luas) jang 
mempunjai wibawa (maclit) serla pengaruh (invloed) dan jang da
lam pelaksanaannja berlaku dengan serta-merta (spontaann) dan 
dipatuhi dengan sepenuh liati. Dengan demikian, hukum adat jang 
berlaku itu hanja dapat diketaliui dan dililiat dalam benluk kepu- 
lusan-keputusan para funksionaris hukum itu, bukan sadja hakim, 
tetapi djuga k e p a l a  adat, rapat desa, wali tanah, p e t u g a s - p e t u g a s  

dilapangan agama, petugas-petugas desa lainnja. Kepulusan itu bu
kan sadja keputusan mengenai suatu sen gketa  jang resmi, tetapi ju- 
ga diluar itu berdasarkan kerukunan (musjawarali). K e p u t u s a n - k e -

25 Socpo.no Kedudukan hukum adat dikemudian hari, pidaio Jogjakarta

26 Pidaio Ba;uvia*l'(DjakaruO*a 1937*' kemudian di.nuat dalam »
dari Vcrzatncl'hi GeschrHten van Mr B. ter Haar Bzn (d.kumpulkan 
oleli soep om o), hal. 472-501

27 Verzamclde Geschriften (ter* H aar), II, hal. 473.
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putusan iui diambil berdasarkan nilai-nilai jang liidup sesuai dc- 
ngan alam rochani dan hidup kemasjarakatan anggota-anggota pcr- 
sekutuan itu.

Sungguhpun belakangan ini banjak sekali ahli liukum adat me- 
nentang pendapat ter Haar tersebut 2S, namun tidak dapat disangkal 
pandangan ter Haar jang mendalam, jang penuh perhatian serta 
pengertian, terbukti dari kata-katanja bahwa setiap hakim harus 
mengambil keputusan menurut adat, haruslah menginsjafi sedalam- 
dalamnja tentang sistim (stelsel) hukum adat, kenjataan sosial (so- 
ciale werkelijkheid) dan tuntutan keadilan dan kemanusiaan, untuk 
dapat melakukan tugasnja dengan b a ik 29. Ini berarti bahwa ter 
Haar tidak melupakan kenjataan-kenjataan dalam masjarakat In
donesia dan tjara berfikir jang chas 30 jang harus dipakai oleh sc- 
orang hakim jang bidjaksana, sebagai pangkal haluan. Kemudian, 
sangat penting bagi hakim itu untuk mentjari penjelesaian perkara 
jang dihadapinja, untuk memberi keputusan hukum, berdasarkan 
kejakinannja sendiri dalam pengaruh timbal-balik dengan segala 
sesuatu jang mendjadi kejakinan rakjat. Keputusan hakim harus 
mendjadi pembawa serta pemikul jang njata dari nilai-nilai ke- 
rochanian serta nilai-nilai kemasjarakatan dalam hidup bersama 
dalam suatu persekutuan (masjarakat) hukum31.

28 Lihatlah Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia, hal. 259-260, 
jang m enjebut Holleman (W eekblad  voor Privaatrecht, Notarisamhl 
en Registratie (W PtVR) nr 3557 dan karangan dalam T. 147 hal. 
4 28 -440 ), Logeniann (O ver de theorie van een stellig staatsrecht, 1954, 
hal. 43-48, dan dalam T. 148 hal. 27 —  dengan djawaban dari H ol
leman pada hal. 36 ) (Logeniann hanja mengrilik sebagian dari pen- 
dirian ter Haar itu ), van Hattum (W PNR nr 3587 dengan djawaban 
dari Holleman dan karangan Het adatreclit op Java, T. 148 hal. 201) 
dan van Dijk (Sam enleving en adatreclitsvorming, disertasi Leiden
1 948 ). Lihatlah djuga Soepom o, Prof. Mr B. Ter Haar Bzn. Herorien- 
tatie op  het gebied van adatrechtpolitiek, Gedenkboek Rechtswcten- 
schappelijk H oger Ondertvijs in Indonesie 1924-1949, 1949, hal. 38 
dst. dan Bab-bab tentang hukum adat, hal. 33 dst.; Kusuniadi Pu- 
d josew ojo Pedom an peladjaran tatahukum Indonesia, hal. 4-3-45, 
„uitwerken”  dan ,,verfijnen”  teori ter Haar itu.

29 Beginselen en  stelsel, hal. 234 ; djuga Soepomo dalam Gedenkboek  
Rechtwetenschappelijk Hoger Onderwijs, hal. 40.

30 Kegunaan mengetahui tjara berfikir jang chas ini —  terutama dalam 
bidang peradilan hukum adat —  dibahas oleh ter Haar dalam sebuah 
karangan jang berdjudul De betekenis van de tegenstelling participe- 
rend-kritisch denken en de rechtspraak naar adatreclit, Verzameldet 
Geschriften, II, hal. 586-605. Chusus diperhatikan kesimpulan ter 
Haar dalam ,,Slellingen”  nomor-nomor 5, 6 dan 7 (hal. 604-605).

31 Lihatlah selandjutnja Beginselen en stelsel, hal. 234-236.



Soepomo dalam Beberapa tjatatan mengenai kedudukan hukum 
adat 32 menulis antara lain „DaIam Tatahukum baru Indonesia, baik 
kiranja guna mengliindarkan kebingungan pengertian, istilah „„hu- 
knm adat” ”  ini dipakai sebagai sinonim (synoniem) dari hukum 
jang tidak tertulis didalam peraturan legislatif („„Unstalutory 
Law” ” ), hukum jang hidup sebagai konvensi dibadan-badan hukum 
negara (Parlemcn, Dewan Propinsi, dsb.), hukum jang timbul ka- 
rena inUusan-putusan hakim („„Judgemade Law” ” ), hukuni jang 
hidup sebagai peraturan kebiasaan jang dipertahankan didalam per- 
gaulan hidup baik dikota-kota niaupun didesa-desa ( „ „ Customary 
Law” ” ), semua inilali jnerupakan „„adat” ”  atau hukuni jang tak 
tertulis jang disebnl oleh pasal 32 Undang-undang Dasar Sementara 
tsb ” .

Jang menarik perhatian kita dalam uraian Soepomo ialali : di- 
fiini Soepomo melepaskan perhatian terliadap hal-hal atau bagian- 
hagian jang tertulis (geschreven bestanddelen) dan memaliamkan 
hukuni adat itu sebagai hukum jang tidak tertulis dalam arti jang 
luas, sebagaimana pada bagian lain karangannja tersebut, ia menjebut 
hukum adat dalam arti hukum kebiasaan jang tidak tertulis 33. Me
nurut liemat saja demikian luas hendaknja pasal-pasal 32 dan 43 
LTndang-undang Dasar Sementara tahun 1950 ditafsirkan. Djadi, 
„hukum jang tak tertulis”  itu tidak hanja meliputi jang hidup dan 
dipertahankan sebagai peraturan adat didalam masjarakat (custo
mary law), jang laziin kita sebut : hukuni adat (dalam arti sempit), 
letapi djuga hukuni kebiasaan dalam lapangan ketatanegaraan (con
vention) dan keliakiman atau peradilan (judgeinade law). Kita da
pat mengerti djalan fikiran Soepomo, jaitu apa sebabnja Soepomo 
mengabaikan bagian jang tertulis dari hukum adat, karena memang 
bagian jang tertulis ini sedikit sekali, sehingga dalam liubungan 
persoalan ini dapat diabaikan. Fikiran jang demikian sudali terda- 
pat pada ter Haar, seperti jang telah saja kemukakan diatas tadi.

Soekanto dalam bukunja Menindjau hukum adat Indonesia 34 
mengemukakan „Koinpleks adat-adat inilah jang kebanjakan tidak 
<likitabkan, tidak dikodifikasir („„ongecodificeerd” ” ) dan bersifat 
paksaan („„dwang” ” ), mempunjai sangsi (dari itu hukum), djadi

32 1951. Lihatlah djuga Prof. Dr R. Supomo Untlang-undang Dasar Se- 
menlara Ilepublik Indonesia, 1954, hal. 47.

33 Ada baiknja pula untuk mcmbandingkan pendapat Soepom o im de
ngan pendapat Kusumadi Pudjosewojo jang akan kami singgung di- 
bawah lianti.

34  Hal. 2.
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mempunjai akibat liukum („„rechtsgevolg” ” ), kompleks ini disebut 
hukum adat („„adatreclit” ” ) ”  35. Djadi, maksud Soekanto ialah 
hukum adat itu merupakan keselurulian adat (jang tidak terlulis 
dan liidup dalam masjarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan ke- 
laziman) jang mempunjai akibat hukum.

Hazairin dalam pidato inaugurasinja30 berpendapat bahwa 
„njatalah kiranja bahwa seluruh lapangan hukum mempunjai hu- 
bungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. Dengan 
demikian maka dalam sistim hukum jang sempurna Liadalah ada 
lempatnja bagi sesuatu jang tidak selaras atau jang bertentangan 
dengan kesusilaan.

Demikianlah djuga dengan hukum adal, teristimewa disini di- 
djumpai perhubungan dan persesuaian jang langsung antara hukum 
dan kesusilaan, pada achirnja antara hukum dan adat, jaitu sedc- 
mikian langsungnja sehingga istilah bikinan jang disebut „„liukum 
adat” ”  itu tidak dibutuhkan oleh rakjat biasa jang memaliamkan 
menurut halnja sebutan „„adat” ”  itu, atau dalam artinja sebagai 
(adat) sopan santun atau dalam artinja sebagai hukum” .

Selandjutnja, Hazairin menegaskan bahwa „adat itu adalah re- 
napan (endapan) kesusilaan dalam masjarakat, jaitu bahwa kaidah- 
kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan jang kebenarannja 
telah mendapat pengakuan umum dalam masjarakat itu” .

Selandjutnja lagi, Hazairin berkata bahwa „meskipun ada per- 
bedaan sifat atau perbedaan tjorak antara kaidah-kaidah kesusilaan, 
dan kaidah-kaidah hukum itu, akan tetapi bentuk-bentuk perkuatan 
jang menurut hukum dilarang atau disumh itu adalah menurut

3d  Soekunto melandjutkan : ,,Disini kita harus niemperingatkan bahwa 
meskipun teoretis kita dapat memberi batas antara hukum adat dan 
kebiasaan („„g cw oon te” ” ) ,  dalam prakteknja, kebanjakan tak m u- 
dah, bahkan kadang-kadang sangat sulit, mengenalnja, apakali sesuatu 
norm masuk dalam hukum adat, ataukah dalam kebiasaan.
Lihatlah misalnja perbuatan-perhuatan jang dilarang dengan sangsi- 
nja pembalasan jang bersangkulan dengan gaib (panlang, panuili) 
bcrseria hukuman dari piliak jang berwadjib; alau perbuatan-per- 
buatan jang oleh manusia sendiri dianggap pantang, umpanianja de
ngan memberi tanda larangan dibawah sulali suatu pohon, dengan 
maksud supaja pohon itu djangan ditebang; atau pemberian sum- 
hangan jang harus dibalas dengan sumbangan jang harganja sama. 
Akan tetapi, djika perbuatan-perbuatan sedemikian mempunjai sangsi* 
bersifat paksaan, walaupun menurut pikiran liarat tak dianggap per- 
buatan hukum, perbuatan-perbuatan itu harus dipandang sebagai kai
dah hukum adat djuga

36 Kesusilaan dan hukum, Djakarta 1952. Lihallah hal. J 2 dan 13
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kesusilaan benluk-benluk jang ditjela atau diandjurkan djuga, se- 
liingga pada liakikinja dalam patokan lapangan itu djuga hukum 
itu beruat pada kesusilaan. Apa jang tak dapat terpelihara lagi 
hanja oleh kaidah kesusilaan diichtiarkari pemeliharaannja dengan 
kaidah hukum” .

.1 ang dimaksud oleh Hazairin dengan „kaidah hukum” ialah 
„kaidah-kaidah jang tidak hanja didasarkan kepada kebebasan pri- 
badi tetapi serentak mengekang pula kebebasan itu dengan sesuatu 
gertakan, sesuatu antjaman paksaan jang dapat dinamakan antjaman 
hukum atau penguat hukum” .

Uraian Hazairin ini memberi kesan kepada kita akan suatu 
pandangan jang agak lain dari pada biasa. Pertama, disini Hazairin 
menghilangkan suatu garis atau batas jang tegas antara hukum di- 
l'ihak jang satu dan kesusilaan (kebiasaan, kelaziman, , ,z e d e d s b .)  
difihak jang lain. Hazairin meliliat antara hukum (hukum adat) 
dan kesusilaan tidak adanja suatu perbedaan hakiki, dapat dika- 
lakan bahwa segala maljam liukum jang ada, jaitu segala rna- 
tjam peraturan dalam liidup kemasjarakatan jang mendapat penga- 
kuan umum dalam masjarakat itu, bersumber pada kesusilaan. Ke- 
dua, kaidah kesusilaan —  termasuk kaidah adat — dibiarkan peme- 
liharaannja kepada kebebasan pribadi jang dibatasi dengan dan 
didjuruskan kepada suaLu antjaman paksaan, jaitu hukuman, pe
nguat hukum. Ketiga, kefahaman Hazairin tentang hukum adat 
disesuaikan dengan kefahaman rakjat, jaitu baik dalam arti (adat) 
sopan santun maupun dalam arti liukum 37.

Van Dijk dalam Pengantar hukum adat Indonesia oS, pada ha- 
laman 5 dst. mengatakan bahwa kata „hukum adat itu adalah 
istilah untuk menundjukkan hukum jang tidak dikodifikasi dalam 
kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur asine 
(orang Tionglioa, orang Arab, dll.). Selandjutnja, pada halaman 6 
ditulisnja bahwa kata „adat”  adalah suatu istilah jang dikutip an 
bahasa Arab, tetapi sekarang telah diterima dalam semua bahasa 
di Indonesia. Pada permulaannja istilah itu berarti „kebiasaan

37 Perlu ditambah bahwa tjara mcnclaah persoalan-persoalan ^ "je w a sa
kurn adat jang telah Hazairin lakukan inilah jang un kcnlj,a]j 
ini —  suasana nasional Indonesia dan tjita-tjita henda ' ” jiainkan 
ke kepribadian bangsa”  —  pentinglah artinja, jaitu ‘ kannja,
pengertian-pengertian hukum adat setjara rakjat niema Barat jyje. 
bebas dari pengaruh kepahaman ataupun tjara bertKir ‘ utup
ngenai „nationale (Oosterse) bewustwording”  im ‘
Bab IV dibawah nanti.

38 1954,
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Dengan istilah ini sekarang dimaksud semua kesusilaan disemua 
lapangan hidup, djadi, semua peraturan tentang tingkah-laku ma- 
tjam apapun jang biasanja didjalankan orang Indonesia. Djadi, 
meliputi pula peraturan-peraturan hukum jang mengatur hidup ber- 
sama orang Indonesia.

Untuk membedakan peraturan-peraturan hukum ini dari pera
turan adat lainnja, maka untuk memperlihatkan perbedaan itu, di- 
muka kata „adat”  dipasang kata „hukum” , dan dalam kata „liukum 
adat”  kita mempunjai suatu istilah tepat untuk menjatakan „liukum 
rakjat Indonesia” .

Selandjutnja, pada halaman 7 van Dijk menulis bahwa ,,Kedua 
djenis itu, adat dan liukum adat, bergandengan tangau (dua se- 
iring) dan tak dapat dipisalikan, tetapi hanja mungkin dibedakan 
sebagai adat-adat jang ada mempunjai dan jang tidak mempunjai 
akibat hukum. Selain dari pada itu dalam istilah „„hukum” ”  itu 
pada galibnja terkandung suatu arti jang lebih luas dari pada apa 
jang dimaksudkan orang dengan kata istilah „„hukum” ”  di Eropa” .

Dari uraian van Dijk ini dapatlali disimpulkan empat hal jang 
penting :

1. segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia, jang 
mendjadi tingkah-laku seliari-hari, antara satu sama lain, di- 
sebut adat

‘2. adat itu terdiri dari dua bagian, jaitu jang Lidak mempunjai 
akibat liukum dan jang mempunjai akibat hukum 39; dan jang 
disebut terachir adalah hukum adat.

3. antara dua bagian tersebut tidak ada suatu pemisahan jang 
tegas

4. bagian jang mendjadi „hukum adat”  itu mengandung penger- 
tian jang lebih luas dari pada istilah „hukum”  di Eropa atau 
pengertian Barat tentang liukum pada umumnja 40.

39 Dalam hal ini van Dijk mengikuli pembagian jang diadakan oleh 
van Vollenhoven : „adats met rechtsgevolgen en adats zonder reclits- 
gcvolgen”  (Adatreclit, I, hal. 1 0 ).

40 Konklusi jang dibuat oleh van Dijk pada halaman 125 disertasinja, 
Samenleving en adatreditsvorming, adalah sebagai berikut : „het adat- 
l-echt wordt gevormd en onderhouden in de beslissingcn en gedrag- 
ingen  der daartoe competente organen van gemeenschap cn maatschap 
in onderlinge binding, begrenzing en yervlechting binnen de eenheid 
van de sociale- en rechtsorde waarin zij fungeren”  (kursif dari saja).
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Achimja, penting djuga dikemukakan pendapat Kusumadi Pu- 
djosewoso dalam bukunja Pedoman peladjaran tala hukum Indo
nesia 41. Dalam buku ini Kusumadi mendjelaskan arti „adat”  dau 
arti „hukum” sebagai berikut :

Pada halaman 43 dilulisnja : „a d a i”  ialah tingkahlaku jang 
oleh dan dalam sesuatu masjarakat (sudah, sedang, akan) di- a d a t -  
kan. Dan adat itu ada jang „„tebar’” , ada jang tipis” ” , dan se- 
nantiasa „„menebal” ”  dan „„menipis” ” .

Aturan-aturan tingkahlaku manusia dalam masjarakat sebagai- 
mana dimaksudkan tadi, adalah aturan-aturan a d a t .  Akan tetapi 
dari aturan-aturan tingkahlaku itu ada pula aturan-aturan tingkah- 
laku jang merupakan aturan-aturan h u k u m. Apa jang „„adat” ” , 
manakah jang „„hukum” ”  ?

Pada halaman 44, dengan menundjuk kepada suatu pendapat 
dari van Apeldoorn, Kusumadi menulis : ,,Pembedaan”  —  antara 
„recht”  dan „zede”  — „mungkin djuga diadakan dan batas-batas 
dapat ditegaskan, tetapi hanja mengenai ,,,,rechtsbegrip” ” , tidak 
mengenai ,„,rechtsidee” ” , tidak melukiskan isinja, melainkan hanja 
memberikan tanda tjiri, kriterium segi luar untuk apa jang disebut 
„ „ recht , mengenai tjara melaksanakan ,„,rechtsregels” ”  itu, suatu 
kriterium f o r m i 1.

Apa jang dikemukakan oleh prof. van Apeldoorn itu, djuga 
dapat diterima untuk persoalan pembedaan antara jang hukuni dan 
jang bukan-hukum, jang adat belaka. Djuga disini hanja dapat dan 
tjukup ditimdjukkan kriterium formil. Kriterium itu —  tadi sudah 
dikatakan — mengenai tjara pelaksanaan. Tjara melaksanakan atu- 
ran-aturan hukum itulah jang membedakannja daripada aturan- 
aturan jang adat belaka.

Apa jang kita dapati dalam masjarakat ? P e rta m a -ta m a  bahwa 
para warga masjarakat dalam hidupnja bersama sehari-hari niemang 
njata-njata melaksanakan aturan-aturan tingkahlaku itu. Dari ke- 
njataan ini sendiri belum nampak mana jang adat, mana jang hu
kum. Tetapi djuga kelihatan bahwa didalam masjarakat ini ada su- 
sunan badan-badan atau orang-orang tertentu jang djustru mempu
njai tugas untuk menentukan, melaksanakan, memperlakukan, mein- 
pertaliankan aturan-aturan tingkahlaku tertentu dengan tjara terten
tu pula, disertai akibat-akibat tertentu.

41 Hal. 43-45 dan 58-66.
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Badan-badan atau orang-orang tertentu jang mempunjai tugas 
sedemikian itu lazim disebut „„jang berwadjib” ” , atau „„penguasa” ” . 
Mereka itu tugasnja ialah menetapkan apa jang „„hukum” ”  dida- 
lam batas lingkungan wewenangnja masing-masing („„petugas hu
kum” ” ), misalnja : pembentuk undang-undang, hakim, alat-alat per- 
lengkapan tatausaha dll. Menetapkan” ”  disini dalam arti luas, 
ja ’ni mengadakan sendiri maupun mengakui, didalam maupun di- 
luar sengketa. Dan penetapan-penetapan para petugas hukum itu 
mempunjai kekuatan mengikat sehingga selandjutnja dapat meru- 
pakan pedoman bertingkahlaku „„hukum” ”  bagi para warga masja
rakat. Penetapan-penetapan jang dipernjatakan dari para petugas 
hukum demikian itu dapat didjadikan tanda-tjiri untuk menundjuk- 
kan batas antara jang adat dan jang hukum.

Ini tidak berarti bahwa sebelum penetapan, aturan itu belum 
bersifat aturan hukum. Tetapi baru pada saat penetapanlah aturan 
tingkahlaku adat itu tegas berwudjud h u k u m  jang p o s i t i f. 
Saat penetapan dapat disebut „„existential moment” ” -nja hukum 
itu. Dengan kata bersahadja dapat disimpulkan : oleh jang berwa
djib dengan ketetapannja, apa jang adat dihukuinkan.

Jang dikatakan diatas tidak pula berarti, bahwa dalam hal 
menghukumkan itu, tingkahlaku sesuatunja harus lebih dahulu men
djadi adat, kemudian baru mungkin dihukumkan. Sekali-kali tidak. 
Dengan sekali gus dalam suatu penetapan, sesuatu tingkahlaku 
diadatkan seraja pula dihukumkan.

Djika hukum ini tidak tertulis, maka itu disebut „„hukum adat” ” 
Tetapi mugkin pula mengwudjudkan dari proses mendjadinja hu
kum itu menurut tjara-tjara tertentu, dalam bentuk tertulis. Dalam 
bentuk ini disebut „hukum jang tertulis” , jang wudjudnja sekarang 
ialah dalam ^jperundang-undangan” ”

Kelihatanlah dalam kutipan dari buku Kusumadi diatas ini, 
bahwa Kusumadi telah berhasil „uitwerken”  (melandjutkan) dan 
„verfijnen”  (menghaluskan) beslissingenleer dari ter Haar.

Selandjutnja, Kusumadi naembedakan antara „hukum adat” 
dan „adatrecht” . Pada halaman 58 bukunja ditulisnja sebagai be- 
rikut : „Didalam UUDS pernah disebut lagi „„hukum adat” ” , 
ja ’ni dalam pasal 104 ajat 1. Apakah merupakan satu lapangan hu
kum lagi disamping lapangan-lapangan jang disebut diatas ? ”  — 
jang dimaksud ialah lapangan-lapangan hukum tatanegara, hukum 
tatausaha negara, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana 
dan hukum atjara (hal. 54-55).
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„1  idak ! Hukum adat ialah keseluruhan aturau tingkahlaku 
jang «„adat dan sekaligus hukum” ”  pula. Dengan kata lain, hu
kum adat ialah keseluruhan aturan hukum jang t a k  t e r t u l i s ”

Kusumadi memolion perhatian untuk hal djuga Supomo berfaham 
bahwa —  berhubung dengan apa jang ditentukan dalam pasal 32 
Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 — „hukum adat”  adalah 
sinomin dari „hukum jang tak tertulis” .

Dengan demikian istilah hukum adat” ”  dalam UUDS 104 ajat 1 
hendaknja diartikan sebagai „„hukum jang tak tertulis” ” . Istilah hu
kum jang tak tertulis” ”  dipakai djuga setjara resmi, misalnja dalam 
pasal 32 dan 43 ajat 4 UUDS. Bahwasanja pasal-pasal UUDS tersebut 
sudah tidak berlaku sekarang, djuga tidak berarti hapusnja ,,„hu- 
kum adat” ”  — Kusumadi menundjuk kepada fahain Soepomo jang te
lah saja singgung diatas tadi —„ ...............  Mudah dimengerti bahwa
hukum adat itu bukan merupakan lapangan tersendiri disamping se
mua lapangan hukum jang telah disebut diatas, melainkan meliputi 
s e m u a lapangan hukuni tadi, sekedar mengenai bagian atau bidang 
jang tak tertulis.

Dengan demikian terdapat hukuni tatanegara perundang-undang- 
an dan hukum tatanegara adat, hukum tatausaha perundang-undang- 
an dan hukuni tatausaha adat, hukum perdata perundang-undangan 
dan hukuni perdata adat, hukum perundang-undangan dagang dan hu
kum dagang adat, hukum pidana perundang-undangan dan hukuni 
pidana adat, dst.

Tergantung daripada tatahukum jang bersangkutan dalam la- 
pangan-lapangan jang manakah aturan-aturan hukuni jang tak tertu
lis itu lebih besar atau lebih ketjil artinja daripada aturan-aturan 
hukuni jang berwudjud perundang-undangan” .

Pada halaman 59 dilulisnja bahwa „Didalam tatahukum Hindia- 
Belanda dikenal sedjenis hukuni jang disebut „„adatreclit” ” . Itu 
lazim diterdjemahkan dengan istilah „„hukum adat” ” . Akan tetapi 
ini sebaiknja djangan disamakan begitu sadja dengan jang saja se- 
but „„hukum adat” ” diatas tadi.

Untuk djelasnja, perlu disini sekedar uraian tentang „„adat- 
recht” ” .

„Jang dinamakan „„adatrecht” ”  itu ialah „„dat samenstel van 
voor inlanders en vreemde oosterlingen geldende gedragregels, die 
eenerzijds sanctie liebben (daarom „„recht” ” ) en anderzijds in onge- 
rodificeerden staat verkeeren (daarom „„adat” ” ) (Adatreclit itu 
ialah keesluriihan aturan tingkahlaku jang berlaku bagi bumiputera
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dan orang timur asing, jang mempunjai upajapemaksa, lagi pula 
tidak dikodifikasikan)”  —  dikutip dari buku van Vollenhoven Adat- 
recht, I, hal. 14.

„Djadi pertama-tama, „„adatrecht” ”  ialah keseluruhan aturan 
tingkahlaku bagi „„bumiputera” ”  dan „„orang timur asing” ” . Di
dalam tatahukum Hindia-Belanda rakjat jang ada diwilajah Hindia- 
Belanda digolong-golongkan, diantaranja ada jang disebut „„bumi- 
putera” ” , ja’ni rakjat peribumi dari Hindia-Belanda atau orang 
Indonesia asli, dan ada jang disebut „„orang timur asing” ” , ja’ni 
pokoknja orang dari dunia timur dan asing di Indonesia (orang 
Indonesia asli djuga orang timur, tetapi tidak asing di Indonesia !).

Selandjutnja jang merupakan „„adatrecht” ” itu aturan-aturan 
tingkahlaku jang ada „„sanctie” ”nja. „„Sanctie” ” arlinja upajape
maksa. Djika aturan itu dilanggar, upajanja tertentu untuk memak- 
sa supaja aturan itu tetap ditaati.

Ahirnja, „„adatrecht” ”  itu ialah aturan tingkahlaku jang ber- 
sanctie dan tidak dikodifikasikan, artinja tidak tertulis dalam ben- 
tuk kitab undang-undang jang tertentu susunannja” .

Pada halaman 66 ditulis : „Diatas saja katakan, hukum adat 
sebaiknja djangan begitu sadja disamakan dengan adatreclit.

Memang ada kesamaannja : Hukuni adat ialah hukum jang tak 
tertulis. Adatrecht djuga (pokoknja) hukuni jang tak tertulis. Te
tapi jang saja sebut hukum adat ialah s e g a 1 a hukum jang 
tak tertulis. Sedangkan adatrecht untuk sebagian meliputi djuga 
hukum jang tertulis. Apakah bagian ini tidak boleh dimasukkan 
dalam pengertian hukuni adat ? Terhadap itu tiada keberatannja. 
Demi penghormatan terhadap naluri. Tetapi, asal itu sungguh-sung- 
guh masih merupakan hukum jang hidup.

Nainun ada hal lain jang kiranja dapat lebih mendjelaskan 
maksud saja. Oleh pengundang-undang Hindia-Belanda terhadap 
golongan-golongan rakjat tertentu dalam bidang-bidang tertentu 
adatrechtnja telah dihapuskan kekuatan-hukumnja, mis. terhadap 
orang Timur Asing, karena terhadap mereka diperlakukan hukum 
perundang-undangan. Tetapi disamping hukum perundang-undangan 
itu sekarang dalam bidang-bidang tadi masih sepenuhnja akan ber
laku hukuni adatnja, hukumnja jang tak tertulis.

Pengertian ,„,adatrecht” ” , biarlah itu tanpa diterdjemahkan 
letap merupakan suatu pengertian tehnis-juridis jang tenipatnja 
djustru didalam tatahukum Hindia-Belanda. Biarlah itu tetap me-



rupakan tanda peringatan dan pengliormatan bagi mahasardjana 
pengukirnja, jang namanja tak pernah akan dapat dihapuskan dari 
sedjarah hukum Indonesia.

Didalam tatahukum Indonesia adanja hanja : hukum perun- 
dang-undangan dan hukum sebagai synonim daripada hukum jang 
tak tertulis”  42.

Itulah beberapa pendirian jang kiranja dapat didjadikan suatu 
pegangan sementara untuk memahamkan pengertian „hukum adat . 
Patut kiranja saja memberi pula pendapat sendiri, disamping pen- 
dirian-pendirian jang tersebut diatas tadi.

Sebagai dasar pendirian saja, baiklah sajapun menoleh kepada 
pasal 32 Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 jang berbunji. 
„Setiap orang jang ada didaerah Negara harus patuh kepada undang- 
undang termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis, dan kepa 
da penguasa-penguasa”  (kursij dari saja)..

Soepomo — jang pendapatnja telah disinggung diatas tadi 
memberi makna jang luas tentang apa jang dimaksud dengan „alu 
ran-aturan hukum jang tak tertulis” , diantaranja ialah hukum jang 
hidup sebagai peraturan kebiasaan jang dipertahankan didalam 
pergaulan hidup baik dikota-kota maupun didesa-desa . Teranglah 
sudali, bahwa „aturan-aturan hukum jang tak tertulis”  itu diantara 
jang kita fahamkan dengan hukum adat, chusus bagi masjarakat 
Indonesia asli, adalah sama kuatnja dengan hukum undang-undang 
(hukum jang tertulis). Bukankah, „undang-undang”  dan „aturan- 
aturan hukum iang tak tertulis”  itu disebut dalam satu hembusan 
nafas ? !

Sesunggulinja demikianlah menurut perasaan rakjat tentang 
keadilan, jang tidak membedakan antara atau tahu-menahu tentang 
,,liukum jang tertulis”  dan „hukum jang tak tertulis .

Hazairin telah menegaskan bahwa bagi rakjat biasa „hukum 
adat”  itu adalah hukum baik dalam arti adat sopan santun maupun 
dalam arti „hukum” 43. Dengan sekaligus runtuhlah tembok pemi 
salian antara hukum (jang tertulis) dan kesusilaan (adat, kelazi- 
man, kebiasaan), jang biasanja dibuat oleh pengarang-pengaran0 
hukum Barat, terutama mereka jang ada dikontinen Eropa Baiat.

42 Lihatlali kritik Utrecht tcrliadup pendirian K u s u m a d i  1
ini dalam Pengantar dalam, hukum  Indonesia, hal. to^  no

43 Kesusilaan dan hukum , hal. 12 dan 13.
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Dengan mengingat pendapat-pendapat Soepomo dan Hazairin, 
sampailah kita pada kesimpulan, bahwa hukum adat itu terutama 
hukum jang mengatur tingkah-laku manusia Indonesia dalam hu- 
bungan satu sama lain, baik jang merupakan keseluruhan kelaziman, 
kebiasaan dan kesusilaan jang benar-benar hidup dimasjarakat adat 
karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masjarakat 
itu, maupun jang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan jang 
mengenai sanksi alas pelanggaran dan jang ditetapkan dalam kepu- 
tusan-keputusan para penguasa adat ( mereka jang mempunjai kewi- 
bawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masjarakat adat 
itu), jaitu dalam keputusan lurah, penghulu, pembantu lurah, wali 
lanah, kepala adat, hakim ( hakim bukan penguasa adat jang satu- 
satunja I).

Pendirian saja ini pada hakekatnja menitikberatkan segi-segi 
adat jang mendjadikan adat itu gedjala jang benar-benar dirasa 
dan merupakan tuntunan dalam segala segi kehidupan jang wadjar, 
jaitu tuntunan jang tidak dapat dielakkan dalam hidup sehari-hari.

Kesadaran rata-rata dari pada anggota-anggota masjarakat me- 
mang dapat merasa apa jang patut dan apa jang tidak patut. Djadi, 
pangkal haluan berfikir kita adalah terletak pada adat. Kita ber- 
maksud memahamkan penilaian terhadap segala tingkah-laku dari 
segi kepatutan jang dianut dan dijakini oleh masjarakat adat. Ke
sadaran akan kepatutan ini difahami benar-benar oleh para funk- 
sionaris masjarakat sendiri. Oleh karena itu, kita lebih tjenderung 
untuk tidak menarik garis tebal atau mendirikan tembok pemisahan 
antara jang disebut adat dan jang disebut hukum adat.

Memang, dalam adat sendiri terdapat hal-hal jang dapat dike- 
nai sanksi karena pelanggaran, jaitu pelanggaran terhadap larangan 
atau lalai terhadap suruhan. Dengan perantaraan keputusan pengua
sa adat, maka hal jang dilanggar atau dilalaikan itu dan jang telah 
mengakibatkan suatu reaksi masjarakat adat, diberi penegasan dan 
perumusan, jaitu keputusan penguasa adat jang merupakan penegasan 
dan perumusan apa jang patut untuk mendjaga tatatertib sosial dan 
tatatertib hukum, atau apa jang patut untuk mendjaga keseimbangan
dalam arli religio-magis.

Pelaksanaan penegasan dan perumusan itu — jaitu pelaksanaan 
keputusan penguasa adat —  benipa diadakannja rapat desa, makan 
bersama dihalaman I alun-alun) dusun, memotong hewan, dll.
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Achirnja, djanganlah kita kira bahwa hukuman atas pelang- 
gavan hanja berupa keputusan penguasa adat atau hakim. Hukumaa 
itu dapat djuga berupa tjelaan, tidak diadjak berbitjara, tidak di- 
beri tempat dalam upatjara desa, dll.. Semua sikap masjarakat 
terhadap jang bersangkutan itu merupakan hukuman sosial atas 
perbuatan tidak sosial menurut ukuran adat atau hukum adat. Be- 
nar nian apa jang ter Haar tulis dalam buku Beginselen en stelsel 
van het adatrecht, bahwa peradilan menurut liukum adat men
djadi melandjutkan segala sesuatu jang ada dalam hidup kemasja- 
rakatan dan jang telah mendapat bentuk sebagai hukum 44.

44 Beginselen en stelsel, hal. 235-239.
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B A B  II.

DASAR PERUNDANG-UNDANGAN BERLAICUNJA 
HUKUM ADAT i.

Sesudah kita mengetahui isi pengertian „hukum adat , maka 
periling bagi kita untuk mengetahui pula dasar perundang-undangan 
(wettelijke^grondslag) dari berlakunja hukum adat itu dalam ling- 
kungan tatatertib hukum positif negara kita.

°Dalam Undang-undang Dasar (UUD) (tahun 1945, jang didja- 
dikan berlaku kembali menurut Dekrit Presiden tertanggal 5 Djuli 
1959) tiada satu pasalpun jang memuat dasar (perundang-undangan) 
berlakunja hukum adat itu. Menurut pasal II Aturan Peralihan 
UUD maka „Segala badan Negara dan peraturan jang ada masih 
langsung berlaku selama belum diadakan jang baru menurut Un
dang-undang Dasar ini .

Sebelum berlaku kembalinja UUD ini, maka berlaku Undang-
undang Dasar Sementara tahun 1950. Dalam Undang-undang Dasar
Sem entara itu pasal 104 ajat 1 mengatakan bahwa „Segala kepu-
tusan pengadilan harus berisi alasan-alasannja dan dalam perkara
hukuman menjebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan
hukum adat jang didjadikan dasar hukuman itu” . Tetapi ketentuan
. . • __ diikalau kita mengartikan „hukum adat” itu seluas-1111? 1 1
luasnja__memuat suatu „grondwettelijke grondslag” (dasar konsti-
tusionil) berlakunja hukum adat, sampai sekarang belum diberi 
p e n j e l e n g g a r a  (undang-undang organik).

K a ren a  sampai sekarang, b a ik  menurut UUD maupun menu
rut U n d an g -u n dan g  Dasar Sementara tahun 1950, masih belum di' 
buat suatu peraturan perundang-undangan j ang baru jang memuat 
dasar b e r la k u n ja  hukum adat, maka masih tetap b e r la k u  suatu pe"

1 Peinbatjaan tcrpenting : Prof. Dr R. Supomo Sistim hukum di Indo- 
nesia (sebelum Verang Duma II),  1915; Prof. Mr Sudiman Karto- 
hadiprodjo Pengantar tata hukum di Itul 1957-, Prof. Mr M.M.
Djojodigoeno Asas-asas hukum adat, 1958; E. Utrecht Pengantar da
lam hukum Indonesia, 19d9, Bab-bab III, IV dan X. Untuk latar- 
belakang kesedjahteraan (historische achtergrond) lihatlah djilid H 
buku Prof. Mr Dr Supomo dan Prof. Mr Djokosutono Sedjarah P°~ 
litik hukum adat, 1954 (ditulig dengan bantuan Njonja Mr Chr. Pie- 
ters-Gill)- Penibatjaan dalam bahasa Belanda : van Vollenhoven Adat- 
recht, I I5 Prof- Mr J-H- Carpentier Alting Grondslagen der Rechts- 
bedeeling, 1926; Prof. Mr Ph. Kleintjes Staatsintellingen van TSeder- 
landnrh Indio, 2 djilid, 1932-1933; Prof. Mr G. Andre de la Porte 
Recht en rrrhtsbedeeling in Nederlandsch Indie, 1933.
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raturan sematjam jang dibuat pada zaman kolonial oleh pemerin- 
tah Belanda. Dasar perundang-undangan berlakunja hukum adat, 
jang berasal daii zaman kolonial dan jang pada zaman sekarang 
masih letap berlaku, adalah pasal 131 ajat 2 sub b IS.

Menurut ketentuan tersebut, maka bagi golongan hukum  2 In
donesia asli dan golongan hukum Tim ur asing berlaku hukum adat 
mereka, Tetapi bilamana keperluan sosial mereka memerlukannja, 
maka pembuat ordonansi 3 dapat mcnentukan bagi mereka :

a. hukum Eropa
b. hukum  Eropa jang telah diubah (gewijzigd Europees recht)
c. hukum bagi beberapa golongan bersama-sama (gemeenschap-

pelijk recht),

dan apabila kepentingan umum  memerlukannja :

d. hukum baru (nieuw recht), jaitu hukum jang merupakan „syn-
tese”  antara liukum adat dan hukum Eropa („fantasierecht”  - — 
van Vollenhoven —  atau „am btcnarenrecht”  —  van Idsinga) 4.

Mengenai pasal 131 ajat 2 sub b IS ini, harus dikemukakan 
dua hal. Hal pertama, ketentuan tersebut adalah suatu pasal kodi- 
fikasi (codificatie-arlikel), jaitu ketentuan tersebut memuat suatu 
tugas kepada pembuat undang-nndang —  menurut IS : pembuat 
ordonansi —  untuk mengadakan suatu kodifikasi hukum privat bagi 
golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum Timur asing. 
Hukum bagi kedua golongan liukum tersebut jang hendak dikodi- 
fikasi, adalah hukum adat mereka, dengan diberi penibahan bila
mana perlu.

2 D alam  baliasa Belanda : „reehtsgroep” . Lihatlah E. U trcchl Pengantar
dalam hukum  Indonesia, hal. 193 noot 2. ^

3 O rdonansi ini, jan g  dapat disebut „u n dang-im dan S H india-Lclnnc a ,
adalah peraturan um um  jang  dibuat oleli G ubern u ^D jcn dei al I»« r . - 
m a-sam a dengan Volksraad dahulu —  pasal IS.. 
undang-undangan Hindia-Belanda dahnlu baijalaii Kir e . J- - » ' ,
blernen van a lgem ecn e  toetgeving in  DI./• sedert  -  >» K W n
(D jak arta ) 1 9 3 1 ; van V ollenhoven Staatsrecht o r e r z e s , 1 J 3 4 , KM.m- 
tjes Staatsinstellingen, I ;  Mr Dr W eslrn D e iSnchul. Indu-cho
reg elin g , 1 9 3 4 ; P ro f. Mr J J . Sehrieke In leu L n g  m  h et
van N ederl.-Indie, 1940 dan Logeniann Slaatsrecnt van N ed erl. In d ie ,

1947' • . I 1074 Utrecht Pengantar dalam hukum  Indonesia , nai.
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Tetapi —  hal kedua —-, selama redaksi pasal 131 ajat 2 sub b 
IS ini berlaku —  redaksi ini berlaku 6edjak tanggal 1 Djanuari 
1920 (antara tanggal 1 Djanuari 1920 dan tanggal 1 Djanuari 1926 
redaksi pasal 131 IS berlaku sebagai redaksi jang baru dari pasal 
75 R R  1354) — , maka kodifikasi jang diperintahkan kepada pem- 
buat ordonansi itu belum. terdjadi 5. Apakah jang mendjadi pegangan 
bagi hakim jang bertugas menjelesaikan perkara privat antara orang 
Indonesia asli, sedjak tanggal 1 Djanuari 1920 sampai sekarang ? 
Pertanjaan ini penting sekali, karena —  saja mengulangi —  pasal 
131 IS itu ditudjukan kepada pembuat undang-undang dan tidak 
ditudjukan kepada hakim, jaitu memuat tugas kepada pembuat un
dang-undang dan tidak memuat tugas kepada hakim.

Pegangan bagi hakim jang bertugas menjelesaikan perkara pri
vat antara orang Indonesia asli itu terdapat dalam ajat 6 dari pasal 
131 IS tersebut. Ketentuan ini adalah ketentuan peralihan, jang 
meneruskan keadaan jang ditimbulkan oleh suatu ketentuan jang 
lama, in casu pasal 75 ajat 3 redaksi lama RR 1854, selama suatu 
ketentuan jang baru, in casu pasal 75 redaksi baru RR 1854 ( =  
redaksi pasal 131 IS) —  jang mengganti redaksi lama itu pada 
tanggal 1 Djanuari 1920 —, belum menimbulkan suatu keadaan 
jang baru 6.

Pasal 131 ajat 6 IS menerangkan bahwa selama hukum perdata 
gerta hukum dagang jang sekarang — „tlians”  —  berlaku bagi go
longan hukum Indonesia asli dan golongan hukum Timur asing be
lum diganti dengan suatu kodifikasi —  seperti jang diperintahkan 
dalam pasal 131 ajat 2 sub b IS — , maka hukum tersebut berlaku 
bagi kedua golongan hukum itu. Djadi, selama belum ada kodifikasi 
bagi kedua golongan hukum itu, maka letap berlaku hukum adat- 
nja, seperti jang, sebelum, tanggal 1 Djanuari 1920, telah ditentukan 
oleh pasal 75 ajat 3 redaksi lama RR 1854.

5 Logemann Slaatsrecht van Nedorl. Indie, hal. 44 : „D e  opdracht oin
het privantrecht voor de inlanders te codificeren in een ijdcl woord 
gehleven” .

6  Vail V ol'enh o 'cn  dalam Adatrecht. II, lial. 819 <!st., inciliberi suatu
„overzichl”  l.iriorls tentang perubahan |)JIH(ll 75 , 0(]aksj jama J jr
1854 schingpa mendjadi pasal 75 redaksi baru RR i s 54. Suatu
„overzicht”  jang lebsli luas dapat diketemukan dalam buku Supo
m o dan Djokosulono Sedjarah polilik hukum adat II hal. 119 
cist., sedangkun Kualu „ovei'/.icht”  ringkas dimuat dalam buku Utrcclit 
Pengantar (lalum hukum Indonesia, hal. 212-217 dan karangan Su- 
por.io, Hukum  adat dilccmudian hari berhubung dengan pem binaan 
negura Indonesia, Hukum, 1952, 4 /5 ,  hal. 3 dst. (d juga dimuat da- 
lam buku Supomo Bab-bab lenlans hukum adat, 1953, hal. 5 -2 0 ).
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Inilah penafsiran kata „thans”  — sekarang — menurut artinja 
dalam bahasa 7. „Thans berarti „pada waktu ini” , jaitu waktu mu- 
lai berlakunja perubahan redaksi lama pasal 75 RR 1854 sehingga 
mendjadi redaksi baru pasal tersebut ( =  sehingga mendjadi re
daksi pasal 131 IS). Perubahan ini terdjadi pada tanggal 1 Djanuari 
1920. Djadi, keadaan hukum adat pada waktu mulai berlakunja 
perubahan redaksi lama pasal 75 RR 1854, jaitu keadaan hukum 
adat pada tanggal 1 Djanuari .1920, dengan sekaligus dimasukkan 
kedalam tatahukum baru — jang hendak ditimbulkan oleh redaksi 
baru pasal 75 RR 1854 ( =  pasal 131 IS) — selama belum ada 
kodifikasi. Keadaan hukum adat pada tanggal 1 Djanuari 1920 ada
lah keadaan hukum adat menurut pasal 75 ajat 3 redaksi lama 
RR 1854.

Demikianlali, karena sampai sekarang kodifikasi jang diperin
tahkan dalam pasal 131 ajat 2 sub b IS belum diadakan, maka 
sampai sekarang pula hakim masih tetap menghadapi keadaan hu
kum adat menurut pasal 75 ajat 3 redaksi lama RR 1854 itu.

Mengenai hukum adat itu antara nasal 75 redaksi lama RR 
1854 dan pasal 131 IS ( =  pasal 75 redaksi baru RR 1854) ada be
berapa perbedaan jang pentiug. Satu perbedaan jang penting telah 
saja sebut diatas tadi, jaitu paasl 75 redaksi lama RR 1854 ditu
djukan kepada hakim sedangkan pasal 131 IS ditudjukan kepada 
pembuat undang-undang. Perbedaan kedua, adalah pasal 75 redaksi 
lama RR 1854 tidak memuat kemungkinan orang Indonesia asli di- 
lundukkan pada suatu hukum baru s — liliatlah sub d dalam lin- 
djauan saja tentang pasal 131 IS diatas tadi. Perbedaan ketiga, ada
lah hukum adat tidak bolch didjalankan apabila bertentangan de
ngan „azas-azas k’eadilan”  (ajat 3 pasal 75 redaksi lama RR 1854) 9 
dan apabila hukum adat tidak dapat menjelesaikan sesuatu perkara, 
maka hakim dapat menjelesaikannja menurut azas-azas hukum Ero- 
pa (ajat 6 pasal 75 redaksi lama RR 1854) i°. Reslriksi (pemba- 
lasan) atas mcndjalankan dan kemungkinan untuk mcnambah hu
kum adat jang tertjanliun dalam ajat-ajat 3 dan 6 pasal 75 redaksi 
lama RR 1854 ini, tidak termuat dalam pasal 131 IS.

7 Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia, hal. 254-255.
8 Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia, hal. 216.
9 Sama.
10 Sama.
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Telah ditimbulkan persoalan apakah restriksi dan kemungkinan 
menambah tersebut masih dapat dilakukan oleli hakim sesudali tang
gal 1 Djanuari 1920, karena njata kedua wewenang hakim itu tidak 
termuat dalam pasal 131 IS. Utrecht, dengan memberi lukisan jang 
djelas tentang persoalan tersebut, berpendapat bahwa dua wewenang 
tersebut masih tetap ada didalam tangan hakim sesudah tanggal 1 
Djanuari 1923.

„„Thans” ”  berarti „„pada waktu ini” ” , jaitu waktu mulai ber- 
lakunja perubahan redaksi lama pasal 75 R.R. 1354. Djadi, k e - 
a d a a n hukum adat pada waktu mulai berlakunja perubahan re
daksi lama pasal 75 R.R. 1854 dengan sekaligus dimasukkan keda- 
lam tatahukum baru selama belum ada kodifikasi. Ajat 6 pasal 131 
I.S. adalah ketentuan peralilian jang meneruskan keadaan — dalam 
arli kata seluas-luasnja ! •— selama itu belum diubali, jailu selama 
belum dibuat kodifikasi bagi orang bukan-Eropah. Oleh karena sam- 
pai pada liari ini kodifikasi hukum adat jang diingini itu belum 
didjadikan, maka kedua kekuasaan istimewa hakim pemerintab 
mengenai hukum adat masih tetap dapat didjalankannja.

Menurut anggapan kami — jang setudju dengan anggapan tadi
— memang hakim berkuasa mengudji menambah hukum adat. Te
tapi jang mendjadi ukuran bukanlah azas konkordansi dahulu; 
jang sekarang mendjadikan ukuran bagi hakim azas-azas hukum 
jang harus dipertahankan dalam suatu negara hukum jang mer- 
deka dc.n berdaulat serta berdasarkan azas-azas sosialisme „„a  la In
donesia” ” .

Para sardjana hukum jang beranggapan bahwa djuga setelah 
tahun 1919 hakim berkuasa mengudji dan menambah liukuin adat 
ialah Carpentier Alting, Nederburgh, Andre de la Porte dan ru- 
panja djuga D j o j o d i g o e n o  (?) .  Tetapi mereka ini menda- 
pat tantangan dari banjak pengarang lain, jailu v a n  V o i l e  n- 
h o v c n ,  t e r  Ha a r ,  K 1 e i n t j e s, L o g e m a n n, S u p o m o .

Jang mendjadi alasan v a n  V o l l e n h o v e n  bahwa hakim 
eetelah tahun 1919 tidak lagi berkuasa mengudji dan menambah 
hukum adat, ialah :

1. sedjarah penetapan perubahan pasal 75 redaksi sama R.R. 1354 
tidak mengatakan apa-apa tentang rocneruskaii tidaknja dua 
kekuasaan tersebut.

2. redaksi ajat 6 pasal 131 I.S. memuat tugas baik bagi hakim 
maupun bagi administrasi (tatausaha) negara. Oleh karena ke-
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pada administrasi negara tidak diberi kekuasaan untuk me
ngudji dan menambah hukum adat, maka tidak boleh dika- 
takan bahwa dengan sendirinja kekuasaan itu diberi kepada 
hakim.

3. sedjarah praktek kekuasaan itu telah menundjukkan kepada 
kita bahwa kekuasaan tersebut didjalankan oleh hakim se- 
tjara jang tidak sesuai dengan tudjuannja. Sebab itu ke
kuasaan istiinewa tersebut sungguh-sungguh tidak perlu bagi 
hakim”  J-1.

Disamping pasal 131, maka IS memuat lagi satu ketentuan 
perundang-undangan mengenai berlakunja hukum adat, jaitu pasal 
134 ajat 2. Menurut ketentuan ini, maka „Dalam hal limbul per- 
kara liukum perdata antara orang Muslimin, dan hukum adat me
reka meminta penjelesaiannja, maka penjelesaian perkara tersebut 
diselenggarakan oleh hakim agama, terketjuali djika ordonansi 
telah mcnetapkan sesuatu lain”  12.

Kita mengetahui bahwa Bab VII IS jang memuat pasal-pasal 
131 dan 134 tersebut, hanja berlaku bagi hakim jang dahulu disebut 
„Gouvernementsrechter”  (Landraad) 13, jaitu hakim jang sekarang 
berlindak sebagai Pengadilan Negeri. Dasar perundang-undangan 
berlakunja hukum adat bagi peradilan adat („Inheemse recht- 
spraak” ) terdapat dalam pasal 3 Ind. Stbl. 1932 nr 80, didaerah jang 
diberi nama „rechtstreeks bcsluurd” —  atau „dircct gebiet” . Untuk 
daerah swapradja. dasar perundang-undangan berlakunja hukum adat 
terdapat dalam pasal 13 ajat 3 Zelfbestuursregelen 1938 Ind. Stbl. 
1938 nr 529 dan dalam Lange Contract.

Peradilan adat disiiiggung dalam Ind. Stbl. 1932 nr 80 tersebut 
adalah peradilan adat jang ada didacrah-daerah luar Djawa dan 
Madura. Untuk liakim adat di Djawa dan Madura, jang diberi na
ma „dorpsrechter”  (hakim desa, peradilan desa), dibuat pasal 3a

11 Saraa dengan noot 7. , ....
12 Teks dalam baliasa Belanda berbunji : „Evenwel staan de burgerlijKe

rechtszaken tiisschen Mohammcdanen, indien liun adatrecht dat me e- 
brengt ter kennisneining van den godsdienstigen rechter, \oor zoover 
niet bij ordonnantie anders is bepaald” . _ _

13 Lihatlah Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia, lial.
„GoLiverncmciitsrechtcr”  itu „adalah pengadilan jang d l a a £ a n 
oleh penierintah (Hindia-Belanda) dalam peraturan P‘ ‘run“ “ ” S-un- 
dangan (ordonansi). Lihatlah pasal-pasal 130 jo  l o o  Is , 1 ™
1 Kb. Pengadilan penierintah memutuskan ,,„atas nama l.adja 
( ,,„ in  Itaani des Konings” ” ) (pasal 130 IS) .
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Rechterlijk Organisatie (RO), Ind. Stbl. 1847 nr 23 jo  1848 nr 47 
(pasal 3a dimasukkan kedalam RO berdasarkan Ind. Stbl. 1935 nr 
102).

Achirnja, kita mengetahui pula bahwa pasal 1 ajat 2 Undang- 
undang Darurat tahun 1951 nr 1, LN 1951 nr 9, menentukan bah
wa „pada saat jang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri 
Kehakiman, diliapuskan :

a. segala Pengadilan Swapradja (Zelfbestuursreehtspraak) dalam 
Negara Sumatera Timur dahulu, Keresidenan Kalimantan. Ba- 
rat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu, ketjuali pera- 
dilan Agama, djika peradilan itu menurut hukum jang hidup me- 
rupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Swapradja.

b. segala Pengadilan Adat (Inlieemse rechtspraak in rechtetreeks 
bestuurd gebied), ketjuali peradilan Agama djika peradilan itu 
menurut hukum jang hidup merupakan satu bagian tersendiri 
dari peradilan Adat” .

Tetapi menurut pasal 1 ajat 3 LN 1951 nr 9 ini, „dorpsrechter” 
tetap dipertahankan. Peradilan jang dilakukan oleh hakim swapra
dja dan hakim adat jang telah dihapuskan itu, diteruskan oleh 
Pengadilan Negeri.

Kita mengetahui bahwa sebagai akibat revolusi sosial di Su
matera Timur pada tahun 1946, maka didaerah itu tiada lagi ha
kim swapradja. Lihatlah Undang-undang RI tahun 1947 nr 23.

Daerah-daerah diinana hakim swapradja dan hakim adat itu 
telah dihapuskan, adalah beberapa lagi : Bali (hakim swapradja, 
Tambahan LN nr 231), Sulawesi (hakim swapradja maupun hakim 
adat, Tambahan LN nr 276), Lombok (hakim adat, Tambahan LN 
nr 462), Sumbawa, Suraba, Flores dan Timor (hakim swapradja, 
Tambahan LN nr 603) dan Kalimantan (hakim swapradja maupun 
hakim adat, Tambahan LN nr 642) i*.

14 Dikutip dari buku IJtrrrli! Pengantar dalam hukum Indonesia, hal. 
519. HcrUuhunff dnitfflfl pw aodan ini pentinglah dibatja karangan 
MaJikul Ad/1, IVngliapusan peradilan asli, terutama mengenai Keresi
denan Bangkahulu dan Palembang, Hukum, 1957, 3 /4 , hal. 5-18.
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B A B  III

HUKUM ADAT SEBAGAI SEGI (ASPEK) KEBUDAJAAN

Penjelidikan van Vollenhoven dan sardjana-sardjana lain mem- 
buktikan bahwa wilajah hukum adat Indonesia itu tidak hanja ter- 
batas pada wilajah Republik Indonesia, jaitu terbatas pada kepu- 
lauan — Nusantara ■— kita. Hukum adat Indonesia tidak sadja ber- 
semajam dalam liati nurani perasaan orang Indonesia jang men
djadi warga-negara (Republik) Indonesia (staatsrchtelijk Indono- 
sier) disegala pendjuru Nusantara kita, tetapi djuga tersebar dan 
mentjar sampai-sampai digugusan kepulauan Filipina dan Taiwan 
disebelah Utara, dipulau Malagasi (Madagaskar) disebelah Barat 
Lautan Hindia dekat pantai Afrika, dan berbatas disebelah Timur 
sampai dekat Amerika Selatan dikenulauan Paas, dianut dan di- 
pertahankan oleh orang Indonesia jang termasuk golongan ,,ethno— 
logisch Indonesier” . Dalam wilajah jang sangat-sangat luas ini, hu
kum adat tumbuh, dianut dan dipertaliankan sebagai peraturan 
pendjaga tatatertib sosial dan tatatertib hukum diantara manusia, 
jang sama bergaul didalam suatu masjarakat, supaja dengan de- 
mikian dapat dihindarkan segala bentjana dan bahaja jang mung- 
kin atau telah mengantjam. Ketertiban jang dipertahankann oleh 
hukum adat itu baik bersifat batiniah maupun djasmaniah, keli- 
hatan dan tidak kelihatan, tetapi dijakini dan dipertjajai sedjak 
dari ketjil waktu kanak-kanak sampai berkubur baur dengan tanah
kembali..........................

Dimana ada masjarakat, disana ada hukum (adat). Inilali suatu 
kenjataan, umum, diseluruli dunia. Tidakkah Cicero lebih kurang 
2000 tahun jang lalu telah mengikrarkan dalam bahasanja, jaitu da
lam bahasa Latin, kala-kata jang talian zaman : ubi societas, ibi ius. 
Dalam zaman modern, kenjataan ini ditegaskan dengan penuh ke- 
jakinan oleh mazab Ethnologischc Jurisprudenz, jang pelopornja, 
jaitu A.H. Post mengikrarkan dalam bahasanja, kali ini bahasa 
Djerinan, kalimat : ,,Es gibt kein Volk der Erde, welches nicht die 
Anfiinge eines Rechtes besasse” 1. Van Apeldoorn mengulangi kata-

1 Orundriss tier ethnologischen Jurisprudenz, I, 1895, lial. 8 dikutip 
pada buku L.J. van Apeldoorn lnleiding tot de studie van het /Ve- 
derlandse recht, 1955, hal. 6.
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kata Post itu dalam bahasanja sendiri : ,,Recht is er over de geliele 
wereld, overal waar een samenleving van mensen is ” 2.

Hukum jang terdapat didalam tiap masjarakat manusia, betapa 
sederhana dan ketjilpun masjarakat itu, mendjadi tjerminnja. Ka
rena tiap masjarakat, tiap rakjat, mempunjai kebudajaan sendiri 
dengan tjorak dan sifatnja sendiri —  biarpun dalam kebudajaan 
beberapa rakjat tertentu (misalnja, semua rakjat Eropa Barat) ada 
banjak kesamaan pula — , mempunjai tjara berfikir, „geestesstruc- 
tur”  sendiri, maka hukum didalam tiap masjarakat, sebagai salah 
satu pendjelmaan „geestesstructuur”  masjarakat jang bersangkutan, 
mempunjai tjorak dan sifatnja sendiri, jailu hukum masing-masing 
masjarakat itu berlain-lainan. Vgn Savigny, pernah mengadjarkan 
bahwa hukum mengikuti „Volksgeist”  dari masjarakat tempat hukum 
ilu berlaku. Karena „Volksgeist”  masing-masing masjarakat berlain- 
lainan maka djuga hukum masing-masing masjarakat itu berlain- 
lainan 3.

Begitu pula halnja dengan hukum adat di Indonesia. Seperti 
lialnja dengan semua sistim hukum lain dibagian lain dunia ini, 
maka hukum adat itu senantiasa lumbuh dari sesuatu kebutuhan 
hidup jang njata, tjara hidup dan pandangan hidup, jang keselu- 
ruhannja merupakan kebudajaan masjarakat tempat hukum adat 
itu berlaku. Tidak mungkin suatu hukum tertentu jang asing bagi

2 Van Apeldoorn seperti jang disinggung dalam noot 1.
3 Istilah ,,gcestcsstrucluur”  bora sal dari K.A.II. Hidding (T iceeerlei gees- 

tesstructimr, tjeramali Solo 1936. Lihatlah djuga buku Geestesslruc- 
tuur en  cultuur. Honfdlijnen ener fenom enologische Anthropologic,
1 9 49 ). Mengenai von Savignv dan pengertian „Volksgeist”  jang di- 
tjiptakannja, lihatlah buku Utrccht Pengantar dalam hukum  Indo
nesia, hal. 48, 158 dan 174-176 (F.C. von Savigny adalah pendasar 
„Historische Rcclitsschule”  (V om  B eruf unserer Zeit fu r Geselzgebung  
und Rechtstcissenschaft, 1814 ), jang melihat hukum itu sebagai hasil 
perkembangan historis dari masjarakat tempat liukum itu berlaku —  
isi hukum ditentukan oleh perkembangan adat istiadat rakjat disepan- 
diang sedjarah, isi hukum ditentukan oleh sedjarah masjarakat manusia 
dimana hukum itu berlaku — ; dalam buku jang berdjudul System 
des heutigen riimischen Rechls, I, 1840, von Savigny membuat sebuah 
rumus jang sering dikulip : ,,Das Recht wird niclit gemacht, es ist 
und wird mit deni Volke”  (hal. 1 4 ) ) .  Van Apeldoorn, jang djuga 
menganut suatu pandangan jang berdasarkan sedjarah, berkata bah
wa „a !le  recht (is ) historisch bepaald cn dus verandcrlijk naar plaats 
on tijd”  (lihatlah Inleiding, Iial. 96 dst.; bandingkanlah dengan pen- 
dirian D.G. Itengers Hora Siccama Natuurlijke ivaarhcid en historisch• 
hepaaldheid, 1935). Pada umumnia para „rechtssociologen”  (Hama- 
ker, Ehrlich, Sinzheimer) berpendapat sania dengan van Apeldoorn.
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masjarakat itu dipaksakan 4 atau dibuat ^  apabila liukum tertentu 
jang asing itu bertentangan dengan kemauan orang terbanjak dalam 
masjarakat jang bersangkutan atau tidak mentjukupi rasa keadilan 
rakjat jang bersangkutan, pendeknja : bertentangan dengan kebu- 
dajaan rakjat jang bersangkutan.

Djadi, kita tidak boleh menindjau liukum adat Indonesia ter- 
lepas dari apa jang dinamakan von Savigny, „Volksgeist” , „geestes- 
structuur” , „grondstructuur”  masjarakat Indonesia, dari sudut tjara 
berfikir jang chas orang Indonesia jang terdjelma dalam hukum 
adat itu. Kita djuga tidak bole'h lupa „structuur”  rochaniah masja
rakat Indonesia jang bersangkutan.

Untuk dapat mengerti benar-benar hukum adat itu sebagai se
bagai suatu segi kebudajaan Indonesia, sebagai pendjelmaan keperi- 
badian Indonesia, maka perlulah terlebih dahulu kita harus mem
beri djawaban atas pertanjaan : bagaimanakah struktur berfikir, tjo- 
rak dan sifat masjarakat Indonesia, chusus berhubung dengan bidang 
hukum ? Mendjawab pertanjaan ini adalah penting, karena — de
ngan memindjam sekali lagi istilah von Savigny —  „Volksgeist”  In
donesia berbeda dari „Volksgeist”  masjarakat lain dibagian lain 
dunia ini, „Volksgeist”  Indonesia mempunjai struktur berfikir, tjo- 
rak dan sifat sendiri.

Tetapi sebelum orang mendjawab pertanjaan tersebut, maka 
baiklah orang itu terlebih dahulu mengingat bahwa masjarakat In
donesia sekarang, baik dipusat maupun didaerah-daerali, terutama 
sekarang zaman sesudah Perang Dunia II dan Kemerdekaan Na- 
sional, sedang mengalami masa peralihan dan bergolak terus. 
Revolusi sosial ekonomis jang sekarang sedang berdjalan terus mena- 
pengaruhi nilai-nilai jang ada dalam masjarakat G. Revolusi terse- 
but akan mengubah pengertian dan penilaian kita disemua lapa
ngan, termasuk lapangan hukum. Revolusi tersebut akan mengubah 
makna atau isi kepatutan, keharusan dan demokrasi, kebebasan,

4 Sebagai tjontoh dapat disebut : ,,agrarische wetgeving”  Hindia-Belan- 
da dahulu tidak pernah diterima oleh rakjat Minangkabau Jan,^ oleh 
scbab itu, di Siunatera Rarat sebenarnja mendjadi „h u ru f mati  ̂ dan 
tidak berlaku. Tidak diterimanja „agrarische wetgeving Hindia-Be- 
landa dahulu oleh rakjat Sumatera Barat, disebabkan oleh masih 
kuatnja link ulajat disitu.

5 Sama. Ingatlali djuga rumus von Savigny jang telah saja singgung 
dalam noot 3.

6 Lihatlah W.F. Wertlieim Indonesian Society in Transition, 1959 (tje- 
takan kedua).
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hak milik 7, dll.. Dalam hal melihat arus perubahan-perubahan itu, 
kita bertanja : Betapa sudah perubahan tersebut sekarang ini dan 
berapa djauli perubahan itu, sehingga menjebabkan mempengaru- 
hi penilaian kita dan kepatutan kita dalam kehidupan sehari-liari ? 
Dan bagaimanakah cliususnja keadaan liukum adat sebagai bagian 
dari keadaan jang telah berubah itu ?

Mengenai pertanjaan betapa sudah perubahan tersebut sekarang 
ini dan berapa djauh perubahan itu, maka dapat dikatakan bahwa 
buku ini bukanlali tempatnja untuk mendjawabnja. Ilal itu kiranja 
mendjadi tugas ahli-ahli sosiologi dan ahli-ahli antropologi budaja. 
Ada kemungkinan besar, bahwa chusus mengenai hukum adat, di- 
tundjukkannja perubahan atau perkembangan baru, tetapi hanja 
meliputi beberapa segi sadja hukum adat itu.

Tetapi tidak semua perubahan dalam djiwa dan struktur ma
sjarakat merupakan perubahan fundamentil, jang melahirkan suatu 
djiwa dan struktur jang baru masjarakat itu. Masjarakat adalah 
sesuatu jang kontinu. Masjarakat bcrubali tetapi tidak berubah de
ngan meninggalkan sekaligus jang lama. Melainkan, biarpun ada 
perubahan, masih djuga beberapa hal-hal jang lama diteruskan. 
Karl Mannheim berkata : „ W e  must not overshoot the fact that 
even in so-called revolutionary periods the old and the new are 
blended” 8. Djadi, dalam sesuatu masjarakat terdapatlah r e a l i t e t  

bahwa sesuatu proses (perkembangan) mengatur lcembali jang lama 
dan menelorkan synlese dari jang lama dan jang baru, sesuai de
ngan kehendak, kebuiuhan, tjara hidup dan pandangan hidup se
suatu rakjat. Mengenai perkembangan hukum —• perubahan dari 
jang lama dan lahirnja dari jang baru, syntese dari jang lama dan 
jang baru —  dari zaman ke zaman, von Savigny pernah m e n g a ta -  

kan bahwa perkembangan hukum itu bagi rakjat jang bersangkutan 
adalah „das Leben der Nation selbst” .

Sesudah kita mengetahui dari apa jang diuraikan diatas tadi? 
bahwa hukum adat itu adalah suatu segi kebudajaan Indonesia, 
adalah pantjaran dari djiwa dan struktur masjarakat Indonesia, dari

7 Disinggung dalam banjak karangan Supom o, seperti Kedudukan hu-
fium diheinudian liari —  liliallalt Bab I noot 25 diatas tadi ----. H u
kum adat dikemudian liari berhubung dengan pcmbiiiaan ncgara 
Indonesia —  lihatlah Bab H noot 6 diatas tadi — , dll.

8 Man and Society in an Age o f  Reconstruction, 1950.
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mentalitet orang dan masjarakat Indonesia, maka sampailah kita 
pada kesempatau unluk mengetahui mentalitet itu jang mendasari 
hukum adat tersebut 9.

F.D. Holleman, jang pernah mendjabat gurubesar dalam mata- 
peladjaran hukum adat di Leiden dan jang mendjadi pengganti 
van Vollenhoven disana, dalam pidato inaugurasinja jang berdjudul 
De commune trek in het Indonesische rechtsleven 10, menjimpul- 
kan adanja cmpat sifat umum hukum adat Indonesia 11 jang hen- 
daknja dipandang djuga sebagai suatu kesatuan. Pertama, sifat re- 
ligio-magis, kedua, sifat komun, ketiga, sifat contant dan keempat, 
sifat konkrit (visuil).

„Religio-magis”  itu sebenarnja adalah pembulatan atau perpa- 
duan kata jang mengandung unsur beberapa sifat atau tjara berfikir 
seperti prelogis, animisme, pantangan, ilmu gaib, dll.. Koentjara- 
ningrat dalam tesisnja 12 menulis bahwa alam fikiran religio-magis 
itu mempunjai unsur-unsur sebagai berikut :

9 Tentang „m cnlalilct”  ini dalam liubungannja dengan hukum adat 
serta perlunja ditindjau dari sudut kegunaannja ba"i peradilan, ba- 
tjalah ter Haar, De bclekenis van de tegenstelling participerend- 
kritiseh denken cn de rechtspraak naar adatrecht, Verzamelde Ge- 
schriften, II, hal. 586-605.

10 Leiden 1935.
11 Bandingkanlah dengan Supomo Sistim hukum di Indonesia (scbelum  

Perang Dunia I I ) ,  hal. 117, jang djuga menjebut cmpat „asas dari 
hukum adat materiil”  :
„1 . mempunjai sifat kehersamaan („„com m unaal” ” ) jang kuat arU- 

nja manusia menurut hukum adat merupakan niac.ihik dalam 
ikatan kemasjarakatan jang erat, rasa bcrkesamaan melipuli se- 
luruli lapangan hukum adat.

2 . mempunjai tjorak „„magisch-religieus” ” , jang berliubungan de- 
ngan  p a n d a n g a n  Iiidup  a lam  In d on esia .

3. sistim hukum itu diliputi oleh pikiran-penataan serba konkrit, 
artinja hukum adat sangat memperliatikan hanjaknja dan her- 
u la n g -u la n g n ja  ije r liu b iu ig a n -p erh u b u n g a n  h id u p  ja n g  k o n k r it . 
S istim  h u k u m  adat m e m p e rg u n a k a n  d je n is -b e n lu k  p e r liu b u n g a n  
hukum jang serba konkrit (misalnja bagaimana keadaan teman- 
teman semasjarakat, perliubungan perkawinan antara dua d a n  
jang exogam ; perliubungan djual (pemindahan) pada perd;an- 
djian tentang tanah, dsb.).

4. hukum adat mempunjai sifat jang sangat visuil, artinja pcrhu- 
bungan-hukum-perhubnngan-hukum dianggap lianja terdjadi oleh 
karena ditetapkan dengan suaiu ikatan jang dapat dilinat (,,„tan - 
da” ”  jang kelihatan)” .

Lihatlah djuga Supomo Bab-bab tentang hukum adat, hal. 
tensang „(perbedaan fondamentil) Antara sistim hukum adat dan 
sistim hukum Barat” .

12 Metode-rnctode anthropologi dalam penjelidikan-penjelidikan  m as/a- 
rakat dan kebudajaan di Indonesia (sebuah ichusar), Djakarta 1_>5»,
hal. 3 4 6 /V III-347 /V III.
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a) kepertjajaan kepada machluk-machluk halus, roch-roch dan 
hantu-hantn jang menempati seluruh alam semesta dan chusus 
gedjala-gedjala alam, tumbuh-turabnhan, binatang, tubuh ma- 
jiusia dan benda-benda;

Jb) kepertjajaan kepada kekuatan sakti jang meliputi seluruh alam 
semesta dan chusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa jang 
luar biasa, tumbuh-tumbuhan jang luar biasa, binatang jang 
luar biasa, tubuh manusia jang luar biasa, benda-benda jang 
luar biasa dan suara jang luar biasa;

-c) anggapan bahwa kekuatan sakti jang pasif itu dipergunakan 
sebagai magische kracht dalam berbagai perbuatan-perbuatan 
ilmu gaib untuk metjapai kemauan manusia atau untuk menu- 
lak bahaja gaib;

•d) anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menje- 
babkan keadaan krisis, menjebabkan timbulnja berbagai ma- 
tjam bahaja gaib jang hanja dapat dihindari dengan berbagai 
matjam pantangan.

Unsur-unsur tersebut dalam sub a telah kita djumpai ................
sebagai unsur dalam anggapan E.B. Tylor tentang animisme, jang 
mendjadi terkenal kepada para sardjana di Indonesia melalui Ka
rangan-karangan G.A. Wilken dan A.C. Kruyt. Unsur tersebut dalam
sub b, telah kita djumpai ...................  sebagai unsur dalam anggapan
R.R. Marett tentang preanimisme, jang mendjadi terkenal pada para 
sardjana di Indonesia melalui karangan-karangan F.D.E. van Ossen-
bruggen. Unsur tersebut dalam sub c telah kila djumpai ....................
sebagai anggapan A. Vierkandt tentang dasar-dasar Magie atau ilmu 
gaib, jang mendjadi terkenal kepada para sardjana di I n d o n e s ia  

melalui karangan-karangan F.D.E. van Ossenbruggen. Achirnja un
sur tersebut dalam sub d, telah kita djumpai ....................  se b a g a i

anggapan A. Vierkandt dan K.T. Preusz tentang dasar-dasar tabu 
atau pantangan, jang mendjadi terkenal kepada para sardjana di 
Indonesia melalui karangan-karangan van Ossenbruggen”  13.

. 13 Sebagai bahan perbandingan djuga disebut pendapat H. W e rn e r  
(Einfiihrung in die Entwicklungspsychologie, 1 9 2 6 ), jang m enindjau  
alam fikiran rakjat-rakjat tertentu dari sudut psycliologi. A lam  fik i- 
ran „prim itif”  itu adalah chas pada rakjat-rakjat jang oleh  W e rn e r  
disebut „Naturvolker”  dan unsur-unsur alam fikiran „p rin iitif”  >lu 
adalah : kompleks, difus, konkrit dan magis.
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Sebagai tambahan serta penegasan atas pengertian „religio- 
magis” , saja ingin mengemukakan kata madjemuk : „participerencF 
kosmisch” , jang dalam singkatnja mengandung pengertian kom- 
pleks, jaitu orang Indonesia pada dasarnja berfikir serta merasa 
dan bertindak didorong oleh kepertjajaan (religi) pada tenaga-te- 
naga jang gaib (magis) jang mengisi, menghuni seluruh allam se
mesta (dunia kosmos) dan jang terdapat pada orang, binatang, 
tumbuh-tumbuhan besar dan ketjil, benda — lebih-lebih benda jang 
berupa dan berbentuk luar biasa —, dan semua tenaga-tenaga itu 
membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan keseimbangan 
(in een toestand van evenwicht). Tiap tenaga gaib itu merupakan 
bagian dari kosmos, dari keseliirulian hidup djasmaniali dan rocha- 
niah —  „participatie”  —  dan keseimbangan itulah jang senantiasa 
harus ada dan terdjaga, dan apabila terganggu, harus dipulihkan. 
Memulihkan keadaan keseimbangan itu berwudjud dalam beberapa 
upatjara, pantangan atau ritus ( rites de passageJ 14.

Adapun hal jang kedua dari dasar tjara berfikir dalam hukum 
adat adalah suatu segi atau tjorak jang chas dari suatu masjarakat 
jang masih hidup sangat terpentjil atau dalam hidupnja sehari-hari 
masih sangat tergantung pada tanah atau alam pada unmmnja. Da
lam masjarakat-masjarakat sematjam, selalu terdapat sifat lebih me- 
mentingkan keseluruhan; lebih diutamakan kepentingan uinum da
ri pada kepentingan individuil.

Dalam masjarakat-masjarakat sematjam, individualitet orang 
lerdesak ke belakang. Masjarakat, desa, dusun, orang banjak sedu- 
sun sebagai kesatuan, jang senantiasa meinegang peranan, jang me- 
nentukan, jang pertimbangannja dan patutannja tidak boleh dan 
tidak dapat disia-siakan. Ivepulusan „clan” , keputusan desa adalah 
berat, berlaku terus dan dalam keadaan apapun djuga harus dipa- 
tuhi dengan hormat, chidmat. Holleman, jang pendapatnja dikutip 
oleh Koentjaraningrat15, mengemukakan, bahwa sifat komunal 
(„commune trek” ) —  dalam liukum adat —  berarti bahwa kepen
tingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepen
tingan umum, bahwa hak-hak individu dalam hukum adat diim-

14 Batjalah antara Iain buku J. Ph. Duyvendak lot de ethn? '
logie van de Indonesische archipel, 1955, hal 120 dst. (Opnam e m 
de Gemeenscliap), 197-198. Suatu karja jang kelasik niasdi Utap
ku van Gennep tentang Les rites de passage, 190 .

15 Hal. 372/V H I.
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hangi oleli hak-hak umum lfi. Dengan mentalitet itu, segala peni- 
laian, pembuatan keputusan dan tekanan dalam hukum adat terle- 
taklah dalam tangan desa, masjarakat adat. Keseluruhan, masjara
kat, adalah jang kuat-kuasa, menentukan segala, memberi arah ke
pada segala tindak-tanduk.

Djuga sifat contant, jaitu sifat ketiga jang saja sebut diatas 
tadi dengan mengikuti Holleman, terdapat dalam hukum adat pada 
umumnja. Dalam bahasa Indonesia — sebagai terdjemalian „con- 
tant”  itu —  kita mengatakan sifat tunai itu adalah pengertian bah- 
wa dengan suatu perbuatan njata, suatu perbuatan simbolis atau 
suatu pengutjapan, tindakan hukum jang dimaksud telah sclcsai 
seketika itu djuga, dengan sercntak bersamaan waklunja tatkala 
berbuat atau mengutjapkan jang diharuskan oleh adal. Dengan de
mikian, dalam hukum adat segala sesuatu jang terdjadi sebelum  
dan sesudah timbang-terima seijara contant itu, adalah diluar aki- 
bat-akibat liukum (rechtsgevolgen) dan memang tidak bersangkut- 
paut atau bersebab-akibat menurut hukum. Perbuatan hukum jang 
dimaksud jang lelah selesai seketika itu djuga adalah suatu per
buatan hukuni jang — dalam arti juridis —  berdiri sendiri. 
Dalam arti urutan kcnjataan-kenjataan, tindakan-tindakan sebe
lum dan sesudah perbuatan jang bersifat conlant itu hanja mem- 
punjai arti logis terhadap satu sama lain. Tjonloh jang tepat

16 Soepom o membuat uraian pandjang lebar tentang m c n l a l i l e t  fco- 
munal ini dalam pidato inaugurasinja sebagai gurubesar luar biasa 
pada Rechlshogeschool di Betawi dahulu pada taliun 1941, jan g  ber- 
djudul D e verhouding lussen itzdividu en gem ecnschap in het adat- 
rec': t (pada tahun 1952 ditcrdjemahkan dalam bahasa Indonesia 
dengan djudul Hubunrzan individu dan masjarakat dalam huhum  
adal), teratama hal. 10-20 dengan m enjebut tjontoh -tjon ioh  jang 
tepat sckali.
E3ental:let komunal ilu mendjadi salah satu ob jek  penibahasan pida-
lo inaugurasi SoeripEo Tentang kalektivisme dan individualism^. dalam  
masjarakat Indonesia (kepribad ’.an bangsa Indonesia), Surabaja 1950. 
Mohammad Halta (Beberapa fasal ekonom i, I, 1960, hal. 1 1 3 ) m e- 
nulis : „Atas nengaruh adat jang begitu kiiat dan kuasa tiap-tiap 
o.-a:ig terpaksa menundukkan dirinja kepada putusan orang ban jak . 
Dan kalau ada ia mem punjai paham sendiri, buah p ik irann ja  ilu  
tidak kcluar. Selalu pahamnja disesuaikamija dengan paham  orang 
baii^ak jang sukar berubah itu. Sebab itu masjarakat agraria (p er- 
tanian), sekalipun hidup ditengah-tengah dunia jang b e r u b a h - u b a h ,  
tcEap pada sifatnja bermula.
llala-iala berlaku disini hukum statika. Ada gerak, tetapi tak ada 
perubahan” . Demikianlah pendapat salah seorang sardjana ekon om i.
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dalam hukum adat tentang suatu perbuatan jang contant adalah 
djual-lepas, perkawinan-djudjur, melepaskan hak atas tanah, adopsi, 
dst. 17.

Dasar tjara berfikir jang keempat jang umum terdapat dalam 
hukum adat adalah apa jang disebut sifat konkrit. Konkrit artinja 
bahwa dalam alam berfikir jang tertentu senantiasa ditjoba dan 
diusahakan supaja hal-hal jang dimaksud, diingini, dikehendaki 
atau akan dikerdjakan, ditransformir atau diberi wudjud sesuatu 
benda, diberi tanda jang kelihatan, baik berupa langsung maupun 
hanja menjerupai objek jang dikehendaki (simbol, benda jang ma
gis, dll.) ls . Tjontoh-tjontoh : pandjar dalam bermaksud akan me- 
lakukan djual-beli atau meinindahkan hak atas tanah; paningset, 
panjangtjang dalam pertunangan atau akan melakukan perkawinan; 
membalas dendam terhadap seseorang dengan membuat patung, bo- 
neka atau benda, lalu barang itu dimusnahkan, dibakar, dipantjung. 
Djadi, contantnja itu adalah sesuatu jang visuil, kelihatan, biarpun 
hanja menjerupai objek jang dikehendaki.

Demikianlah ringkasan saja tentang sifat-sifal umum hukum 
adat sebagai suatu kebudajaan, jang formuleringnja dimulai oleh 
van Vollenhoven dalam karangan-karangan terpentjar-pentjar 
(verspreide arlikelen), tetapi dikumpulkan setjara ringkas dan di- 
tegaskan pada tahun 1935 oleh Holleman dalam pidato inaugurasi- 
nja di Leiden. Sungguhpun ada beberapa pendapat-pendapat 
jang berlainan atau agak berlainan dari pada jang saja kemukakan 
diatas ini, namun tegaslah bagi kita, bahwa dalam usaha menge
tahui lembaga-lembaga hukum adat Indonesia dan dalam mempe- 
ladjarinja setjara tjerniat-telili, empat sifat umum hukum adat jang 
disebut diatas tadi harus difahami dan diketaliui sebagai „innere 
stillwirkenden Ivrafte” .

Oleh karena, saja mengulangi, liukum adat itu merupakan sua
tu segi dari keliidupan dan kebudajaan bangsa Indonesia, suatu

17 Baljalah tcsis Kuntjaraningral, hal. 372 /V H I : sifat contant menje- 
babkan balnva penjerahan-penjerahan pada transaksi pcndjualan dan 
transaksi-lransaksi lain selalu dilakukan setjara contant (tunai).

18 Apabila karena keadaan atau karena sifat benda jang bersangkutan, 
pcnjerahan tidak dapat dilakukan setjara konkrit, maka, sebagai suatu 
pengganti, diserahkanlah sebuah benda jang ketj.I, jang mendjad, 
l a m b a n g  b e n d a  j a n g  s e s u n g g u h n j a .
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earipati dari kebutuhan hidup, tjara hidup dan pandangan hidup 
bangsa Indonesia, maka tepat sekalilah Hazairin mengatakan bah
wa „ ( hukum) adat itu adalah renapan kesusilaan dalam masjara
kat”  19.

19 Kesusilaan dan hukum, lial. 12.



B A B  IV

PERHATIAN TERHADAP HUKUM ADAT PADA ZAMAN 
DAHULU DAN PADA ZAMAN SEKARANG.

Kalau memang liukum adat itu sesuatu jang liidup dalam ma
sjarakat, jaitu suatu gedjala sosial jang hidup, bagaimanakah kira- 
nja tanggapan, perhatian dan pendirian sardjana-sardjana, ahli-ahli 
dan peminat-peminat lain terhadap hukum adat itu, jang melukis- 
kan, menganalisa, menjusun serta membawakan hukum adat itu se- 
djak dahulu sampai sekarang ?

Sedjarah perhatian terhadap liukum adat itu dilukiskan setjara 
Jengkap oleh van Vollenhoven dalam buku De ontdekking van het 
adatrecht *. Dari lukisan van Vollenhoven ini, oleh Soekanto dalam 
buku Menindjau hukuni adat Indonesia ~ dibuat suatu reproduksi 
jang dipersingkat.

Seperti jang dapat ditangkap dari djudulnja, maka van Vollen
hoven menulis dalam bukunja itu tentang sedjarah „ontdekking 
van het adatrecht” , jakni sedjarah „penemuan hukum adat” . Tim- 
bul pertanjaan : siapakah jang menemukan —  „ontdekt”  —  hukum 
adat ? Hukum adat ditemukan —  „ontdekt”  —  oleh siapa ?

Sudah lentu, tidak oleh rakjat sendiri. Hal itu tidak mungkin, 
karena — dengan memindjam kata-kata von Savigny —  hukum adat 
ilu „ist und wird mit deni Volke” . Hukum adat itu ada ditengah 
rakjat sendiri, dirasai oleh rakjat sendiri setiap hari. Djadi, gandjil 
sekalilah untuk mengatakan bahwa rakjat ,,menemukan hukum 
adat”  !

Siapa jang menemukan liukunl adat, ditundjukkan oleh van 
Vollenhoven dalam bukunja tersebut, jakni sardjana-sardjana, ahli- 
ahli dan peminat-peminat lain terhadap hukum adat, jang djustru 
liidup diluar lingkungan masjarakat adat — apalagi 90% dari me- 
rcka itu adalah orang asing — dan jang mendjadi pelopor ilmu 
liukum adat (adatrechtsiuetensc/iapj atau pembangun ilmu hukum 
adat. Kita mengetahui bahwa hukum adat adalah hasil proses ke
masjarakatan dan kebudajaan sedjak beribu-ribu tahun jang lalu 
sampai sekarang, dan dalam bukunja tersebut oleh van Vollenhoven

1 Buku ini diterbitkan pada tahun 1928, djadi, „Icngkap
Iengkap sampai tahun 1928. Untuk periode sesudah tahun 1 " -  > S"J
berusaha membuat suatu ichtisar ringkas dalam buku saja in».

2 Hal. 3-49. Lihatlah dibawah nanti.
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ditundjukkan siapa-siapa jang telah berdjasa menjelidiki, melapor- 
kan, menganalisa dan menjusun liukuni adat itu. Dalam buku terse
but van Vollenhoven memberitahukan sedjak bila sardjana-sardjana, 
ahli-ahli dan peminat-peminat lain terhadap hukum, menjadari bah- 
wa rakjat Indonesia, bangsa Indonesia mempunjai sekumpulan pe- 
raturan-peraturan atau hidup dalam suasana peraturan-peraturan 
jang mengatur tingkah-laku, mengatur hidup kemasjarakatan, jang 
mencntukan serta mengikat karena mempunjai sanksi. Dalam buku 
tersebut van Vollenhoven memberitahukan sardjana-sardjana, ahli- 
ahli dan peminat-peminat (terhadap hukum) jang menemukan — 
„ontdekt”  —  hukum adat Indonesia itu. Bagi mereka itu, menja
dari bahwa rakjat Indonesia, bangsa Indonesia, mempunjai sekum
pulan peraturan-peraturan jang mengatur lingkali-laku, dsb. djus- 
trulali suatu „penemuan” — „ontdekking”  —  hukum adat, djustru 
karena mereka itu bukan rakjat jang bersangkutan tetapi orang- 
orang dari luar lingkungan masjarakat adat jang menjadari baliwa 
anggola-anggota masjarakat adat hidup dibawah kekuasaan pera
turan-peraturan masjarakat adat itu sendiri ! Djadi, apabila orang- 
orang asing — in casu orang-orang Belanda — menjadari bahwa 
sesuatu kelompok orang-orang tertentu jang bukan kelompok orang 
asing lereebut —  in casu orang-orang Indonesia —  m e m p u n ja i  se
suatu jang istimewa (chusus), maka dapallah dikatakan bahwa orang- 
orang asing itu telah menemukan — „ontdekken”  —  sesuatu jang 
chas, jang dipunjai kelompok orang-orang tertentu tersebut. Orang- 
orang Belanda menemukan hukum adat orang Indonesia.

Dengan kala-kata lain : dalam buku van Vollenhoven tersebut 
dapiat kita batja bila ilmu hukum — jang pada zaman kolonial 
dibawa ke Indonesia oleh sardjana-sardjana, ahli-ahli dan p e m in a t -  

peminat lain (terhadap hukum) jang bagian terbesarnja orang Be
landa — mulai memperhatikan hukum adat dan, kemudian, mcne- 
tiiukan — , onldekken”  — hukum adat itu. Karena dengan ditemu- 
kiianja hukum adat itu adalah djuga mulainja riwajat suatu 1 jabang 
Baru dari ilmu hukum, jaitu dimulainja riwajat tentang ilmu hu- 
liiim adat (adaZrechtswetenschap), maka dapat dikatakan bahwa 
dalam buku van Vollenhoven De ontdekking van het adatrecht ter- 
fc'̂ but diatas, dilukiskan sedjarah ilmu hukum adat

3 Demikian djuga pendapat Utrecht Pengantar dalam hukum  Indone- 
sla, hal. 219-250. Dalam noot 46  ditulisnjn : „I5uku v a n  V o l -  
l e n h o v e n  ini”  —  jang dimaksud buku De ontdekking van het 
adatrecht, 1923 —  „penting dikclaliui untuk sedjarah minat terhadap 
hukum adat” .



Diatas tadi telah saja katakan hahwa Soekanto telah mengu- 
sahakan membuat suatu rcproduksi jang diperpendek dari lukisan 
van Vollenhoven tentang sedjarah ilmu hukum adat itu. Reproduksi 
lersebut, jang diberi tambahan sedikit tentang perkembangan ilmu 
hukum adat sesudah tahun 1928 ( =  tahun terbitnia buku van Vol
lenhoven De ontdekking van het adatrecht itu) sampai petjahnja 
Perang Dunia ke-II, dimuat pada lialaman-halaman 3-49 buku Me- 
nindjau hukum adat Indonesia, dibawah djudul : „SEDJARAH HU
KUM ADAT” . Djudul ini tidak tepat, karena baik van Vollenhoven 
manpun Soekanto sendiri djustru ticlak membuat suatu gambaran 
tentang perkembangan hukuni adat dari zaman dahulu sampai za
man sekarang. Tidak digambarkan oleh Soekanto perkembangan 
lembaga hukum adat seperti, misalnja, gono-gini pada zaman Ma- 
djapaliit, kemudian pada zaman Mataram, kemudian lagi pada za
man Cullimrslelse], dan acliirnja j^ada abad ini. Demikian djuga 
tidak digambarkan oleh Soekanto perkembangan lembaga hukum 
adat seperti, misalnja, djual-beli pada zaman Madjapahit, kemudian 
pada zaman Mataram, kemudian lagi pada zaman Cultuurstelsel, 
dan achirnia pad a abad ini. Tidak digambarkan perkembangan 
lembaga-lembaga hukum adat masing-masinguja sedjak zaman da- 
hulu sampai zaman sekarang, tidak digambarkan evolusi dalam hu
kum adat sendiri, tetapi, seperti dalam Da ontdehking van het adat
recht, digambarkan sedjarah perhatian terhadap hukum adat itu, 
jang terdjelma dalam ilmu jang menjelidiki hukum tersebut.

Saja berpendapat bahwa menjelidiki perkembangan hukum 
adat adalah suatu usaha jang djauh lebih sukar dari pada menje 
lidiki evolusi dalam perhatian terhadap hukum tersebut. Dari ma- 
nakah kita dapat mengetahui, misalnja, gono-gini pada zaman Sul
tan Agung di Prlalaram, atau djual-beli pada zaman radja I Gusli 
Ngurah Pandji Sakti di Buleleng (pidau Bali) ?

Van Vollenhoven maupun Soekanto memberi „gescliiedcnis \ an 
dc (adat) 7-ec/Uswetcnschap” dan tidak memberi „(adat) rechtsnc 
schiedenis”  !

Perhatian terhadap hukum adat itu tidak hanja tcrwudjud da- 
lam dilahirkamija suatu ilmu liukum adat, lelapi cljuga terdje i 
dalam didjalankannja suatu politik hukum adat, pei tama-tama o e 
VOC, kemudian oleh Gubernemen (Gouvernemcnt) Hindia Be c 
da dahulu. Jang disebut pertama belum mengenai istilah „hu i 
adat”  tetapi telah mengetahui bahwa orang orang In d o n esia  tunduk 
pada peraturan-peraturan tradisionil jang chas, biarpun peiaanan
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peraturan itu dianggap peraturan-peraturan agama Islam, dan jang 
disebut kedua baru pada abad ini mengenai istilah „hukum adat”  
itu —  lihatlah Bab I nomor 2 diatas tadi.

Beberapa tjatatan tentang politik hukum adat jang dilakukan 
Gubernemen pada abad jang lampau dan pada permulaan abad 
ini dapat dibatja dalam buku De ontdekking van het adatrecht 
pula. Suatu sedjarah politik itu dari tahun 1609 sampai tahun 1928 
ditulis, lebih luas, oleh dua orang sardjana hukum bangsa kita jang 
sangat terkenal, jaitu oleh Supomo dan Djokosutono Sedjarah po
litik hukum adat. Djilid I, jang diterbitkan pada tahun 1950, meng- 
gambarkan djangka waktu (periode) 1609-1848, dan djilid II, jang 
diterbitkan pada tahun 1954 dan disusun dengan bantuan Njonja 
Pieters-Gill, menggambarkan djangka waktu 1848-1928. Selandjut- 
nja, gambaran untuk periode sesudah tahun 1928 sampai petjalinja 
Perang Dunia ke-II diberi oleh ter Haar dalam dua karangan : 
Een keerpunt in de adatrecht politiek. Toekomstbeschouwingen, dan 
Halverwege de nieuwe adatrecht-politiek, jang dipublikasi dalam 
madjalah Koloniale Studien 4 dan kemudian dimuat dalam Ver- 
zamelde Geschriften van Mr B. ter Haar Bzn 5. Mengenai politik 
hukum adat sesudah Perang Dunia ke-II dan zaman Kemerdekaan 
Nasional lihatlah karangan Supomo jang berdjudul „Hukum adat 
dikemudian hari berhubung dengan pembinaan negara Indonesia” , 
jang dipublikasi dalam madjalah Hukum 6 dan kemudian dalam 
himpunan karangan-karangan Supomo Bab-bab tentang hukum  
adat 7. Penting djuga dibatja pidato Hazairin di Salatiga pada tahun 
1950 jang berdjudul Hukum baru di Indonesia8. Achirnja, saja 
memohon perhatian untuk pidato inaugurasi Soekanto pada ta n g g a l  

19 April 1955 di Makassar tentang Peristiwa-peristiwa sedjarah ( ter- 
masuk Cultuurstelsel) dan hukum adat.

4  1928, lial. 245-271, dan 1939, hal. 113-
5 I, hal. 339-374, dan II, hal. 557-585.
6 Telah disinggung dalam Bab II noot 6.
7 Telah disinggung dalam Kata Pengantar dari Redaksi Publikasi-

publikasi noot 8. Lihatlah djugu noot 8 dibawah ini.
8 Pidato ini ditindjau oleh Utrecht dalam karangan Resepsi Hukum  

Belanda (Dalam sedjarah dan pada waktu sekarang), H ukum  dan 
Masjarakat, 1, 1 (September 1955), hal. 6-27, dan pendapat H a z a i r i n  
dibandingkan dengan pendapat Soepomo dalam pidato K edudukan  
hukum adat dikemudian hari —  lihatlah Bab I noot 25 —  dan ka- 
rangan Hukum adat dikemudian hari berhubung dengan pem binaan 
negara Indonesia —  lihatlah Bab II noot 6.
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Pentjatatan (optekening) hukum adat jang, menurut pengeta- 
Huan kita, adalah pentjatatan jang tertua, dapat ditemukan dalam 
kitab hukum Qiwaqasana. Kira-kira pada tahun 1000 radja Dhar- 
mawangcja di Djawa Timur memberi perintah untuk mengitabkan 
hukum dan kitab hukum jang dibuat itu adalah kitab hukum 
QiwaQasana n. Pun patih Gadjah Mada dari Madjapahit menaruli- 
kan namanja kepada sebuah kitab hukum, jaitu kitab hukum Ga- 
djamada 10, dan penggantinja, jaitu Kanaka, memberi perintah un
tuk membuat kitab hukum Adigama11. Di Bali terdapat sebuah 
kitab huknm peninggalan hukum kuno jang asli dari zaman sebe
lum tahun 1350, jaitu kitab hukum K utdram anaiva  12. Semua kitab 
hukum ini memuat hukum radja (vorstenrecht). Dari fihak radja, 
jang mendjadi „ruling class”  13, sudah tentu tidak ada begitu ba- 
njak perhatian terhadap hukum rakjat (volksrecht) dan orang 
asing —  seperti orang-orang Belanda dahulu — jang hendak me- 
ngelahui hukum rakjat itu tidak dapat mempeladjarinja dari kitab- 
kitab hukum tersebut diatas. Orang asing itu baru mengetahuinja 
sesudah diadakan penjelidikan-penjelidikan pada abad jang lampau 
dan pada abad ini 14.

Orang-orang Barat jang pertama jang datang di Indonesai ada
lah sekitar tahun 1500. Mereka itu menulis tentang masjarakat In
donesia jang mereka kimdjungi, tetapi dalam tulisan mereka itu 
hukum adat hampir tidak disinggung. Djuga Laporan tentang Bali 
jang dibuat oleh Aernoudt Lintgenz pada tahun 1597 membuat 
sedikit sekali keterangan tentang hukum adat (di Bali) 15. Demi- 
kian djuga halnja dengan laporan pendeta dan tabib jang bemama 
Justus Heurnius jang pada tahun 1638 mengundjungi Flores dan 
Bali; demikian djuga halnja dengan sedjarah Ambon jang ditulis

9 Van Vollenhoven Ontdchhins van hat adatrecht9 hal* 3.
10 Sama.
11 Sama.
12 Sama.
13 Mengenai pengertian ini lihatlali Utrecht Pengantar dalam hukum  

Indonesia, hal. 338-340. Buku baku : Gaetano Mosca The K^Ung 
Class, 1939. Kritik atas pendapat Mosca dapat dibaija dalam buku 
Janies II. Meisel The Myth o f the Ruling Class, 1958.

14 Ontdekking, hal. 3 : ,,Maar, afgezien nog van de vraag, °  a *
vorstenrecht wel aandacht gaf het volksrecht van den S®” 1*5®11.611 inj* ’ 
het is in elk geval ninuner gebezigd ora den sinds 15 *,' nC”  „  .
menden westerling te ovcrtuigen, dat een inheemsch volksreclit
on het bcschouwcn waard was. De westerling had dit te on c e 
uit eigen Iirein” .

15 Ontdekking, hal. 4 .



oleh Rumphius 16. Semua laporan tersebut ditulis tanpa suatu tu- 
djuan tertentu, hanja kebetulan menarik hati dan tidak diperiksa 
dengan teliti tentang kebenarannja.

Djuga orang Eelanda pada zaman VOC (th. 1602-lh. 1800) ti
dak menemukan liukum adat, biarpun diantara mereka itu ada be
berapa jang mengambarkan penghidupan orang Indonesia pada za
man itu dan diantara keterangan-keterangan jang dikumpulkan ada 
jang sangat menarik perhatian 17. Patut disebut : gubernur Malaka 
jang pertama, Johan van Twist, membuat laporan tentang „orang 
benua” berdasarkan keterangan-keterangan Jan Jansz M eniels ; 
Gerrit Demmer, jang dari tahun 1642 sampai tahun 1647 mendjadi 
gubernur Amboina, melukiskan dalam Memorie van Overgavenja 
(tahun 1647) pemerintahan dan organisasi lain dalam masjarakat 
Ambon10; Rijckloff van Goens, jang mendjadi Gubernur-Djenderal 
dari tahun 1678 sampai tahun 1681, menulis sebuah nota tentang 
pulau Djawa dan penduduknja20; Cornelis Speelman, jang men
djadi arsitek Traktat Bongaja dan pengganli Van Goens sebagai 
Gubernur-Djenderal, mengumpulkan keterangan-keterangan tentang 
Sulawesi dan Mataram21; Robert Padtbrugge, seorang tabib jang 
kemudian mendjadi gubernur di Ternate dan di Banda, pada taliun 
1677 menulis suatu kisah perdjalanan ke Sulawesi Utara dan ke- 
pulauan Sangihe dan pada tahun 1679 melukiskan adat istiadat 
di Minahasa 22; Joan Fredrik Gobius, duta president” ) pada kraton 
sultan Tjirebon dari tahun 1714 sampai tahun 1717 dan kemudian 
gubernur Malaka, telah berhasil memisahkan setjara tadjam antara 
unsur-unsur asli dan unsur-unsur jang berasal dari agama Islam 
dalam hukum adat, dan kemudian memberi penerangan jang baik 
sekali tentang peradilan23; Francois Valentijn, seorang pcndeta 
jang menulis suatu ,,Indischc encyclopaedic”  jang berdjudul Oud 
en Nieuw Oost-Indien jang terdiri atas delapan djilid, m e m b e r i ke
terangan-keterangan tentang adat istidat orang Indonesia, biarpun 
penghidupan orang Indonesia masih sangat kurang diperhatikan

16 Sama.
17 Ontdekking, hal. 5-12.
18 Ontdekking, hal. 6. Laporan dari tahun 1642.
19 Ontdekking, hal. 6-7.
20 Ontdekking, 7.
21 Sama.
22 Sama.
23 Ontdekking, hal. 8.

54



oleh „Indisclie encyclopaedic”  itu2'1; Willem Tersmitten, jang tirig- 
gal di Tjirebon dari tahun 1720 sampai tahun 1726, berhasil men- 
tjatat aljara pengadilan Djawa (Javaanse proccsregeling) bersuin- 
berkan tulisan-tulisan dalam baliasa Djawa dan keterangan-ketera
ngan asli 25.

Patut diperhatikan pula pentjatatan hukum adat oleh dua 
orang Indonesia sendiri pada abad ke-17 : sekitar tahun 1650 se
orang jang bernama Ridjali membuat lukisan tentang Hitu dipulau 
A m bon-’ C; pada tahun 1676 oleh seorang Bugis jang bernama 
Amanna Gappa ditjatat peraturan-peraturan tentang pelajaian dan 
pengangkutan laut bagi orang Wadjo. Pentjatatan hukum adat oleh 
Amanna Gappa ini pada tahun 1869 menarik perhatian Matthes% 
jang menganggapnja sematjam kitab hukum dagang, pada tahun 
1886 dan tahun 1914 menarik perhatian seorang sardjana bangsa 
Djerman jang sangat Icrkenal, jaitu Kohler, jang menganggapnja 
ijermin liukum kekajaan Indonesia pada abad ke-17 ~7. Pada taliun 
1937 pentjatatan liukum adat oleh Amamia Gappa itu mendjadi 
sumber utama lesis Caron tentang Het handels- en zeerecht m de 
adatrechtsregelen van den rechtskring Zuid-Celehes

Diatas tadi telah saja katakan bahwa orang-orang Belanda pada 
zaman VOC tidak menemukan liukum adat dalam arti jang telah 
saja uraikan pada permulaan bab ini. Tetapi biarpun demikian,
masih djuga pimpinan VOC „(vi:idt) aanleiding ...................  om op
practischen grond zich in te latcn met adatrecht”  29. Dibeberapa 
tempat tertentu, sebagai suatu usaha penertiban dan pemeliharaan 
keamanan baginja, VOC terpaksa turut-tjampur dalam mengatur 
hukum bagi orang Indonesia asli, jang oleh VOC masih dianggap 
bagian terbesarnja terdiri atas peraturan-peraturan agama Islam. 
Pada tahun-tahun 1750, 1759, 1760 dan 1768 turut-tjampurnja VOC

24 Sama. Diterbitkan pada tahun-tahun “dl^ S n
1856-1858 diterbitkan kc.nl.ali, dalam t.ga d j.hd sadja (d iperS.n0kat),
dibawah pimpinan Prof. Mr S. Kc>zei.

25 Ontdekking, lial. 9.
26 Ontdekking, hal. 7-8.
27  Sama dengan noot 23. 19 6 1  tc„tan S karja Amanna
28 Tes.s Utrecht. Kemudian ;,o logis.kulturiI oleh Ph. O X . To-

Gappa dibuat suatu pe.nbahasan "  d p erdagangan Amanna
bing cs dibawah djudul liukum  pelajaran p
Gappa.

29 Ontdekking, hal. 6.
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<ilalam usaha penertiban hukum orang Indonesia asli, ilu, lncngha-
eilkau empat kodifikasi dan pentjatatan hukum bagi Indonesia asli
tersebut :

a. Untuk keperluan Landraad di Semarang tahun 1750 dibuat 
6uatu Compendium, der voornaamste Javaansche wetten, nauiv- 
heurig getrokken uit het Mohammeduanse wetboek Mogharraer, 
cn zoveel mogelijk met het Goddelijk natuurlijke en burgerregt 
zodanig samengebracht, dat daarna, ongekrenkt de Javasclic 
geivoontens en gebruyckelijkheden, den Semarangschen land
raad over de onderdaanen van ’s Compagnies landen en dis- 
tricten regt en justitie soude kunnen oefenen, en de crimineele 
zaken, zoals de civile, behandelen. Kitab hukum ini, jang bia- 
sanja terkenal dengan nama singkatnja, jaitu Kitab Hukum  
Mogharraer, bermaksud memuat hukum pidana Djawa, letapi 
temjata memuat hukum pidana Islam, ! 30. Kodifikasi hukum 
ini kemudian dipublikasi dalam madjalah Regt in Nederlandsch 
Indie dan, oleh 6ebab itu, pada tahun 1854 mendjadi salali 
satu pokok pembitjaraan dalam pembentukan RR 1854 3l.

b. Pada tahun 1759 oleh pimpinan YOC disahkan suatu Compen
dium van Clootwijck — tentang inlandsche wetten bij de hoven 
van Bonie en Goa van alouden tijden in gebruik, tot huidigen 
dagen 32. Pentjatatan hukum adat jang berlaku dikraton-kraton 
Bone (Bugis) dan Goa (Makassar) ini dibuat oleh Jan Dirk 
van Clootwijck jang mendjadi „gouverneur ter kuste van Cele
bes”  dari tahun 1752 sampai tahun 1755 33. Perlu ditjatat bah
wa, biarpun sudah agak usang, Compendium van Clootwijck, 
masih dipakai oleh peradilan bumi putera pada permulaan 
abad ini 34.

30 Ontdekking, lial. 9 : „ ............................. weliswaar blijkt uit opdracht en
volvoering, dat men den weg bijster is cn niet weet hoe het Javaan
sche strafrecht aan te vattcn —  het rechtsboek is eon w a a r d c l o o s
excerpt uit een tractaat over moslimsch reclit __ Supom o tlan
Djokosutono Sedjarah poiitik hukum adat, I, hal. 30 : „B u ku  ini
tak memuat hukum adat jang hiasanja diindahkan dalam kehidupan
sehari-hari oleh rakjat, akan tetapi sebagian besar memuat hukum
pidana Islam , , „ ..........................  walaupun rupanja telah agak luntur
( , » , ...................... zij het in enigszins versneden vorni” ” ) (K ern , Javaan
sche Rcchtsbedceling, hal. 4 1 1 )” .

31 Ontdekking, hal. 9.
32 Regt in A'./., 8 (1 8 5 2 ), hal. 83-119; Ontdekking, hal. 9-10.
33 Sama dengan noot 31.
3 4  Ontdekking, hal. 10 : ,,Van Clootwijcks compedium, in 1759 als ins- 

tructie meegegeven aan den gezaghebber te ISantaeng (B onthain)
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C. Pada tahun 1760 oleh pimpinan VOC dikeluarkan suatu him- 
punan peraturan-peraturan liukum Islam mengenai warisan, 
nikah dan talak. Karena liimpunan ini disusun oleh D.W. Frei- 
j er? „gecominitteerde tot en over de zaken van den inlander” , 
maka orang mengenalnja dengan nama Compendium. Frcijer. 
Pentjatatan liukum Islam oleh Freijer ini lama dipakai, bebe
rapa bagian dari Compendium tersebut ditjabut dengan ber- 
angsur-angsur pada abad ke-19; bagian terachir (mengenai wa- 
risan) pada tahun 1913 35.

d. Oleh Pieter Cornelis Hasselaer, jang tahun 1757 sampai tahun 
1765 mendjabat residen di Tjirebon, direntjanakan pembuatan 
suatu kitab hukum adat jang mendjadi „suatu pemimpin hu
kum adat pada hakim-liakim di Tjirebon” 36. Penjelesaian 
j.embuatan kitab hukuni tersebut terdjadi pada tahun 1768 
dibawah pimpinan pengganti Hasselaer. Kitab hukum adat ini 
jang merupakan ,,echt maakwerk uit schrifturen —  in plaats 
van : uit locaal onderzoek — ” 37, terkenal dengan nama P ep o  
hem Tjerbon 38. Menurut van Vollenhoven : suatu karja jang 
masih mengandung banjak kekurangan tetapi jang telah mem- 
buktikan bahwa „men zich het bestaan van adatrecht bewust 
gaat worden”  3!).

„Bewuslwording” , jakni penemuan, hukum adat itu dengan ber- 
angsur-angsur terdjadi dalam abad ke-19 dan pada permulaan abad 
ke-20 ini, sebagai akibat diadakannja penjelidikan dan peladjaran 
liukum adat jang makin lama makin banjak, inakin teliti dan ma- 
kin sistimatis.

"cr<l, sclioon verouderd, nog in deze eeuw b5j  de mlieemsche rccJit- 
spraak gcraadpleegd (Tijdsclirift Iiinnenlandsch Bestuur , ,
biz. 561 -5 6 5 )” . , . , .

35 Ontdekking, h a l. 10. M en g en a i m asih  b e r la k u n ja  b a g ia n  ‘ cra c lu r
t.om pendium  Freijer  p a d a  p erm u la a n  a b a d  ini sam pai a i“  ’
lih a tla h  Ind. Stbl. 1913 n r  35-1. L ih atlah  d ju g a  van Knn M n m  Bv-
d ra g en  to t  e!e taal-, land- en  v o lk e n k u n d e  van 1\. .,

36 Sedjarah politik hukuni adat, I, hal. 30.
37 Ontdekking, hal. 10. • i • i u
38 Pada tahun 1905 Pepakem  T je r b o n  tersebut dipublikasi lagi oleh

llazcu  dalam Verhandelingen Dataviaasch sc, a '
119 dst. Lihatlah diuga de Ilaan P ria n ga n  IV, hal. 6 /3  623 683- 
681, 726-727; Soeripto O n tw ik k e lin g sg a n g  d er  V o rsten la n d sch e  W et- 
b o e k e n ,  disertasi Leiden 1929; O n td e k k in g ,  hal. 10 ; Sedjarah politik  
h u k u m  adat, I, hal. 30-31; It. Trcsna P era d ila n  di Indonesia dan  
abad  k e  abad, 1957, hal. 31-35 (perpustakaan tentang Pepakem  
T je r b o n  ilu saja kutip dari buku Utrecht P en g a n ta r  da lam  h u k u m  
Indonesia, hal. 204 noot 2 1 ).

39 Sama dengan noot 37.
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Van Vollenhoven dalam De ondekking van het adatrecht me- 
njebut periode sampai tahun 1865 sebagai zaman „Westersche ver- 
kenningen” , jakni zaman perintis-perintis penjelidikan dan pela- 
djaran hukum adat jang berasal dari dunia Barat 40.

Sebagai perintis benar-benar harus disebut seorang Inggris jang 
bemama Marsden, jang mendjadi pegawai pamongpradja Uindia- 
lnggris. Pada tahun 1783 oleh Marsden dipublikasi sebuah buku 
jang berdjudul The History of Sumatra, jang sebenarnja tidak me
muat sedjarah pulau tersebut, tetapi dengan memindjam istilah- 
istilah van Vollenhoven, memuat suatu „Beschrijving”  atau suatu 
„stelselmatig verslag”  tentang Sumatera pada ahir abad ke-1841. 
Tslilah-istilah van Vollenhoven ini sesuai dengan pendjelasan —  j ang 
oleh Marsden sendiri diberi tentang istilah ,,history”  itu : c o n 
taining an account of the government, laws, customs, and manner* 
of the native inhabitants”  42. Mengenai hukum adat jang diperha- 
tikan oleh Marsden (lalam bukunja, van Vollenhoven menulis : 
„Adatrecht beslaat maar een onderdeel van Marsdens boek; maai 
hij zocht er naar, Iiij gaf er opzettelijke belangstelling aan, poogde 
het te rangschikken, stelde het op de hoofdplaats in zijn titelom- 
schrijving en in het lichaam van zijn boek”  43. Van Vollenhoven 
menjebut Marsden seorang „pionier” , seorang perintis, penemuan
hukum adat itu : „ .......................  bij hem voor het eerst komt tot
bewuste uiling de ecnheid en samenhang van die landen en volks- 
groepen, die hij nog inlijst in het grootere Maleisch-Polynesische 
complex, doch die men in den verderen loop der negentiende eeuw 
zou gaan aanduiden als Indonesische gebied en als Indonesiers”  44.

Karja Marsden disusul oleh karja Herman Warner M u n t i n g h e ,  

seorang Belanda, „die h e m  ( =  Marsden) als pionier het naast 
slaat”  45, dan jang berturut-turut mendjabat „gouvernementssecre- 
taris” , sekertaris-djenderal dari Gubernur-Djenderal D a e n d e l s ,  ke-
tua Ilooggerechtshof, pembantu ....................... Raffles ( ! ) ,  sesudah
kembalinja kekuasaan Belanda atas Indonesia mendjadi pembantu
.......................  Komisaris-Djenderal ( ! ) ,  pada achirnja : anggauta
Raad van Indie — teranglah seorang jang pandai mengabdi pada

40  Hal. 14-81.
41 Ontdekking, hoi. 14.
42 Dikutip pada Ontdekking, hal. 14.
43 Ontdekking, hal. 15.
4-4 Ontdekking, hal. 1 o. Van Vollenhoven menljatat : ,,Marsden lton,

hlijkens de aanhalingen in zijn werken, Ilollandsch lezen” .
45 Ontdekking, hal. 19
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jang kuat dan berkuasa ! Rupanja djasa Muntingke adalah pene- 
muan „ontdekking”  —  desa Djawa sebagai suatu persekutuan- 
liukum (rechtsgemeenschap) jang asli dengan organisasi sendiri dan 
hak-hak sendiri atas tanah 46. Muntinghe adalah djuga orang Barat 
jang pertama jang setjara sistimatis memakai istilah „adat” , tetapi 
masih belum mengenai istilah „adatrecht” 47. Dari Bab I diatas 
tadi telah kita ketahui bahwa istilah „adatrecht”  itu paling pertama 
dipakai oleh Snouck Hurgronje.

Raffles, jang dalam sedjarah politik Indonesia terkenal sebagai 
Letnan-Gubernur pulau Djawa dari tahun 1811 sampai tahun 1816 
dan jang pada tahun 1819, sebagai seorang musuh orang Belanda 
jang mati-malian, mendirikan atau mendirikan kembali Singapura, 
mendapat dorongan kuat dari Marsden untuk mempeladjari hahasa 
Malaju dan adat istiadat rakjat Indonesia 4S. Peujelidikan dan pe- 
ladjaran hukum adat Indonesia jang diadakan oleh Raffles tidak 
dipublikasi dalam History of Java49 jang terkenal itu, tetapi di- 
muat dalam suatu skema padjak tanah jang dapat dibatja dalam 
Substancc of a Minute. Bahan-bahan diperolehnja dari „local infor
mation and experience ....................... both of the usages and cus
toms of the country and the nature of the Javanese institutions”  50.

Mengenai pandangan Raffles terhadap hukum adat, van Vollen
hoven menulis : „Dat Raffles godsdienstreclit en iriheemscli rccht
dooreenwart, blijkt sterk in 1814 .......................  : de koran bron van
het recht op Java, de desa Hindoesch”  51. „0pgeleekend recht over- 
schatte ook hij, en Iiij bleef het overschatten na de les, die het 
plaalselijk agrarisch onderzoek op Java hem had kunnen geven”  52.
,,Raffles betrekt zijn gegevens voor levend adatrecht van Java by 
voorkeur uit de Vorstenlanden, dus uit een streek, die stellig ccn- 
trale beteekenis lieeft voor de studie van Javaansclie taal, kunst,

46 Ontdekking, Iial. 20-21 : ,,Is van Muntinghe die groote vondst : de 
ontdekking van de Javasche desa, dat is, dc ontdekking van liet in- 
heenische dorp als dorpsgemecnte, als autoclitiione rechtsgemeenschap 
met eigen organisatie en eigen rechten ?”

47 Ontdekking, hal. 23 : „Muntinghc ............................  *s de eerste die
stelselmatig van ,,,,adat” ”  spreekt, zooals Snouck Ilurgronje later

• „„adatrecht” ”  zal schrijven” .
48 Ontdekking, hal 18.
49 Ontdekking, hal. 25. Diterbitkan pada tahun 1817, tjetakan kedua

pada tahun 1830.
50 Dikutip pada Ontdekking, hal. 28.
51 Ontdekking, hal. 27-28.
52 Ontdekking, hal. 28.

59



letteren, doch waar het volksrecht juist door vorstenrecht is angetast 
en verbasterd”  53. Djadi, Raffles tidak dapat mentjatat hukuni rak
jat jang hidup. Seperti Marsden, djuga Raffles melihat Indonesia 
„als een bijeenbehoorend geheel” 54.

Wilken, jang tidak menjebut Marsden sebagai perintis penje- 
lidikan dan peladjaran hukum adat, memudji Raffles sebagai pe- 
njelidik adat-istiadat jang pertama jang sungguh-sungguli.

Van Vollenhoven mengenai tiga perintis penemuan hukum adat 
jang ketiganja orang Inggris : Marsden, Raffles dan John Craw- 
furd 55. Jang disebut terachir adalah seorang dokter jang bekerdja 
pada pemerintah Inggris, tetapi kemudian diserahi tugas politik, 
antara lain, dari tahun 1811 sampai tahun 1814 dan pada tahun 
1816 ,,resident” , jaitu duta, pada kraton di Jogjakarta. Pada tahun 
1814 ia melakukan tugas politik di Bali dan Sulawesi 5(J. Pengala- 
mannja ditulisnja dalam sebuah buku jang berdjudul History of 
the Indian Archipelago, jang terbit pada tahun 1820, sebuah karja 
sematjam karja Marsden — „History” adalah „Beschrijving”  atau 
„stelselmatig verslag”  (lihatlah diatas tadi) — jang „containing 
an account of the manners, arts, languages, religions, institutions 
and commerce of its inhabitants”  dan jang terdiri atas tiga dji
lid 57. Keterangan-keterangan tentang hukum adat terdapat dalam 
djilid pertama. Mengenai pandangan Crawfurd tentang hukum adat, 
van Vollenlioven menulis bahwa menurut Crawfurd „liet adatrecht 
is „„a commixture of native customs — deze voorop — and of Hin
du and Mohammedan juridisprudence” ” , een mengsel van „„native 
Hindu and Arabian law” ” , en de twee laatste zijn slechls „„very 
partially adopted by the former” ” , djadi, Crawfurd melihat hukum 
agama itu sebagai hanja bagian ketjil sadja dari hukum adat, jaitu 
suatu pendapat jang tepat sekali 58. Selandjutnja : „En wat de ver- 
houding aangaat tusschen opgeteekend en niet opgeteekend volks
recht : hoewel Crawfurd zich met name voor strafreclit vastklemt 
aan teksten, toch blijkt van overschatting van rechts- of wetboeken

53 Ontdekking, hal. 29.
54 Ontdekking, hal. 26, 29.
55 Ontdekking, hal. 31
56 Sama.
57 Ontdekking, hal. 32.
58 Ontdekking, hal. 33. Djadi, tepat sekali pula djikalau Crawfurd di- 

Ijatat sebagai pengarang pertama jang tidak mengadakan kesalalian 
idcntifikasi (identificatiefout), jaitu hukuni adat adalah sama dengan 
hukum agama, jang telah saja singgung dalam Bab I sub 2 diatas 
tadi.
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niet”  59. Achiruja, berluinan dari buku Marsden, karja Crawfurd 
memperliatikan penub hukum tanah adat G0.

Diatas ini dapat kita tjatat perhatian tiga orang pemerintah- 
wan (bewindsmannen) bangsa Inggris terhadap hukum adat itu. 
Apakah terhadap hukum adat itu ada djuga perhatian dari fihak 
pemerintahwan bangsa Belanda ? Saja telah menjebut Muntinghe. 
Tetapi sebenarnja sebelum Muntinghe tersebut, „De eerste man met
staatsmanskijk, die van adatrechlspolitiek notitie neemt, is ................
Dirk van Hogendorp (1761-1822)”  G1. Mcnjusun „hervormingside- 
een” nja, jang „gezonder en doeltreffender dan die van Raffles, maar 
bij  verre niet zoo knap geformuleerd” , memaksa van Hogendorp 
menjelidiki „een gewiclitig stuk Javaansch volksrecht : het inlieem- 
eche grondbezit” . Kesimpulannja : „de Javaan (die van Middel-Java 
met name ?) leeft onder een leenstelsel van grond, cn wel aldus, 
dat de vorst den grond in leen pleegt uit te geven aan apanage- 
houders —  niet : de dorpsbesturen — , en dat de apanagehouders
— niet : de dorpsbesturen —  den grond in onderleen, tegen een 
aandeel in de opbrengst, uitgeven aan de dorpers”  G2. Disini, untuk 
kali jang pertama, dikemukakan suatu dalil jang kemudian kita 
temukan kembali sebagai landasan domeinbeginsel (Ind. Stbl.
1870 nr 118 ■— tidak lagi berlaku karena Undang-undang Pokok 
Agraria tahun 1960) : radja —  jang kemudian diganti oleh penie
rintah Hindia-Belanda ■— adalah pemili'c tanah, dan memindjam- 
kan bagian-bagian tanah itu, sebagai sumber nafkali, kepada pem- 
besar-pembesar tertentu •— pembcsar-pembesar jang mcmegang ta
nah sebagai sumber nafkah ini disebut „apanageliouders . Selan- 
djutnja, pembesar-pembesar itu memindjamkan tanah mereka ilu 
kepada penduduk desa.

Van Hogendorp mendesak supaja sistim tanah tersebut diubuli. 
Penduduk desa menerima tanah sebagai pindjaman dari „apanage- 
houder”  dengan keharusan menjeralikan kepada „apanagehoudci 
ilu sebagian —  kadang-kadang bagian besar — has:l tanah itu. Djus 
tru hal ini sangat menjengsarakan rakjat desa. SobaiLuju or.mg desa 
didjadikan pemilik tanah setjara langsung dan basil tanahnja di- 
djadikan objek suatu padjak jang normal. ,,'Ier afsn.-jding in *9 

verstand zij opgemerkt, dat Van Hogendorp met .,„cig<‘udoni niet.

59 Ontdekking, hill. 34.
60 Sama,
61 O ntdekking , lial. 36.
62 O ntdekking, hnl. 36-37.
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bedoelt juist die juridische rechtsverhouding die men destijds in 
Nederland zoo noemde op den voet van ons oudvaderlandsch recht, 
maar een, door wat voor regels dan ook beheerscht, waarbij de 
Javaan kunne zegge : „„d it stuk grond is van mij” ”  63.

Kesimpulan Dirk van Hogendorp tentang sistim tanah adat itu, 
pada permulaan dianut pula oleh adiknja, jaitu Gijsbert Karel van 
Hogendorp. Tetapi mulai tahun 1806, oleh Gijsbert Karel tersebut 
dianggap suatu kesimpulan jang salah. Mulai tahun 1806 Gijsbert 
Karel berpendapat bahwa menurut liukum positif orang Djawa itu 
mendjadi pemilik langsung tanahnja 64.

Daendels telah mengenai desa sebagai suatu persekutuan-hukum 
jang bulat. Rupanja ia mengetahui tentang pandjer dalam atjara 
adat dan peradilan agama. Disamping itu, ia membuat dua kesa- 
lahan faham : hukum pidana Djawa dianggapnja hukum pidana 
menurut al-Qur’an dan kepala desa dianggapnja kepala distrik dan 
sebaliknja. Pada bulan September 1808 ia mengandjurkan supaja ;
diseluruh pantai Utara pulau Djawa „onderwijs van de jeugd”  di- j

beri menurut „zeden, gewooniens, wetten”  orang Djawa 65.
Para pemerintahwan bangsa Belanda jang memimpin pemerin- 

lahan Hindia-Belanda sesudah zaman Inggris, jaitu Komisaris-Djen- 
deral, van der Capellen, Du Bus dan van den Bosch, tidak menaruh 
perhatian terhadap hukum adat dan apa jang ditjatatnja adalah 
salah. Tcrutama mendengar nama van den Bosch, teringatla'h kita 
pada masa Cultuurstelsel, jaitu masa tindakan pemerintah Hindia- 
Belanda jang sewenang-w'enang, masa penghisapan rakjat, masa jang 
memberi landa tidak mengertinja dan diperkosanja kepentingan .
rakjat jang hakiki, tidak mau mengetahui lembaga-lembaga masja- 
rakat asli, adat dan hukum adat Indonesia.

Sungguhpun ada suara Merkus jang dengan berani menentang 
pandangan-pandangan van den Bcsch terhadap hukum adat jang 
salah itu — Merkus menghormati hak-hak rakjat atas tanahnja ter
masuk hak ulajat (hak patuanan) desa (dorpsbeschikkingsrecht), 
walaupun dalam hal pengakuan hak-hak rakjat itu bertentangan 
dengan kepentingan orang Belanda 06 —, namun suara Merkus itu 
lidaklah raerapan ditelinga kaum kolonialis jang bengis itu, suara 
itu merupakan suara dipadang Sahara, hilang mclantang dibawa

63 Ontdekking, hal. 37.
64 Ontdekking, hal. 33.
65 Ontdekking, hal. 40.
66 Sama.
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baju ........................  Tepat benar apa jang setjara objektif dikatakan
oleh van Vollenhoven bahwa „H oe ver staan”  orang-orang seperti 
van den Bosch „niet bij de drie Britten in beschaving en begrip

1  1 9  n r *ten achter”  67. . , „
Kemudian datanglah seorang „twcede, en betere, Hunting le , 

jaitu Jean Chretien Baud 6S, jang pernah mendjabat Gubernur-
Djenderal, kemudian Menteri Koloni. ^

Sebelum ia mendjadi Gubernur-Djenderal, maka ia mendjabat 
direklur pada Departemen Koloni, dan dalam djabatan itu pa a 
tahun 1329 ia diberi kesempatan untuk melindungi hak ulajat desa 
atas tanah tandus (woeste grond). Ia tidak dapat mcnerima do- 
meinleer”  seperti jang dikemukakan oleh Raffles, dan pendap.m ,. 
ini diperkuat oleh penjelidikan sendiri ketika la pada tahun 1 3  
sebagai Gubernur-Djenderal, mengadakan perdjalanan 
dipulau Djawa. Peranannja dalam mcnjusun pasal 6 -  ajat 3 RR 
1854 (pasal 51 ajat 3 IS) jang melindungi hukum tan^h adat, o h *  
Logemann dibuktikan tidaklali disertai dengan m. *  ^  ^
jang buruk tetapi djustru dilakukannj^ ?lukum
Selandjutnja, pengetahuan tentang debat.debat tentang RR
adat padanja, tiap-tiap kali ternj niemperlihatkan bahwa
1854. Biarpun tidak ada bukum agama dan hukum
ia tidak mengerti benar huhungan^ inemperlihatkan keragu-
adat, namun tidak ada memakai iGtilah ,,adat”
raguan padanja. Tetapi pada t■. ja djuga meliPuti aga-
dalam arti jang begitu luas se ^  Vollellhoven menulis : „Van 
m a7°- Mengenai peranan Bax , ^  ^  yal der compagnie,
de reeks Hollandsclie bebbeu Cn eenigermate de
die voor problemen van a d a t r doorzicn, is Baud de heks- 
beteekenis van een oostersch > * ^  bcwindsmannen”  itu tiada
lmter”  71, tetapi diantara „Ho voM onze gtof den ech-
seorangpun jang telah „voell . ^  ^  vraag gtelsel. 
ten onderzoekingsdrang; geen ^  (jc IndonC8ier zelf niet
matig. Tot zwakkes verschooning ^  ^  p io n ier fW e rk 5  ook
bij machte was luin de hand waar8chuwen; het ecnig teeken
liiet in het negaticve, door

67 Ontdekking, lull. 45.
63 Sama. , as
69  Dilcutip pada O n td ek k in g , li:‘ ‘ ^ „ c r ; , ru ik t liij liet tvoord „„a d a i” ”
7 0  O ntdekking, Iuil. 46 : m*11 a]jcs omvalte waarnaar vtij den

in dien ongelukkigen zin, -
landzaat dwongen zich tc scl

71 Ontdekking, hul. 47.
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uit inheemsclie kringen, dat aanwijzing gaf indien adatrecht mis- 
kend werd, was volksverloop”  72. Demikianlah keadaan pada bagian 
pertama abad jang lampau.

Diatas tadi telah saja sebut nama-nama „bewindsmannen” , baik 
orang Belanda maupun orang Inggris, jang telah menaruh perhatian 
terhadap hukum adat. Mereka itu semua bekerdja dipuntjak pim- 
pinan, jaitu „werkers aan de top” . Sudah tentu bukan mereka sadja 
jang dihadapkan dengan hukum adat; jang lebili-lebih diliadapkan 
dengan hukum adat itu adalah mereka jang bekerdja sebagai pe- 
laksana keputusan-keputusan puntjak pimpinan tersebut, jaitu „wer- 
kers beneden aan de trap” . „Werkers beneden aan de trap”  ini be
kerdja ditengah masjarakat hidup, mereka adalah „fieldworkers” 
(van Vollenhoven: „werkers te velde” 7 3 ). Kepada merekalah di
beri kesempatan untuk mentjatat dan mempeladjari hukum adat.

Diantara „fieldworkers”  jang mengumpulkan bahan-bahan ten
tang hukum adat dapat disebut : Frederik Jacob Rothenbuhler jang 
pernah mendjabat residen Pekalongan, kemudian gezaghebber dari 
Pantai Timur Djawa, pada tahun 1811 dipekerdjakan oleh Raffles, 
meninggal di Surabaja pada tahun 1836 (penjelidikan di Pekalongan 
dan Surabaja) 74, van den Broeck jang dikirim ke Bali sebagai duta 
pada tahun lo l7  dan tinggal disitu sampai pertengalian tahuii 1818 
(keterangan-keterangan tentang Bali) 75, J.A du Boig j ang bekerdj a 
didaerah Lampung sebagai pegawai Pamong Pradja Belanda —  per
nah mendjabat residen — dari talmn 1819 sampai tahun 1833 (ke- 
te-rangan keterangan tentang daerah Lampung) 76, Joan Cornelia 
Reynst jang bertugas di Sumatera dan dari tahun 1844 sampai ta
hun 1845 mendjadi pendjabat Gubernur-Djenderal (keterangan- 
keterangan tentang daerah Palembang) 77, van Sevenlioven jang 
eebagai pegawai Pamong Pradja Belanda dapat disebut „Javaman” 
— residen Kedu, Tjirebon (dua kali), Solo dan Jogja —  (ketera
ngan-keterangan tentang terutama daerah Tjirebon — rupanja orang 
Belanda jang pertama jang melihat «kerndorperschap” ) 78, Domis 
jang mendjadi residen Semarang, Pasuruan dan Surabaja (oleh 
Markus disinggung sebagai pelapor tentang adat istiadat) 79, Nahuys

72 Sama.
73 Sama.
74 Ontdekking , nal. 4H.
75  O n td e k k in g ,  hal. 48-19.
7 6  O n td e k k in g ,  hal. 49.
7 7  Sam a.
7 8  O n td e k k in g ,  hal. 49-50.
79 O n td ek k in g ,  hal. 50.
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van Burgst, major djenderal dan residen didaerah Keradjaan (Vors-
tenlanden), jang menulis buku Brieven over Bencoolen, Padang,
het rijk van Menangkabau, Rhiouw, Sincapoera en Poelo Pinang
(1826, tjetakan kedua 1827 —  sebelumnja ditulisnja suatu Schets
van Benkoelen  so) 81, van Schmid, seorang residen, jang niemper-
kaja perpustakaan liukum adat dengan dua publikasi tentang adat
istiadat kepulauan Ambon dan pulau Seran82, Weddik, residen
Airbangis, lioofdgekommitteerde der B ataklanden dan kira-kira ta
hun 1850 gubernur Kalimantan, jang menjuruh „zijn ondergeschikte
am btenaren, bij een aantal onderw erpen van statistiek, an ei

volkenkunde, bepaaldelijk de staatsregeling, het burgerlijk en stra
regt tot punten van onderzoek”  s3, sedangkan ia sendiri mem
suatu publikasi tentang Kalimantan Selatan (1851) 84 | sala i s
orang jang mengikuti suruhan Weddik adalah Wilier, jang pa
tahun 1846 menulis buku Verzameling der Battahsche ivette ^
instellingen in Mandheling en Perlibie dan pada tahun
buku ten tan g  Buru, Seran dan H alm ahera, d isa m p in g ^  ^ '  ^a n ta n
tersebut ditulisnja beberapa karangan-karangan tentang a
Barat dan pedalaman Sumatera S5 —, van den Bosche menga "
inisiatif m engitabkan hukum  adat Palem bang dalam  Undan& un g

Simbur Tjahaja (1852-1854) 86, C.F. Bosscher jang dari ta

sampai tahun 1858 memerintah di Maluku menulis tentang
dan S u l a w e s i  87 J.A.W. van Onhuisen menulis tentang hu um '

- , i i  p,A9 88. van der 
di Sumatera pada tahun 1855 dan pada tahun -   ̂ a(jat
Hart memberi beberapa keterangan tentang hukum tan ^
daerah  Batak pada tah u n  1857 89, P.L. van Bloemen ^  a**n ,

. i 18^0 90 W ailanu 
n jelid ik i p u lau  Bali dari tahun 1856 sampai tahun i ’ hukum
mengikuti djedjak van den Bossche dengan mengita i an i ^  
adat di Bengkulu dan Lampung 91, van Marie dan Kin

80 1825.
81 Ontdekking, hal. 50-51.
82 Ontdekking, h al. 52. W ilie r  Versamehling
83 Ontdekking, h al. 52, ja n g  m en u n d ju k  k ep ad a  en P e r tib ie ,

der Battahsche wetten en instellingen in Mane i
1846, hal. 2.

84 Sama dengan n o o t  82.
85 Ontdekking, hal. 52-53.
86 Ontdekking, hal. 53.
87 Sama.
88 Sama.
89 Sama.
90 Sama.
91 Sama.
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marecq menulis tentang Djawa Barat pada tahun 1860 92.
Disamping „fieldworkers”  dibidang pemerinlahan sipil lerse- 

but, ada djuga „fieldworkers”  dikalangan militer. Dapat disebut 
major W.L. de Sturler, jang menulis buku-buku tentang Palembang 
pada tahun 1843 dan pada tahun 1855 93.

Perlu djuga disinggung karja J.W. Winter dan C.F. Winter, 
jang mendjadi putera J.W. Winter, dua orang translator bahasa 
Djawa jang terkenal di Solo 94.

Sebagai salah seorang sardjana hukum (jurist) jang telah sa
ngat dekat pada „penemuan” hukum adat, harus disebut Mr Sie- 
burgh 95.

Lebih diketaliuinja hukum adat itu kemudian adalah disebabkan 
terbitnja madjalah Het Regt in Nederlundsch Indie. Terbitnja ma- 
djalah ini adalah akibat kodifikasi hukum privat Eropa pada tahun 
1848. Pada waktu madjalah ini terbit, jaitu pada tahun 1849, para 
penerbitnja berdjandji akan memuat pula hukum adat. Djandji 
itu ditepati dan dalam waktu jang agak pendek dipublikasi dalam
madjalah tersebut „een vertaalden tekst van den Mogharrar ...........
............... , voorts een oude Britsche reehtsoiJteekening uit Beng-
koeloe, en eindelijk de adatgegevens, door een Maleisch „„priester” ”  
meegedeeld aan een luitenant op Borneo, Ullmann, in liun beider 
ledigen tijd”  9G.

Madjalah Het Regt in Nederlundsch Indie ini, jang pada tahun 
1914 diteruskan dibawah djudul baru — Indiscli Tijdschrift van 
R ech t97 —, bukan]ah madialah salu-satunja jang memuat kete- 
rangan-keterangan tentang hukum adat. Tjatatan-tjatatan tentang 
hukum adat termuat pula dalam madjalah De Oosterling (1835- 
1837), dalam madjalah Tijdschrift voor Neerlnnds Indie (1838- 
1902). Madjalah-madjalah ini memuat sebagian karangan-karangan 
penjelidik-penjelidik hukum adat jang telah saja sebut diatas tadi.

Arti terbitnja madjalah-madjalah ini adalah besar. Boleh di
katakan bahwa djustru terbitnja madjalah-madjalah ini lama-kela- 
maan turut-melahirkan suatu ilmu hukum adat (adatrechtsweten-
schap), jang terdjelma dalam sumbangan-sumbangan ilmiah (we- 
tenschappelijke bijdragen) jang djuga dipublikasi diluar madjalah-

92 Saina.
93 Sama.
94 Ontdekking, Iial. 51-52.
95 Ontdekking, lial. 54, 55.
96 Ontdekking, lial. 55.
97 Madjalah ini diheri djudul baru sesudah Perang Dunia ke-II, jaitu
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madjalah tersebut. Diantara sumbangan-sumbangan itu perlu disebut 
publikasi R. de Fillietaz Bousquet tentang peradilan dan kitab- 
kitab hukum di Daerah Keradjaan Djawa9S, tixlisan dr Mounier 
tentang peradilan keradjaan 99, karangan Mr J.F.W. van Nes ten- 
lang Boedelscheidingen op Java volgens de kitab Sapliihi, jang 
dipublikasi dalam Tijclschrift voor Neerlands Indie 10°, publikasi 
Prof. Taco Roorda tentang kitab-kitab hukum Daerah Keradjaan 
Djawa *0 1 , buku Prof. A. Meursinge jang berdjudul Handbook van 
het Mohammedaansche Recht, in de Maleisclie taal 102.

Pada tahun 1851, Baud mendirikan Koninklijk Instituut voor 
de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie, jang me- 
lierbitkan puhlikasi-jiublikasi jang berdjudul Bijdragen (tot de taal-, 
land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indie) 103. Didirikannja 
Koninklijk Instituut ini, oleh Baud dianggap sebagai „de aanvidling 
des maatregels van 6 December 1842”  104 tentang pendidikan pe- 
gawai-pegawai Pamong Pradja Belanda, jang sedjak tahun 1842 di- 
pusatkan jiada Koninklijke Akademie di Delft 105.

Segera sesudah dihentuk, maka perhatian untuk hukum adat 
dalam kalangan perguruan tinggi dipusatkan di Koninklijk Instituut 
tersebut. Sardjana jang paling berpengaruh adalah Sekertaris 
K oninklijk  Instituut, jaitu Mr Salmon Keyzer, dari tahun 1850 sam
pai tahun 1868 gurubesar pada Koninklijke Akademie di Delft jang 
telah disebut diatas tadi iog. Boleli dikatakan bahwa Keyzer be- 
lum menemukan hukum adat sepenuhnja (het adatrecht nog 
niet geheel ontdek), karena bagi Keyzer hukum orang Indonesia 
jang beragama Islam adalah identik dengan hukum Islam —  re- 
ceptio in complexu 107. Oleh sebab itu ia menulis buku-buku baku 
tentang hukum Islam los dan hukum pidana Islam 109. Pada tahun 
1858 ditulisnja suatu brosur tentang milik tanah dipulau Djawa dan 
menurut tulisan itu azas-azas dasar hukum adat tersebut adalah

Tijdsclirifl van het Recht, dan terbit sampai acliir tahun 1949.
98 Ontdekking, hal. 68.
99 Sama.
100 Sama.
101 Ontdekking, hal. 68-69.
102 Ontdekking, h al. 69. D iterbitkan  pada tahun  1844.
103 Ontdekking, hal. 69-70.
104 Ontdekking, hal. 70
105 Sama.
106 Sama
107 Lihallali Bab I sub 2 diatas tadi.
108 Sama den ga n  n o o t  104. D iterbitkan  pada  tah un  1853.
109 Sama d en g a n  n o o t 104. D iterbitkan  pada  tah un  1857.
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hukiun Islam jang asli ! 1 1 0  Karangan De hulmiddelen tot beoefe- 
nin0, van het regt der inlanders in den Archipel 1 1 1  adalah suatu 
tiraian melulu hukum agama (Islam).

Tetapi djuga, kadang-kadang ia tidak dapat menjangkal rea- 
litet, jang bertentangan dengan teorinja ! Pada lahun-tahun 1853 
dan 1854 ia menulis beberapa brosur jang baik sekali dan sesuai 
dengan realitet tentang materi jang kemudian ditjantumkan dalam 
pasal 75 redaksi lama RR 1854 —  lihatlah Bab II diatas tadi —  112, 
antara tahun 1856 dan tahun 1858 ia menerbitkan kembali bagian 
besar tulisan Yalentijn ■— lihatlah diatas tadi —  dan dalam suatu 
kata pengantar ia mendesak supaja diadakan penjelidikan ditem- 
pat berlakunja adat jang bersangkutan 113, pada tahun 1862 ia mem- 
publikasi keterangan-keterangan (tentang adat) dari seorang we- 
dana di Djawa Tengah dan mengadjak Koninklijk Instituut mem
buat pernjataan jang mengutjapkan keinginan supaja lebih banjak 
karangan-karangan sematjam itu dipublikasi H4.

Biarpun dalam banjak karangannja, Keyzer tidak menutup ma- 
ta untuk realitet, masih djuga hukum Islam sebagai norma dasar 
tidak dileoaskannja. Hal ini ternjata l̂alam suatu rangkaian soal- 
soal milik tanah jang disusunnja pada tahun 1863 dan dalam suatu 
polemik terhadap pendapat-pendapat van Twist jang ditulisnja pada 
tahun 1867 115. Van Vollenhoven membuat penilaian sebagai ber- 
ikut : „De roode draad al dezer artikelen is, dat Keyzer eenerzijds 
een leervak volkenkunde anderzijds een leervak islam ziet, docli 
het adatrecht niet erkent als een aparte stof, welker inheemsche 
gedeellen (het grootste stuk) wel met volkenkunde samenhangen, 
zooals haar godsdienstige bestanddeelen (het kleinste stuk) met 
den islam of andere wereldgodsdiensten in verband staan, doch die 
daarom nog niet door volkenkunde plus islam wordt gedekt”  116.

Tetapi walaupun Keyzer belum menemukan hukum adat se- 
penuhnja, masih djuga basil peladjarannja boleh disebut progresif 
djikalau dibandingkan dengan apa jang dihasilkan oleh P.J. Vetli, 
gurubesar di Leiden. Pada tahun 1869, Vetli menjelesaikan djilid 
ketiga dan terachir publikasi jang berdjudul Aardrijkskundig cn

110 Sama dengan noot 104.
111 Sama. Diterbitkan pada tahun 1859.
112 Sama dengan noot 104.
113 Ontdekking, hal. 70-71.
114 Ontdekking, hal. 71.
115 Sama.
116 Sama.
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slatistisch woordenboek van Nederlandsch-Indie jang dimulainja pa
da tahun 1859. Dalam pekerdjaan jang besar ini, Veth hampir tidak 
memperhatikan adat dan hukum adat117. „De ontwaking van Yeth 
voor kwesties van Indonesisch recht kwam blijkbaar eerst in een 
volgend tijdvak”  118.

Diatas tadi kita dapat melihat bahwa, biarpun ada perhatian 
terhadap tjara penghidupan rakjat Indonesia, masih djuga pada 
pertengalian abad jang lampau penemuan hukum adat itu belum 
terdjadi. Malah ada kesan seolali-olah proses penemuan liukum 
adat itu niatjet. Tetapi mulai tahun 1865 proses tersebut berdjalan 
lantjar lagi. Van Vollenlioven menulis : „Het is aan een samenloop 
van oorzaken te danken, dat omtrent 1865 in ontdekking van het 
adatrecht een keer ten goede komt. De nieuwe belangstelling duikt
andermaal op .......................  uit tal val lioeken te gelijk. En wat
voor het adatrecht een gelukkige toegift was : uit elk dier lioeken 
kwam belangstelling voor een ander onderdeel van het volksrecht. 
De vier kringen, die wakker werden, waren die der staten-ge»ieraal, 
die van het binnenlandsch bestuur, die van de zending en (traag 
en lultel) die der juristen. De kamers werden genoopt tot aandacht 
voor het agrarische, het adatgrondenrecht; het binnenlandsch bes
tuur vooral tot aandacht voor de volksorganisatie, het adatstaats- 
recht; de zending tot aandacht voor familie- en erfrecht; de juris
ten nog het meest tot aandacht voor transacties uit het vermogens- 
recht, zoo over roerend goed, en voor vragen van strafrecht”  119. 
Dalam bab ini akan saja bitjarakan sepintas-lalu perhatian jang 
oleh Pamong Pradja Belanda, zending dan para sardjana hukum 
ditjuralikan terhadap hukum adat. Perhatian jang oleh ,,de kamers”  
ditjurahkan terhadap hukum adat akan saja perhatikan dalam 
bab jang berikut.

Diatas tadi telah ditjatat bahwa lama sekali dikalangan Pamong 
Pradja Belanda terdapat kurang pengertian tentang „adat”  dan „hu- 
kuni adat”  itu. Hal tersebut disebabkan oleh „Zoolang kennis van 
Indonesische taal, van Indonesische levensgewoonlen en godsdienst 
niet of alleen bij zeer enkelen bestaat, zoo lang laat oog voor en 
bekendheid met volksrecht zich niet verwachten. Welnu, eerst met 
1842 was er iets begonnen gedaan te worden aan een gezette bes-

117 Ontdekking, hal. 71-72.
118 Ontdekking, hal. 72.
119 Ontdekking, hal. 82.
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tuursopleiding”  —  jaitu Koninklijke Akademie di Delft jang telah 
disebut diatas tadi —  ,,maar ondanks de toewijding van zulken als 
Roorda en Keyzer”  —  lihatlah diatas tadi — „bleef de uit werking 
jarenlang droevig”  120. Oleh van Vollenhoven dikemukakan bahwa 
masih „In  1357 getuigde Mijer als minister, dat de meerderlieid 
der Delftsche jongelui niets had geleerd”  121, betapa besar „liadat”  
atau „adat”  itu disalahgunakan oleh beberapa pembesar Belanda, 
seperti jang ternjata dari laporan bekas-Gubernur-Djenderal Sloet
van de Beele : „Maar het woord adat wordt .......................  op Java
schromelijk misbruikt : een resident, die den inlander eigendom 
afneemt zonder betaling, zegt dat dit „„adat” ” is; en ander resident 
laat, als hij doorreist, alle mooie meisjes voor de deuren zetten en 
zegt dat het „„adat” ” is; het is „„adat” ”  om te laag betaald te 
worden, —  het was „„adat” ”  dat, als de gouverneur-generaal audien- 
tie toestond aan „„iedereen” ” , Indonesiers uitgesloten”  122. Me- 
memang benar, „Dit was de noodlottige „„adat” ” , die bestorven lag
op de lippen van oudgasten .......................  De werkelijke adat van
het inlandsche volk kennen wij niet, omdat wij de taal niet kennen.
„„H oe wil men .......................  costumen en usantien leeren kennen,
wanneer men de landstaal niet verstaat ?”  i 23.

Tetapi sjukurlah, diantara para pegawai Pamong Pradja Belan
da diwaktu sebelum tahun 1865 jang sangat kurang pengetahuannja 
tentang adat istiadat rakjat Indonesia, ada beberapa jang mendjadi 
perketjualian, jang mempunjai suatu pengetahuan jang untuk wak
tu itu boleh dikatakan agak lumajan, seperti Wilier, jang namanja 
telah disebut diatas tadi.

Pada tahun 1864 dimulailah perbaikan. Berdasarkan suatu 
undang-undang jang dibuat pada tahun itu, dikota Leiden di- 
dirikan suatu pendidikan universiter baru bagi tjalon-pegawai 
Pamong Pradja Belanda. Tiga tahun kemudian dikota Betawi (D ja
karta) didirikan suatu pendidikan jang paralel dengan pendidikan 
baru dikota Leiden itu, jakni dikota Betawi didirikan pendidikan 
untuk ,,Indische gezaghebbers” . Pada tahun 1864 itu pula, dikota 
Delft didirikan suatu lembaga jang terkenal dengan nama Indisclie 
Tnstelling, jang mendjadi pusat penjelidikan dan peladjaran lem-

120 Ontdekking, lial. 91.
121 Sama.
122 Ontdekking, lial. 92-93.
123 Ontdekking, hal. 93.
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baga-lembaga kebudajaan Indonesia, tetapi jang chusus ada liubu- 
ngan dengan soal-soal pemerintaban. Pada tahun 1877 dikota Leiden 
didirikan suatu lembaga sematjam I24.

Undang-undang tahun 1864 tersebut diatas ini mengakibatkan 
diperbesarnja perhatian dan kegiatan mempeladjari lembaga-lem- 
baga kebudajaan Indonesia dikalangan Pamong Pradja Belanda, se
hingga antara lain pengertian tentang hukum adat bertambah —  
biarpun masih djuga bagian besar pegawai-pegawai Pamong Pradja 
Belanda belum menemukan hukum adat itu. Disini perlu disebut 
tulisan-tulisan dari pegawai-pegawai Pamong Pradja Belanda se
perti W.B. Bergsma jang mendjadi kontrolir di Lebak dari tahun 
1862 sampai tahun 1866, kemudian penjelidik agraria di Surabaja, 
kemudian lagi presiden Landraad di Modjokerto. Namanja djuga 
terkenal sebagai hoofdredacteur Eindresume, 1876, 1880, 1896; 
pada tahun 1882 diterbitkan buku Dr J.G.F. Riedel jang, menurut 
kata-kata Wilken, „eene onbekende wereld (had) ontsloten” , jaitu 
dunia jang belum dikenal jang terletak di Sulawesi dan Irian Barat; 
G.W.W.C. baron van Hoevell, jang memulai kariernja sebagai kon
trolir di Ambon dan mengachiri karier itu sebagai gubernur Su
lawesi, mengumpulkan bahan-bahan tentang Sumatera, Gorontalo, 
Seran, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru dan Kepulauan Tanimbar. 
Ia pernah menjerang Strafwetboek tahun 1872 bagi orang bumi- 
putera, jang mendjadi tiruan Code Penal Perantjis !; G.A. Wilken
—  lihatlah dibawah; J.B. Neumann menulis antara tahun 1881 dan 
tahun 1887 tentang daerah Batak Timur; pada tahun 1883 P.J. 
Ivooreman menulis suatu rangkaian karangan-karangan tentang Su
lawesi Selatan; G. de Waal van Anckeveen mempublikasi tentang 
jWinangkabau; Liefrinck — lihatlah dibawah; A.L. van Hasselt, jang 
mendjadi gurubesar pada Indisclie Inslelling dikota Delft dari tahun 
1898 sampai tahun 1900, menulis tentang Sumatera Tengah; Iv.F.H. 
van Langen menulis tentang Atjeh; Dr J.H.F. Sollewijn Gelpke me-
ngumpulkan antara tahun 1879 dan tahun 1885 bahan-bahan ten
tang agraria dipulau Djawa; J.F.A. de Rooy membuat laporan-- 
laporan baik tentang Minangkabau; O.L. Helfrich menulis „rijke 
studien”  tentang Sumatera Selatan dan G.J. Westenberg tentang 
daerah Batak 12C.

124 Ontdekking, hal. 93-94.
125 Ontdekking, hal. 94-95.
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Pada waktu jang sama, djuga zending menaruh perhalian atas 
lembaga-lembaga kebudajaan Indonesia, biarpun sering perhatian 
itu terbatas pada apa jang dianggap perlu diketahui berliubung de
ngan penjebaran agama Keristen di Indonesia. Diantara zendeling- 
zendeling jang meninggalkan tulisan-tulisan tentang kebudajaan In
donesia, biarpun sering perhatian itu terbatas pada apa jang diang
gap perlu diketahui berhubung dengan penjebaran agama Keristen 
di Indonesia. Diantara zendeling-zendeling jang meninggalkan tu
lisan-tulisan tentang kebudajaan Indonesia, termasuk hukum adat, 
dapatlah disebut Dr B.F. Matthes. Matthes, „den bijbelveratler uit 
Zuid- Selebes (1813-1908)” , (heeft) voor geen der essentieele punten 
nochtans in het adatrecht, later als spelenderwijs ontdekt door
Snouck Hurgronje, .......................  oog : hij wart dooreen hofrecht
en volksrecht, rechtsbeschrijving en levend recht, adatrecht en adat- 
zede, en geeft meer dan eens verklaringen en onderstellingen van 
haast kinderlijke kortzichtigheid. Evengoed als de taalkennis van 
Makassaarsch en Boegineesch jegens Matthes bijzondere verplich- 
ting heeft wegens zijn woordenboeken, chrestomathien en spraaklee- 
ren, heeft ook het adatrecht wel nuttige gegevens aan hem te dan- 
ken; doch die laatste moeten meermalen bewerkt worden los van 
wat Matthes er uit las of er in legde 12 6.

Bahan-bahan tentang Minahasa dikumpulkan oleh zendeling- 
leeraar N. Graafland pada tahun 1867 (tjetakan kedua bukunja 
pada tahun 1898). Bahan-bahan tentang Djawa dikumpulkan oleh 
C. Poensen, jang kemudian mendjadi gurubesar pada Indische In- 
stelling dikota Delft. Antara tahun 1879 dan tahun 1883 zendeling 
R. van Eck menulis suatu rangkaian karangan-karangan tentang 
lembaga-lembaga kebudajaan di Bali dan Lombok. Pada tahun 1857 
dimulai penerbitan De Mededeelingen Nederlandsch Zendelingge- 
nootsclmp, jang djuga memuat karangan-karangan jang berisi ba
han-bahan hukum adat127.

Diatas tadi, diantara pegawai-pegawai Pamong Pradja Belanda 
jang meninggalkan tulisan-tulisan tentang lembaga-lembaga kebu
dajaan Indonesia, termasuk hukum adat, telah saja sebut Wilken 
dan Liefrinck. Karja kedua pengarang ini perlu ditindjau tersen-

126 Ontdekking, hal. 97.
127 Ontdekking, hal. 98.
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diri dan chusus, karena karja mereka itu mendjadi „het beste adat* 
rechtmateriaal dat uit het binnenlandsch bestuur is voortge* 
komen”  1 2 8 .

Wilken, seorang „Indische jongen uit Menado doch van kinds* 
been opgevoed in Nederland”  2l9, datang di Indonesia pada umur 22 
tahun sebagai pegawai Pamong Pradja Belanda, mula-mula di Buru, 
kemudian di Gorontalo dan Minahasa Barat, lima tahun ia bertu- 
gaa di Sipirok dan Mandailing (daerah Batak). Tentang semua 
daerah-daerah itu ia mengitabkan segala apa jang dilihatnja, seperti 
tentang lxak hutan (bosrecht) di Buru, tentang hak tanah hakullah 
di Sipirok, tentang soal-soal agraria di Minahasa. Pada tahun 1880 
ia kembali ke Negeri Belanda, bertjuti disitu dan setahun kerriudi- 
an ia diangkat lektor pada Universitas Leiden, jang tiga tahun ke
mudian lagi memberi kepadanja gelar doctor honoris causa. Pada 
tahun 1885 Wilken diangkat mendjadi gurubesar di Leiden sebagai 
pengganti Prof. Veth.

Mengenai karja Wilken, van Vollenhoven menulis: „Wilkens 
Werk is van den eersten rang, en wekt ontzag zoowel door zijn 
omvang als door zijn rijkdom. Hij heeft zich gesteld gevoeld —• 
niet alleen voor het adatrecht; evenzeer b.v. voor het animisme 
■— tegenover een zeldzaam boeiende en tevens onmetelijke taak, 
waarvoor geen medewerkers te vinden waren en waarbij spoed ge- 
boden was, wilde men niet op menig eiland van den archipel net 
te laat komen voor het boekstaven van geleidelijk afstervende ge
bruiken en opvattingen. Het is de jacht van de te gelijk urgente 
en grenzenlooze taak, die Wilken in letterlijken zin heefft doodge- 
gejaagd, zijn kracht gesloopt; het lijkt op dat moordend jakkeren 
van Isaac Casaubon, waarover deze zelf gedurig schrijft dat het 
hem rust noch vrijhcid laat”  13°.

Mengenai inetode Wilken, van Vollenhoven menulis : „  Wilken* 
methods is die der, destijds jonge, vergelijkende ethnologic; maar, 
andera dan vele builcnlaiiders, concentreert hij zich van de aan- 
vang af vrijwel op den Indischen archipel cn het daarbij behoerend 
gebied, tot groote baat voor de degelijkheld zijner uitkomsten. In 
1891 roemt bij dit Indonesiscli gebied als rijker aan bouwstof dan
missohien eenig ander deel der wereld ...........................  Binnen dit
bijeen-behoorende gebied ccliter concentreert hij zich niet verder,

128 Ontddcking, hal. 93.
129 Ontdekking, 1ml. 9-1.
130 Ontdekking, Ital. 99-100.

73



hij neemt de vragen op naar haar onderwerp, en brengt uit alle 
doelen van Indonesie gegevens daarover bijeen, met verzwijging 
gewoonlijk van die streken welke ter zake geen gegevens spannend 
met het. gevolg dat men eenerzijds een uitnemend en spannend 
overzicht krijgt van de eenheid-in-verscheidenheid van het Indone- 
sich adatrecht, doch anderzijds geen afgerond beeld voor zich ziet 
van de onderscheiden rechtskringen” 131.

Biarpun Wilken, sebagai gurubesar pada Fakultas Sastra ber
tugas mengadjar etnologi (volkenkunde) dan oleh sebab itu sebe- 
namja bukan spesialis hukum adat — balikan, tak pernah ia nie- 
makai istilah „adatrecht”  —, masih djuga „door Wilkens werk
(krijgt) voc»r het eerst het adatrecht een zelfstandige plants ...........
binnen den wijden cirkel der gegevens van volkenkundingen aard”
(kursif dari saja) 132. „Bij Wilken ..................  wordt, zij het zonder
den naam, het adatrecht een eigen stof, al bewaart hij —  te recht
— het verband met volksgebruik en vloksreligie onverbroken”  133- 

Karena Wilken memberi tempat tersendiri kepada hukum adat 
itu, maka dengan sendirinja „Aan de bekende verwarring van 
godsdienstig recht met inheemsch recht maakt, op een onverklaar- 
bare uitzondering na, Wilken zich nergens schuldig. Het adatrecht 
i6 bij hem overal het inheemsche volksrecht, nu en dan door Mo- 
hammedaansche of Hindoesche bestanddeelen in onderdeelen ietwat 
gewijzigd”  134.

Tiada salahnja untuk menjebut Wilken salah seorana ..ont-© ““
dekker”  hukum adat, biarpun istilah „adatrecht” belum dikenalnja. 
Biarpun Wilken melapangkan djalan bagi ilmu hukum adat (adat- 
rechtsivetenschap), masih djuga ia belum dapat dianggap pendasar 
atau salah seorang pendasar ilmu itu. Jang mendjadi „systeem-
bouwer”  peladjaran hukum adat adalah van Vollenhoven__lihatlah
dibawah.

Pada tahunn 1912 semua karangan Wilken dikumpulkan oleh 
van Ossenbruggen dalam sebuah liimpunan De Verpreide geschriften 
(dari Wilken), 4 djilid. Kemudian, pada tahun 1926, sesudah De 
Verspreide geschriften itu terdjual habis, van Ossenbruggen mener- 
bitkan kembali beberapa karangan Wilken jang penting __ djadi,

131 Ontdekking, hal. 101.
132 Sama.
133 Ontdekking, hal. 102.
134 Sama.
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berlainan dari pada De Verspreide geschriften dari tahun 1912, pada
1926 hanja diterbitkan beberapa karangan Wilken sadja — dalam 
sebuah himpunan Opstellen over adatrecht.

Seorang lain jang djuga boleh ‘ disebut „ontdekker”  hukum 
adat, biarpun bukan pendasar ilmu hukum adat, adalah F.A. Lief- 
rinck. „Terwijl Wilken te Leiden fundeerend werk doet”  — sekali 
lagi Wilken bukan pendasar ilmu hukum adat, ia baru pelopor — 
„wordt in gelijken geest, doch geheel zelfstandig, overzee de taak 
van het adatrecht aangevat door den bestuursambtenaar Frederik 
Albert Liefrinck” 135.

Kita dapat menjebut Liefrinck salah seorang „ontdekker”  hu
kum adat — biarpun, seperti Wilken, Liefrinckpun tidak memakai 
istilah „adatrecht” — karena djuga Liefrinckpun memberi kepada 
hukum adat itu suatu tempat tersendiri. Tetapi metode Liefrinck 
berbeda prinsipiil dari metode Wilken. Diatas tadi telah dikemu- 
kakan bahwa Wilken menggunakan metode perhandingan sedangkan 
„Het werk van Liefrinck staat in het teken van den adatrechts- 
kring”  136. Liefrinck membatasi penjelidikannja pada hanja satu 
„adatrechtskring” , jaitu Bali dan Lombok.

Pada tahun 1927 tulisan-tulisan terpenting Liefrinck dikum
pulkan oleh van Eerde dalam sebuah himpunan Bali en Lombok. 
Geschriften (dari Liefrinck).

Sebagai „ontdekker” ketiga hukum adat itu dapat disebut 
C. Snouck Hurgronje — tiga „ontdekker”  hukum adat, jaitu trio 
„ontdekker”  hukum adat, adalah Wilken, Liefrinck dan Snouck Hur
gronje.

Siapakah Snouck Hurgronje ? „Was Wilken bestuursambtenaar 
die geleerde werd, en Liefrinck bestuursambtenaar die bestuursamb
tenaar bleef ...................... . C. Snouck Hurgronje is taalgeleerde die
staatsman werd” 137. Snouck Hurgronje mendapat gelar doctor da
lam bahasa Semit dengan memperlahankan suatu tesis tentang 
salah satu objek Islam pada Universitas Leiden. Hal ini terdjadi 
pada tahun 1880. Setahun kemudian, jaitu pada tahun 1881, ia 
mendjadi lektor dalam matapeladjaran lembaga-lembaga Islam pada 
pendidikan tjalon-pegawai Pamong Pradja Belanda dikota Leiden. 
Pada tahun 1884 ia pergi mengembara ditanah Arab, pada perniu- 
laannja di Djiddah dan kemudian dikota sutji, jaitu Mekah I Mek-

3 35 Ontdekking, hal. 104.
136 Sama.
137 Ontdekking, hal. 106-107.
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ka). Dltanali Arab ia ting"al dari tahun 1884 sampai dengan tahun 
1S85, dengan memakai nama Abd al Ghaffaar, sebagai maliasiswa 
ilmu agama Islam. Di Mekah ia erat bergaul dengan orang-orang 
Indonesia jang menetap ditanah Arab (koloni Djawa, koloni A tjeh ). 
Sebab pergaulan ini ia mengenai beberapa lembaga hukum adat. 
Pada tahun 1889 ia dikirim ke Indonesia . untuk mempeladjari 
lembaga-lembaga Islam, dua tahun kemudian ia diangkat Adviseur 
voor Oosterse talen en Mohammedaans recht.

Pada waktu Snouck Hurgronje tinggal di Indonesia ini, ia me
nulis beberapa buku penting, jang mendjadi karja besar, tentang 
lembaga-lembaga kebudajaan di Sumatera Utara. Pada tahun 1893 
dan tahun 1894 diterbitkan buku De Atjehers, 2 djilid 138, dan pada 
tahun 1903 diterbitkan buku Ilct Gajoland. Karja ini mengagumkan 
dunia ilmu nengetahuan, karena ia mengarangnja hanja bersumber 
pada pertjakapan belaka dengan orang-orang jang berasal dari pe- 
dalaman sedangkan pedalaman itu tidak pernah dikundjunginja. 
„Vertoef is alleen mogel’jk  binnen de geconcentreerde linie (Koeta- 
radja en naaste omgeving) en op een enkele havenplaats ter noord* 
en ter oostkust; de gegevens uit het binnenland worden dus ver- 
krcgeu door navraag. Latere tochtcn echter in het binnen- en bo- 
venland van Atjeh (in den loop der jarea 1898-1903) bevestigen 
deze gegevens zoo volkomen, dat tijdens de Engelsche uitgaaf van 
1906 wijziging van den tekst onnodig blijkt”  139 J

,Jn 19,0 wordt de ontmoeting met een zeer intelligenten Gajo 
ter weslkust van AtjC,li aanleiding tpt het bijeenbrengen van gege
vens over het Gajoland. Het hooggelegen Gajoland zelf wordt niet 
bczoclit (kon niet bezocht worden); de gegevens worden weer ver- 
kregen door navraag bij Gajo’s, die „„beneden” ”  komen. Ook de 
juistheld van deze gegevens, neergelegd in Hot Gajoland (1903), 
is later overvlccdig gestaafd”  140.

Mengenai metode Siiouck Hurgronje, van Vollenhoven menulis 
„C«Mlureade zijn zeventieu in Indie doorgebrachte jaren gaat Snouck 
Hurgronje geuccl op in de inheemsche samenleving en blijft hij# 
zooveel als daarvoor noodig is, Luitcn de Europeesche maatschappij.

138 Pada tahun 1906 ditcrbhkan suntu tcrdjcmahan dalam bahasa Inggris 
dibawah djudul The AcLeluiese, 2 djilid.

139 Onldekking, hal. 103.
101 fcaiuu.
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Danrdoor gelukt het hem zich ook hier, ale in Mekka, te bewegen 
achter dat scherm, dat gewoonlijk den westerschen waamemer 
scheidt van het oostersche leven.

Snouck Hurgronjes hoofdwerken op Indische gebied, De 
Atjeliers en Het Gajoland, zijn beide, wat hun gegevens over adat
recht betreft, uiteraard geconcentreerd op een reclitekring of een 
-deel daarvan, en niet vergelijkend voor den archipel. Ze sluiten zich 
in dat opziclit bij Liefrincks, niet bij Wilkens methode aan. Zlj 
vloeien over van opmerkingen en lessen, die te pas komen bij de 
studie van het recht van heel Indonesie; met name voor de ver- 
houding van volksrecht en vorstenrecht, levend recht en bcschreven 
recht, inlieemsch recht en godsdienstrecht”  141.

Diatas tadi — pada permulaan Bab I — telah dikemukakan 
bahwa Snouck Hurgronje adalah orang pertama jang mema- 
kai istilah „adatrecht” , jaitu adat jang bersanksi hukum, berbeda 
dari kelaziman dan kejakinan-kejakinan lain jang tidak mengan- 
dung arti „hukum” . Djustru karena ditemukannja istilah „adat- 
recht”  itu, maka diantara tiga , ontdekkers”  hukum adat : Wilken, 
Liefrinck dan Snouck Hurgronje, jang disebut terachirlah jang me- 
nampakkan diri paling djelas !

Pada waktu Wilken, Liefrinck dan Snoiick Hurgronje „mene- 
mukan hukum adat” , maka setjara berangsur-angsur literatur hu
kum adat itu bertambah, baik tulisan-tulisan dari kalangan sar
djana-sardjana jang bekerdja dibidang ilmu pengetahuan maupun 
tulisan-tulisan dari kalangan sardjana-sardjana hukum (jurlsten) 
jang bekerdja dibidang praktck.

Dikalangan pendidik pegawai Pamong Pradja Belanda dikota 
Delft (lihatlah diatas tadi), maka tradisi S. Keyzer, jaitu menulis 
tentang „„moslimsch recht met afwijkingen” ” , djadi bukan , ,,In- 
donesiscli recht met afwijkingen” ”  — lihatlah diatas tadi —, dite- 
ruskan. Jang meneruskan tradisi jang tidak benar i'.u adalah Dr
A.W.T. Juynboll, jang mengadjar lembaga lembaga Islam di Delft 
dari tahun 1368 sampai tahun 1887, dan Mr L.W.C. van den Berg, 
jang mengadjar lembaga lembaga Islam di Delft ilu dari tahun 1887 
sampai tahun 1900 (tahun ditulupnja pendidikan di Delf itu) 142-

Dari kalangan pendidikan dikota Delft itu terkenal pula 6um- 
hangan Dr G.K. Niemann, gurubesar, tentang Sulawesi Selatan, jang

141 Ontdekking, lial. 109.
142 Ontdekking, hal. 110-111.

77



dipublikasi pada tahun-tahun 1883 dan jang berikutnja. Pada tahun 
1868 diterbitkan lukisan laporan tentang Midden-Sumarta-expeditie 
dengan lukisan tentang adat istiadat masjarakat disitu oleh van 
Hass.elt 143  — lihatlah diatas tadi.

Achirnja, dapat ditjatat makin lama makin bertambahnja sum- 
bangan-sumbangan berharga tentang hukum adat dalam Bijdragen 
(Koninklijk Instituut), Tijdschrijt dan Verhandelingen (Balaviaascli 
Genootschap), Tijdschrijt Aardrijkskundig Genootschap (diterbit
kan sedjak tahun 1876), De Indische Gids (diterbitkan sedjak ta
hun 1879) dan Tijdschrijt Binnenlandsch Beestuur (diterbitkan se
djak tahun 1887). Madjalah Tijdschrijt voor Nederlandsch Indie 
pada waktu itu lama kelamaan mundur 144.

„Yoor de juristen is dit heele tijdperk van na 1865 bij uitstek 
een tijdvak van overgang geweest. Het zetle, ten aanzien van hun 
kennis van en belangstelling voor adatrecht, niet opgewekt in. Maar, 
zij het later dan bij bestuur en zending, de kentering kwam. Drie 
mannen stonden liier in het midden, los van elkaar : mr. W. de 
Gel der, mr. I.A. Nederburgh en mr. J.H. Carpentier Alting”  145.

Sebagai seorang sardjana hukum jang pada permulaan waktu 
sesudah tahun 1865 tampil ke muka berhubung dengan peladjaran 
adat dan politik adat, haruslah disebut Mr T.H. der Kinderen, 
seorang „van degelijke wetskennis, groote organisatiegaaf, voort- 
varendheid en werkkracht, en als zoodanig een uiterst nuttig hel
per der regeering bij de voltooiing van het rechtswezen —  inlandsch 
strafwetboek (1872), politiestrafreglementen (1872), Sumatra-reg- 
lement (1874), verdere rechtsreglementen voo en in 1882 — ” , tetapi 
terhadap hukum adat „miste hij niet enkel alle inzicht in en 
scrupules” , bahkan, pula „het inzicht dat hij dit inzicht en deze 
scrupules miste” ! „Zijn arbeid krioelt van uit de lucht gegrepen 
beweringen over het adatrecht en zijn bestanddeelen, over losse re
gels van adatrecht, over adatrechtstermen” 146.

Der Kinderen lersebut bukanlah pemerkosa hukuni adat (adat- 
rechtsverkrachter) jang satu-satunja. Masih ada banjak sardjana- 
sardjana hukum lain jang tidak atau salah mengerti hukum adat 
itu. Mereka „zagen op inheemsch recht neer, zooals de weslersche 
medicus neerziet op een inlandsclie geneeskunde (hetgeen een heel

143 Ontdekking, hal. ] 11-112.
144 Sama.
146 Ontdekking, hal* 112.
] 46 Ontdekking, hal. 113.



antler ding is ) ; wisten liet niet te bezien met het oog, waannee de 
westersche taal- of godsdienstgeleerde oostersche taal- en godsdienst- 
verschijnselen beziet”  147. „Nog in het begin der jaren tachtig was 
geringschatting van adatrecht bij Indische juristen overheerschend. 
In 1880 schrijft een gezien jurist als mr. M.C. Piepers (weekblad
892) : „„W at de strafwetgeving betreft behoort men ................ ......
zich niet te veel 0111 de volksbegrippen te bekommeren” ” ; hij stelt 
de „„ruwe onbeschaafde of veracliterde begrippen en adats van den 
inlander” ”  tegenover onze ,„,beschaafde opvattingen van recht” ”  14S.

Sebabnja kenjataan jang tidak baik ini, oleh van Vollenhoven 
diterangkan sebagai berikut : „De disharmonie tusschen Indische 
juristen en Indonesisch adatrecht werd vergroot door de manier, 
waarop Java zijn eerste reclitsgeleerde. landraadvoorzitters betrok 
uit het moederland. De wijze inaatregql van staatsblad 1869 n°. 47,
1871 n°. 129 en 1873 n°. 157, verdere scheiding van bestuur en 
rechtspraak beoogend, werd toegepast door uitzending van Holland- 
sche meesters in de recliten die geen enkele Indische orienteering 
meekregen op hun Indische pad. De onzalige periode van twist 
tusschen Indische juristen en Indische bestuursambtenaren —  een 
twist, die zijn gedrukte uiting vond met name in Piepers’ Macht 
tcgen recht (1884; sleclits deel I verschenen) en Van Hoevells On- 
niacht tegen onrecht (1889) — sloot tevens een twist in tusschen 
het bestuur, hetwelk, lioewel weinig adatkundig, adatrecht voor- 
stond, en de juristen, die, adatonkundig, alleen van die reclitsbe- 
grippen wilden weten, die men voor een Nederlandsclie rechtsstudie 
opdeed aan een Nederlandsclie universiteit” 149.

Tetapi mulai tahun 1884 ada perubahan jang bersifat perbaikan 
keadaan. Jang menjebabkan perubahan itu adalah tiga orang sar
djana hukum jang namanja telah disebut diatas tadi : de Gelder, 
Nederburgh dan Carpentier Alting.

Pada tahun 1886, dalam sebuah buku tentang dua Strafwelboek 
dari tahun 1866 dan tahun 1872, de Gelder, Vice-President Hoog 
Herechtshof, menaruh perhatian terhadap pengertian-pengerlian hu
kum adat dan milik tanah adat 15°.

147 Ontdekking, hal. 114.
148 Ontdekking, hal. 115.
149 Sama dengan noot 147.
150 Ontdekking, hal. 115-116. Pada halaman 116 : „D e voorrede van

deel II van De Gelders boek van 1886 noemt het „„een e  schets
...........................  van de Inlandsche maatscliappij, zooals die zich op
strafrecliterlijk gebied vertoont” ” , een studie van „ „d e  denkbeelden
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Tiga tahun kemudian, jaitu pada tahun 1889, Mr W. Winckel, 
Landraad voorzitter di Ambon dan kemudian President Hoog Ge- 
rechtahof, telah insjaf akan pentingnja hukum adat itu 151.

Perhatian jang lebih besar lagi terhadap hukum adat itu, «ta- 
tanglah dari Mr I.A. Nederburgli, jang pada waktu itu masih Land- 
raadvoorzitter di Sulawesi Selatan (kemudian direktur Departemen 
Djustisi, President Hoog Gereschtshof, gurubesar luar biasa). Pada 
tahun 1888 ia mempublikasi dalam Indisch Weekblad van het Recht 
terdjemahan-terdjemahan eumber-sumber hukum (adat) Makas
sar 1 5 2  dan pada tahun 1891 sampai tahun 1893 ia terlibat dalam 
suatu polemik dengan Mr M.C. Piepers tentang asal dan sifat per
adilan agama di Sulawesi Selatan itu 153. Dari tahun 1896 sampai 
tahun 1898, Mr Nederburgh, sebagai suatu „eenmans werk”  ( ! ) ,  
menerbitkan madjalah Wet en Adat, jang mendjadi madjalah jang 
paling pertama jang membalias persoalan hukum adat itu dari se
gala segi dan memberi dorongan kuat untuk menjelidiki lebih da
lam hukum adat itu. Djasa madjalah inilah terutama mengurangi 
kesalahan faham jang melihat hukum adat itu sebagai hukum aga
ma (Islam) —  lihatlah diatas tadi.

Seorang pelopor ketiga diantara sardjana-sradjana hukum jang 
bekerdja dibidang praktek, adalah Mr J.H. Carpentier Alting, jang 
mulai bekerdja sebagai pengatjara (advocaat) di Padang, kemudian 
Landraadvoorzitter di Menado, gurubesar, President Hoog Gerecht- 
shof dan anggauta Raad van Indie. Pada tahun 1897, ia berhasil 
menimbulkan inisiatif pada residen Menado untuk mengadakan pe- 
njelidikan tentang hukum adat disitu dengan maksud untuk mengum- 
pulkan bahan-bahan jang dapat dipakai dalam usaha membuat ko
difikasi hukum adat di Minahasa 154.

der Inlandsche bevolking” ”  (II , biz. I l l )  ; zij geeft aan, „ „h o e  groot 
de afstand is tusschen de beginselen der nieuwere strafwetten en de 
begrippen der inhcemsclie slamnien in Nederlandsch-Indie” ”  (I I , biz. 
V I I ) ;  een van de laatste paragrafen voegt daarbij (II , b’ z. 3 4 4 ), 
dat ’ s schrijvers doel niet zoozeer geweest was een comm enlaar te 
Ieveren op  het inlandsch strafwetboek, „„a ls  wel om de Inlandsche 
maatschappij te schetsen, gelijk die zich uit een aantal strafprocessen 
voor het oog van den strafrechtsnormen dienstig overzicht van in 
landsch bezitrecht en erfrecht (II , biz. 343-366; overgedmkt in Adat- 
rechtbundel 14, biz. 23, 39-104, 2 0 4 ), dat weliswaar niet volniaakt 
is —  zelfs van onbeholpenheid op  dit terrein getuigt — , doch blijk 
geeft van gezonde bedoelingen en van hoog te waardeeren goeden 
wil” .

151 Ontdekking, hal. 116.
152 Sama.
153 Sama.
154 Ontdekking, lial. 117.
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Mengenai karja sardjana-sardjana hukum seperti de Gelder, 
Nederburgh dan Carpentier Alting, van Vollenhoven menulie : „Tee- 
kenend voor de juristen in dit tijdperk i6, dat in verband met do 
lacuneuze bekendheid van het adatrecht, wanneer saj over die 
reehtsstof sclirijven, zij meeetal niet zakelijk z'jn iidioud behandelen, 
maar daaromheen schrijven. Zij liebben gan6che theorien over ar- 
tikel 75 regeeringsreglement, over de beteekenis van het adatrecht, 
over de moslimsclie wet in het adatrecht enz.; maar brengen onze 
concrete kennis nauwelijks een stap verder. En ondanks De Gel
der, Nederburgh en Alting blijkt aan liet eind der negentiende eeuw 
uit niets, dat zich de Indische juristen hun gebrek bewust zijn”  165»

Diatas tadi telah dikemukakan bahwa Wilken, Liefrinck dan 
Snouck Hurgronje menemukan hukum adat. Tetapi ketiga sardjana 
ini belum melahirkan euatu ilmu hukum adat (adatrechtsu>efe/»- 
schapj. Untuk drj>at melahirkan suatu ilmu hukum adat, maka 
perlu pengelahuan tentang hukum adat itu diperdalam. Ilal jang 
disebut terachir ini baru sadja terdjadi pada permulaan abad ini. 
Van Vollenhoven menulis : „Het is niet overdreven, van het begin 
dezer eeuw een tweede ontdekking van het adatrecht te dagtee- 
kenen, een diepere ontdekking : een die niet enkel feiten zamelt en 
ordent, maar hun oostersche zin begint te verstaan”  15G.

Djustru „tweede ontdekking” ini penting, karena „tweede ont
dekking”  tersebut dapat mengemudi peladjaran hukum adat dalam 
euatu arah baru. Sebagai faktor faktor jang , Logcn de adatrecht- 
etudie in nieuwe richting 0111”  — jang melahirkan suatu ilmu hu
kum adat — , oleh van Vollenhoven disebul :

„De eerste was het werk der jongere ethnologic, voor Indie 
gepropageerd door Van Ossenbruggen. Zij deed uiLkomen dat men, 
om hetzj oosLersche, hetzij nrimitieve insiiluten te vertsaan, in den 
oostersehen en den primitieveu geest liet uitgangspunt moet zoe-teu. 
Zelfs bij Wilken komt deze gedachle, het besef van westersche te- 
kortscliieting, nog amper voor.

De tweede factor was — als in 1C63 — een weisvoordracht der 
regeering om het adatrecht kapot te inaken. De Ilamanstoeleg liep 
nndermaal uit on verheffing van Mordechai. Het adatrecnt heeft 
reden den dag der indiening van de gevaarLjke welsvoordraclit van 
15 November 1904 (artikelen 75 eu 1C9 regeeringsreglement) en

155 Sama.
156 Ontdelihitig, lial. 123.



—  zij het in geteinjjerde mate — den dag der indiening van het 
ontwerp van 29 Mei 1918 (artikel 62 regeeringsreglement) te vieren 
als jaarlijksche feestdagen.

De derde omstandigheid lag in besluit en daad der Indisclie 
regeering om reguleerend te gaan ingrijpen in stoffen, waarvoor 
men tot nog toe was teruggedeinsd : dorpswezen, landschapswezen, 
grondenrecht. Dit moest sommige bestuursamblenaren <*n sommige 
juristen wel doen opmerken, dat hier bezwaren lagen die men louter 
zamelen en rangschikken voorbijzag; dit moest het besef van 
ongenoegzaamheid der westersche methoden wel gaande maken.

Doch achter deze drie losse oorzaken staat het groote, onverklaar- 
bare feit van die geestelijke strooming van na 1900, die zich met 
beslistheid afwendt van het rationalisme en materailisme der afge- 
sloten euw, en open oog en geest doeL krijgen voor arcliaiscli en 
oostersch denken, niystisch en middeleeuwscs denken, on-Europeesch 
cn onmaterialistiscli denken. Het succes der vergelijkende gonds- 
dienstgeschiedenis, het succes van een boek als Huizinga’s Herfsttij, 
de herschikking van theologische groepeeringen in Nederland liou- 
den, evenzeer als de opleving der adatrechtstudie, verband met dien 
geestelijken stroom” lu‘ .

Dari kutipan jang diambil dari buku van Vollenhoven De ont- 
dekking van het adatrecht ini, ternjata bantuan etnologi, sebagai 
ilmu pengetahuan jang muda, kepada ilmu hukum adat. Jang mem- 
propagandakan etnologi di Indonesia adalah van Ossenbruggen. Siapa- 
kah van Ossenbruggen, jang karjanja setjara tidak langsung turut- 
membangun ilmu hukum adat ?

Pada permulaan kariernja, van Ossenbruggen bekerdja sebagai 
pengaljara dan anggauta Weeskamer di Makassar, Padang dan Se- 
marang, kemudian ia mendjadi dosen pada sekolali-sekolah pen- 
didikan bagi pegawai Pamong Pradja Indonesia di Probolinggo dan 
Alagelang, kemudian lagi ia diangkat anggauta dan presiden Raad 
van Jwstitie di Surabaja, dan ia mengachiri kariernja sebagai Raads- 
lieer dan President Hoog Gerechtshof. Tetapi disamping bekerdja 
dalam djabatan-djabatan resmi ini, ia mempunjai kegemaran (hob
by) mempeladjari, menjebar dan mempraktekkan etnologi.

Pada tahun 1902 ia menulis suatu karangan tentang perban- 
tlingan hukuni (reehtsvergelijkend werk) jang berdjudul Oorsprong 
<*ti eersle ontivikk(jlmg van het testcer- on voogdijrecht, jang me-

157 Ontdekking, hal. 124-125.
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nurul Snouck Hurgronje mendjadi suatu „„hoogst belangrijke stu- 
die”  jang „de primitieve systemen van stam en familie „„in  al 
hunne conseduentie helder” ” uiteenzet”  dan oleh sebab itu „„uiet 
genoeg aanbevolen” ”  kan worden"’ 15S. Pada tahun 1904 dan tahun 
1905 van Ossenbruggen menulis tentang hukum waris orang Tiong- 
lioa 150  dan tentang pengertian primitif mengenai milik lanah. Pada 
tahun 1916 diterbitkan sebuah buku tentang pendapat-pendapat pri- 
mitif dan kebiasaan-kebiasaan berhubung dengan penjakit j>okken. 
Pada tahun 1917 ditulisnja suatu uraian tentang mantjapat dan 
latarbelakangnja, dan pada tahun 1925 dan tahun 1926 dipublikasi 
pendapat-pendapatnja tentang hak gadai Indonesia dan tjara berfi
kir magis orang Indonesia 160. Segala tulisan-tulisan ini memperli- 
liatkan suatu pandangan pengarang dari sudut etnologi dan memuat 
banjak bahan-bahan penting bagi ilmu hukum adat.

Pandangan pengarang itu penting sekali dan istimewa ! Van 
Vollenhoven menulis : „De vraag, die al deze schrifturen belieerscht 
en aaneenrijgt, is de vraag : hoe zien de oostersche instellingen en 
zeden er uit voor den oosterling zelf, — wat legt of voelt hij er 
in, — hoe hangen ze sainen mel zijn verleden cn met zijn verder 
voelen en denken ? Hoofdzaak is niet, of aanslonds voor iedere stof 
de goede worp wordt gedaan, de richtige verklaring getroffen; lioofd- 
^aak is, dat het oog van den westerschen lezer gcricht worde op 
totaal nieuwe mogelijkheden van verklaring, en dat in die nieuwe 
ricliting invloed uitga op jongeren. Van Ossenbruggen lieeft bijna 
.alloos zijn inzicliten nopens adatrecht ingelascht in ruimere beschou- 
wingen van etnologischen stempel; vandaar dat een bundel zuivere 
adalrechtstudien van zijn hand niet makkelijk ware bijeen te lezcn. 
Maar aan den anderen kant, zijn werk dwingt juist daardoor den 
op adatrecht beluste om samenhang te zien, die hem zonder dat 
zouden onlgaan” 16].

Sebagai sebab jang kedua diperdalamnja peladjaran hukum 
adat — laliirnja ilmu hukum adat —, oleh van Vollenhoven disebut 
diadjukannja suatu rentjana-undang-undang tertanggal 15 Nopem- 
ber 1904 dalam parlemen Belanda, jang bermaksud mengubah re-

158 Dikulip pada Ontdekking, lial. 127.
159 Ontdekking, lial. 127.
160 Sama.
161 Ontdekking, lial. 127-128.
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daksi pasal-pasal 75 dan 109 R.R 1854 — lihatlah Bab II diatas tadi 
—, dan perubahan jang diusulkan itu akan mengakibatkan dibu- 
muhnja hukum adat. Lihatlah Bab V dibawah nanti.

Jang melawan sehebat-hebatnja usaha pembunuhan hukum 
■dat itu adalah van Vollenhoven, jang seumur hidupnja membela 
hukum adat terhadap pendesakan (verdringing) dan perkosaan 
dari fihak administrasi negara maupun hakim 162. Lihatlah Bab V 
dibawah nanti.

Siapakah van Vollenhoven itu ? 163 p ada buku Soekanto dapat 
dikutip beberapa hal mengenai diri dan karja van Vollenhoven :

„Setelali Van Vollenhoven meninggalkan Universitet Leiden, 
beliau bekerdja di ,,„departement van kolonien” ”  jang dipimpin 
oleh „„minister” ”  Cremer. Disini beliau dapat kesempatan, untuk 
mempeladjari soal-soal jang berhubungan dengan ^Nederlandsch- 
Indie” ” , untuk memperliliatkan ketjakapannja sebagai organisator, 
penaseliat. d.s.b. Tetapi tidak lama beliau mendjadi burokrat; pada 
tahun 1901 Van Vollenlioven dipanggil oleh „„Alma Mater” ” nja 
untuk masuk lagi (berumur ±  27 tahun) dalam kalang perguruan 
tinggi; sekarang ini bukan sebagai mahasiswa tetapi sebagai guru
besar pengganti Prof. Van der Lith jang telah meninggal dunia. 
Panggilan ini diterima. Dengan pengalaman kira-kira tiga tahun 
(1893-1901) diluar suasana perguruan tinggi, Van Vollenhoven me- 
ngindjak lagi pada hari Rebo tanggal 2  Oktober 1901 tanah pe- 
ngetahuan dengan pidato-pemasukan „„Exacte rcehtswetenschap” ” ,

162 Sesuai dengan sikap hidupnja, jang sangat m enjolok karena hidup 
gederhana dan tidak pernah menondjolkan diri, maka dalam buku 
Ontdekking tidak terdapat satu katapun tentang dja3a-d.!asa besar van 
Vollenhoven bagi ilmu liukum adat sedjak tahun 1901 !
Soekanto (Menindjau hukum adat Indonesia, hal. 147) menulis : 
„Pcrnah kita mcmbatja, bahwa seorang jang’ lebili murah liatinja 
dari pada Van Vollenhoven susah diketemukan („„onbaatzuchtiger 
man dan Van VoIlenho.cn kan men zich nauwelijks denken” ” )-  D j«S a 
daiam mengabdi terhadap ilmu-ihnu pcngetahuan” . Unluk pudjian 
ter Ilaar terhadap karja van Vollenlioven lihatlah dibawah nanti 
(,Middelpunt van de bib.iografie van het adatrccht —-  sluitslecn van 
hot vcrledcn, fundament voor dc toekomst —  zal altijd blijven het 
s ,ote werk van VAIS VOLLENHOVEN dst.” ) .  Lihatlah
djuga Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia, hal. 2-19-250.

163 Tenlang riwajat liidup dan pekerdjaan van Vollenhoven batjalah II.L.T. 
de ueauiort Cornet.s ian YoUenhovcn, 1H74-19H3, 1954. Mengenai 
buku iiu ditulis sambutan oleh Gonggrijp, Een m ooic biografie, Cor
nells \an Vollenlio.en iu74-lv33 door ilenriette 1 , / i .  de lieaufort, 
Indonesia, April 19o5, hal. 90-91. llingkasan tentang karja van Vollen- 
liovcn da;>at dibatja dalam buku Soekanto Menindjau, lial. 147-157 
(Prof. Mr C. vail Vollenhoven. 8 Mei 1874-29 April 1933).
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suatu orasi jang mengandung suatu program. Tugasnja sebagai guru 
besar adalah, kata Van Vollenhoven : menjelidiki dengan tjara sis- 
tematis, historis, dengan tjara membandingkan („„vergelijkend” ” ) , 
„„het rechtsgeheel” ”  dari dunia; pengertian tempat dan tugas n«J 
garanja dalam dunia ini; mengumumkan (,„,openbaar maken” ” ) 
ilmu pengetahuan dalam penghidupan hukum. Suatu tugas jang 
berdasar sikap-hidupnja („„zijn levenshouding” ” ) terhadap manu- 
aia, jaitu, bahwa tiap-tiap bangsa mempunjai harga dan arti sendiri 
dan scmua karunia dan kepandaian jang diberikannja mempunjai 
hak untuk berkembang sepenulmja („„elk  volk heeft zijn waarde 
en-betekenis en alle menschelijke gaven en talenten, in al hun ver- 
acheidenheid, hebben aanspraak op voile ontplooin**” ” )

Sikap-hidup ini lebili-lebili ternjata dalam pidatonja pada 8 
Pebruari 1917 („„rectoraIe oratie op den 342-sten dies natalis der 
Leidsche universiteit 8 Februari 1917” ” ) perihal : „„H et onbaat- 
*uchtige in recht en Staat” ” . Orasi ini berachir dengan kalimat- 
kalimat : „„E lk volk, dat zich boven tsoffelijke eigenbaat niet weet 
uit te tillen, is misplaatst in de wereld, zooals zij nu eenmaal werd 
geformeerd, blijfl acliterlijk, gaat ten onder. Een volk, dat af en toe, 
hier en daar, in stoffelijke en geestelijke onbaatzuehtigheid voor^aat' 
vindt daardoor —  en ten slotte daardoor alleen —  alom de erken- 
ning van zijn waardij. Maar het volk, dat in zijn binnenlandsche 
en koloniale inzettingen het publieke en sociale belang eerbiedigt 
van alle standen en landaarden en partijen, —  welks Internationale
streven zich richt op het publiek belang der wereld __ en dat ook
door zijn opvoeding der jeugd en in zijn wetgeving het onbaat- 
euelitige aankweekt waar het maar kan, dat volk komt en als voor- 
beeld en door zijn invloed aan de spits. Daarom is lierkenning van 
de goudader der onbaatzuehtigheid in het leven van recht enstaat 
niet een zaak voor een liandvol juristen en tlieologen en voor een 
paar ministers, maar een levensvraag, die gelegd moet worden aan 
liet liari der natie”  164.

Jang mendjadi „pusat pekerdjaan dalam hidupnja („„levens- 
werk'” ’ ) adalah jieujelidikan hukum adat Indonesia”  l<>5. „Van 
Vollenhoven bekerdja dan berdjoang keras beberapa tahun untuk 
memberikan pengertian tci'hadap dunia pengetahuan bahwa hukum 
ndat Indonesia lid; kalah deradjalnja dengan hukum-liukum lain-

164 Menimljau, lial. 148, 151-152.
165 ftlctsindjau, lial. 153.

85



limit pengetahuan ini sesungguhnja beliau jang mendapalkannja 
(„„ontdekt” ” ), akan letapi dalam bukunja : „„De ontdekking van 
het adatrecht” ” , Van Vollenhoven menjebut nama-nama orang lain. 
Sebetulnja pekerdjaan mereka itu dibandingkan dengan pekerdjaan 
Van Vollenhoven, kata Snouck Hurgronje, kira-kira seperti suatu 
pemeriksaan tanah diluar sadja dan suatu pembukaan, exploitasi, 
ianah dengan penuh kekuatan (,„,een oppervlakkige geologische 
verkenning van een mijngebied tot de met alle kracht ondernomen 
en doorgezette ontginning” ” ) .

Segera setelah Van Vollenhoven mendjadi guru besar di Leiden 
(1901) beliau mulai dengan penjelidikan atas rimbu hukum adat 
Indonesia. Dalam tahun 1931 — tiga puluh tahun kemudian — 
standaardwerk-nja selesai, suatu pekerdjaan dan prestasi istimewa 
dalam lapangan hukum. Disamping pekerdjaan ini : „„Adatrecht 
van Nederlandsch-Indie” ” , beliau menerbitkan buku-buku lain, ka
rangan-karangan dalam madjalah-madjalah, dalam surat-kabar-surat- 
kabar; suatu pertjobaan kitab undang-undang („„wetboek” ” ) beliau 
terbitkan sebagai „„Adatwetboekje voor Ned. Indie” ” . Bahwa dalam 
lapangan hukum adat semua pekerdjaan Van Vollenhoven, seperti 
dalam ilmu-ilmu pengetahuan Iain djuga, didorong oleh kedjudjuran 
dan kebidjaksanaan, tidak usah dibentangkan lagi. Kita kemukakan 
disini hanja suatu karangan jang disebut : „„Miskenningen vail het 
adatrecht” ” , dimana dengan lerang beliau berdjoang untuk kedju
djuran dan keadilan.

Sebagaimana diatas telah diuraikan tulisan-tulisan tentang hu
kum adat Indonesia jang terbit dari penanja ialah banjak sekali. 
Sebagai penulup kita kemukakan disini suatu karangan jang me- 
nundjukkan tidak benarnja tjerita bahwa ilnm hukum adalah suatu 
lapangan pengetahuan jang berisi undang-undang dan peraturan- 
peraturan jang hanipa dan bojak itu („„dor en droog” ” ) ; dalam 
pemandangannja tentang „„de poezie in het Indisch recht” ”  beliau 
memperlihatkan sebaliknja. Memang ! Dalam ilmu hukum Barat 
banjak lembaga-lembaga hukmn („„rcchlsinstellingen” ” ) dan kai
dah-kaidah hukum („„rechtsregels” ” ) jang tidak berdasar atau tak 
dapat dihubungkan dengan laktor religio dalam hukum („„reli- 
gieuze factor in het recht” ” ), asal sadja, bermanfaat, memberi un- 
tung, practisch” ” ). Tetapi dalam hukum adat banjak lemhaga-lem-
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baga hukum dan kaidah-kaidah hukuni jang berhubungan dengan 
tatanan dunia di luar dan diatas kemampuan manusia ' („„hoogere
w ereldorde”” ) ” 166. ,

Tetapi dalam kutipan-kutipan tersebut diatas ini jang berasaL 
dari buku Soekanto Menindjau hukum adat Indonesia, masih ku- 
ra n g la h  van Vollenhoven dikemukakan sebagai pendasar (grond- 
legger) ilmu hukum adat, sebagai „systeembouwer”  (pembuat sis- 
tim, pentjipta sistim) peladjaran hukum adat.

Diatas tadi telah diperkenalkan kepada kita trio jang „mene- 
mukan hukuni adat” , jaitu Wilken, Liefrinck dan Snouck Hurgron
je. Ketiga orang ini telah memberi suatu tempat tersendiri kepada 
hukum adat itu dalam lapangan hukum. Tetapi mereka belum ada 
kesempatan untuk mengadakan peladjaran hukum adat setjara sis- 
tiniatis, mempeladjari setjara sistimatis bahan-bahan tentang hu- 
kum adat jang telah dikunipulkan, membuat analisa dan menemu
kan sistim sendiri (eigen systeem) tatahukum adat itu.

Hal-hal ini pertama-tama diadakan ole'tv van Vollenhoven. Tepat 
sekalilah apa jang dikatakan ter Haar tentang karja van Vollen
hoven, jang mendjadi landasan peladjaran-peladjaran hukum adat 
jang selandjulnja : „Middelpunt van de bibliografie van het adat
recht —  sluitsteen van het verleden, fundament voor de toekomst
— zal altijd blijven het grote werk van VAN VOLLENHOVEN,
,„,Het adatrecht van Nederlandsch-Indie” ”  deel I 1906-1918 ...........
....................... zal het eerste deel van Van Vollenhovens boek middel-
punt der adatrechtbeschrijving en adatrechtbibliografie blijven 
heten, omdat de daarna verschenen literatuur in haar geheel op 
Van Volleiihovens stelselmatig uiteenzetting berust; de nieuwe feilen 
en inzichten, die worden aangedragen, bouwen het stelsel uit, vullen 
het aan, trekken hier of daar iets recht, doch doen daaraan nergens 
wezenlijke albreuk”  167.

Dalam karja van Vollenhoven berhubung dengan peladjaran 
hukuni adat, ada tiga hal jang perlu disebut, karena mendjadi hal- 
hal terpenting : Van Vollenhoven menghilangkan kesalahan faham 
jang melihat hukum adat itu identik dengan hukum agama (Islam), 
van Vollenhoven menibela hukuni adat terhadap usaha pembuat 
undang-undang untuk niendesak atau menghilangkan hukuni adat, 
dengan mejakinkan pembuat undang-undang itu bahwa hukum adat

166 Menindjau, hal. 153-154.
167 lieginselen en stelseh hal. 241.



fldalah suatu hukum jang hidup jang mempunjai suatu djiwa dan 
aistim sendiri, dan van Vollenhoven mcmbagi wilajah hukum adat 
Indonesia dalam sembilanbelas lingkungan-hukum adat (adatrechta- 
kringen).

Dengan menglxilangkan kesalahan faham jang melihat hukum 
adat identik dengan hukum agama, van Vollenhoven ber'hasil mem- 
perliliatkan identitet sendiri hukum adat itu. Hal ini telah dising* 
gung dalam Dab I diatas tadi.

Hal jang kedua, jaitu pembelaan hukum adat terhadap pen* 
dcsakan dan perkosaan, akan dibahas dalam bab jang berikut.

Membagi wilajah hukum adat Indonesia dalam sembilanbelas 
lingkungan-hukum adat itu sangatlali mempermudali peladjaran sis- 
timatis hukum adat itu. Dalam hukum adat ditiap-tiap lingkungan- 
hukum itu ada tjiri-tjiri jang clias, jang memberi pertandaan-me- 
ngenal nada hukum adat jang bersangkutan, sehingga menentukan 
identitetnja dipermudah. Lebih mudah kita dapat menentukan tjiri- 
tjiri jang membedakan hukum adat orang Batak di Tapanuli dari 
liukum adat orang Minangkabau di Sumatera Barat maupun tjiri- 
tjiri jang sama dalam kedua hukum adat itu, dan djustru karena 
kita dapat mcliliat tjiri-tjiri jang membedakan maupun tjiri-tjiri 
jang sama ini, maka kita dapat memperoleh suatu iclilisar sistimatis 

•tentang hukum adat di Indonesia IG8.

Ada baiknja pula apabila dieini pembagian lingkungan-hukum 
adat itu dimuat109 :

1. Atjch (Atjeh Besar, Pantai Barat, Singkel, Simeulue)
2. Tanah Gajo, Alas dan Batak :

I,

A. Tanah Gajo (Gajo Lueus)
B. Tanah Alas
C. Tanah Batak (Tapanuli) :

168 Lihallnli lebih lamljut Supomo ttab-ba’t tentang hukum adat, hal. 
49-53.

•169 Diambtl flari Jcr Ilaar Beginselen en utelsel, hal. 236-257.
IJ!ta'.tah djugu Daftar eenicntara sukuhangsa-sukubangsu di Indonesia 
bcrdasarkan klasifiknsi letak pulau atau kepulauan, jang disusun 
oleh Prof. M.A. Jaitpan dan jan« dimuat dalam Sosiograji Indonesia, 
I, L, hal. 75-90.
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I. Tapanuli Utara :
a. Batak Papak (Barus)
b. Batak Karo
c. Batak Simelungun
d. Batak Toba (Samosir, Balige, Laguboti, Lumban 

Djulu)

II. Tapanuli Selatan :
a. Padang Lawas (Tano Sepandjang)
b. Angkola
c. Mandailing (Sajurmatinggi)

2a. Nias (Nias Selatan)
3. Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanahdatar, Limapuluh 

Kota, Tanab Kampar, Korintji)
3a. Mentawai (orang Pagai)
4 . Sumatera Selatan :

A. Bengkulu (Redjang)
B. Lampong (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedongta- 

taan, Tulang Bawang)
C. Palembang (Anak-Lakitan, Djelma Daja, Kubu, Pasemah, 

Semendo)
I). Djambi (penduduk daerah Batin dan Penghulu)

5. Tanah Malaju (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatera Timur, orang 
Bandjar)

6. Banka dan Belitung
7. Kalimantan (Dajak, Kalimantan Barat, Kapuas-Hulu, Kaliman

tan Tenggara, Mahakam-Hulu, Pasir, Dajak Kenja, Dajak Kle- 
inanten, Dajak Landak dan Dajak Tajan, Dajak Lawangan, Le- 
po-Alim, Lepo-Timai, Long Glatt, Dajak Maanjan-Patai, Dajak 
Maanjan-Siung, Dajak Ngadju, Dajak Ot-Danum, Dajak Penja- 
bung-Punan)

8 . Minahasa (Menado)
9. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo)

10. Tanah Toradja (Sulawesi Tengah, Toradja, Toradja Baree, To- 
radja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Toradja Sadan, To Mori, To 
Lainang, Kepulauan Banggai)
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11. Sulawesi Selatan (orang Bugis, Bone, Gowa, Laikang, Ponre, 
Mandar, Makassar, Salaiar, Mima)

12. Kepulauan Termite (Ternate, Tidore, Halmaheira, Tobelo, Ke
pulauan Sula)

13. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Banda, Kepulauan Uliasar, Sa- 
parua, Buru, Seran, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kisar)

14. Irian 170
15. Kepulauan Timor (Kepulauan Timor, Timor, Timor Tengah, 

Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timor, Kodi, Flores, 
Ngada, Roti, Savu, Bima)

16. Bali dan Lombok (Bali, Tnganan Pagringsingan, Kastala, Ka- 
rangasem, Buleleng, Djembrana, Lombok, Sumbawa)

17. Djawa Tengah, Djawa Timur serta Madura (Djawa Tengah, 
Kedu, Purwokerto, Tulungagung, Djawa Timur, Surabaja, Ma
dura)

13. Daerah Keradjaan (Solo, Jogjakarta)
19. Djawa Barat (Priangan, Sunda, Djakarta, Banten).

Perlu dikemukakan bahwa „Pembagian ini hanja untuk semen
tara waktu sadja. Di kemudian hari, karena lukar-menukar ang
gapan anggauta berbagai-bagai persekutuan hukum adat itu makin 
lama makin bertambah, maka dengan sendirinja perbedaan antara 
hukum berbagai-bagai persekutuan hukum adat tersebut, jang se
karang masih ada, akan dihapuskan atau diperketjil. Faktor-faktor 
lain ialah pengaruh kota-kota besar dan makin lama makin me- 
resapnja keinsjafan nasional sebagai warganegara negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Djuga resepsi hukum Eropah serta keinginan 
untuk inengadakan unifikasi hukum di Indonesia mendjadi suatu 
faktor penting guna lenjapnja perbedaan liukum adat tersebut di
kemudian hari ............... Pembagian ini djuga tidak berarti, bahwa
bangsa Indonesia terbagi dalam 19 „„bangsa ketjil” ”  jang sekali-kali 
tidak mempunjai liubungan antara jang satu dengan jang lain, ter- 
ketjuali ikatan kenegaraan (staatkundige binding) jang diberi nama 
„„Republik Indonesia” ” . Ikatan kenegaraan kita ini makin lama 
makin b e r i s i !

170 L einaire (H et recht in Indonesie (H ukum  Indonesia), 1955, h al. 232)
hanja m en jeb u t 18 lingkungan-hukum adat. L in g k u n g a n -h u k u m  adat
Irian dikrluarkannja dari rangkaian lingkungan-hukum adat itu !
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Perbedaan liukum adat tersebut bukanlah suatu perbedaan 
azasi (principieel). Perbedaan liukum adat itu lianja perbedaan ke- 
daerahan (lokal) sadja. Hal ini telah dibuktikan oleh Prof. t e r  
H a a r  dalam bukunja ,,,,Beginselen en stelsel van het adatrecht” ” , 
jaitu sebuah buku jang mendjadi „„magistrale voortzetting” ”  dari 
pekerdjaan v a n  V o l l e n h o v e n ” 17!.

Karja van Vollenhoven jang maliabesa, ini, jaitu mempeladjari 
hukuni adat setjara sistimatis dengan mendekati sebanjak-banjaknja 
pandangan hidup orang Indonesia sendiri, dileruskan dan diper- 
lengkap oleh beberapa „tijdgenoten”  dan bekas-muridnja. Diantara 
bekas-muridnja harus disebut dua orang jang telah meninggalkan 
karja jang genial, jaitu seorang Belanda dan seorang putera°Indo- 
nesia.

Orang Belanda itu bernama Barend ter Haar Bzn, jan- pada 
waktu masih hidup mendjadi gurubesar (jang pertama) untuk hu
kum adat — dan untuk sementara waktu djuga untuk etnolo-i — 
pada Rechtshogescliool dikota Betawi dahulu (Djakarta sekaran"-) 
■dari tahun 1924 sampai tahun 1940 172. 1 ran»

Oleh Soekanto diberitakan bahwa pada ter Haar ad'
„ke,nauan jang istimewa ......................  jaitu kemauan untuk'me-
jiempatkan hukum adat disuatu tempat jang deradjatnja sama de 
ngan ihnu-ihnu hukuni positif jang lain ( „ „ gestreefd moest worden 
naar een gelijkwaardige plaats in de rij der positieve reclit 
tchappcn” ”, lihat : Ter Haar, Het adatprivaatrecht van N ed T n d S  
jn wetensehap, practijk oil onderwijs, diesrede 1937, pag. 3 ) ”  1 7 3

Soekanto melandjutkan berita tentang karja ter Haar dengan
pertanjaan :

„Apakah artinja Ter Haar terhadap hukum adat ?
Djawaban atas pertanjaan ini kita dapat berikan dengan satu 

perkataan sadja, jailu : banjak. Dalam lapangan teori hukuni adat, 
dalam lapangan politik hukuni adat, dalam lapangan hukuni atjara, 
dalam usalianja untuk membatasi hukum adat, dalam lapangan 
ellinologi jang untuk pengertian hukum adat tak dapat diabaikan, 
<1.1-1-

171 Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia, hal. 163.
172 Mengenai karja ter Haar baljalah Soepomo, Prof. Mr B. Ter Haar

Bzn. Herorientalie op het gebied van adalrechtpolitiek, G edenkboek
Rechtsivetenscliappelijk Hoger Onderwijs in Indonesie 1924-1949 1949
hal. 38 dst. dan Soekanto Menindjau, hal. 158-163 (P rof. Mr ter
Haar Bzn. 9 Pebr. 1892-20 April 1941).

173 M enindjau, hal. 158.
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Berhubung dengan teori liukum adat, Soepomo mengatakan 
dalam ,,„Indisch tijdschrift van het recht” ” , djilid 154, „„afl. 1” ’ , 
1941, kira-kira seperti begini :

Sistim liukum adat telah dibentangkan oleh Van Vollenhoven 
dalam bukunja : „„H et Adatrecht van Ned. Indie” ” . Dengan peker
djaan ini Van Vollenhoven memberikan kepada kita suatu dasar 
untuk menjelidiki lebih djauh hukum adat. Langkah pertama jang 
harus dilakukan ialah penjelidikan lembaga-lembaga liukum dan 
hubungan-hubungannja serta faktor-faktor sosial jang mempenga- 
ruhi keadaan dan perkembangan hukum adat. Inilah tugas jang 
dipilih oleh Ter Haar. Ter Haar melakukan ini di „„Rechtshoge- 
school” ”  dalam kuliah-kuliahnja; Ter Haar tulis ini dalam kara- 
ngan-karangannja; Ter Haar mengumumkan ini dalam bukunja : 
„„Beginselen en stelsel van het adatrecht” ” , buku mana disamping 
buku Van Vollenhoven, sangat perlu bagi seorang penggemar hu
kum adat”

„Akan tetapi, bukan sadja Soepomo jang memudji buah 
pikiran Ter Haar dalam buku itu; salah seorang ahli-hukum jang 
ternama djuga, seperti almarlium Mr. F.D.E. van Ossenbruggen me
ngemukakan bahwa buah pikiran dan perkataan dalam buku 
itu adalah tepat dan terang („„kernachtige weergeving der gedach- 
ten, vermijding van elke overtolligheid, zonder aan duidelijklieid 
in te boeten” ” , Themis 1939, katja 505).

Memang, dalam buku itu Ter Haar membentangkan dengan 
terang dan sistematis beberapa matjam persekutuan liukum, tanah, 
perdjandjian-perdjandjian, hukum perkawinan, hukum kekeluarga- 
an, hukum waris dan lain-lain hal, sehingga kita dapat mengatakan, 
bahwa isi buku itu adalah suatu keuntungan besar bagi perkeni- 
bangan hukum kita. Makin banjak kita mempeladjari buku karangan 
Ter Haar ini, makin tertarik kita oleh isi buku itu. Pendek kata, 
dengan terbitnja „„Beginselen en stelsel van het adatrecht” ”  itu, 
Ter Haar memberikan suatu sumbangan jang sangat berharga bagi 
kita dan jang harus kita hargai.

Dalam lapangan politik hukum adat, Ter Haar berdjoang su
paja misalnja hak ulajat („„beschikkingsrecht” ” ) mendapat penga- 
kuan formil dalam. undang-undang; pertama, dibelakang lajar dalam 
„„volksraad” ” , kedua, dalam „„agrarische commissie van 1928’” %

174 Menindjau, hal. 161.
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ketiga, dalam „„advies der commissie (1930)” ” , keempat, dalam 
beberapa karangan-karangan; kita sebut disini : „„H et beschikkings- 
recht in liet adatrecht” ” (Indisch tijdsclir. v.h. recht, dl. 125, pag. 
348 en volg.); „„Twee agrarische problemen” ”  (De Stuw, 15 Aug. 
1930); „„De rechten op den woesten grond en de wetgever in Ned. 
Tnclie” ”  (De Gids, 1932); „„H et beschikkmgsrecht in de jurispru- 
dentie” ” (Koloniaal tijdschrift 23e jrg. 1934). Liliat : Mr. C. Tj. 
Bertling : B. Ter Haar, Bzn ! (Koloniaal tijdschrift, 30e jaargang, 
No. 3, Mei 1941, bid. 269)”  1

Tesis ter Haar mengenai hukum atjara orang Indonesia 176. 
Tesis ini ditulisnja pada tahun 1915. Sembilanbelas tahun kemu- 
dian, „Dalam tahun 1934 ia menerbitkan lagi suatu publikasi ten- 
tang* hukum atjara dalam „„Indisch tijdsclir. v.h. recht” ” , dl. 140, 
1934, pag. 35 e.v., tentang „„Welke eischen stelt toepassing van 
ongesclireven materieel privaatrecht aan organisatie en procesrecht 
der inlandsche reclitbanken ?” ” • Ter Haar mengatakan disini bahwa 
hukum atjara harus membawa hakim serapat-rapatnja dengan ma
sjarakat Indonesia (Soepomo, Mr. B. Ter Haar Bzn, Ind. t.v.h.r. 
dl. 154, afl. 1, 1941, katja 13 dan selandjutnja).

Pembatasan hukum adat („„afbakening van het adatrecht” ” ). 
Jang dimaksudkan oleh Ter Haar ialah berliubung dengan pera- 
dilannja („„rechtspraak” ” ) rad-rad agama (,„„priesterraden” ” ) da-

km M um i:a({( nen'f&ete/Mitfjfingamian ĵsejrushiilii 
agama ini di„l,ali nU' ' _ , - ^ ^ v a s a a n  hukum („ „ rechts- 
(,„,pengllulugereclllen,” ,). Lam I « , memlapal pemba-
macht” ” ) penghulu („„godsdienstige reclUU i i

b Suatu mahkamali („„H oitasan jang tertentu („„,beter omnjna >■ _
van Zat(™ :-, ........... .. ™  Pek.^aa.m ja Te,
Haar. Liha, = K .r a .g a n * .™ * ."
laman 269 dan 12. , i ■ , i i i- iilmll ethnologi tidak sadja ha- 

Bahwa antara hukum adat a ^  teUpi lebih-lebih untuk 
nja ada hubungannja jang erat se a , ‘ ^  hukum adat>
mempunjai pengertian tepat atas e ukakan oleh Ter Haar.
ilmu ethnologi sangat diperlukan, 193_ u d i ~8rede

rang dalam pidatonja pada tg- bahwa ilmu ethnologi
1 9 S Y ’” '>' 'fla a 'i m e tt£ a .. . . .  . v  i i- l i
(,,,,rechtsethnologicv'v’ > atiafefc hukum

175 Menintljati, 1ml. I f> 1 . 1 f»2.
j 76  llel mlatproces ilrr Iiilanilors, Î cidon.

93



adat, clan lebih terang dalam buku Ter Haar „„Beginselen en stel- 
sel van het adatrecht” ” . Seringkali dalam buku itu Ter Haar me- 
nulis, bahwa beberapa perbuatan dalam hukum adat berdasar reli- 
gio-magis, bahwa ikatan warga desa dan tanah adalah religio-magis, 
bahwa dasar pandjer ialah religio-magis, etc. etc.”  17~.

Tentang karja Soepomo — „sebagai sardjana”  17S — , jang, se
bagai pengganti ter Haar di Rechtshogeschool —  tahun 1939 — , 
mendjadi gurubesar untuk hukum adat putera Indonesia jang paling 
pertama, Resink menulis : „Pada tahun 1927, ketika baru berumur 
24 tahun, Supomo memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum 
pada Rijksuniversiteit Leiden (Negeri Belanda). Jang mendjadi 
promotornja ialah van Vollenhoven. Supomo mendjadi sardjana 
hukum bangsa Indonesia kelima jang memperoleh suatu gelar dok
tor dalam ilmu hukum dibawah pimpinan mahaguru jang lermasj- 
hur itu. Mereka jang mendahului Supomo dalam diperolehnja gelar 
doktor itu ialah Gondokoesoemo, Koesoemah Atmadja, Enda Boemi 
dan Soebroto; mereka tersebut kemudian djuga mendahului Supo
mo kealam baka sebelum umur 60 tahun tertjapai. Bahwasanja hu
kum adatlah jang mendjadi hukum jang paling pertama menarik 
perhatian Supomo, dibuktikan oleh tesisnja tentang ,,,,De Reorga- 
nisatie van het Agrarisch stelsel in het gewest Soerakarla” ” . Mulai 
saat ini perhatian Supomo tidak lagi dapat dilepaskan dari geng- 
gaman hukum adat itu. Pada tahun 1928 ditulisnja karangan „„H et 
grondrecht ter hoofdplaats Jogja na de Reorganisatie” ”  (T. 128); 
pada tahun 1932 karangan „„Verslag omtrent het onderzoek naar 
het adatgrondenerfrecht in het gewest Jogjakarta buiten de hoofd
plaats” ”  (T. 133); pada tahun 1933 diterbitkan buku jang terkenal 
„„H et adatprivaatrecht van West-Java” ” ; pada tahun itu djuga di- 
buatnja suatu „„deskundigenverslag” ”  tentang hukum harta per- 
kawinan didaerah Tjiandjur (T. 137) ; pada tahun 1936 praeadvies 
untuk Vierde Nederlands-Indische Juristencongres tentang „„H et 
vervreemdingsverbod van Inlandsche gronden”  ’ ; pada tahun 1937 
dua karangan mengenai ,„,Schijnhandeling en overschrijding van 
grond” ”  dan „„Middel-Javaansch erfrecht” ” (T. 143); pada tahun

177 Menindjau, lial. 162-163.
178 G.J. Resink, In Memoriain Supom o sebagai Sardjana —  lihatlah Kata 

Pengantar dari Redaksi Publikasi-pubiikasi noot 7. Ringkasan menge- 
nai karja Soepom o dapat djuga dibatja dalam buku Soekanto M enin
djau, hal. 161-171 (P ro f. Dr Raden S oepom o).
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1939 dibuatnja sualu „„Verslag nopens hel onderzoek naar liel adat
recht Ler hoofdplaats Batavia” ”  (T. 150) dan pada tahun 1941 oleh 
Supomo diuljapkan sualu orasi pelantikan sebagai gurubesar tentang 
„„De verhouding van individu en gemeenscliap in het adatrecht” ” . 
Disamping dilulisnja karangan-karangan ini, oleh Supomo diadakan 
djuga beberapa tindjauan buku dalam Indisch Tijdschrift van het 
Reclil dari taliun 1934- sampai taliun 1941, jaitu tintljauan buku 
atas disertasi Knollenbelt (T. 139) dan disertasi Campon (T. 151), 
atas orasi Holleman (T. 142) dan orasi Korn (T. 152); achirnja 
dibuatnja suatu nekrologi (riwajat almarhum) Ter Haar (T. 154)-

Pada waktu setelah Peperangan Dunia ke-II, Supomo, sekarang 
liampir senantiasa dalam bahasa Indonesia, menaruh suatu perhatian 
clxusus terhadap politik hukum untuk kemudian hari dan sedjarah 
polilik hukum adat pada djaman jang sudah. Karangan-karangan- 
nja dari tahun 1947 tentang „„Soal-soal politik hukum dalam pem- 
h an g u n an  negara Indonesia” ” dan „„Kedudukan hukum adat di- 
kennulian hari” ” , jang diterbitkan dalam madjalah „„Hukum ” ” , 
dan, kemudian, suatu teidjemahan dari pidato jang diutjapkannja 
dalam bahasa Inggris dikota Washington pada tahun 1952 tentang 

H ukuni adat dikemudian hari beiliubung dengan pembinan ne- 
crara Indonesia””, jang diterbitkan dalam madjalah „„Hukum” ” 
pada tahun 1952 itu pula dan kemudian lagi diterbitkan kembali 
dalam himpunan „„Bab-bab tentang Hukum Adat” ”  — himpunan 
ini diterbitkan setelah Supomo meninggal sebagai suatu karangan 
penibukaan himpunan tersebut, memperlihatkan idealisme Supomo 
dal am bidang politik hukum itu. Mengenai idealisme ini, jang 
jnenurut pendapat saja agak naif (naief), kemudian Supomo liiera-  

sa ketjewa, dan oleh sebab ilu, diluar dugaan banjak orang, tawa- 
ran j anS disampaikan kepada Supomo untuk niemimpin Lembaga 
Penibinaan Hukum Nasional tidak begitu menggembirakannja. Pan- 
jantran realisme historis jang dimiliki Supomo mengenai politik 
hu k u m  adat pada djaman dahulu ternjata dalam bukunja „„Sedja- 
ra h  politik hukum adat” ” , jang telah beberapa kali diljetak kem 

bali- Djilid pertama buku ini ditulisnja bersama-sama dengan Djo- 
Icosoetono dan diterbitkan pada tahun 1950, sedangkan djilid kedua 
diterbitkan dengan bantuan Djokosoetono dan Njonja Mr Pietere- 
Gill pada tahun 1954.

Djuga sistim hukum  adat mendapat perhali.au Snnomo. Per 
h a tia n  itu terbukti dalam karangannja „„S is lim  A dat” ”  jang di- 
niuat dalam him punan „„B ab-bab  tentang H ukum  A dal” ”  jang
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telah saja singgung diatas tadi. Himpunan ini memuat pula karang- 
an-karangan „„Hukuin Adat Waris” ”  dan Hukum Adat Delik” ” , 
jang melukiskan sistim bagian-bagian hukum adat tersebut”  179.

Soepomo tidak hanja menaruh perhatian terhadap hukum adat 
dan politik liukum adat. Sebagai seorang sardjana jang aktif dalam 
membangun hukum baru Republik Indonesia, chusus pada waktu ia 
duduk dalam beberapa komisi-komisi penting, ia menaruli perhatian 
terhadap hukum tatanegara lso. Ketika ia mendjabat duta besar di 
London dan djuga pada waktu sesudah kembali di Indonesia, Soe
pomo sangat memperhatikan hukum internasional. Pada waktu Soe
pomo ada di Negeri Inggris, ia setjara ilmiah populer mengadakan 
tjeramah-tjeramah untuk universitas-universitas Inggris tentang ma- 
saalah-masaalah sosial di Indonesia isi.

Achirnja, peladjaran hukuni adat dengan sendirinnja (otoma- 
tis) „didampingi oleh penjelidikan tatahukum dan peradilan di In
donesia pada umumnja, jang termuat dalam dua buku Supomo, ja
itu „„Sistim Hukum di Indonsia (sebelum Perang Dunia I I )” ” , jang 
diterbitkan pada tahun 1954, dan ,,„Hukum atjara perdata penga
dilan negeri jang diterbitkan pada tahun 1958. Dua buku ten
tang peradilan di Indonesia ini didahului suatu karangan jang ditu- 
lis pada tahun 1929, jaitu ,„,De kratonrechtspraak in Jogjakarta” ”  
(T. 129), dan disusul oleh karangan „„Peradilan berdasarkan Hu
kum Adat” ”  jang termuat dalam himpunan „„Bab-bab tentang Hu
kum Adat” ” jang telah saja singgung dua kali diatas tadi”  182.

,,Tetapi produktivitet Supomo dalam lima bagian lapangan il
mu sosial ini tidak sama besar. Demikian djuga mutu dari apa jang 
dihasilkannja dalam lima bagian lapangan ilmu sosial tersebut sama 
tinggi. Dinilai dari sudut ilmu, maka dapat dikatakan bahwa peker- 
djaan Supomo dalam bidang hugum adat, baik menurut kwantitet 
maupun menurut kwalitet, djauli diatas pekerdjaan-pekerdjaan jang 
lain. Disamping suatu perhatian sedalam-dalamnja jang dimiliki 
Supomo untuk hukum adat itu, masih ada lagi lagi dua sebab lain 
jang dapat mendjelaskan hal djustru pekerdjaannja dibidang hu
kum adat ini mendjadi jang paling baik. Sebab jang pertama ialah

179 Padjadjaran, I, 2, hal. 6-7.
180 Terkenallah karja jang bersifat komentar atas Undang-undang Dasar

Sementara tahun 1950 dahulu : Undang-undang Dasar Sementara
Iiepublik Indonesia, 1950 (tjetakan terachir pada tahun 1957). Li
hatlah Padjadjaran, I, 2, hla. 8.

181 Padjadjaran, I, 2, hal. S.
182 Padjadjaran, I, 2, hla. 7.
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kesenipalan jang pada waktu sebelum Peperangan Dunia ke-II diberi 
kepadanja, berhubung dengan pekerdjaannja jang terletak semata- 
mata dibidang hukum dan peradilan, untuk menudjukan semua per
hatian penuh kepada semata-mata hukum adat tersebut. Pada tahun
1 9 2 7  Supomo diangkat sebagai pegawai jang diperbantukan kepada 
Landraad di Jogjakarta, pada tahun 1 9 2 8  kepada Supomo diserah
kan tugas kelua luar biasa dari Landraad di Jogjakarta itu. Kemu
dian, antara tahun 1 9 3 3  dan tahun 1 9 3 8  Supomo mendjabat ketua 
Landraad di Purworedjo. Mulai tahun jang saja sebut terachir Supo
mo bekerdja sebagai pegawai tinggi di Departeinent van Justitie. Pada 
tahun 1 9 3 9 ,  disamping pekerdjaan ini, setelah Ter Haar berangkat 
ke Negeri Belanda untuk menikmati tjutinja, Supomo mendjaLan- 
kan suatu tugas mcngadjar pada Rechtshogeschool. Selandjutnja, 
pada tahun 1 9 4 1  Supomo diangkat gurubesar luar biasa dan kelak 
k e m t u l i a n ,  pada tahun 1 9 4 1  itu pula, Supomo mendjadi gurubesar 
tetap (biasa) Setelah Peperangan Dunia ke-II Supomo termasuk 
tjendekiawan bangsa Indonesia jang dipanggil untuk memangku 
berniatjam-matjam djabatan negara jang sifatnja sangat berlain-lain- 
a„. Hanja seorang tjendekiawan seperti Supomo dianggap mempu- 
njai kemampuan untuk memangku djabatan-djabatan negara jang si- 
fatnja berlam-laman, seperti menteri, president dari universitas pa- 
liog besar jang mempunjai tradisi jang paling ^  dmabe8ar> se.
dangkan tidak besarlah djumlah orang jang, karena tugas atau ka
rena diunduug, bcgitu banjak mengundjungi Juar negeri seperti 
S u p o m o .  Tetapi dipangkunja begitu banjak djabatan-djabatan ne- 
gara jang sifatnja berlain-lainan dan jang sering anti-spesialistis, 
mengurangi kegiatan Supomo dalam lapangan ilmu pada waktu se
telah Peperangan Dunia ke-II, walaupun minat intelektuilnja di- 
perluas. Sebagai sebab jang kedua jang mengurangi djumlah, teta
pi djuga mutu, kegiatan dalam lapangan ilmu itu, dapat disebut ke- 
gukaran jang dihadapi Supomo dalam bahasa jang dipakainja sete
lah Peperangan Dunia ke-II. Seperti lialnja dengan semua tjendeki
awan dari generasinja, pada waktu sebelum Peperangan Dunia ke-II 
Supomo setjara lantjar memakai bahasa Belanda, dalam menulis se- 
jnua liasil penjelidikannja dalam lapangan hukum dan peradilan. 
Setelah Peperangan Dunia ke-II, Supomo mengubah bahasanja, dan, 
selandjutnja, ia mempergunakan bahasa Indonesia dalam menulis 
liampir semua karangannja. Tetapi sering ditimbulkan kesan bahwa 
tulisannja dalam bahasa Belanda dahulu lebih bermutu dari pada
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tulisannja dalam bahasa Indonesia sekarang. Hal ini dapat dime- 
ngerti, kalau kita mengingat hal bahasa Indonesia tetap masih dalam 
fase peralihan, perkembangan dan penjempurnaan, dan sampai se
karang belum dapat dipakai sebagai suatu bahasa ilmu modern jang 
„,,sempurna” ”  1S3.

Ter Haar dan Supomo bukanlah „tijdgenoot”  dan bekas-murid 
van Vollenlioven jang satu-satunja jang turut menjempurnakan dan 
memperlengkap pengetahuan kita tentang hukum adat sedjak pen- 
dasar ilmu hukum ada tersebut meletakkan landasan-landasan per
kembangan, kemauan dan penjempurnaan tjabang muda ilmu hu
kum itu. Van Vollenhoven dan dua sardjana tersebut jang mendjadi 
sardjana-sardjana hukum adat jang paling besar — didampingi oleh 
beberapa puluhan penjelidik-penjelidik lain — diantara mereka ada 
beberapa jang bekerdja dibidang pemerintahan, dalam praktek pe
ngadilan, sebagai pengatjara dan dikalangan perguruan tinggi baik 
di Ne^eri maupun di Indonesia. Antara tahun-tahun 1928 dan 1942 
peladjaran hukum adat itu mentjapai puntjak kegiatan dan kema- 
djuannja.

Bahan-bahan tentang hukum adat dikumpulkan oleh pegawai- 
pegawai Pamong Pradja Belanda seperti De Rooy, Helfrich, Wes-
tenberg __ jang karja-karjanja telah disebut diatas tadi — , van
£ er<j e __ tentang M inangkabau dan Lombok —, W estenenk — ten-

tan^ Minangkabau dan Sumatera Selatan —, P. de Roo de la Faille
—  tentang Priangan, Djawa Tengah dan Lombok —, R.A. Kern — 
tentano- Djawa —, Damste — tentang Atjeh, Minangkabau, Sulawesi 
Selatan, Bali — , Couvreur — tentang Kepulauan Timor.

Mata pegawai-pegawai Pamong Pradja Belanda tersebut dibuka 
untuk hukum adat dengan sifat sendiri itu, karena persiapan dan 
didjalankannja ordonansi-ordonansi seperti Inlandse Gemennteordon- 
nantie, Agrarisch Reglement, beberapa persoalan-persoalan dibidang 
aoraria sekitar pasal 62 RR 1854. Persiapan dan didjalankannja or- 
donansi-ordansi tersebut tidak hanja mengakibatkan dikumpulkannja 
bahan-bahan baru tentang hukum adat, malah pegawai-pegawai jang 
bersangkutan djuga dipaksa mempertiinbangkan apakah ordonansi- 
ordonansi tersebut sesuai dengan pandangan hidup orang Timur, 
p e r a s a a n  orang Timur dan apakah hubungan dengan lembaga-lem
baga kebudajaan’ lain orang Timur itu tidak diabaikan oleh ordonan-

183 Padjadjaran, I, 2, lial. 8-9.
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si-ordonansi tersebut sehingga timbul kegontjangan dalam masjarakat 
Indonesia — lihatlah Bab V dibawah ini mengenai perundang-un
dangan berhubung dengan hukum adat sedjak tahun 1843.

Jang menarik perhatian adalah tulisan-tulisan beberapa pegawai 
Pamong Pradja Belanda dan sardjana hukum (juristen) jang men- 
t joba melihat lembaga-lembagis adat itu dari sudut penglihatan orang 
Indonesia sendiri — „liet willen bezien met oostersch oog”  ls .̂ Mr
C. Th. van Deventer menemukan latarbelakang „minta persekot”  
jang mendjadi kebiasaan orang Indonesia dalam melakukan ber
bagai-bagai transaksi, jaitu „persekot”  itu tidak lain dari pada pan- 
fljer („bindsom” ). Mr C.A. Wienecke menemukan bahwa dalam 
hal harta pusaka di Minangkabau, pembagian dalam barang „roe- 
rend”  dan barang „onroerend”  tidaklah tepat, seharusnja ada pem* 
bagian dalam barang „vervangbaar”  dan barang „onvervangbaar” > 
Pada lahun 1913 Logemann, jang bekerdja di Blora, menundjuk. 
pada istilah-istilah hukum adat — djual atau adol, sah, tetep, pan- 
djer, tebas, borong — jang diterdjemahkan salah dalam bahasa 
Belanda, dan akibat pendapatan baru Logemann itu, selandjutnja, 
banjak kesalahan faham tentang lembaga-lembaga hukum adat 
dapat dihilangkan. Mr F.D. Holleman — jang namanja telah di
sebut dalam Bab III diatas tadi — mempublikasi „pakkende open- 
baringen”  1S5 tentang sistim hukum adat di Tulungagung (Djawa 
Timur) dalam suatu rangkaian penjelidikan-penjelidikan pada ta* 
hun-tahun 1918, 1920 dan 1924 (dikumpulkan dan diterbitkan kem- 
bali pada tahun 1927), dan pada tahun 1923 Holleman menulis 
buku jang terkenal tentang Het adatgrondenrecht van Ambon en 
de Oeliasers. Pada tahun 1923 itu pula, Logemann memperkenalkan 
suatu pandangan baru, jang sangat mendekati pandangan liidup 
orang Indonesia, tentang banluan jang diberi oleh penguasa-pengua- 
sa adat kepada mereka jang mengadakan perbuatan-perbuatan hu
kum adat. Pada tahun 1919 oleh Mr Sarolea dipublikasi suatu „on- 
vcrwachte opvattins”  isg tentan^ kesukuan di Minangkabau.

Pada achirnja, lialuan baru ini diperkuat oleh suatu rangkaian 
keputusan-keputusan Landraad, jang lebih sesuai dengan hukum 
adat jang benar-benar IS".

184- Ontdekking, lial. 139.
185 Sama.
186 Ontdekking, hal. 140.
187 Sama.
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Djuga dari fihak misi dan zending diberi sumbangan, biarpun 
ketjil tetapi berharga. Disini perlu disebut tulisan-tulisan jang me- 
muat bahan-bahan tentang hukum adat dari pastor-pastor Geurljens
— tentang Kepulauan Kei —, van der Kolk dan Vertenten —  ten
tang Irian Selatan, dan van der Kolk itu menulis tentang Tanimbar 
dan Kei pula —, Drabbe —  tentang Tanimbar 18S. Diantara zen- 
deling-zendeling harus disebut dua orang jang besar : Dr N. Adriani 
dan Dr Albert C. K ruyt189. Beberapa zendeling lain jang memberi 
sumbangan kepada pengetahuan kita tentang hukum adat adalah 
Fortgens, Hueting, Meerwaklt, Schut, Wameck, van de Wetering 
dan Wielenga 19°.

Sedjak van Vollenhoven diangkat gurubesar di Leiden, maka 
dengan sendirinja (otomatis) perhatian terhadap hukum adat itu 
mendjadi besar dalam kalangan perguruan tinggi dan djumlah tu
lisan-tulisan ilmiah tentang hukum adat — disertasi-disertasi, ka- 
rangan-karangan dan buku-buku —  sangat bertambali.

Sampai tahun 1910 dalam kalangan perguruan tinggi belum 
mungkin diadakan suatu peladjaran akademis tersendiri tentang 
hukum adat. Karena kesalahan faham jang melihat hukum adat 
identik dengan hukum agama (Islam) ■— lihatlah diatas tadi —  
maka dengan sendirinja peladjaran hukum adat itu dilihat sebagai 
embelan Islamologi serta etnologi. Tetapi djustru tulisan-tulisan 
Wilken, Liefrinck dan Snouck Hurgronje, ketjaman Nederburgh 
dan publikasi-publikasi pertama dari van Ossenbruggen, jang mem
beri, suatu tempat tersendiri kepada hukum adat, mejakinkan bahwa 
peladjaran hukum adat tidak dapat diteruskan sebagai' embelan 
Islamologi dan etnologi itu, melainkan, karja Wilken, liefrinck dan 
Snouck Hurgronje, Nederburgh dan van Ossenbruggen telah mem
beri landasan kuat untuk membangun suatu ilmu tersendiri tentang 
hukum adat. Disamping itu, istilah „adatrecht” , jang ditemukan 
oleh Snouck Hurgronje, makin lama makin dipakai dan dikenal 
umum, sehingga menguntungkan suatu „grensfabakening”  peladja
ran hukum adat. Pada tahun 1914 kamus istilah-istilah bahasa 
Belanda jang disusun oleh de Vries dan te Winkel telah memuat 
istilah „adatrecht” , sebagai bukti bahwa istilah „adatreclit”  itu telah 
dikenal umum 1S)1.

188 Ontdekking, hal. 144.
189 Ontdekking, hal. 145.
190 Sama.
191 O ntdekking, hal. 129.
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Pada tahun 1907 terbitlali tesis jang pertama tentang liukum 
adat ]ima tahun kemudian K.L.J. Enthoven menjusun —  seba
gai suatu disertasi —  himpunan pertama jurispmdensi hukum adat
—  Het adatrecht der inlanders in de jurisprudentie 1849-1912. Him
punan Mr Enthoven ini diteruskan oleh Mr J.C. van der Meulen, 
jang menjusun suatu ichtisar tentang jurisprudensi hukum adat 
antara tahun 1912 dan tahun 1923, selandjutnja oleh Dr E.A. Boe- 
renbeker, jang menjusun suatu ichtisar tentang jurisprudensi hu
kum adat antara tahun 1923 dan tahun 1933 193. Ketiga pengarang 
tersebut mempublikasi —  menurut keterangan van Vollenhoven — 
„D oor de academie”  —  jaitu Universitas Leiden — „aangestichte 
overzichten van jurisprudentie nopens Indonesisch adatrecht”  104. 
Pada tahun 1914 oleh Koloniaal Instituut dikota Amsterdam diter
bitkan — dibawah pimpinan van Vollenhoven —  suatu rangkaian 
Pandecten van het Adatrecht, jang memuat keterangan-keterangan 
lersusun sislimatis (systematisch gerangschikt) tentang hukum adat. 
Menurut „Voorbericht”  (kata pengantar) djilid I maka „De ver- 
zameling on ordening is geheel het werk van studeerendea te Leiden, 
in lioofdzaak studenten die zich bekwamen voor de Indische rech- 
terlijke macht” . Djilid X , jang mendjadi djilid jang terachir, di- 
terbitkan pada waktu sesudah meninggalnja van Vollenhoven, jaitu 
diterbitkan pada taliun 1936, dibwaah pimpinan Prof. Idema, dan 
memuat hukum pidana (hukum delik) adat. Buku Prof. Kleintjes 
tentang hukum tatanegara Hindia-Belanda —  tjetakan pertama pada 
tahun 1903 —  memberi perhatian penuh kepada hukum adat. Pada 
tahun 1920 dalam rangkaian publikasi-publikasi Volksuniversiteits 
bibliotheek, oleh Prof. J.C. van Eerde —  jang namanja telah dise-

192 Ontdekking, hal. 129 : „H et eerste proefschrift der nieuwe eeuw over 
adatrecht verscheen in 1907, en is door verscheiden andere, waaronder 
n jke en degelijke, gevolgd; zij schrijven niet langer om  het adatrecht 
*,eon ...........................  maar over het adatrecht zelf” .
Oleh v a n  V o l l e n h o v e n  t id a k  d is e b u t  n a m a  p e n u l is  te s is  m a u p u n  d ju d u l  
tes is . A p a k a h  k a r ja  ja n g  d im a k s u d  o le h  v a n  V o lle n h o v e n  a d a la h  te s is  
A.H. v a n  O p h u y s e n  De huwelijksordonnantie en hare uitvoering, 
Leiden ?

.193 K.L.J. Enthoven Het adatrecht der inlanders in de jurisprudentie 
1849-1912, disertasi Leiden 1912; J.C. van der Meulen meneruskan 
tindjauan jurisprudensi hukum adat dari tahun 1912 sampai taliun 
1923, disertasi Leiden 1924; Dr E.A. Boerenbeker meneruskan lagi 
tindjauan jurisprudensi hukum adat dari tahun 1923 sampai 1933.

194 Ontdekking, hal. 129-130.
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but diatas tadi — diterbitkan sebuah buku ketjil tentang etnologi 
jang memberi perhatian penuh kepada hukum adat seperti ternjata 
dari tiga „overziclitskaart”  (peta berichtisar) jang djelas 195.

Berhubung dengan kegiatan dikalangan Universitas Leiden un
tuk mempeladjari hukum adat itu, maka pada tahun 1909 dikota 
’s Gravenhage diadakan suatu Commissie voor het adatrecht. Selan
djutnja, pada tahun 1917 Commissie tersebut mendjadi pengurus 
Adalrechtstichting dikota Leiden. Sedjak tahun 1910, oleh Comniis- 
eie tersebut bersama dengan Koninklijk Instituut, dan dibawah pim
pinan van Vollenhoven, diterbitkan Adatrechtbundels. Sedjak tahun 
1933 pekerdjaan van Vollenlioven berhubung dengan Adatrecht- 
bundcls dilandjutkan oleh van Ossenbruggen. Pada tahun 1952 di
terbitkan djilid 44 dari Adatrechtsbundels ilu.

Pada tahun 1927 diterbitkan tjetakan kedua dari Literaluurlijst 
voor het adatrecht van Indonesia, jang tiap-tiap tahun ditambali. 
Tambahan sampai tanggal 1 September 1937 dihimpun dalam se
buah supplement jang disusun oleh Holleman dan dipublikasi kem- 
bali dalam Adatrechtbundels djilid 40. Pada tahun 1934 diterbitkan 
tjetakan ketiga dari Verordeningen inlandsch privaatrecht. Him
punan ini diterbitkan dibawah pimpinan van Vollenlioven. Pada 
tahun 1923, atas andjuran van Vollenhoven, oleh van Hiuloopen 
Labberton disusun suatu Dictionaire des termes du droit indonesien, 
jang diterbitkan oleh Koninklijke Akademie van Wetenscliappeii 
dikota Amsterdam.

Pada tahun 1921 segala kegiatan untuk mempeladjari liukum 
adat dikalangan perguruan tinggi diberi landasan formilnja. Dalam 
Academisch Statuut jang baru, jang diundangkan pada tahun 1921 
itu, matapeladjaran „adatrecht van Nederlandsch-Indie”  bukan sa
dja mendjadi matapeladjaran jang wadjib bagi udjian sardjana 
hukum (meester in de rechten) — jaitu sardjana hukum Indonesia 
(Indisch recht) —, tetapi djuga didjadikan suatu matapeladjaran 
pilihan (keuzevak) tersendiri dalam beberapa djurusan lain, se
perti Indologi loe.

Diatas tadi telah dikatakan bahwu disertasi pertama tentang 
bukum adat dibuat pada tahun 1907. Selandjutnja, antara tahun 
1910 dan tahun 1920 diterbitkan beberapa disertasi lain tentang 
hukum adat ilu, seperti — jang penting — disertasi-disertasi Entho-

195 Sama dengan noot 191.
196 Ontdekking, hal. 130.
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^011 lihatlah diatas tadi — , ter Haar —  lihatlah diatas tadi — , 
Kits van H eijningen —  tentang hukum  pidana adat 19" —  (Jail x .C . 
Lekkerkerker —  mengenai hukum  H indu di Indonesia ms.

Sesudah tahun 1920 sampai petjahnja Perang Dunia ke-II me- 
ngalirlah suatu sungai disertasi-disertasi tentang atau berhubung 
dengan hukum adat : pada tahun 1922 : disertasi-disertasi Gondo- 
koesoemo tentang Vernietiging van dorpsbesluilen in Indie, Koesoe- 
mah Atmadja tentang wakap menurut hukum Islam maupun hukum 
adat199 dan W.G. Joustra tentang Indonesische waterrecht; pada 
tahun 1924 : disertasi-disertasi L. Adam tentang De autonomie van 
het indonesische'dorp, B.J. Haga tentang Indonesische en Indische 
democratic dan V.E. Korn tentang hukum adat B ali2°0; pada ta
hun 1925 : disertasi-disertasi Enda Boemi tentang hukum tanah 
di Tanah Batak201 dan Soebroto tentang Indonesische sawahver- 
ponding; pada tahun 1926 : disertasi S.R. Boomgaard tentang De 
reclitstoestand van de geirouwde vrouiv volgens het adatrecht van 
ISederl.-Indie; pada tahun 1927 : disertasi-disertasi W. Hoven ten- 
tang De Pasemah en haar verwantschaps-, huwelijks- en erfrecht, 
J.W. van Royen tentang marga Palembang dan hak-hak atas tanah 
dan aer 202? J.W. ,je Stoppelaar tentang hukum adat Blamba- 
ngan 203? Soepomo — lihatlah diatas tadi — dan L.B. van Straaten 
tentang De indonesische bruidschat; pada tahun 1928 : disertasi 
J. Mallinckrodt tentang hukum adat Kalimantan 204; pada tahun 
1929 : disertasi Soeripio tentang Ontwikkelingsgang der vorstenland- 
sche wetboeken; pada tahun 1931 : disertasi E.A. Boerenbeker ten- 
lan0 De vrouw in het indonesische adatrecht; pada tahun 1932 : 
f isertasi Tli. Nieuwenbuyzen tentang hukum adat orang Sasak 205;
P a tahun 1933 : disertasi-disertasi H.J. Friedericy tentang De

Het^strn/- en icraakrecht in den Indischen Archipel, disertasi Leiden

TOO *n, ûrec l̂t ln Indonesia, disertasi Leiden 1918.
Koesoeinah Atmadja De Mohammedaansche vrorne stichtingcn in Indie, 
disertasi Leiden 1922.

200 V.E. Korn I let Adatrecht van Bali, disertasi Leiden 1924 (tjetakan 
kedua jang diperbaiki dan ditainbah pada tahun 1932).

201 ^ 2̂ ,UliI Boe,ni grondenrecht in de Bataklanden, disertasi Leiden

202 J.W. van Royen De Palembangsche marga en haar grond- en water- 
rechtcn, disertasi Leiden 1927.

203 J.W. de Stoppelaar Balambangansch adatrecht, disertasi Leiden 1927.
204 J. Mallinckrodt Het adatrecht van Borneo, 2 djilid, disertasi Leiden 

1928.
.205 rii. Nieuwenhuyzen Sasaksch adatrecht, disertasi Leiden 1932.
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standen bij de Boegineezen en Makassar en dan Soekanlo tentang 
Het gewas in Indonesie, religieus adatrechtelijk beschouwd; pada 
tahun 1934 : disertasi N.W. Lesquillier tentang Het adatdelictenrecht 
in de magische ivereldbeschouiving; pada tahun 1937 : disertasi 
W.P. van Dam tentang Inlandsche gemeente en indonesisch dorp; 
pada tahun 1941 : J. Roest tentang Het schuldvraagstuk in het adat- 
strafrecht van den Indischen Archipel.

Semua disertasi-disertasi ini ditulis oleh mahasiswa Universitas 
Leiden, sampai tahun 1933 dibawah pimpinan van Vollenhoven. Di
antara penulis-penulis disertasi-disertasi ini nampak tudjuli orang 
Indonesia. Enam diantara tudjuh orang Indonesia tersebut menulis 
disertasinja dibawah pimpinan van Vollenhoven, sedangkan promo- 
tor dari jang disebut terachir adalah Holleman, pengganti van V ol
lenhoven — lihatlah Bab HI diatas tadi.

Sedjak tahun 1930 ditulis disertasi-disertasi tentang atau ber
hubung dengan hukum adat dikalangan tiga perguruan tinggi lagi. 
Pada tahun 1937 dikalangan Universitas Utrecht, oleh L.J.J. Caron, 
bekas-gurubesar Sulawesi, ditulis sebuah disertasi tentang Het Han
dels- en Zee-recht in de adatrechtsregelen van den rechtskring Zuid- 
Celebes — lihatlah diatas tadi. Kemudian, pada tahun 1943 dika
langan universitas itu pula, oleh orang Indonesia jang kedelapan 
jang membuat disertasi di Negeri Belanda, M.H. Nasoetion gelar 
Soetan Oloan, diadakan penjelidikan tentang De plaats van de vromv 
in de Batakse Maatschappij.

Pada tahun 1931 dikalangan Landbouwhogeschool dikota Wa- 
geningen (Negeri Belanda), oleh A.M.P.A. Scheltema dibuat suatu 
disertasi tentang Deelbouw in Nederlandsch Indie. Pada tahun itu 
djuga oleh E. de Vries dibuat sualu disertasi tentang Landbouw en 
welvaart in het regentschap Pasuruan, jang memuat banjak bahan- 
bahan tentang hukum tanah adat.

Tahun 1934 menjaksikan disertasi pertama tentang hukum adat 
jang dipertahankan dalam kalangan Rechtshogeschool dikota Beta- 
wi (Djakarta), jaitu penjelidikan A. Knottenbelt tentang Verpan- 
ding en zekerheidstelling in den Oost-Preanger. Disertasi ICnotten- 
belt ini disusul oleh beberapa disertasi-disertasi lain jang dibuat 
dikalangan Rechtshogeschool tersebut : pada tahun 1936 : disertasi- 
disertasi H. Guyt tentang Grondverpanding in Minangkabau dan 
Hazairin tentang De Red jang; pada tahun 1939 : disertasi W.F. Lu-
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blink Weddik tentang Adatdelictenrecht in de Rapat-marga-recht- 
spraak van Palembang; pada tahun 1940 : disertasi H.H. Morison 
tentang De Mendapo Hiang in, het district Korintji.

Pada waktu sebelum Perang Dunia ke-II Rechtshogeschool di 
Betawi mendjadi pusat kegiatan penjelidikan dan peladjaran hu
kum adat. Jang memimpin dan mendjiwai seluruh kegiatan itu 
adalah ter Haar —  lihatlah diatas tadi — , jang dalam hal ini di- 
dampingi oleh beberapa gurubesar lain dari Rechtshogeschool, chu
sus Logemann dan Kollewijn, kemudian Wertheim, dan, sedjak ta
hun 1939, Soepomo. Pengaruh kegiatan Rechtshogeschool dalam bi- 
dang penjelidikan dan peladjaran hukum adat itu, makin lama ma
kin kuat terasa dikalangan Indische Juristenvereniging, dikalangan 
kekuasaan kehakiman (rechterlijke macht), dikalangan Departement 
van Justitie, dikalangan Pamong Pradja Belanda, dikalangan Pe- 
merintah Hindia-Belanda pada umumnja —  lihatlah djuga Bab V 
dibawah nanti.

Sedjak tahun 1929, Het Indisch Tijdschrift van het Recht, jaitu 
madjalah jang diterbitkan oleh Indische Juristenvereniging, menge- 
luarkan nomor-nomor tersendiri, jang terkenal dibawah nama „Land- 
raadnummers” , jang semata-mata memuat keputusan-keputusan hu
kum adat. Publikasi-publikasi lain jang mendjadi akibat pengaruh 
kegiatan menjelidiki dan mempeladjari hukum adat tersebut : pu- 
luhan karangan-karangan tentang hukum adat jang dipublikasi da
lam Indsich Tijdschrift van het Recht —  jang penting diantaranja : 
Logemann dan ter Haar tentang Het beschikkingsrecht der Indo
nesische reclitsgemeenschapen20G, Guyt tentang Hoofdlijnen van 
het huwelijksrecht in de Lampongs 207, C.T. Bertling tentang Hu- 
welijk en huwelijksrecht in Zuid-Celebes 208, Hazairin tentang De 
gevolgen van de huwelijksontbinding in Zuid-Tapanuli 209 dalam 
Bijdragen (Koninklijk Instituut) —  jang penting diantaranja : 
L. Adam tentang Uit en over de Minahasa'310, Friedericy tentang 
Ponre, bijdrage tot de kennis van adat en adatrecht van Zuid-Ce- 
lebes 211 —, dalam Tijdschrift (Bataviaas Genootschap) — jang pen
ting diantaranja : T. Daulay tentang — lihatlah Bab V dibawah

206 T. 128, hal. 107 dst. dan 329 dst. Djuga dimuat dalam Versamelde
Geschriften van Mr B. ter Haar Bzn, I, hal. 389-394.

207 T. 145, hal. 178-249.
298 T. 147, hal. 122-210.
209 T. 154, hal. 169-203.
210 Bijtlragen, 81, hal. 390-499.
211 Bijdragen, 89, hal. 1-34.
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nanti : F.A.E. Laceulle jang menjusun Eindverslag over het desa-auto- 
nomie-onder zoek op Java en Madoera, P. Wink tentang Erkenning 
en vorming van rechtsgemeenschappen in het gewest Riouw en onder- 
hoorigheden — dua nota ini ditulis pada tahun 1929 — , Haga jang 
membuat Nota omtrent de inlandsche rechtsgemeenschapen in het ge
west Tapanoeli, J.W. van Royen jang membuat Nota over de lain- 
poengsche merga’s, Holleman jang membuat Verslag van een onder- 
zoek inzake adatgrondenrecht in de Minahasa —  tiga nota ini di
buat pada tahun 1930; beberapa hasil penjelidikan jang diandjur- 
kan, didorong atau dibantu oleh pemerintah tetapi diterbitkan da
lam buku tersendiri (djadi, tidak dalam sebuah nota) : J.C. Ver- 
gouwen tentang Het rechtsleven der toba-bataks, jang ditulis pada 
tahun 1933 (dalam buku ini hukum tanah adat kurang lengkap 
dan harus ditambah dengan apa jang ditulis dalam buku W.K.H. 
Ypes jang memberi suatu Bijdrage tot de kennis van de stamver- 
wantschap, de inheemsche rechtsgemeenschappen en het grondenrccht 
der Toba- en Dairi-bataks, jang ditulis pada tahun 1932 213), Soe
pomo tentang hukum privat adat di Djawa Barat —  lihatlah diatas 
tadi —, Djojodigoeno dan Tirtawinata tentang Het adatprivaatrecht 
van Middel-Java, jang ditulis pada tahun 1940. Pada tahun 1933, 
oleh Tirtawinata tersebut, bersama dengan W.A. Muller, telah di
susun dan diterdjemahkan dalam bahasa Belanda suatu himpunan 
Indonesische dorpsakten. Diterbitkannja himpunan ini sebelumnja 
diandjurkan oleh van Vollenhoven.

Berhubung dengan adanja djuga perhatian ilmiah (wetenschap- 
pelijke belangstelling) terhadap hukum adat diluar kalangan perg. 
tinggi, maka van Vollenhoven memohon perhatian untuk karja 
Dr G.P. Rouffaer, bibliotekaris dari Koninklijk Instituut dikota 
den Haag, jang mengadakan penjelidikan arsip (archief-onderzoek) 
di Daerah Keradjaan (Solo, Klaten dan Jogja) 214. Publikasi-pu- 
blikasi lain tentang hukum radja (vorstenrecht) itu : Ph. S. van 
Ronkel, jang mendjelaskan Het maleische adatwetboek van Koe- 
tai 2 i 5, L.J. Caron tentang hukum dagang dan hukum pelajaran 
di Sulawesi Selatan seperti jang dilakukan oleh orang Bugis, Wadjo 
dan Makassai lihatlah diatas tadi —, Soepomo tentang reorga- 
nisasi sistim agraria didaerah Surakarta — lihatlah diatas tadi — ,

212 Tijdschrift (Bat. Gen.), 81, hal. 553-593.
213 Tjatatan ter Haar Beginselen en stelsel, hal. 244.
214 Ontdekking, hal. 146-147.
215 Mededeelingen Koninklijke Akademi 1935.
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R.A. Kern tentang Javaansclie rechtsbedeeling, jang ditulis pada 
tahun 1927, dan Soepomo tentang sedjarah perkembangan kitab- 
kitab hukum Daerah Keradjaan —  lihatlah diatas.

Dibandingkan dengan keadaan sebelum Perang Dunia ke-II, 
maka boleh dikatakan bahwa sesudah Perang Dunia ke-II kegiatan 
menjelidiki dan mempeladjari hukum adat itu sangat berkurang, 
baik di Negeri Belanda maupun di Indonesia. Sebabnja di Negeri 
Belanda kegiatan itu mendjadi berkurang, jalah merupakan akibat 
hilangnja Indonesia bagi Negeri Belanda sebagai suatu koloni Be
landa. Pun tidak lagi bekerdja disini orang-orang Belanda sebagai 
pegawai Pamong Pradja (Belanda), sebagai hakim, bahkan, sedjak 
Aksi Irian Barat pada tanggal 3 Desember 1957 tiada lagi orang 
Belanda jang mendjadi gurubesar dalam kalangan perguruan tinggi 
kita.

Sebabnja di Indonesia kegiatan itu mendjadi berkurang, jalah 
karena para sardjana hukum kita masi'h sangat terikat perhatian 
dan tenaganja oleh penjelesaian berbagai-bagai persoalan-persoalan 
jang lebih urgent berhubung dengan tugas pembangunan dan tugas 
penjelesaian Revolusi Indonesia. Mereka belum mempunjai waktu 
tenang jang tjukup untuk mengadakan penjelidikan dan peladjaran 
tentang hukum adat —  lihatlah Kata Pengantar dari Redaksi Pu
blikasi-publikasi pada permulaan buku ini.

Beberapa publikasi jang diterbitkan di Negeri Belanda sesu
dah Perang Dunia ke-II : diantara jang penting jdapat disebut : pada 
tahun 1945 : disertasi J.J. Dormeier jang menguraikan B anggaisch  
ad atrech t, disertasi E.H. s’ Jacob tentang L an d sd om ein  en  adatrech t
— dalil-dalil (stellingen) jang dikemukakan' s’ Jacob dibantali ke- 
ras oleh Korn dan R. van Dijk dalam brosur mereka A d a tgron d en - 
rech t en  d o m ein fic tie  jang ditulis pada tahim 1946, dan lihatlah 
djuBa karangan M. Sonius tentang pilihan tentang hukum jang ber
laku diatas tanah 216 — . pa(Ja tahun 194g . d i s e r t a s i  R. van Dijk
tentang Samenleving en adatrechtsvorming, disertasi J. Keuning 
tentang Verwantschapsrecht en volksordening, huwelijksrecht en 
erf recht in het Koeriagebied van Tapanoeli, disertasi J. Prins ten
tang Adat en Islamietische plichtenleer in Indonesie, pada tahun 
1952 : Prajoedi Atmosoedirdjo menulis suatu disertasi jang mein- 
bandingkan liukum adat orang Madura di Djawa Timur dengan hu-

216 M. Sonius, Over de keuze van het recht op de grond, T. 1947, hal.
152 dst.
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kum adat orang Using217. Disertasi-disertasi s’ Jacob dan Prajoedi 
dipertahankan pada Universitas Utrecht sedangkan disertasi-diserta
si jang lain semuanja dipertahankan pada Universitas Leiden.

Beberapa publikasi jang diterbitkan di Indonesia sesudah Pe
rang Dunia ke-II : pada waktu Republik Indonesia beribu kota 
dikota Jogjakarta : dua pidato Soepomo jang mengupas Soal-
soal politik hukum dalam pembangunan negara Indonesia 21S <Jan 
jang meramalkan Kedudukan hukum adat dikemudian hari219, 
tudjuh dalil Soepomo jang dikemukakannja dalam karangan ten
tang Hukum sipil Indonesia di kemudian hari 220 ; pada tahun 
1950 diterbitkan djilid I buku Supomo dan Djokosutono tentang 
Sedjarah politik hukum adat dan djilid II buku tersebul — jang 
ditulis dengan bantuan Njonja Ch. Pieters-Gill — diterbitkan pada 
tahun 1954 (lihatlah diatas tadi); pada tahun 1954 itu pula dipu
blikasi pengantar hukum adat jang pertama : karja van Dijk — 
lihatlah Kata Pengantar dari Redaksi Publikasi-publikasi pada per
mulaan buku ini — , sedangkan oleh Soekanto ditulis suatu ichtisar 
(overzicht) pertama tentang hukum adat dan peladjaran hukum 
adat jang tidak bersifat suatu pengantar — tetapi mungkin oleh 
pengarang dimaksudkan mendjadi suatu pengantar (?) .  Tentang 
karja Soekanto ini lihatlah djuga Kata Pengantar dari Redaksi 
Publikasi-publikasi pada permulaan buku ini. Beberapa karangan- 
karangan penting jang ditulis Soepomo, pada tahun 1958 dihim- 
punkan dalam Bab-bab tentang hukum adat —  lihatlah Kata Pe
ngantar dari Redaksi Publikasi-publikasi pada permulaan buku ini. 
Kata Pengantar tersebut djuga memberi gambaran tentang kegiatan 
Djojodigoeno berhubung dengan peladjaran hukum adat. Achirnja, 
perlu disinggung beberapa karja Hazairin jang tidak hanja mengu
pas hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat tetapi djuga 
memuat bahan-bahan penting tentang hukum adat itu :' pidato di
Salatiga pada tahun 1950 mengenai Hukum baru di Indonesia __
lihatlah diatas tadi —, Hukum Islam dan Masjarakat, Pergolakan,

217 R.S. Prajoedi Atmosoedirdjo Vergelijkende adatrechtelijke studie voor
Oostjavase Madoerezen en Oesingers, disertasi Utrecht 1952

218 Hoekoem , penerbitan pertama (dikutip pada ter Haar Beginselen en
stelsel, hal. 252).

219 Lihatlah Bab I noot 25 dan noot 8 diatas tadi. Sehagian pidato K e

“  T. h0ri (literdiemal,k- 1 «»an dimuat
220 H oekoem , April 1947 (dikutip pada ter Haar Beginselen en stelsel

hal. 252 ). ' ’
221 Lihatlah noot 8 diatas tadi.
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penjesuaian adat kepada Hukum Islam, Indonesia satu Mesdjid, se- 
muanja pidaio dan tjeramah jang diadakan antara tahun 1950 dan 
tahun 1953, pidato inaugurasi di Djakarta pada tanggal 13 September 

. 2  menger>ai Kesusilaan dan Hukum ~  lihatlah Bab I diatas ta
di —, Hendak kemana hukum Islam ? 222 dan Hukum keivarisan 
bilateral menurut Al-Qur'an 223.

Diatas tadi dikatakan bahwa, dibandingkan dengan keadaan 
sebelum Perang Dunia ke-II, tidak sadja di Negeri Belanda tetapi 
djuga di Indonesia, kegiatan menjelidiki dan mempeladjari hukum 
adat sangat berkurang. Tetapi, sjukurlah, sedjak kira-kira tahun 
19^7 tampaknja usaha menjelidiki dan mempeladjari hukum adat 
telah mulai dipergiat kembali. Untuk hal ini lihatlah Kata Pengan
tar dan Redaksi Publikasi-publikasi pada permulaan buku ini, jang 
memberi suatu gambaran jang tepat sekali.

Den0an dipergiatnja kembali usaha menjelidiki dan mempela
djari hukum adat itu, maka kita berharapan besar akan dilahirkan 
kembali dalam waktu singkat suatu peladjaran hukum adat jang 
mntunja sesuai dengan, kalau bisa melebilii mutu peladjaran hukum 
adat jang pada waktu sebelum Perang Dunia ke-II di Indonesia 
pernah dipertahankan oleh ter Haar dan Soepomo. Hal itu adalah 

i diarusan, karena hukum aclat tetap merupakan suatu bagian 
P nb pen0hidupan sehari-hari rakjat kita. Hal itu adalah suatu 
, , 311 Pu â’ supaja kita dapat mengadakan suatu pembinaan
i , as*ona* ^arii jang sesuai benar dengan kepribadian nasional
bangsa kita dan dapat memenuhi keperluan seluruh rakjat kita.

d il ‘im r  blikU De ° ntdekkinS van het adatrecht van Vollenhoven,
' Jar“ 1 ” Penem” an hukum adat” , dibedakan antara dua „be- 

wustwording (menjadari adanja) hukum adat itu sebagai hukum
menSatur suatu bagian penting penghidupan seha- 

ri-han rakjat Indonesia. Sampai Perang Dunia ke-I ( 1 9 1 4 -1 9 1 8 ) dapat 
( i jatat Jerdjalannja suatu proses berangsur-angsur „Westerse be- 
Mustwording , jaitu orang Barat setjara berangsur-angsur menjadari 
adanja hukum adat jang mendjadi hukum sendiri rakjat Indonesia

222 Kuliah umum pada Dies Natalis ke VI Fakultas Hukum dan Penge
tahuan Masjarakat Perguruan Tinggi Islam Djakarta pada tanggal 17
N op em b er 19^7 tetap , b aru  d iterb itk an  pad a  tahun  1960 sesudah  
redaksi aslin ja  d iu bah .

223 Pidato ilmiah pada Dies Natalis ke-XI Perguruan Tinggi Ilmu Kepo- 
lisian pada tanggal 23 Agustus 1958.
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dan jang mempunjai suatu tempat sendiri dalam tatahukum Indo
nesia seluruhnja. Dari tahun 1500 sampai tahun 1800 terdjadilah 
suatu „Westerse bewustwording in enge zin 224, dari tahun 1783 
sampai tahun 1865 diadakan „Westerse verkenningen” , jaitu orang 
Barat mengadakan orientasi pertama dilapangan hukum adat 22 5, da
ri tahun 1865 sampai tahun 1900 diperoleh „Westerse vondsten” , ja
itu orang Barat mendapatkan beberapa lembaga-lembaga hukum 
adat —  jang bagian besarnja masih dipahamkan salah ! —, dan se
sudah tahun 1900 diadakan „Westerse vertolking” , jaitu orang Ba
rat, jang telah „inenemukan hukum adat”  itu, menjelidiki dan mem- 
peladjarinja setjara sistimatis dan mendjalankannja dalam perun
dang-undangan, pemerintahan dan peradilan. Beberapa diantara 
orang Barat itu —  seperti van Ossenbruggen, Kruyt, Holleman, Lo-
gemann, ter ter Haar dan van Vollenhoven sendiri__telah berusa-
ha keras untuk „het oostersche oostersch te zien en oostersch te ver- 
klaren, of oin westersche pogingen van dien aard te verbeteren aan 
de hand van uit het leven genomen illustraties”  226.

Sedjak tahun 1918, setjara berangsur-angsur mulailah berdjalan 
suatu proses „Oosterse bewustwording” , jaitu makin lama banjak 
orang Timur sendiri menjadari adanja hukum adat sebagai hu
kum sendiri jang paling baik untuk memenuhi keperluan-keperluan- 
nja.

Berbeda dari „Westerse bewustwording” , maka „Oosterse bewus
twording”  bukanlah suatu „penemuan hukum adat”  __ istilah „pe-
nemuan”  ini dalam arti kata sesungguhnja (in zijn letterlijke beteke- 
nis). Seperti jang telah dikatakan pada permulaan bab ini : hukuni 
adat itu ada ditengah rakjat sendiri, dirasai oleh rakjat sendiri se- 
tiap hari, djadi, gandjil sekalilah untuk mengatakan bahwa rakjat 
„menemukan hukum adat” . Tetapi biarpun hukum adat itu ada di
tengah rakjat, masih djuga hal tersebut tidak berarti bahwa rakjat 
adalah „bewust”  (sadar) akan nilai (value, waarde) hukum adat se
bagai hukum jang satu-satunja jang dapat memenuhi keperluan-ke- 
perluannja setjara paling baik. Hal tersebut tidak berarti bahwa 
rakjat menjadari hukum adat sebagai sendjata jang satu-satunja ter
hadap pengaruh hukum Barat atau terhadap usaha pembuat un
dang-undang; jang hendak memaksa didjalankannja hukum Barat da-

224 Ontdekking, lial. 1-13.
225 Ontdekking, hal. 14-81.
226 Ontdekking, hal. 173.

110



lam penjelesaian persoalan-persoalan hukum jang timbul dikalangan 
rakjat dan sudah tentu penjelesaian setjara demikian tidaklah sesuai 
dengan kepentingan dan keinginan rakjat sendiri.

Utrechl menulis : „Ada bermatjam-matjam sebab maka orang 
mentaati peraturan-peraturan itu :

Sebagian menerimanja, oleh karena peraturan itu sungguh-sung- 
guh dirasanja sebagai hukum. Bagi mereka peraturan sungguh-sung- 
guh merupakan peraturan h u k u  m. Mereka berkepentingan sung- 
guh-sungguh akan berlakunja peraturan tersebut, sebagai peraturan 
h u k u m  !

Setengah orang lainnja menerima peraturan itu, oleh karena 
mereka merasa harus menerimanja supaja ada ketentraman dalam 
masjarakat. Dengan demikian mereka m e n g a n g g a p  peraturan 
itu sebagai peraturan hukum. Djadi disini ada suatu p e n e r i m a -  
a n  r a s i o n i l  (rationele, aanvaarding).

Masjarakat itu anggautanja bagian terbesar tidak bertanja apa- 
kah sesuatu mendjadi hukum atau bukan hukum. Mereka tak per- 
nah menghiraukannja. Mereka taat pada p e r a t u r a n - p e r a t u r a n  itu, 
oleh karena b i a s a n j a  masjarakat menghendakinja. Kebanjakan 
orang —  bukankah, kebanjakan orang itu buta-huruf dalam soal- 
soal hukum ? — baru mau memikirkan hukum, apabila telah me- 
langgar peraturan dan akibat pelanggaran itu telah dirasanja. Atau 
sesuatu peraturan membatasi luasnja lapangan kepentingannja.

Ahirnja, dapat dikatakan bahwa sebagian kaidah-kaidah (sosial) 
ditaati, oleh karena ada p a k s a a n  ( s a n k s i )  s o s i a l .  Misalnja, 
orang malu, orang takut nanti diedjek orang lain atau dituduh orang 
lain sebagai suatu mahluk jang a-sosial. Sering demikian kuat rasa 
malu itu sehingga seseorang mentaati djuga hukum, walaupun telah 
merasa kepentingan ekonomisnja oleh liukum itu ditindas ! (Bukan 
kali, sebagian hukum itu tidak lain dari pada kehendak suatu „ru 
ling class” ”  jang tidak mau meinperliatikan kepentingan ekononus 
dari jang diperintahnja ?). Biasanja paksaan e k o n o m i s  nieinak 
sa” 227.

Dari kutipan jang diambil dari buku Utrecht ternjatalah ba 
gian terbesar rakjat mengikuti hukum setjara „otomatis , tanpa me 
reka benar-benar menjadari nilai-nilai dari hukuni jang mereka taati 
itu setiap hari. Bagian terbesar rakjat Indonesia sebenarnja ti a 
„bewust”  akan nilai-nilai hukum adat jang mereka s e n d i r i  taati se

227 Pengantar dalam hukum Indonesia, hal. 86-87.
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tiap hari, jaitu mereka sebenarnja tidak „bewust”  akan sifat' ke-Ti- 
muran chusus hukum adat itu. Mereka tidak „bewust”  bahwa djus- 
tru hukum adatlah. —  dan bukanlah hukum Barat — jang memenuhi 
keperluan-keperluan sehari-hari sesuai dengan keinginan sendiri. Me
reka baru sadja mendjadi „bewust” akan nilai-nilai hukum adat itu, 
sesudah mereka dipaksa memenuhi keperluan-keperluan mereka me
nurut sesuatu hukum lain, in casu hukum Barat, jang ternjata dan 
terasa tidak memuaskan ! Penemuan sifat sendiri, jaitu ke-Timuran, 
dan beladjar menghargai sifat sendiri hukum adat itu (ontdekking 
van het eigen Oosterse karakter en het leren waarderen van dat ka- 
rakter, in het adatrecht besloten), adalah apa jang dimaksud dengan 
„bewustwording” hukum adat, dan oleh karena „bewustwording”  itu 
dialami oleh orang Timur sendiri, maka „bewustwording”  itu ber- 
sifat „Oosterse bewustwording” . „Oosterse bewustwording”  itu di
alami oleh orang Timur sendiri jang menjadari berlakunja hukuni 
adat.

Penting dan perlunja „Oosterse bewustwording”  dilapangan hu
kum Indonesia —  penting dan perlunja „Oosterse bewustwording”  di
lapangan hukum Indonesia itu adalah untuk dapat mentjegah apa 
jang pada saat ini oleh Manifesto Politik Republik Indonesia disebut 
„imperialisme kebudajaan" 228 jang djuga meliputi lapangan hukuni 
Indonesia, jaitu pendesakan (verdringin) hukum Indonesia oleh hu
kum Barat — oleh van Vollenhoven dikemukakan pada dua tempat 
dalam buku De ontdekking van het adatrecht. Pada halaman 167 ditu- 
Iisnja : „Een oostersche behoeften bevredigend en tot oostersche liar- 
ten sprekend adatrecht zal tegen den kortzichtigen overmoed van 
westersch recht alleen dan bestand zijn, indien zijn ontdekking, bij-
werking, bevruchting wordt voortgezet in oosterschen geest,__en door
wie beter dan door Indonesiers ?” . Selandjutnja, pada halaman 173 di- 
tulisnja : „Dusver zijn het westersche werkers in Indie, die de vraag 
doordenken, welke plaats een bepaald adat-instituut inneemt in het 
Indonesische denkkader, welke westersche constructie en inlijsting de
oostersche feiten verwringen zou. Taak der Indonesiers schijnt h et__
niet om zich bij deze zienswijze al dan niet aan te sluiten, maar ___
vooreerst om de nieuwe verklaring, zoo zij juist mocht zijn, met 
rijkdom van voorbeelden en inheemsche redhtstermen te staven, en 
vervolgens om dezelfde methode ,toe te passen op adatinstituten, 
waarvan Hollanders'het rechte nog niet hebben doorzien. Ontdekking

228 Lihallah Tudjuh bahan-bahan pokok indoklrinasi, pen erb itan  Dewall 
P ertim ban gan  Agung, hal. 136.
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door westerlingen blijft surrogaat. Een boek over adatrecht in een 
westersche taal, beoogend westerlingen te midden van hun Euro- 
peesche wereld in te leiden in dit oostersche, blijft surrogaat; het 
echte boek over adatrecht zou behooren geschreven te worden door 
cn in het oosten, door een landzaat voor zijnvolksgenooten in ruimen 
zin, in een der Indonesische landstalen”  229.

Djika kita mengingat bahwa kata-kata tersebut diatas ini ditulis 
pada tahun 1928 — sebenarnja suatu tahun jang bersedjarah bagi 
bangsa Indonesia (!) 230 —, maka dapatlah kita insjafi betapa pro- 
gresif benar-benar pandangan van Vollenhoven tentang perkemba
ngan hukum dan perkembangan politik di Indonesia ! Kata-kata 
tersebut djuga memperliliatkan keberanian dan daja mentjipta van 
Vollenhoven ! Bukankali, kata-kata itu ditidis pada zaman kolonial 
jang telah merasa bahwa kekuasaan Belanda di Indonesia sudah 
sangat dekat pada acliir riwajatnja, jaitu pada tanggal 8 Maret 1942 ?

Sebelum Perang Dunia ke-II telah ada orang Indonesia jang 
„bewust”  akan nilai-nilai hukum adat, seperti — di Negeri Belanda
—  delapan penulis disertasi jang namanja telah disebut diatas tadi : 
Gondokoesoemo, Koesoemah Atmadja, Enda Boemi, Soebroto, Soe
pomo, Soeripto, Soekanto dan Nasoetion — diantara kedelapan pe
nulis itu hanja Soeripto jang masih hidup 231 —, dan — di Indone-

22 9  Pada halaman-lialanian 1 7 3 -1 7 4  van Vollenhoven meneruskan : „Eerst 
in liet gebruik, voor dit doel, van de taal o f talen van elken re1c*1‘ SJ 
kring ligt gelegenheid tot de proef, o f de ontdekking, 
ondernom en, geslaagd m ag heelen. Natuurlijk zal de rechtstaal daa  ̂
ontwikkeling behoeven : oude elementen dier taal zullen moe 
worden op gedolven; ontleening beproefd uit andere Indonesiscli a 
(vergelijk boven, biz. 5 6 ; niet uit het H ollandsch); voor nlCjien 
begrippen nieuwe reehtsbenamingen gesmeed, zij het in oostCrSCvor. 
Irani, gelijk het Arabisch uit Mohammeds dagen zich wist te ' cr'ecn 
m en tot een uitnemende technisclie taal voor de rechtsstudie
toets van andere takkcn van wetenseliap. Ook door zijn taa
het adatrecht zich jonge kienikracht wiruien. Voor (̂ et >veSlê ].e,1
beoefenaren zal dat in de toekomst de studie ongerieflijker
—  wordt niet evenzoo studie van Indisch staatsrecht ongerie
door rijke decentralisatie met haar gevolgen cn vruchten • ■
dan moet een der lichamen die voor adatrecht voelen maar een zcgt
laatkantoor inrichten ten behoeve van westerlingen. Te rec i
R . Mookerji in zijn boek van 19 19  over Oudindisch recht ( * ^ cjie
aldaar), dat over een oostersche stof te schrijven in een onoos
taal de besclirijving dreigt te berooven van haar geur . 1 i :

2 3 0  Tahun Konggres Pemuda seluruh Indonesia jang m e n e r i m a  i^fonesia  
Satu Nusa, satu Bangsa, satu Bahasa, dan menjatakan lagu "<
Raya sebagai lagu kebangsaan. T in ""i

231 Pada waktu sekarang Prof. Mr Dr Soeripto adalah Haikim
jang telah diberi pensiun dan gurubesar luar biasa di sura 
Makassar. v

113



sia pada Rechtshogeschool dahulu — penulis disertasi bangsa Indo
nesia jang satu-satunja ( ! ) ,  jaitu Hazairin232, ditambah dengan dua 
penulis buku tentang hukuni privat adat di Djawa Tengah, jaitu 
Djojodigoeno 233 dan Tirtawinata 234. Djuga dalam Volksraad ter- 
dengar suara-suara orang Indonesia jang mulai „bewust”  akan nilai- 
nilai hukum adat dan pentingnja dan perlunja peladjaran hukum 
adat 235. Achirnja, perlu disebut karja beberapa orang Indonesia, 
jang bukan sardjana hukuni jang memperoleh pendidikan dikalangan 
suatu perguruanj tinggi Barat dan djuga bukan politikus dalam Volks
raad : D. Sanggoenodiradjo jang menjusun Kitab tjoerai paparan 
adat lembaga alam Menangkabau jang diterbitkan pada tahun 1919 
dan Kitab atoeran adat lembaga alam Minangkabau jang dipublikasi 
pada  ̂tahun 1924 23S, dan Hadji Hasan Moestapa jang menjusun Bab 
adat-adat oerang Priangan djeung oerang soenda lian ti eta jang 
diterbitkan pada tahun 1913 23T. Karja ini memperlihatkan permu
laan suatu „Oosterse bewustwording” .

Zaman sesudah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agus- 
tus 1945 memberi kesempatan penuh untuk merealisasi apa jang
diingini van Vollenhoven itu : „het echte boek over adatrecht
.......................  geschreven ....................... door en in het oosten, door
een landzaat voor zijn volksgenooten in ruimen zin, in een der In
donesische landstalen !”  „Oosterse bewustwording”  itu harus di- 
perdalam dan diperluas lagi, ditambah dengan unsur nasional, se
hingga mendjadi „nationale (Oosterse) bewustwording”  ! „Natio- 
nale bewustwording”  itu harus meliputi tiga unsur-unsur pokok, 
jaitu harus nasional dalam tiga arti :
a. dialami oleh anak pribumi sendiri
b. dinjatakan dalam bahasa nasional Indonesia
c. memakai metode peladjaran jang nasional pula.

Peladjaran hukum adat pada zaman sesudah Proklamasi Ke-
mcrdekaan bangsa kita memerlukan #uai« mcLode jang nasional. 
Hariislah tertjipta suatu peladjaran hukum adat jang nasional (na-

232 Pada waktu sekarang Prof. Mr Dr Hazairin adalah gurubesar di D ja
karta.

233 Pada waktu sekarang Prof. Mr M.M. D jojodigoeno adalah gurubesar 
di Jogjakarta dan gurubesar luar biasa di Surabaja.

234 Pada waktu sekarang Mr Tirtawinata adalah dutabesar.
235 Ontdekking, lial. 168-171.
236 Lihatlah karangan ler Haar, Inheemse Verhandelingen over Minang- 

kabaus Adatrecht, T. 140, hal. 152 dst. (djuga dimuat dalam Ver- 
zamelde Geschriften, II, hal. 249-256).

237 Lihatlah djuga Djawa, 11.
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tionale adatrechtsbeoefening), seperti diperlukan dan telah dilaku- 
kan jaitu : peladjaran hukum tatanegara jang nasional (nationale 
staatsrechtsbeoefening 23S) —■ disini saja menundjuk kepada karja 
Muhammad Yamin239 —, peladjaran hukuni pidana jang 
nasional (nationale strafrechtsboeoefening) —  disini saja menun
djuk kepada karja E. Utrecht 24 g — peladjaran hukum pri- 
vat jang nasional (nationale privaatrechtsbeoefening) — disini saja 
menundjuk kepada karja Wirjono Prodjodikoro 241.

Peladjaran jang nasional itu adalah peladjaran jang bertudjuan 
memenuhi kepentingan bangsa Indonesia, jaitu kepentingan na
sional; mengingat dan menjadari keperluan-keperluan nasional; 
menghasilkan penjelesaian persoalan sesuai dengan keperibadian 
nasional; kepentingan dan keperluan nasional harus diutamakan. 
Metode jang nasional itu harus mentjerminkan alam fikiran bang
sa Indonesia sendiri jang nasional itu harus mentjerminkan alam 
fikiran bangsa Indonesia sendiri dalam usahanja memetjahkan be
berapa persoalan dilapangan hukuni : seperti jang —  dengan pe
rubahan sedikit — ditegaskan oleh van Vollenhoven : „het streven 
om het nationale nationaal te zien en nationaal te verklaren” . Ha
nja suatu peladjaran hukum adat sematjam ini dapat membantu 
pelaksanaan instruksi Pemimpin Besar Revolusi Indonesia kepada 
Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan •—■ jang diutjap- 
kan dalam Manifesto Politik — untuk „mengambil tindakan-tin- 
dakan dibidang kebudajaan ini, untuk melindungi kebudajaan na
sional dan mendjamin berkembangnja kebudajaan nasional”  242.

Harapan kita, berdasarkan kenjataan-kenjataan jang telah di
singgung dalam Kata Pengantar dari Redaksi Publikasi-publikasi 
pada permulaan buku ini : akan terlahirlah suatu peladjaran hu
kum adat jang nasional jang turut membangun suatu masjarakat 
Indonesia jang Adil dan Makniur.

238 Van Vollenlioven, Nationale staatsrcchiljcoerciiing in N e d e r la n d ,  Ver- 
spreide Geschriften,

239 Proklamasi dan Konstitusi Rcpublik Indonesia 1952, Pembahasan 
Undang-undang Dasar Ilepublik Indonesia.

240 Karangan-karangan dalam Madjalah Hukum dan Masjarakat (pener- 
bitan ISHI dahulu), Hukum Pidana I, 1960 (tjetakan kedua).

241 Serie publikasi-publikasi mengenai hukuni privat, seperti Azas-azas  
hukum perdata, tjetakan II, Perbuatan melanggar liukum , tjetakan 
III, dll. Keistiincwaan karja Wirjono Prodjodikoro ialah pengarang 
dalam bukunja selalu menibandingkan hukum Barat dengan hukuni 
adat, dan dengan djalan demikian telah mempersiapkan akan dila- 
hirkan nanti suatu hukum kesatuan jang nasional.

242 Sama dengan noot 228.
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Sebelum menutup bab ini, masih ada satu hal lagi jang memo- 
hon perhatian kita. „Westerse bewustwording”  akan liukum adat 
jang tersebut diatas tadi, tidak hanja menghasilkan berdirinja ilmu 
hukum adat (adsLtrechtswetenschap) sebagai suatu ilmu hukum 
tersendiri (zelfstandige rechtswetenschap), tetapi turut mendirikan 
Ruatu ilmu hukum tersendiri jang lain ! Ilmu hukum tersendiri 
jang lain itu adalah ilmu hukum antargolongan (intergentil) (de 
wetenschap van het intergentiele recht).

Pengaruh ilmu hukum adat atas lumbuhnja ilmu hukum an
targolongan itu, kelihatan dalam sebuah karangan van Vollenhoven 
jang termuat dalam djilid III Het adatrecht van Nederlandsch In
die 243- Tetapi bukanlah van Vollenhoven jang mendjadi „systeem- 
bouwer”  ilmu hukum antargolongan. Jang mendjadi „systeem-bou- 
wer”  ilmu hukum jang lebili muda itu adalah salah seorang bekas- 
murid van Vollenhoven, jaitu R.D. Kollewijn 244, jang mendjadi 
gurubesar pada Rechtshogeschool dari tahun 1924 sampai tahun 
1935. Sesudah Kollewijn berangkat ke Negeri Belanda, dimana ia 
mel and jutkan perkulialian hukum antargolongannja dikalangan 
Universitas Leiden, maka perkuliahan hukum antargolongan pada 
Rechtshogeschool diteruskan oleh W.F. Wertheim 245. Sesudah Perang 
Dunia ke-II, pada Universiteit van Indonesie, kuliah-kuliah liukum 
antargolongan diberikan oleh seorang bekas murid Kollewijn, jaitu 
W.L.G. Leniaire 24G. Selandjutnja, pada tahun 1951 dalam kalangan 
Universitas Indonesia, sesudah Lemaire berangkat ke Negeri Belan
da, kuliah-kuliah tersebut diberikan oleh seorang bekas-murid 
Kollewijn jang lain, jaitu G.J. Resink. Resink menitikberatkan pe- 
njelidikannja pada sedjarah hukum antargolongan, dan dengan demi-

243 Hal. 653-667.
244 Semua karangan-karangan penting Kollewijn dikumpulkan dalam sua

tu liinipunan jang berdjudul Intergentiel Recht, 1955.
245 Karja Wertheim dibidang liukum antargolongan tidak banjak, karena 

sardjana tersebut tidak lama tinggal dalam bidang liukum antargo
longan itu. Dapat disebut : Rechterlijke vrijliavens, T. 151, hal. 423 
dst., tindjauan buku Kollewijn Intergentiel Recht. Verzamelde opstel- 
len over intergentiel privaatrecht dalam Indonesie, IX , hal. 172 dst., 
anotasi-anotasi dibawah keputusan-keputusan hakim.

246. Djuga Lemaire tidak banjak menulis tentang hukuni antargolongan, 
biarpun sardjana hukum ini lebih lama dari pada Wertheim tinggal 
dibidang hukum antargolongan. Dapat disebut : Overgang van gods- 
dienst als probleem  voor het intergentiel privaartecht, disertasi Ba
tavia 1932, Gedeeltelijke onderwerping aan het europeesceh burgerijlk- 
en handelsreeht en faillissement, 7'. 140, hal. 641 dst., ringkasan 
dalam buku Het recht in Indonesie (H ukuni Indonesia), 1952, hal. 
191-200, dan pidato pelantikan —  lihatlah noot 250 dibawah ini.
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kian melengkapi peladjaran lmkum antargolongan ilu 247. Pada ta- 
lmn 1955 Resink bertindak sebagai jtromotor terhadap seorang be- 
kas-murid Lemaire, jaitu Gouw Giok Siong, jang menulis sebuah 
disertasi tentang beberapa segi-segi hukum peraturan perkawinan 
tjampuran 24S. Setahun kemudian, jaitu pada tahun 1956, Gouw 
Giok Siong mengganti Resink sebagai gurubesar dalam matapela- 
djaran hukum antargolongan dikalangan Universitas Indonesia 249. 
Pada taliun 1955 itu pula, Lemaire mengganti Kollewijn dikalangan 
Universitas Leiden 250. Sekali lagi, pada tahun 1956 itu, seorang 
bekas-murid Resink, jaitu Moh. Koesnoe, memulai suatu tugas me
ngadjar hukum antargolongan dikalangan Universitas Hasanuddin 
di Makassar dengan mengadakan suatu kuliah umum tentang Arti, 
tempal dan sifat hukum intergentil251.

Pada tahun 1957 oleh Gouw Giok Siong diterbitkan —  sesudah 
disempurnakannja — diktat kuliah Resink, dibawah djudul Hukum 
Antargolongan. Suatu pengantar 2o2. Buku ini merupakan baik se
bagai pengantar maupun sebagai „liandboek”  pertama tentang hu
kum antargolongan. „Pertama” itu, karena „systeem-bouwer” nja 
sendiri tidak menulisnja — Kollewijn menguraikan sistim liukum 
antargolongan itu dalam suatu rangkaian karangan-karangan, tetapi, 
rupanja, tidak diberi waktu untuk menjusun suatu buku jang me- 
liputi segala aspek hukum antargolongan itu. Pada tahun 1957 itu 
pula, diterbitkan suatu pengantar jang lebih sederhana, karja Wir- 
jono Prodjodikoro 253. Pada tahun 1959 oleh Gouw Giok Siong, 
sebagai liasil usaha melengkapi daftar literatur tentang liukum an
targolongan, disusun dan diterbitkan suatu himpunan keputusan- 
keputusan (jurisprudensi) hukum antargolongan254.

247 Conflictenrecht van de Nederlands-Indische staat in internationaal- 
rechtelijke zetting, B ijdragen , 115, hal. 1-39.

248 Segi-segi hukum peraturan perkawinan tjampuran, 1958 (tjetakan 
kedua).

249 Hukum antargolongan, hukum jang hidup, pidato pelantikan D ja
karta 1958.

250 Kivesties bij de studie van het intergentiel recht, pidato pelantikan 
Leiden 1956.

251 Arti, teinpat dan sifat hukum intergentil, Madjalah Hukum tlan Ma
sjarakat, April 1957, hal. 10-23.

252 Tjetakan kedua 1960.
253 Hukum antar-golongan di Indonesia.
254 Himpunan keputusan-keputusan hukum antargolongan, 1959.
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Seperti jang dikemukakan oleh Gouw Giok Siong dalam pidato 
pelantikannja (lihatlah noot 249), niemanglah pada saat ini liukum 
antargolongan itu adalah suatu hukum jang hidup, tetapi, menu
rut taksiran saja, riwajat hukuni antargolongan itu tidak begitu 
lama lagi, sesudah berlakunja hukum kesatuan nasional dikemu
dian hari nanti. Baru sadja, riwajat hukum antargolongan telah 
habis dilapangan hukuni tanah (agraria) 255.

255 U n d a n g -u n d a n g  Pokok Agraria, LN 1960 nr 104. Lihatlah Bab V  di- 
bawah ini.
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B A B  V

PERUNDANG-UNDANGAN BERHUBUNG DENGAN HUKUM 
ADAT PADA ZAMAN DAHULU DAN PADA 

ZAMAN SEKARANG.

Dalam Bab IV diatas tadi telah saja kemukakan bahwa per- 
hatian terhadap hukum adat itu tidak hanja terwudjud dalam di- 
lahirkannja suatu ilmu hukum adat, tetapi djuga terdjelma dalam 
didjalankannja suatu politik hukum adat. Karja politik hukum adat 
ilu adalah perundang-undangan ( wetgeving) berhubung dengan hu
kum adat tersebut. Dalam bab ini hendak ditindjau setjara sepin- 
las-lalu perundang-undangan berhubung dengan hukum adat itu, 
periama-tama pada zaman VOC, kemudian pada zaman Guberne
men Hindia-Belanda dan, achirnja, pada zaman kemerdekaan na- 
sional kita.

Bahan-bahan untuk pengetahuan kita tentang perundang-un- 
dangan berhubung dengan hukum adat pada zaman dahulu dan 
pada zaman sekarang itu, dapat diambil dari literatur jang telah 
disebut pula dalam Bab IV diatas tadi : buku van Vollenhoven De 
ontdekking van het adatrecht, buku Supomo dan Djokosutono ten
tang Sedjarah politik hukum adat, djilid I dan djilid II, dua kara
ngan ter Haar : Een keerpunt in de adatrecht politiek. Toekomst- 
beschouwingen, dan Halverwege de nieuwe adatrecht-politiek, ka
rangan Supomo tentang Hukum adat dikemudian hari berhubung 
dengan pembinaan negara Indonesia, pidato Hazairin jang mera- 
malkan sifat dan tjorak Hukum baru di Indonesia, pidato iuaugurasi 
Soekanto jang membahas beberapa Peristiwa-peristiiva sedjarah 
( termasuk Cultuurstelsel) dan hukum adat, ditambah dengan kara
ngan Thung Tiang Piet tentang Tjita-tjita kodifikasi dan unifikasi 
di Indonesia dan perbandingan hukuni i.

Supomo dan Djokosutono mengadakan lima babakan s e d j a r a h  

politik hukum adat, jaitu :

1. Masa Kompeni (VOC)
2. Masa pemerintahan Gubernur-Djenderal Daendels (1808-1811)

1 Thung Tiong Piet, Tjita-tjita kodifikasi dan unifikasi di Indonesia 
dan perbandingan hukuni, diutjapkan sebagai kuliah umum di Ma
kassar pada tahun 1958 dan dimuat Madjalah Hukum dan Masjara
kat, III, 3, hal. 3-20.
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3. Masa pemerintahan Inggris : Letnan-Gubeinur Raffles (1811- 
1816)

4. Masa 1816-1848
5. Masa 1848-1928.

Masa jang disebut pada nomor 1 sampai dengan nomor 4 
dibitjarakan dalam djilid I buku jang bersangkutan dan masa jang 
disebut pada nomor 5 dibitjarakan dalam djilid II buku jang ber
sangkutan. Dalam buku ini saja sendiri menambah dengan dua 
masa lagi, jaitu :

6. Masa 1928-1945
7. Masa 1945 sampai sekarang.

Masa-masa tersebut diatas, dalam buku ini akan dibitjarakan 
setjara sepintas-lalu sadja, karena masa-masa sampai tahun 1928 te
lah digambarkan dengan djelas dalam buku Supomo dan Djokosutono 
tersebut dan bukanlah maksud saja untuk mengulangi disini apa 
jang telah ditulis oleh kedua sardjana hukum tersebut. Djuga ke
dua masa jang saja tambahkan hanjalah dibitjarakan setjara sepin- 
las-lalu pula, karena telah digambarkan oleh ter Haar dan Supomo 
dalam karangan-karangan Halverwege de nieuwe adatrecht-politiek 
dan Hukum adat dikemudian hari berhubung dengan pembinaan 
negara Indonesia.

Berturut-turut akan ditindjau —  sekali lagi : setjara sepintas- 
lalu —  tudjuh masa tersebut diatas ini : I. Masa Kompeni, II. Masa 
pemerintahan Gubernur-Djenderal Daendels (1808-1811), III. Masa 
pemerintahan Inggris : Letnan-Gubernur Raffles (1811-1816), IV. 
Masa 1816-1848, V. Masa 1848-1928, VI. Masa 1928-1945, dan VII. 
Masa 1945 sampai sekarang.

I.

Supomo dan Djokosutono membuat tentang zaman VOC tja- 
tatan-tjatatan sebagai berikut :

Mengenai „sifat”  V O C  ditulisnja bahwa V O C  itu „Mempunjai 
dua sifat : terutama sekali ia saudagar, tetapi djuga ia mendjadi 
badan pemerintah dengan berhak mengurus susunan rumah-tang- 
ganja sendiri serta pengurusnja”  2.

2 Supomo dan Djokosutono Sedjarah politik hukum adat, I (tjetakan 
ke-empat jang terbit pada tahun 1955), hal. 1.
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Terulama „sifal”  jang disebut pertama menenlukan sikap VOC 
terhadap hukuni adat, jang oleh Supomo dan Djokosutono digam
barkan sebagai berikul : „Peraturan kehakiman dizaman V.O.C. 
berbeda-beda antara lempat-tempat dipantai laut, jang diperguna- 
kan sebagai pusat untuk melakukan pemerintahan, dan daerah-dae- 
rah jang lain jang termasuk didalam kekuatan V.O.C. Pada tempat 
pusat pemerintahan untuk segala orang golongan bangsa apapun 
berlaku hukum Kompeni, jaitu : Hukuni Belanda 3, djadi buat me
reka semua berlaku satu rupa hukum (hukum Barat) tatanegara, 
hukum seseorang (privaatrecht) dan hukum pidana. Diluar tempat 
pusat pemerintahan segala adat jang dulu-dulu tak tersintuh sedi- 
kitpun. Djadi njata hukum adat dari anak negeri tak diindahkan. 
Djika lambat-laun disana-sini djuga diluar tempat kediaman Gou- 
verneur daerah-daerali jang ketjil-ketjil didekat gedung-gedung 
Kompeni masuk dalam lingkungan kekuasaan sebenamja dari 
V.O.C., maka pada tempat itu djuga berlaku Hukum Barat Kom- 
peni imtuk orang Indonesia (serta orang Tionghoa). Susunan ini 
dinamakan almarlium Prof. Van Vollenhoven, waktu hidupnja men
djadi Guru Besar dalam ilmu Hukum Adat di Leiden : suatu
tjara mempersatukan jang sederhana” ” ; disamakan sadja oleh se* 
bab sedikitpun orang tak memikirkan tentang pemetjahan soal ini 
dengan djalan jang lain; oleh sebab mereka beranggapan sudah 
semestinja dalam suatu daerah jang dikuasai oleh V.O.C. bukan 
sadja susunannja (organisasi) akan tetapi djuga hukum-hukum Kom
peni harus berlaku” 4. Kata-kata jang terachir ini merumuskan 
prinsip jang oleh VOC ditjoba supaja dipertahankan : didaerah 
jang dikuasai oleh VOC harus berlaku hukum VOC baik bagi orang 
VOC sendiri maupun orang Indonesia serta orang Asia lainnja jang 
ada didaerah itu.

Tetapi teori dan praktek berbeda ! „Meskipun pada pokoknja 
hukum V.O.C. berlaku untuk segala bangsa didalam daerah Dja
karta, didalam praktijknja hukum tadi lianjalah dapat didjalankan 
dikota Djakarta (Batavia) dan sekitarnja sadja. Badan-badan pe
ngadilan di Djakarta tak dap.it memeriksa perkara-perkara orang-

3 Hukum Belanda jang didjalankan VOC terdiri atas unsur :
a. hukum statuta (jang termasuk dalam Statuta Bctaui tahun 1642)
b. hukum Belanda jang kuno
c. azas-azas liukum Romawi
(dikutip pada Utrecht P engantar dalam hukum Indonesia, hal. 2 0 1 ).

4 Sedjarah politik hukum adat, I, hal. 4.
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orang Indonesia jang berumah djauh dari kota itu. Hal ini dise- 
babkan oleh kesukaran didalam perhubnngan lalu lintas; didalam 
daerah jang dikuasai oleh V.O.C. tak terdapat djalan-djalan raja 
jang menudju kekota Djakarta, sehingga orang-orang segan untuk 
menjerahkan perkaranja kepada badan-badan pengadilan Belanda 
di Djakarta; djuga dialami kesukaran terhadap saksi-saksi jang ha
rus menghadap dikota Djakarta”  5.

Rupanja apa jang ditjatat oleli Supomo dan Djokosutono ten
tang hukum jang berlaku bagi penduduk daerah disekitar kota 
Betawi tersebut diatas, jang mendjadi perketjualian terhadap prin- 
sip bahwa hukum VOC — hukum Barat ■— berlaku bagi semua 
orang jang ada didaerah jang dikuasai oleh VOC, adalah suatu 
kenjataan jang tidak hanja terdapat didaerah disekitar kota Betawi 
itu tetapi djuga dibanjak daerah-daerah lain jang dikuasai oleh 
VOC sehingga mendjadi suatu kenjataan umum ! Oleh sebab itu 
Utrecht berani menulis bahwa „Hukum jang berlaku bagi orang 
Indonesia asli di daerah jang dikuasai oleh V.O.C. pada umumnja 
ialah hukum adat, terketjuali — jaitu pada azasnja (karena prak- 
tek berlainan ) — di daerah sekitar kota Betawi” 6.

Kemudian, dalam resolusi tanggal 21 Desember 1708, oleh pim
pinan VOC setjara terus terang diakui bahwa prinsip jang telah 
disebut beberapa kali diatas tadi, dalam praktek tidak dapat diper- 
tahankan — tidak dapat dipertaliankannja itu disebabkan keku- 
rangan alat-alat pemerintah (aparatur pemerintahan) VOC sebagai 
akibat politik VOC jang dititikberatkan pada mentjari keuntungan 
(laba) sebanjak-banjaknja. Dalam bsiku Supomo dan Djokosutono 
dapat kita batja bahwa „resolutie 21 Desember 1708 menetapkan 
untuk segenap Priangan (bagian barat, tengah dan timur) bahwa 
bupati-bupati „„beserta Ombol-ombolnja (jaitu pegawai-pegawai 
asli dibawah perintah bupati) akan tetap mengadili anak buahnja 
bangsa Djawa dalam perkara sipil dan pidana, dan djuga bangsa 
buiniputera jang merantau didalam daerahnja dan berbuat kesa- 
lalian ditempat itu; pegawai-pegawai kita” — jaitu pegawai-pegawai 
VOC — „tak akan tjampur langan dengan mereka ditempat itu 
dan hanja mengamat-amati supaja segala sesuatu diperlakukan me
nurut hukum serta adat Djawa, jang lebih setudju dengan tabiat

5 Sedjarah politik hukum adat, I, hal. 6.
6 Pengantar dalam hukum Indonesia, I, hal. 201.

122



mereka itu „Resolutie diatas menundjukkan dengan tegas, bah
wa didalam daerah ini pengadilan asli masih berlaku”  s.

Tetapi biarpun pimpinan VOC didaerah jang dikuasainja, se- 
perli jang dikemukakan oleh Utrecht, „pada umuinnja”  membiar- 
kan orang Indonesia tunduk pada hukum adat, masih djuga dibe- 
berapa daerah tertentu jang dikuasainja itu, sebagai usaha pener- 
tiban dan memeliliara keamanan baginja, VOC, terpaksa, turut- 
tjampur dalam menetapkan hukum bagi orang Indonesia asli. Da
lam Bab IV diatas tadi telah disebut beberapa peraturan perundang- 
undangan jang dibuat oleh VOC jang mereproduksi hukum adat, 
tetapi hukum adat itu dianggap identik dengan hukum Islam (li
hatlah diatas tadi) : Kitab Hukum Mogharraer, Compendium van 
Clootwijck, Compendium Freijer, Pepakem Tjerbon.

Karena peraturan-peraturan tersebut memberi suatu reproduksi 
hukum adat, maka sebenarnja pembuatan peraturan-peraturan itu 
djuga menjimpang dari prinsip bahwa didaerah jang dikuasai oleh 
VOC hukum Barat harus berlaku bagi semua penduduk daerah 
itu.

Pembuatan peraturan-peraturan tersebut memperlihatkan bah
wa pimpinan VOC :

1. masih belum menemukan hukum adat (lihatlah Bab IV diatas 
tadi) sebagai hukum rakjat (volksrecht) —  hukum adat diiden- 
tifikasi dengan hukum Islam atau hukum radja-radja (vorsten- 
recht) dan apabila ada kesempatan hukum adat itu direpro- 
duksi dengan memuat banjak anasir-anasir hukum Barat, se
perti jang ternjata dalam Pepakem Tjerbon

2. mengira bahwa hukum adat itu terdapat dalam tulisan-tulisan 
berupa kitab-kilab hukum — hal ini diperlihatkan djelas da
lam disertasi Soeripto 9

3. inendjalankan suatu politik hukum adat jang — dalam praktek
—  bersifat oportunistis — opportuniteitspolitiek —, jaitu apa
bila keadaan memerlukan sesuatu lain, maka prinsip bahwa 
didaerah jang dikuasai oleh VOC liukum Barat harus berlaku 
bagi semua penduduk daerah itu, ditinggalkan dan ditetapkan

7 Sedjarah politik hukum adat, I, ltul. I I .
8 Sama. . . ,
9 On'icikkelingsgang der rorstenlandsche icetboeken, disertasi L e id en  

1929.
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— setjara mereproduksi — liukum adat bagi orang Indonesia 
atau orang Indonesia tersebut dibiarkan hidup menurut liu
kum adat.

„Lain dari pada itu didalam anggapan V.O.C. liukum adat 
mempunjai kedudukan jang lebih rendah dari pada deradjat hukum 
Belanda. Hal ini dibuktikan oleh resolutie 30 November 1747, jang 
menetapkan aturan-aturan jang akan berlaku untuk Landraad di 
Semarang. Tentang kekuasaan hukum Landraad resolutie tadi me- 
nentukan, bahwa bahkan pengadilan ini berhak untuk mengadili 
perkara-perkara „„djika mungkin terdjadi ada perkara-perkara si- 
pil atau pidana antara orang-orang Djaiva” ” , akan tetapi „„segala
perkara jang lertjampur ..........................  antara orang Djaiva dan
orang Belanda ...................... masihlah „„selamanja tetap linggal
dalam kekuasaan Raad van Justitie Semarang .......................

Djadi jang berkuasa mengadili perselisihan antara orang Djawa 
dan orang Eropa ialah badan pengadilan untuk bangsa Eropa, jang 
melakukan hukum, Belanda. Didalam pandangan V.O.C. adalah tak 
selajaknja djika perkara tadi termasuk didalam kekuasaan hukum 
Landraad, dengan akibat, bahwa atas orang Eropa akan diperlaku- 
kan adat.

Sebaliknja orang menganggap tak mengapa dilakukan hukum 
Barat atas orang Indonesia sebab ia mempunjai perkara dengan 
orang Belanda”  to,

H.

Sesudah VOC dibubarkan maka pemerintahan atas „Aziatisclie 
bezittingen en etablissementcn”  dari Bataafse Republiek —  Negeri 
Belanda pada saat itu merupakan suatu republik —  diteruskan oleh 
Raad der Aziatische bezittingen en elablissemenlen —  disingkat- 
kan : Aziatische Raad. ,,'Telah pada waktu penghabisan hidupnja 
V.O.C. terdengar beberapa suara, baikpun dari kalangan V.O.C. 
sendiri, maupun dari luar V.O.C., jang mengupas susunan peme
rintahan V.O.C. dan menundjukkan, bahwa haruslah diadakan pe- 
robahan-perobahan jang akan memperbaiki segala keburukan dan 
keketjewaan jang melekat pada pemerintahan V.O.C. Semua ke- 
djelekan ini adalah akibat dari tergabungnja dua matjam sifat

10 Sedjarah politik hukum adat, I, hal. 31-32.
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V.O.C. sebagai badan perniagaan dan badan pemerintah. Dengan 
terdjaluhnja kekuasaan didalam tangan suatu negara (staat) „„de 
Bataafsclie republiek” ” , timbullah pengliarapan, bahwa akan dila- 
kukan pemerintahan jang akan dilepaskan dari pada kepentingan 
•dagang. Lagi pula, akan diadakan perobahan-perobahan jang akan 
memperbaiki nasib djadjahan dan penduduknja”  n . Djadi, tu°-as 
jang didjalankan oleh Aziatische raad dilipnti oleh suatu diiwa 
baru !

Dasar pengadilan bagi orang Indonesia ditentukau dalam pa
sal 86 dari Charier (regeringsreglemenl) voor de Aziatische bezit- 
l ingen van de Balaafschc Republiek jang disalikan oleh pemerin
tah republiek tersebut pada tanggal 27 September 1804 dan jan<* 
terkenal dibawah naina singkat : Charter tahun 1804. Menurut ke- 
lenluan tersebut maka ,,Susunan pengadilan untuk bangsa bumipu- 
tera akan tetap linggal menurut hukum serta adat mereka. Peme
rintah Hindia akan mendjaga dengan alat-alat jang pantas, supaja 
dalam daerah jang langsung dikuasai oleh pemerintah sedapat-da- 
patnja tersapu. segala perbuatan sewenang-wenang jang masuk de
ngan dinm-dium, jang berlaivanan dengan hukum serta adat anak 
negeri; lagi pula diiclitiarkan supaja anak negeri banjaknja Pe- 
ngadilan-pengadilan Negeri atau Pengadilan pembantu; kemudian 
ditentang segala pengaruh jang buruk dari kekuasaan politik apa- 
pun djuga”  3-.

Apakah, kemudian, Daendels menjesuaikan hukum jang berla
ku bagi orang Indonesia dengan apa jang diperintahkan dalam pa
sal 86 Charter tahun 1804 jang meinperlihatkan djiwa baru tersebut 
diatas ? Oleh Supomo dan Djokosutono dikemukakan bahwa Daen- 
*lels, „ w a l a u p i m  menganggap, bahwa hukum adat diliinggapi bebe
rapa k e k e l jewaan (teruiama tentang hukum pidana), merasa segan 
untuk mengganti hukum adat itu sekali gus dengan hukum Eropa, 
seperti menurut katanja : dengan tak memperdulikan hukum adat
humiputera dan menggantinja sekaligus dengan suatu susunan ke- 
hakiman jang baru jang sekali-kali tak dikenal oleh orang Djaiva” ”  
(,,„met verzaking der ini. wetten en gebruiken daarvoor (hukum 
adat) in eenmaal en nieuw cn aan den Javaan gelieel vreemd stelsel 
van reglsoefening wierd gesubstitueerd” ” ) (perkaatan Daendels).

 ̂1 Sedjarah politik hitkum adat, 1, hal. 33.
12 Dikulip pada Sedjarah Politik hukum adat, I, hal. 35.
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Maka dari pada ilu Daeudels memilih sualu djalan pertengahan. 
jaitu pada pokoknja hukum adat akan diperlakukan untuk bangsa 
Indonesia, hanja liukum adat haruslah lidak dipakaikan djika 
hukum ini berlawanan dengan perintali jang diberi kemudian 
alau perintali umum ataupun bertentangan dengan dasar-dasar uta- 
ma dari keadilan dan kepatutan ataupun djika oleh karenanja da
lam perkara hukum siksa tak tertjapai kepentingan jang besar
dari keamanan umum .......................” ” („„wanneer dezelve legeu
latere en algemeene beveelen der liooge overheid of legen de eerste 
beginselen van regt en billijkheid indruischen, of wanneer daardoor 
in lijfstraffelijke zaken het groote but (ten rechte : nul) der alge
meene veiligheid .......................  niet kan worden verkregen” ” ) (per-
kataan Daendels, terdapat didalam De Haan IV, hal. 851).

B e r d a s a r k a n  atas anggapan diatas, oleh Daendels d i p u l u s k a n  

bahwa, walaupun „„bangsa bumiputera di Djawa masih tinggal te
tap dibiarkan memakai hukumnja serta tjara-tjaranja sendiri da
lam perkara, dan oleh karena itu Landraad-landraad serta L a n d g e -  

rechten wad jib ikut menurutnja” ”  („„de Ini. op Java vooralsnog 
bij zijne eigen wetten en form van regtspleging wordt gelaten en
de respectieve landraden en landgeregten ...........................  uit dien
hoofde zullen verpligt zijn, dezelve mede te agtervolgen” ” ) , hukum 
adat tak akan diperlakukan :

1. djika oleh karena itu, sipendjahat dapat menarik diri dari liu- 
kumaiuija; oleh sebab itu keadilan harus dituntut atas nama 
Pemerintah djika hal ini tak dilakukan atau tak dapat dila- 
kukan oleh orang biasa;

2. djika liukuman jang ditetapkan dalam hukum ilu tidak sebati- 
ding dengan kedjaliatan itu ataupun Iak ljukup untuk mendja
ga keamanan umum; dalam ini pengadilan harus menetapkan 
hukuman menurut keadaan perkara;

3. djika menurut atjara jang terdapat dalam hukum ilu lak mung- 
kin terdapat bukti atau keinsjafan hakim; maka pengadilan 
diberi kuasa untuk menambah perbaikan dalam atjara perkara 
bumiputera menurut permufakatan dan menurut tjontoli dari 
hukum umum serta praktijk, djika ia mungkin dilakukan”  13.

13 Sedjarah politik hukum adat, I, hal. 48 -49.
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B o m ib l.  „<lj«l«n p « le n Sahan" juug Jiluudjuk oleh Daendefa,
- iU„ meinbiarkan orang Indoxe.ia .d ap  Lmduk pada hukum p r .v a t

adal dan jang memberi kclcluasan besar kepada hakim dalam me- 
muUiskan perkara-perkara pidana.

Ri«aimanaka'li praktek  pengadilan jang harus memperhatikan 
C adat itu? Oleh Supomo dan D j o k o s u t o n o  d i k e m u k a k a n .  

hukum a . iig)ah_ tak terdapat bahan-bahan untuk mengetahui, 
bahwa ’^akah0peramran.peraturan dari Daendels didalam praktijk- 
baS--1”ehn badan-badan pengadilan diperlakukan. Misalnja apakah 
ni a °  ^ atlan pengadilan didalam praktijk banjak atau tidak banjak 
i>a<l aU"ie ,̂rab;iikaii (op zij zetten) hukum adat, oleh karena diang- 
kali tangan dengan „ „ d a s a r - d a s a r  dari pada keamanan umum” ”
gap »er ^  vaJl aigemeene veiligbeid” ” ) atau „„dasar-dasar kc-
(„rrPrin^  kepatutan” ”  (beginselen van regt en billijkheid” ” ) ? H a -  

aili'an * urut pendapat Mackay, hal. 123 : „„Daendels tak mem- 
njalak m j ang penting dalam hukum penduduk jang berasal
b « at PCI . g elanda, dan djuga lidak dalam hukum anak negeri 
dari ^ eg;ep aenclels dus geene belangrijke wijzigingen in het regt, 
( „ „ B raS ^ur<rer van het moederland, evenmin veranderde liij het 
voor den suatu dalil jang diperkuatkan oleh „„Encyclo-
j„lan JsĈ  r ^}e(ierlandsch Indie” , bag. II, hal. 561 : „„Selama Pe- 
pae'lic vaU |)ael)de)s, boleh dikatakan segala hukum penduduk 
,nei'>nUliian^ M,perli sediakala dan umumnja dilakukan untuk bang- 
tetap ll,l^ a ^ukumnja sendiri serta atjara hukum jang biasa di-
sa leJapi dalam niemmit keadilan perkara pidana tak
pakainia’ a, ^ ukan lagi dnkwa orang jang mendjadi korban atau 
ahan “ di]iarUskan oleh hukum Djawa. Dalam hal ini orang

,„Gedurende het bewind van Daendels werd 
boleh  " ,cn^T ^aterieele recht nagenoeg geliandhaaid on bleven als 
h et b estaantC ga n d er toegepast diens eigen wetten en vormen van 
regel °P dc“  dien verstande, dat voor eene strafvervolging niet 
recbtspleginS’ ”qU zijn ,le klaclit van den benadeelde of diens na-
nxeer ^  van tle siraHen, bij Javaansche wetten bedreigd,
bestaa» tleU afge‘vckenwv>”

w ocht vror pimpinan VOC dahulu, djuga Daendels me-
A ch in g u’ 1 identik dengan hukum Islam, dan djuga Daendels

lihot hukum rendall (kge waardering) terhadap hukum
^ / d i s e b u t  kedua ini temjata dari hal „didalam adat il«- Ha J °

14 Sedjarah poWlfc hukum h  hal. 5*-5S.
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aluran-aturannja Daendels memberi kekuasaan „„kerukunan” ” 
(„„arbitrair” ” ) kepada hakim tentang berlaknnja hukum adat pada 
umumnja, baikpim adat sipil, maupun hukum adat pidana. Aturan- 
aluran tadi menundjukkan, bahwa penghargaan Daendels terhadap 
hukum adat adalah tak besar. Hal ini diperteguhkan pula oleh pe
raturan lain dari Daendels, jang menentukan, bahwa djika orang 
Eropa melakukan kedjahatan bersama-sama dengan orang Djaiva 
asli, maka Raad van Justitie jang berliak untuk mengadilinja, me
nurut hukum Eropa ...............................  Djadi didalam penghargaan
Daendels deradjat hukum Eropa adalah lebih tinggi dari pada hu
kum adat. Beliau ternjata menganggap hukum adat itu tidak t jukup 
baik imtuk orang Eropa”  13.

III.

Dalam Bab IV diatas tadi telah diperkenalkan seorang Inggris 
jang bernama Thomas Stamford Raffles dan jang mendjadi Letnan- 
Gubernur pulau Djawa dari tahun 1811 sampai tahun 1816. Ten- 
tang diri orang tersebut djuga telah diberitakan bahwa —  menurut 
van Vollenhoven — ia mendjadi salah seorang perintis penemuan 
(ontdekking) hukum adat, bersama-sama dengan Marsden dan Craw- 
furd. Tiinbul pertanjaan : apakah jang telah dihasilkan oleh orang 
tersebut dibidang perundang-undangan berliubung dengan liukum 
adat itu ?

Sikaj) Raffles terhadap hukum adat dan lembaga-lembaga sosial 
orang Indonesia jang lainnja telah diperlihatkannja pada waktu 
sebelum ia mendjadi Letnan Gubernur pulau Djawa. „Didalam nie- 
rcntjanakan persediaan „„expeditie” ”  tadi”  —  jailu expedisi ten- 
tara Inggris ke pulau Djawa pada tahun 1811 jang merebut pulau 
Djawa dari tangan orang Belanda — „tangan-kanan Lord Minto 
ialah Thomas Stamford Raffles, seorang pegawai „„Oost-Indische 
Compagnie” ”  Inggris, jang menarik perhatian Lord Minto oleh ka
rena pen get aha an nja tentang kepulauan Indonesia dan penduduk- 
nja.

Pengeluhuan ini diperoleh pada penjelidikan-penjelidikan jang 
dilakukan, ketika Raffles memangku djabatan sebagai „„adjunct- 
secrelaris” ”  dipulau Pinang. Telah dari mulakala Raffles tertarik 
oleh keindahan dan kekajaan kepnlauan Indonesia. Minat ini, ber-

15 Sedjarah politik hukum adat, I, lull. 60.
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hubung dengan benta-berita tentang kelemahan pemerintahan Be
landa di Indonesia, menimbnlkan didalam hatinja keinginan be- 
tapa baiknja, djika negeri tumpah-darahnja menduduki Indonesia
"  "  ,nem! 7 1UaS ® a®aalmja dan memperbaiki perniagaannja 
Terdorong oleh tjita-tjita, Raffles memulai dengan giat mempeladjari 
keadaan bangsa Indonesia dan adat-istiadatnja, jakin bahwa p e L -  
tahuannja pada saatnja akan berguna untuk kepentingan L at
airnja. Saat tadi datanglah, tatkala Lord Minto membutuhkan te' 
naganja.

Raffles diangkat sebagai „„politiek-agent” ”  dan kewadjibannja 
ialah inenguinpulkan bahan-bahan jang akan berguna untuk tertja- 
painja maksud menaklukkan pulau Djawa, teristimewa ian<r
n a i, labial ,,end„d„k ............................ da.ar-da.ar kem akm uraV
dalamnja pengaruh kekuasaan Belanda” ” ( „ „aard der bewonerJ
.......................  de bronnen van welvaart en vertier, en
de mate van invloed van het Hollandsch gezag” ” (Levyssohn No 
man, hal. 23); kedua „„mengabarkan kabar-kabar j an<r mem 
bingungkan diseluruh kepulauan Indonesia” ” („„niet spreiden val 
ee „  net van intrigues over den Archipel” ” (Levyssohn Norm 1 
pada halaman jang telah terkutip). Buah dari pekerdjaan JnL’ 
dilakukan sebagai „„politiek agent” ” oleli Raffles dilukiskan did ° 
Jam beberapa „„memones” ” , jang disampaikan kepada Lord Minto 

Untuk keperluan kita jang terpenting dari isi „ „ memorie8» 
tadi, ialah usul jang dimadjukan oleh Raffles, jang memuat dasar 
dari daja Inggris, jang harus dilakukan terhadap bangsa Indonesia, 
ialah „„menurut daja pemerintahan jang murah liati dan sabar 
terhadap anak negeri, agar mereka terikat hatinja pada pemerintah 
lnggeris’ dan PenSaruh IngSris harus diperkuat benar dikepulauan 
itu, agar Inggris tetap kuat kedudukannja disana, walaupun mung- 
jiin djadjalian ini dikembalikan djika perdamaian Eropa telah ter- 
tjapai” ”  („„eene, milde, verzoenende politiek tegenover den inlan
der te volgen, teneinde hem aan het Engelsche bestuur gerecht te 
maken, en den Britischen invloed in den Archipel zoo hoog te doen 
gtijgen, dat de Engelsclien vasten voet daarin zouden blijven be- 
houden, ook na eene eventueele teruggave der Hollandsclie kolonien 
jjij de herstelling van den Europeeschen vrede” ” ) (Levyssohn Nor- 
inan, hal. 26)” ™.

16 Sedjarah politik hukum adat, I, lial. 63-64.
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Usui Raffles tersebut diatas ini diterima oleh Lord Minto dan 
realisasinja adalah kapitulasi kekuatan Belanda pada kekuatan Ing
gris di Salatiga pada tanggal 4 Agustus 1811. Pandangan politik 
Raffles jang dikemukakannja dalam usul tersebut dan jang saja 
kutip sengadja begitu luas, tidak lagi dilepaskannja dan ditjobanja 
supaja direalisasi pada waktu ia mendjabat Letnan-Gubernur pulau 
Djawa.

Raffles adalah seorang anak zamannja (een kind van zijn tijd), 
jaitu zaman liberalisme. Ia sangat membentji feodalitet. Oleh sebab 
itu segala „bangunan-bangunan V.O.C. jang masih dipertahankan 
oleh Daendels, dan jang tak sesuai lagi dengan aliran zaman, oleh 
karena termasuk didalam zaman „„biadab feodal” ”  ( feudal bar
barism —  perkataan Raffles), sebagai „„padjak jang dibajar dengan 
benda serta perburuhan” ”  („„contingenten, verplichte leverantien, 
cn heerendiensten” ” ) ”  17 harus dilenjapkan selekas-lekasnja.

„Akan tetapi, „ „ nothing must be done that is not mature be
cause the exchange is too extensive to be suddenly or ignorantly 
a t t e m p t e d (perkataan Lord Minto, terdapat didalam buku Raffles 
„„Substance of a Minute on the Introduction of an improved system 
of Internal Management and the establishment of a Land rental on 
the Island of Java” ” , hal. 5).

Maka dari itu harulsah diadakan penjelidikan terdahulu untuk 
memperoleh „„a  correct information, and an adequate knowledge 
of the state of society amongst the Native Inhabitants” ” (Raffles 

Substance of a Minute” ” , hal. 173).
Sebelumnja penjelidikan tadi dapat diselesaikan, susunan pe- 

merintahan lama dan bangunan-bangunannja buat sementara waktu 
akan dilandjutkan, dengan kemungkinan untuk mengadakan pero- 
bahan jang oleh karena sangat perlunja tak dapat dilambatkan (uit- 
gesteld)”  18.

Demikianlah haluan politik jang hendak dilakukan oleh Raffles, 
jaitu haluan politik jang diarahkan kepada „„menurut daja peme
rintahan jang murah hati dan sabar terhadap anak negeri, agar 
mereka terikat hatinja pada pemerinath Inggris” ”  dan jang didjiwai 
pula oleh pengaruh „„aliran-aliran fikiran jang berdasar kemanu- 
siaan jang semendjak penghabisan abad ke-18 tersebar dari Eropa” ”  
(„„d e  sedert het einde van de 18e eeuw uit Europa overgewaaide

17 Sedjarah politik hukum  adat, I, hal. 65.
18 Sedjarah politik hukum adat, I, hal. 65-66.
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humanit.aire beginselen” ” ), „„filsafat bam dari peri kemanusiaan” ”  
(„„de nieuwe wijsbegeerte der philantropie” ” ) (Schrieke ,„,De In- 
landsclie hoofden” ” , hal. 29)”  19.

Unsur jang kedua ini dari haluan politik jang hendak direa- 
lisasi oleh Raffles, „mendorong Raffles untuk memperlindungi ke
pentingan rakjat dan raelenjapkan pengaruh kepala-kepala bangsa 
Indonesia atas rakjat atau sedikit-sedikitnja mengurangi kekuasa- 
annja. Didalam pemandangan Raffles pengaruh kepala-kepala rakjat 
adalah djelek sekali. Raffles mentjela sangat politik pemerintah
V.O.C. jang membiarkan „„the cultivators of the soil .......................
to be vassals to the various intermediate authorities, the Regents,
Demangs, and other native officers ...............................  Where the
will of the lord was the paramout law, his vassals could only have 
depended on his natural goodness of disposition for being equitably 
treated. No remedy was afforded where the reverse was the case, 
and they possessed, in short, no security, no freedom, whatsoever” ”  
(Raffles „„Substance of a Minute” ” , hal. 156/157). Untuk mentjegah 
tindakan sewenang-wenang, maka sebagai dasar („„principle” ” ) di- 
tentukan oleh Raffles, bahwa „„the undue influence and autho
rity of the Native Chiefs have been restricted” ”  (fatsal 1 dari 
„„Proclamation, declaring the principles of the intended change 
of system” ”  tertanggal 15 Oklober 1813)” 20 dan, disamping itu, 
„„Raffles hendak menghubungkan badan pemerintah jang terdiri 
atas orang Barat dengan penduduk, dengan melangkahi kepala- 
kepala anak negeri” ”  („„Raffles wilde het Europeesche bestuur in 
direct contact met de bevolking brengen, met uitschakeling van de 
Hoofden” ” ) (Schrieke „„Kepala anak negeri” ”  („„D e Inlandsche 
hoofden” ” ) hal. 77; lihatlah djuga hal. 29)”  21.

Tetapi usaha Raffles merealisasi segala tjita-tjita progresif ini, 
ditempatkan dibawah antjaman „„perasaan nasionalismenja jang 
keterlaluan” ”  (««zijn overprikkeld nationaliteitsgevoel, een patrio- 
tisme a outrance” ” ) (Levyssohn Norman, hal. 49) ” 22. Akibat „pe- 
rasaan nasionalisme jang keterlaluan”  jang ada pada Raffles itulah, 
maka adalah ia „dengan menutup mata memandang segala ba-

19 Sedjarah politik hukum adat, I, hal. 67-68.
20 Sedjarah politik hukum adat, I, hal. 68.
21 Sedjarah politik hukum adat, I, hal. 67.
22 Sama dengan noot 20.
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ngunan-bangunan jang dilangsungkan oleh bangsa lnggeris didalam 
djadjahannja, mitsalnja India, sebagai barang jang sempurna, ter- 
letak diluar ijelaan orang.

Didalam pembangunan pemerinlahan baru, Raffles melihat se
gala hal „„dengan katja mata hukum lnggeris” ”  („„m et een Engels 
rechtsoog” ” ) (Logemann „„De functie van de bestuursdienst” , lial. 
12), dan terdjadilah seringkali pertempuran antara dua sifat terse
but diatas, dan bertentangan dengan kepentingan rakjat Indonesia 
diadakan olehnja peraturan-peraturan jang bermaksud untuk mem- 
bangkitkan bangunan-bangunan lnggeris didalam masjarakat Indo- 
nesia —s.

Ada lagi satu penghalang bagi dilaksanakannja setjara efficient 
haluan politik Raffles tersebut diatas, jaitu hal Raffles adalah 
„„orang jang dapat banjak berteori dalam pelbagai rupa” ”  (,,„de 
man, die zooveel en invelerlei theoretische bespiegelingen kon hou- 
den” ” ) (Heeres dalam „„Nederlandsch Indie” ” , hal. 377).

Kegemaran Raffles ini niembawa akibat, bahwa „„Rafflcs mem
buat uraian theorie jang mendjadi ukuran dari pada peraturan- 
peraturannja” ”  („„Raffles’ theoretische beschouwingen tot maatstaf 
zijner regeling deed slrekken” ” ) (Mackay, hal. 318) sehingga Raffles 
seringkali menentangi maksud panitia-Mackenzie”  —  jaitu panitia 
jang dikepalai oleh kolonel Mackenzie jang bertugas „mengadakan 
penjelidikan atas masjarakat Indonesia dipulau Djawa”  24 dan, ber- 
dasarkan hasil penjelidikan itu —  „memberi pedoman kepada pe
merintah, djika akan mengadakan peraturan-peraturan. Raffles, jang 
mengutamakan „„theorie” ” , kerap kali mengabaikan bahan-bahan 
jang dikumpulkan oleh panitia-Mackenzie. Oleh Raffles lianjalali 
diambil bahan-bahan jang dapat membuktikan „„theorienja” ” , jang 
telali ditjiptakan didalam bentuk jang pasti terdahulu. Hal ini 
menjebabkan baliwa peraturan-peraturan jang diadakan oleh Raffles, 
kebanjakan tak bersandar pada keadaan didalam masjarakat jang 
njala, dengan akibat baliwa peraturan-peraturan tadi hanjalah ber
arti sebagai „„prraturan diatas kertas jang tak berlaku” ”  (doode
letter)”  ss.

Perlu diljalat disini baliwa peraturan-peraturan Raffles menga- 
dakan banjak perubahan dalam susunan badan-badan pengadilan
— tentang hal ini saja mempersilakan pembatja melihat halaman-

23 Sedjarah politik liukum adat9 I, lial. 68-69.
24 Sedjarah politik hukum adat, I, hal. 66.
2 5  Sedjarah politik hukum  adat, I , hal. 69.
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halaman 67-77 buku Supomo dan Djokosutono Sedjarah politik hu
kum adat, I — telapi, sebaliknja, hampir tidak mengadakan peru
bahan dalam hukum niateriil jang didjalankan oleh badan-badan 
pengadilan itu. Pada umumnja dalam perkara-perkara antara orang- 
orang Indonesia didjalankan hukum adat. „Akan tetapi oleh Raffles 
dianggap perlu untuk mengadakan sjarat („„voorwaarde” ” ) tentang 
berlakunja liukum adat, jaitu bahwa hukum adat tak boleh ber
tentangan dengan „„the universal and acknowledged principles of 
natural justice” ”  atau dengan „„thc acknoivledged principles of sub
stantial justice” ”  26.

Bagaimanakah penghargaan Raffles terhadap liukum adat itu ? 
„Apakah menurut kejakinan Raffles hukum adat mempunjai dera- 
djat jang sama tinggi dengan kedudukan hukum Eropa ?

Untuk mendjawab perlanjaan ini, baiklah kita memperbedakan 
antara hukum adat pidana dan hukum adat sipil.

Didalam lapangan liukum pidana terdapatlah utjapan Raffles 
jang akan dipergunakan sebagai penundjuk, walaupun sangat lemah, 
untuk mendjawab pertanjaan diatas.

Raffles mentjela sangat peraturan pemerintah Belanda didalam 
lapangan pengadilan pidana, jang membiarkan sahadja, bahwa „„the 
native form and law was left to take its course, with all its bar
barities and tortures” ”  („„History of Java” ”  I, hal. 289).

Jang dimaksudkan ialah, bahwa Daendels mengesahkan hu
kuman sebagai „,,membakar hidup-hidup, serta menikam dengan 
keris” ”  (verbranden” ”  dan „„krissen” ” ) .

Terang, bahwa hukuman jang didjatulikau menurut hukum 
adat, ditjela dengan sangat oleh Raffles. Apakah dari ketentuan 
ini dapat dilarik kesimpulan terhadap hukum adat pidana, tak 
dapat didjawab.

Terhadap hukum adat sipil, adalah lebih sukar untuk memberi 
djawaban atas pertanjaan jang dimadjukan diatas. Tak terdapat 
utjapan langsung dari Raffles, jang mengenai hukum adat sipil. 
Hanja dengan djalan menarik kesimpulan kita dapat mengira, ba
gaimanakah penghargaan Raffles terhadap hukum adat sipil.

Diatas telah diuraikan, bahwa, djika salah seorang dari fihak 
jang berselisili, baikpun fihak penuntut, maupun jang dituntut, 
adalah orang Eropa, maka perkara harus diadili oleh ,,„Court of 
Justice” ” , jang melakukan hukum Eropa.

26 Sedjarah politik hukum adat, I, hal. 79.
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Didalam aturan ini mungkinlali tersimpul ketakutan Raffles, 
bahwa atas orang Eropa akan diperlakukan hukum. adat oleh badan- 
pengadilan untuk bangsa Indonesia, dan oleh karena ketakutan ini, 
maka perkara diserahkan kepada badan-pengadilan Eropa.

Dari uraian diatas teranglah bahwa hukum adat menurut per- 
nganggapan Raffles tak mempunjai deradjat jang setinggi dengan 
hukum Eropa; hukum adat jang dianggap hanja baik untuk bangsa 
Indonesia, akan tetapi tak patut, djika diperlakukan atas orang 
Eropa”  27.

IV.

Dengan maklumat tertanggal 19 Agustus 1816 dipermaklumkan 
dengan resmi bahwa kekuasaan atas Indonesia telah dipindahkan 
dari tangan Letnan-Gubernur John Fendall, pengganti Raffles pada 
tanggal 12 Maret 1816, jaitu dari tangan Inggris, kedalam tangan 
tiga Komisaris-Djenderal, jaitu kedalam tangan Belanda 28.

„Pemerintah-agung dinegeri Belanda mengakui, bahwa tak 
dapat diketahui keadaan djadjahan jang njata dibawah pemerin
tahan lnggeris. Untuk menjusun pemerintahan baru, haruslah di
ketahui sungguh-sungguh keadaan masjarakat jang telah terdapat, 
dan untuk hal ini haruslah diadakan penjelidikan lebih dahulu.

Maka dari itu, oleh Comissarissen-Generaal diumumkan pe- 
ngakuan sah buat sementara waktu terhadap peraturan-peraturan 
pemerintah lnggeris. Baru setelah diadakan penjelidikan, akan di
adakan perobahan-perobahan jang dianggap perlu.

Teristimewa terhadap lapangan kehakiman „„Commissarissen- 
Generaal” ”  berpendapat, bahwa ia mungkinlah dengan segera me
ngadakan perobahan-perobahan jang „„pasti, tetap” ”  (defin itief). 
Pendapat ini disebabkan, oleh karena pembesar-pembesar tadi ber- 
kejakinan, bahwa „„dasar jang berlaku untuk bangsa Eropa dinegeri 
ini, jakni persamaan dengan susunan hukum dinegeri Belanda, se
karang djuga harus didjalankan („„het beginsel, dat steeds voor 
de Europeesche wetgeving hier te lande had gegolden, n.l. overeen- 
stemming met de wetgeving in Nederland, ook thans weer moest 
worden in toepassing gebracht” ” ) ( Van Helsdingen „„Sedjarah pe- 
ngumpulan hukum (codificatie) Hindia Belanda” ”  („„Geschiedenis 
der Ned. Indische Codificatie” ” ), hal. 43).

27 Sedjarah politik hukum adat, I, hal. 81-82.
28 Sedjarah politik hukum adat, I, hal. 84.
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Oleh karena pemerintah-agung dinegeri Belanda baru sibuk 
berdaja-upaja untuk memenuhi fatsal 100 Ned. Grondwet, jang ber- 
bimji : „„Akan diadakan suatu kitab undang-undang umum, tentang 
hukum sipil, hukum pidana, tentang perdagangan serta tentang su- 
sunan pengadilan dan atjara perkara” ”  (,„,Er zal worden ingevoerd 
een algemeen wetboek van burgerlijk regt, van lijfstraffelijk regt, 
van den koophandel en van de samenstelling der regterlijke magt 
en de manier van procedeeren” ” ), dan usaha tadi belum dapat 
diselesaikan „„Commissarisseu-Generaal” ”  berpendapat „„lebih baik 
menunggu peraturan jang akan diadakan dinegeri Belanda” ”  („„dat 
het raadzaam was de regeling, welke in het moederland zou plaats 
vinden, af te wachten” ” ) (Hoek, telah dikutip dimuka, hal. 236) 
sebeluni mengadakan perobahan-perobahan jang definitief.

Benar (weliswaar), terhadap bangsa Indonesia kepada „„Com- 
missarissen Generaal” ” diberikan kekuasaan untuk mengadakan 
perobahan-perobahan tersendiri didalam lapangan kehakiman, ter- 
lepas dari peraturan untuk bangsa Eropa, sebagai jang tertera di
dalam fatsal 17 „„instructie” ”  3 Januari 1915 : „„Selandjutnja me
reka harus memeriksa kembali undang-undang serta kebiasaan ten
tang administrasi pengadilan buat anak negeri, dan membuat pera
turan-peraturan tentang hal itu jang menurut pendapat mereka baik 
dan perlu untuk melakukan keadilan serta untuk menurut maksud 
dari Reglement” ” („„Zij zullen voorts hun werk maken van het 
revideren der wetten gewoonten opzigtelijk de Administratie van 
de Justitie bij den Inlander, en daaromtrent zoodanige bepalingen 
daarstellen als zij, tot goede oefening der Justitie en naar de be- 
doeling van het Reglement, zullen vermeenen nuttig en noodig te 
zijn” ” ), akan tetapi menurut anggapan „„Commissarissen-Generaar’”  
aturan-aturan untuk bangsa Indonesia hanjalah dapat dipandang 
sebagai ketjualian dari aturan-aturan jang berlaku bangsa Eropa 
(Lihatlah Logemann ,„;Over Indie’s staatsorde voor 1854” ” , hal. 30 :
„„balvwa ..........................  segala jang lain, djadi djuga pengadilan
untuk bangsa bumiputera dibuat sebagai ketjualian dari pada ke
kuasaan dari Raad van Justitie („„dat, ................... alle overige,
dus ook de Inlandsche rechtspraak als uitzondering op de compe-
tentie van de Raden van Justitie was geconstrueerd ....................... ” ” )•
Hal ini dapat dibuktikan dengan peraturan jang termuat didalam 
fatsal 17 „„Instiuctie voor de Raden van Justitie in Ned. Indie , 
Staatsblad 1819 No. 20 : „„Raad van Justitie itu dibuat sebagai
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hakim umum dan biasa untuk mengadili perkara sipil dan perkara 
pidana, walau bagaimanapun besarnja, dalam pemeriksaan pertama 
pada daerah jang ditundjukkan padanja masing-masing, terketjuali 
djika mengenai orang-orang atau benda-benda jang menurut pera- 
luran umum atau istimewa harus dikemukakan dengan langsung 
atau diadukan pada Hooggerechtshof, atau ditjabut dari kekuasaan 
Raad van Justitie menurut undang-undang tentang melakukan pe
ngadilan untuk landraad serta pengadilan jang berpindah-pindah 
(badan-badan pengadilan untuk bangsa Indonesia, jang melakukan 
hukum adat)” ”  („„D e Raden van Justitie zijn, elk respectievelijk, 
voor de uitgestrektheid van het hem aangewezen district bestemd, 
om als de algemeene dagelijksche rechter van eersten aanleg in 
het civiele en in het crimineele, onverschillig van welke groote 
aangelegenheid de zaak zij, recht te spreken, voorzooverre het geene 
personen of zaken betreft, welke, volgens algemeene of bijzondere 
bepalingen, hetzij voor het Hooggerechtshof van Nederlandseh-In- 
die, rauwelijks in rechten geroepen en ter kennisse van lietzelve 
gebracht inoeten worden, dan wel, volgens het reglement op de 
rechtspleging voor de landraden en rechtbanken van ommegang, 
aan de judicature der Raden van Justitie zijn onttrokken” ” ) ” 29.

Kutipan jang pandjang ini (jang diambil dari buku Supomo 
dan Djokosutomo Sedjarah politik hukum adat, I) memperlihatkan 
dengan djelas fikiran dasar (grondgedachte) politik hukum jang 
didjalankan oleh Komisaris-Djenderal, jaitu baik politik hukum 
terhadap bagi orang Eropa —  hendak dipertahankannja azas kon- 
kordansi (concordantiebeginsel) 30 maupun terhadap bagi orang 
Indonesia —  dianggap sebagai suatu perketjualian atas azas konkor- 
dansi itu. Sebenarnja, pada prinsipnja (in principe) oleh Komisaris- 
Djenderal diterinia suatu unifikasi hukum di Indonesia 31, jaitu 
satu hukum untuk semua golongan hukum, tetapi jang mendjadi

29 Sedjarah politik hukum adat, I, hal. 86-89. Supomo dan D jokosuto
no meneruskan : ,,Apakah dari aturan tersebut diatas, dapat diambil 
kesimpulan, baliwa Commissarissen-Generaal berkehendak untuk me- 
lakukan hukum Eropa dalam umumnja atas bangsa Indonesia, kita
tak berani menentukan, akan tetapi, bahwa menurut peraturan ter-
sebut diatas peraturun pengadilan untuk bangsa Indonesia dipandung 
sebagai keljualian  dari peraturan jang berlaku untuk lia „gsa Eropa,
tak dapat disnnnkal lnB>” - ,

30 Mengenai azas ini lihatlah Utrecht Pengantar dalam hukum Indone
sia, hal. 196, 215-216.

31 Sedjarah politik hukum adat, I, hal. H9.
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ukuran unifikasi itu adalah hukum jang berlaku di Negeri Belanda. 
Djadi terang, liukum adat telah ditempatkan dibawah antjaman 
akan didesak oleh hukum Belanda !

Tetapi realisasi tjita-tjita tersebut diatas, ditunda „„De- 
ugan memperhatikan, bahwa maupun untuk Hindia Belanda, niau- 
pun untuk Negeri Belanda sendiri, ada kepentingannja supaja 
undang-undang dan peraturan jang dibuat untuk negeri ini sedapat- 
dapatnja dipcrtalikan dengan peraturan-peraturan jang ada dinegeri 
Belanda. Bahwa kilab-kitab undang-undang sipil dan pidana serta 
atjara perkara sipil dan pidana jang akan dipakai dinegeri Be
landa, sampai sekarang belum diperbuat. Oleh karena itu maka 
segala peraturan-peraturan jang tetap di Hindia Belanda, djika lien- 
dak disamakan dengan peraturan dinegeri Belanda, berarti menda
hului, maka lebih baiklah peraturan-peraturan ilu ditunda hingga 
kitab undang-undang untuk negeri Belanda diumumkan” ”  („„In  
aanmerking genomen zijnde, dat het zoo voor Nederlandsch Indie, 
als voor Nederland zelf, van belang is, dat de wetten en bepalingen 
voor deze gewesten daar te stellen, zooveel immer mogelijk in ver- 
band worden gebragt met die, welke in het Vaderland bestaan. — 
Pat de Civiele en Crimineele wetboeken, en die op de manier van 
procedeeren in civiele en crimineele zaken, welke in Nederland 
zullen worden ingevoerd, loL dus verre nog niet zijn gearresteerd. 
Hat dienvolgende alle eindelijke bepalingen in Nederlandsch Indie, 
wil men die naar de Vaderlandsche wetten schoeijen, voorbarig 
zouden zijn, en het integendeel raadzaam is, die te verschuiven, tot 
dat gemelde Wetboeken bekend zullen zijn gemaakt” ” ).

Teranglah, bahwa bersandar atas „„dasar persamaan” ” (con- 
cordantiebeginsel) untuk „„Commissarissen-Generaar” ’ adalah b e 
lum pada saatnja untuk mengadakan „„peraturan tetap” ”  (e inde
lijke bepalingen) djika pembenlukan buku-buku hukum  dinegeri 
Belanda belum selesai.

Akan tetapi, walaupun untuk mengadakan peraturan-peraturan 
jang „„definitief” ”  dianggap belum pada saatnja, „„Commvssarissen- 
Generaal” ”  terpaksalali mengadakan peraturan-peraturan ,„,untuk 
sementara waktu” ”  (provision ed )” ”  32.

Boleh dikatakan bahwa dengan peraturan-peraturan sementara 
ilu , Komisaris-Djenderal mengadakan banjak perubahan dalam su- 
sunan pengadilan —  tcniung lial ini lihatlah buku Supom o dan

32 Sedjarah politik hukum adat, I, hal. 89-90.
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Djokosutono Sedjarah politik hukum adat, I, hal. 93-101 — , tetapi 
dalam hukum materiil jang didjalankan oleh badan-badan penga
dilan diadakan perubahan-pembahan sedikit sekali, terketjuali da
lam hukum penitensier 33.

Tentang liukum materiil jang didjalankan oleh badan-badan 
pengadilan itu lihatlah Ind. Stbl. 1825 nr 42. „„Untuk keperluan 
kita sekarang, tjukuplah menundjukkan dalil jang tersimpul dida
lam bagian-kalimat „„bahwa Raad van Justitie ■—■ serupa dengan 
Landraad — harus menurut liukum adat atau hukum agama dari 
golongan kedua belah pihak jang beperkara atau hanja dari pihak 
jang dituntut” ”  („„dat, evenals de Landraden, de Raden van Jus
titie ...........................  zich zullen gedragen naar de Inlandsche of
godsdienstige wetten enz. van zoodanige Indische natie tot welke 
lietzij beide partijen, dan wel de gedaagde alleen is behoorende” ” ) .

Djadi untuk mendjawab pertanjaan : liukum manakah jang 
akan diperlakukan, berlakulah dalil : hukum dari orang jang di
tuntut (recht van den gedaadgde).

Haruslah dikemukakan disini, bahwa sebagai peraturan jang 
tak tertulis („„ongeschreven regel” ” ) dalil tadi pada masa 1816-1848 
berlaku umum, dan Stbl. 1825 no. 42 hanjalah merupakan suatu 
pendjelmaan dari dalil tadi (lihatlah Kollewijn, telah dikutip diniu- 
ka, Indisch Tijdschrif van het recht, bagian 129, hal. 259/260 ber- 
liubung dengan hal. 262 dan noot 1).

Bersandar atas uraian diatas, dapatlali kita menarik kesini- 
pulan, bahwa djika didalam perselisihan antara orang Indonesia 
dan orang Eropa orang jang dituntut adalah bangsa Indonesia, ma- 
ka hakim jang akan mengadili adalah „„Landraad” ” , dan hukum 
jang akan diperlakukan adalah hukum adat, dan disini nampaklali 
kemungkinan, bahwa atas orang Eropa sebagai penuntut hukum 
adat akan diperlakukan.

Apakah kita dapat mengambil kesimpulan dari fatsal 131 ^ R eg- 
lenient enz.” ”  1819, bahwa didalamnja tersembunji anggapan ten
tang „„persamaan harga” ”  (gelijkwaardigheid) antara hukum adat 
dan hukum Eropa, oleh karena djuga untuk orang Eropa sebacrai 
penuntut dapat diperlakukan hukum adat ?

33 Sedjarah politik hukum adat, I, hal. 101-104.
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Unluk masa 1316-1843 lial ini susah dianggap sebagai mungkin, 
oleh karena keinsjafan tentang isinja hukum adat atas orang Eropa 
seperti tersebut diatas, barangkali tak terlintas dalam pikiran Com- 
missarissen-Generaal”  34.

V.

Supomo dan Djokosutono dalam buku Sedjarah politik hukum 
adat, II 35, memohon perhatian untuk hal ,,Didalam lapangan se
djarah hukum jang berlaku didaerah Indonesia dibawah pemerin
tahan Belanda, tahun 1848 merupakan suatu saat jang penting se
kali” . Demikian djuga Utrecht menjebut „Tahun 1848 mendjadi 
tahun jang sangat penting dalam sedjarah hukum Indonesia”  36. 
Apakah sebabnja ?

Diatas tadi telah kita lihat bahwa Komisaris-Djenderal hanja 
membuat peraturan-peraturan sementara sadja, karena hendak me- 
nunggu hasil kodifikasi nasional di Negeri Belanda, jang hendaknja 
djuga didjadikan berlaku di Indonesia, atau paling sedikit didja- 
dikan tjontoh bagi peraturan-peraturan hukum di Indonesia, sesuai 
dengan azas konkordansi dan azas jang melihat hukum adat itu 
perketjualian atas hukum Eropa. Pada tahun 1838 hasil kodifikasi 
di Negeri Belanda itu telah njata, telah mendjadi hukum positif 
di Negeri Belanda. Djadi, tahun 1838 itu adalah saatnja untuk 
memulai di Indonesia suatu usaha membuat peraturan-peraturan 
tetap — jang mentjontoh hasil kodifikasi di Negeri Belanda — , 
jang akan mengganti peraturan-peraturan sementara tersebut dan 
peraturan-peraturan lama jang lain.

Untuk dapat melaksanakan tugas itu, pada tahun 1830 — djadi, 
sudah delapan tahun sebelumnja — Mr G.G. Hageman, President 
Hoog Gereclitsliof, diberi „kew;gljiban-istimewa”  37 mempersiapkan 
suatu rentjana-kodifikasi di Indonesia.

Bagaimanakah pandangan Mr Hageman dan apakah jang di- 
lakukannja ? Dalam buku Supomo dan Djokosutono Sedjarah po- 
lilik hukum adat, II 38, dapat kita batja :

„Balian-bahan sedjarah hukum jang mengenai masa sekitar 
tahun 1843 tak dapat memberi kemungkinan kepada kita, untuk

34 Sedjarah politik hukum adat, I, hal. 111-112.
35 1954, hal. 1.
36 Pengantar dalam hukum Indonesia, hal. 205.
37 Sedjarah politik hukum ada, II, hal. 1 ],
38 Hal. 13-14.
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mendjawab pertanjaan tadi dengan tegas dan tertentu. Ilanja di
dalam surat-djawaban Mr Hageman, tertanggal 19 Desember 1835, 
atas pertanjaan wali-negeri (landvoogd), bagaimanakah lialnja „„de- 
ngan keadaan pekerdjaan, jang sangat rapat perhubungannja dengan 
maksud pengiriman tuan itu ke Hindia ?” ”  („„met den staat van
het travail, lietwelk ......................  met het doel zijner zending naar
Indie zo nauw verbonden is” ” ) (Van Kan, telah dikutip diatas, hal. 
6), terbajanglah dengan samar-samar (Djawa; lamat-lamat) kepu- 
tusannja terhadap soal, jang sedang kita selidiki ini. Didalam tulisan 
tadi kila mendjumpai baliagian, jang berbunji sebagai berikut : 
„„kebululian jang ainat besar ditempat ini jakni akan adanja suatu 
kitab undang-undang jang dapat diketahui oleh tiap-tiap orang 
dagang, setiap orang apapun djuga atas siapa dan untuk siajia un
dang-undang itu dilakukan serta djuga oleh setiap hakim jang wa-
djib melakukan undang-undang” ”  („„De grote behoefte ...................
bestaal hier in een in de landstaal geschreven wetboek van bur- 
gerlijk recht — daaronder koophandel begrepen —, in een wetboek, 
helgeen ieder koopman, ieder mens op wien en voor wien het wordt 
loegepast, en ieder recliter, die geroepen wordt om het toe te passen, 
kan verstaan” ” ) (Van Kan, lelah dikutip diatas, hal. 8).
Jang menjolok mata ialah, bahwa buku undang-undang liukum 
sipil harus dilidiskan didalam „„LandstaaV’” , jailu bahasa Indo
nesia dan bahasa Djawa. Menurut kebiasaan resmi dari pemerintah 
Belanda hanjalah peraturan-peraluran jang berlaku atau djuga ber
laku untuk bangsa Indonesia, diterdjemahkan didalam bahasa In
donesia dan bahasa Djawa (Lihatlah Immink „„Susunan Kehakiman 
di Hindia Belanda” ” („„De rceliterlijke organisatie van N.I.” ” ), 
Inleiding lial. XXXVI; lihatlah djuga, „„Hasil penjelidikan dari 
pada Staatsraad Sidang Pemerintaj^) jang mendapat perintah pergi 
ke Hindia Belanda („„Rapporten van den Staatsraad, belast met 
ene zending naar N.I.” ) Jhr Mr ILL. Wichers enz” ” , Het Recht in 
N.I. bag. XIII, 1357, hal. 399).

Djadi djika Hageman menulis, bahwa adalah kebutulian ten
tang buku liukum jang disurat didalam „„landstaal” ” , maka dapat- 
lah dikira-kira, bahwa didalam fikirannja Hageman buku liukum 
tadi djuga akan berlaku untuk bangsa Indonesia. Kita menekankan 
pada (nadruk leggen) perkataan „„djuga” ” , oleli karena, berhu- 
bung dengan pernjataannja wali-negeri jang mengenai kewadjiban- 
nja untuk mengusahakan berlakunja hukum baru dinegeri Belanda 
atas daerah Indonesia, jang dengan sendirinja terutama akan dijjcr-
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lakukan atas bangsa Belanda pada clrususnja, bangsa Eropali pada 
umumnja, tak mungkinlah baliwa Hageman hanja memikirkan bu- 
kti hukum melulu untuk bangsa Indonesia.

Jvesimpulannja ialah, bahwa menurut dugaan kita Hageman 
membajangkan suatu persatuan buku hukum (een eenheidswet- 
boek), jang berlaku untuk bangsa Indonesia dan bangsa Eropah 
b< irsama-sama.

Berbaliagia unluk hukum adat, kenang-kenangan Hageman 
tinggallah kenang-kenangan belaka; oleh karena pegawai tinggi 
tadi tak sampai dapat mendjelmakan angan-angannja. Tempo jang 
diberikan kepadanja untuk menjelesaikan kewadjibannja telah ber- 
achir, dan Mr Hageman tinggallah diam tak berusaha. Suruhan 
isLimewa dari penierintah agung dinegeri Belanda ternjatalah liain- 
pa belaka, tak membawa buah sedikitpun”  — Utrecht menulis 
bahwa „Mr H a g e m a  n tidak mampu berbuat apa-apa”  39.

Untuk keperluan kita, jang terpenting dari uraian diatas, ialah 
mengetahui, bahwa didalam riwajat pendahuluan dari politik hu
kum Belanda jang insjaf”  — tentang „politik hukum Belanda jang 
insjaf” terhadap hukuni adat lihatlah dibawah nanti —  „terhadap 
bangsa Indonesia sendi kesatuan hukum (unificatie-beginsel) antara 
bangsa Indonesia dan bangsa Eropah telah menjingsingkan fadjar- 
nja” .

Untuk melandjutkan usaha, jang dalam fase pertamanja gagal 
ilu, pada tahun 1839 oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu ko- 
misi jang bertugas menjesuaikan undang-undang Belanda dengan 
keadaan islimewa di Indonesia40. Sebagai ketua komisi diangkat 
Mr C.J. Scholten van Oud-Haarlem dan sebagai anggautanja diang
kat Mr I. Schneither dan Mr I.F.II. van Nes. Scholten van Oud- 
Haarlem adalah bekas-Presiden Hoog Gerechlshof, Schneither ada
lah bekas-anggauta Hoog Gereclitshof dan van Nes adalah bekas- 
resident daerah Pasuruan. Tugas utama komisi tersebut adalah 
„„mengadakan rentjana jang perlu agar hukum-hukum Negeri Be
landa jang baru terlakukan di Hindia serta mengusulkan hal-hal 
dianggap penting berhubungan dengan jang disebut diatas” ”  („„het 
daarstellen der vereiste ontwerpen 0111 de niewe Nederlandse wet- 
geving voor Nederlands Indie toepasselijk te maken en het doen

39 Pengantar dalam. hukum Indonesia, hal. 206 noot 28.
40 Sedjarah politik hukum adat, II, hal. 16-17. Komisi dibentuk dengan

Koninklijk Uesluit tcrtanggal 15 Agustus 1839.
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van alle zodanige verdere voorstellen, als in verband daarmede 
dienstig zullen worden geoordeeld” ” ) (Immink, telah dikutip di
atas, hal. IV )” 41.

Scholten van Oud-Haarlem mendjiwai segala aktivitet komisi, 
sehingga dapat dikatakan bahwa kodifikasi hukum tahun 1848 ada
lah „buatan Mr S c h o l t e n  v a n  O u d  H a a r l e  m” 42. Oleh 
komisi direntjanakan beberapa peraturan perundang-undangan :
1. „ Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandscli Indie” , 
Ind. Stbl. 1847 nr 23, 2. „Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch 
Indie” , Ind. Stbl. 1847 nr 23, 3. „Wetboek van Koopliandel voor 
Nederlandsch Indie” , Ind. Stbl. 1847 nr 23, 4. „Reglement op de 
Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Nederlandsch 
Indie” , Ind. Stbl. 1847 nr 23, 4. „Enige Bepalingen betreffende de 
Misdrijven begaan ter gelegenheid van Faillissement en bij Kennelijk 
Onvermogen, mitsgaders bij Surseance van Betaling”  (jang tidak 
lagi berlaku) 4S.

Persiapan untuk mendjadikan berlaku peraturan-peraturan ter
sebut di Indonesia, diadakan oleh Mr H.L. Wichers, anggauta Raad 
van State di Negeri Belanda, jang diperbantukan pada Gubernur- 
Djenderal. Tugas Gubernur-Djenderal itu adalah mendjadikan ber
laku peraturan-peraturan tersebut.

Wichers mengadakan beberapa perubahan dalam „Reglement 
op de Rechterlijke Organisatie”  jang direntjanakan oleh komisi- 
Scholten van Oud-Haarlem, dan, selandjutnja, ia merentjanakan 
beberapa peraturan jang dirasa perlu sebagai penambahan hasil 
komisi-Scholten van Oud-Haarlem. Kemudian peraturan-peraturan 
jang direntjanakan oleh Wichers disalikan oleh Gubernur-Djenderal. 
Peraturan-peratui an itu . 6. „Reglement op de Strafvordering voor 
de Raden van Justitie op Java en het Hoog Gerechtshof” , Ind. Stbl. 
1847 nr 40 jo 1849 nr 63e 7. Reglement op de Rechtsvordering voor 
de Raden van Justitie op Java en het Hoog Gerechtshof” , Ind. Stbl. 
1847 nr 52 jo 1849 nr 63, 8. „Reglement op de Uitoefening van 
de Politie, de Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering on- 
der de Inlanders en de Vreemde Oosterlignen” , Ind. Stbl. 1848 nr 
16 jo nr 57 (sekarang, sesudah diubah, berlaku sebagai „Herziene 
Indonesisch Reglement”  (disingkatkan H.I.R.) atau, dengan naina

41 Sedjarah politik hukum adat, II, lial. 17.
42 Kata-kata Mr Utreehl dalam Pengantar dalam hukum Indonesia hal.

206.
43 Dikutip pada Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia, 206.
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Indonesia : „Reglemen Indonesia jang diperbaliarui (Baru)”  (di- 
singkatkan R.I.B.), 9. „Bijzondere Bepalingen ter Verzekering der 
regelmatige Werking van de Nieuwe Wetgeving in de Bezittingen 
buiten Java en Madoera”  (jang tidak lagi berlaku), 10. „Bepalingen 
tot Regeling van enige Onderwerpen van Strafwetgeving, welke een 
dadelijke Voorziening vereischen”  (jang tidak lagi berlaku).

Uniuk dapat mendjadikan berlaku kodifikasi tahun 1843 itu, 
maka Wicliers membuat „Bepalingen omtrent de Invoering van- en 
de Overgang tot de Nieuwe Wetgeving” , Ind. Stbl. 1848 nr 10, jang 
terkenal dibawah nama singkatnja : „Invoeringsbepalingen”  atau 
„Overgangsbepalingen” .

Terang sekali, bahwa kodifikasi hukum di Indonesia pada ta
hun 1348, tidak meliputi hukum jang berlaku bagi rakjat Indonesia, 
jaitu tidak meliputi liukum adat. Tetapi biarpun demikian halnja, 
masili djuga penting diketahui apa jang mendjadi pandangan-pan- 
dangan komisi-Scholten van Oud-Haarlem dan Wichers mengenai 
hukuni adat ilu.

Sebelum menindjau hal tersebut, maka terlebih dahulu saja 
mohon perhatian untuk kesimpulan jang dibuat Supomo dan D jo
kosutono, bahwa „berlainan dengan masa sedjak pemerintahan Ing
gris diganli oleh pemerintahan Belanda sampai tahun 1848 (lihat
lah di muka), maka pada tahun ini penetapan tentang hukum jang 
akan diperlakukan untuk bangsa Indonesia, adalah akibat dari usa
ha penierintah Belanda jang bersandar atas hikmat (politik) hu
kum jang insjaf (bewuste reclitspolitiek). Tahun 1848 dapatlah di- 
pandang sebagai permulaan dari liikmat hukum pemerintah Belan
da jang diinsjafkan terhadap bangsa Indonesia. Setelah tahun 1848 
nampaklah beriurut-turut beberapa usaha pemerintah Belanda, jang 
walaupun berlainan didalam maksud (niotief) dan isinja, semuanja 
timbul dari hikmat hukum, jang dengan sadar ditudjukan terhadap 
bangsa Indonesia (Bandingkanlali Ter Haar ,,„Penjelenggaraan Pe- 
merinlah terhadap hukum seseorang bangsa bumiputra” ”  („„Rege- 
ringszorg voor Inlands privaatrecht” ” ), Ind. Tijdschr. v /li Recht, 
bag. 138, hal'. 714 dsl.)” 44.

Kesim pulan tersebut ditambah dengan keterangan bahwa „M es- 
k ipun kita m endjum pai perbedaan tentang maksud —  dan isinja 
dari usalia-usaha pemerintah Belanda didalam m endjelm akan angan- 
angan hikm at hukumnja terhadap bangsa Indonesia, akan tetapi

44 Sedjarah politik hukum adat, II, hal. 2.
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semuanja diteutukan oleh pedoman, jang dihubungkan semala-mata 
dengan kepentingan pemerintahan Belanda dan mudah diketahui 
dengan sendirinja bertalian djuga dengan kepentingan bangsa B e
landa pada chususnja, bangsa Eropa pada umumnja. Sedang hikmat 
hukum didalam arti jang terbaik berniaksud untuk menjelengga- 
rakan kepentingan rakjat dengan djalan mengadakan peraturan- 
peraturan jang dapat memenuhi kebutulian rakjat tadi, sikap peme- 
rintah Belanda selama masa 1848 sampai 1928 didalam usahanja 
melakukan hikmat hukum terfiadap bangsa Indonesia selalu ineng- 
abaikan sjarat jang terpenting tadi, dan hanja mengukur upajanja 
dengan ukuran kepentingan diri dan bangsanja sendiri. Pada suatu 
ketika adalah kepentingan perdagangan, jang menentukan sikap 
pemerintah Belanda, pada lain saat ialah kepentingan pertanian, 
kepentingan agama Masehi dst. — semuanja terlepas dari pada 
kebutuhan masjarakat dan kepentingan bangsa Indonesia jang ter- 
njata —  jang mendorong pemerintah Belanda didalam daja°-upa- 
janja melakukan hikmat hukum terhadap bangsa Indonesia.

Mudah diinsjafkan bahwa pemerintah Belanda hanjalah dapat 
melihat hukum adat didalam suatu rangka jang sama sekali diten- 
tukan oleh angan hikmat hukumnja, dan terhadap hukum adat 
tepatlah perkataan Van Vollenhoven jang beranggapan, bahwa per- 
sesuaian tentang hikmat hukum pemerintah Belanda terhadap 
bangsa Indonesia didalam masa 1848 sampai 1928 terletak didalam 
pertanjaan, jang berbunji sebagai berikut : „„Apa-apakah jang 
kita, bangsa Eropah, harap-harapkan dari hukum adat untuk ke
pentingan maksud-maksud dari pemerintahan kita serta kepentingan 
tudjuan perekonomian kita ? Apa-apakah jang kita, bangsa Eropah 
dapat perbuat, agar supaja hukum adat dapat kita setudjukan de
ngan susunan dari hikmah pemerintahan kita, ataupun melenjap- 
kannja dari susunan hikmah itu ?” ”  („„W at verwachten wij Euro- 
peanen van het adatrecht voor onze regeringsoogmerken en onze
c.conomische oogmerken ? Wat kunnen ivij Europeanen doen om 
het adatrecht in het kader onzer staatkunde in te passen, of het 
daaruit weg te werken ?” ” ) („„Het Adatrecht v. N.I.” ”  ba". II, 
hal. 815). Oleh sebab sikap pemerintah Belanda berpedoman pada’ 
sjarat-sjarat, jang terletak diluar lingkungan liukum adat, maka 
tak mengherankan, djika didalam melakukan hikmat hukum ter
hadap bangsa Indonesia „„tidaklah mendjadi pertimbangan hal 
kekuatan tumbulmja hukum adat ataupun mereka jan" bersan«- 
kutan (jailu bangsa Indonesia) menolak atau menjetudjuinja’” ’
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(„„naar eigen kiemkraclit van de coutume des ancetres naar weer*
stand of wil tot medewerking der naast-betrokkenen .......................
niet (werd) gevraagd” ” ) Van Vollenlioven, didalam buku dan pada 
lialaman, jang telah dikutip diatas).

Teristimewa pada tahun 1843 dan windu-windu sekitarnja 
pertanjaan tadi tak dapat nampak didalam lapangan pemandangan 
(gezichtsveld) jjemerintah Belanda, oleh karena kemungkinan-ke- 
mungkinan jang tersimpul didalam hukum adat baharulah dapat di- 
ketahui, djika telah tertjapai kefahaman tentang bentuk dan sifat- 
lija hukum adat. Pada tahun 1848 dan beberapa puluh tahun sesu- 
dahnja pengetahuan tentang hukum adat adalah djauh dari sem- 
purna (Lihatlah Van Vollenhoven „„Het adatrecht v. N.I.” ” , bag. II, 
hal. 840: „„Pada waktu pentjiptaan hukum tanggal 1 Mei 1848, ma
ka adat ilu tak dikenal, djadi tak disukai” ”  („„Tijdens de totstand- 
brenging van de wetgeving van 1 Mei 1838 is het adatrecht een on- 
bekende, dus onbeminde grootlieid” ” ) ; lihatlah djuga Idema ,„,Pe
mandangan menurut garis-garis besar dari pada sedjarah hukum ser
ta hikmat pemerintahan Hindia Belanda” ”  („„Overzicht van de In- 
disclie Rechte- en Staatkundige geschiedenis’” ) Koloniale Studien 
1929, bag. I, hal. 63).

Baru pada permulaan abad keduapuluh Masehilah, dengan ter- 
lahirnja ilmu hukum adat oleh karena penjelidikannja Mr C. van 
Vollenhoven, jang „„menemui hukum adat pada permulaan kalinja 
serta mengangkat kederadjat ilmu pengetahuan” ”  (,„het adatrecht 
onldekt en tot wetenshcap heeft verlieven” ” ) ( Van Ossenbruggen 
„„M r Cornelius van Vollenhoven sebagai ahli jang menemui hukuni 
adat pertama kalinja ” ”  (,«,Mr Cornelius van Vollenhoven als ont- 
dekker van liet adatrecht” ” ) Bijdragen t/d  Taal-, Land- en Volken
kunde v. N.I.” ” , bag. 90, 1933 hal. 1 dst. , mulai bertumbuhnja pe
ngetahuan tentang hukuni adat” 45 (tentang hal jang disebut tera- 
cliir ini liliallah Bab IV diatas tadi).

Dalam kutipan jang pandjang ini, digambarkanlah dengan dje- 
las sebab-sebab, tudjuan dan sifat politik terhadap hukuni adat jang 
dilakukan pemerintah Belanda sampai saat „penemuan” hukum 
adat oleh ilmu hukum (tentang „penemuan”  hukum adat itu lihat
lah Bab IV diatas tadi) — bahkan, dibawah nanti, akan t e r l i h a t  

bahwa politik hukuni adat tersebut masih dilandjutkan sampai ta
hun 1928 —, jaitu politik hukum adat tersebut dilakukan setjiara

45 Sedjarah politik hukum adat, II, hal. 3-5.
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sudar (bewust) dan ditudjukan kepada perlindungan terutania 
kepentingan orang Belanda : kepentingan perniagaan, kepentingan 
pertanian, kepentingan agama Kristen, dsb.

Tetapi terdapatlah pandangan-pandangan jang berbeda ten
tang djalan jang harus ditempuh untuk mentjapai tudjuan jang 
lunggal : kepentingan perniagaan orang Belanda, pertanian orang 
Belanda, kepentingan agama orang Belanda, dsb. itu.

Kembali kepada pandangan komisi-Scholten van Oud-Haarlem 
tentang hukum adat, dapatlah saja kutip dari buku Supomo dan 
Djokosutono Sedjarah politik hukum. adat, II 46, bahwa, ,,berlai
nan dengan sikap Mr Hageman, jang telah diuraikan diatas, 
„„maka mulai dari permulaan benar maksud Mr Scholten van Oud 
Haarlem tak akan menodai hukum adat seseorang (sipil)” ”  („„was 
(het) van den aanvang af de bedoeling van Mr Scholten van Oud- 
Haarlem het adat-privaatrecht ongerept te laten” ) (Vollenhoven 
„„Het adatrecht van N.I.” ” , bag. II, hal 543; sesuai dengan Van 
Vollenhoven, Van Kan, telah dikutip diatas, hal 161). Djadi, me
nurut pendapat Scholten van Oud-Haarlem, jang sebagai ketua me
nentukan sikap panitya sebagai badan persatuan, bangsa Indone
sia terhindar dari berlakunja sendi persamaan hukum (unificatie- 
beginselen), jang termaktub didalam perintah pemerintah agung di
negeri Belanda” 47.

Disamping pendapat Scholten van Oud-Haarlem tersebut adalah 
suatu pendapat jang setjara lebih positif lagi melindungi hukum 
adat, jaitu pendapat J. van der Vinne, „„wakil jang mengerdjakan 
pekerdjaan pemimpin Keuangan Negara serta Tanah-tanah Negara” ” 
(,,„waarnemend directeur van ’s Lands middelen en domeinen” ” ) 
dan „„serta wakil jang mengerdjakan pekerdjaan pemimpin umum 
Keuangan Negara” ” („„waarnemend directeur-generaal van Finan- 
cien” ” ) jang dengan ,„,beristirahat („„verlof” ” ) berada dinegeri 
Belanda”  48 dan jang pada waktu ,,verlof di Negeri Belanda itu

46 Hal. 17-18.
47 Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia, hal. 206 noot 29 • Pen

dapat Mr S c h o l t e n  v a n  O u d  H a a r l e m  ialah hukum” adat 
belum dapat dikodifikasi. Ictapi di samping pendapat tersebut ada 
djuga aliran-aliran jang berlainan” . Batjalal, djuga Sedjarah politik 
hukum adat, 11, lial. 04-59 (penghargaan Scholten van Oud-Haarlem 
terhadap hukum adat ternjata dari konsepsi jang dibuatnja tentang 
„vrijwillige onderwerping”  pada hukum Eropa).

48 Sedjarah politik hukum adat, II, hal. 19.
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diangkat sebagai anggauta luar biasa Raad van State49. „Peman- 
dangan anggauta-luar-biasa-ahli ini, jang mendjadi pedoman untuk 
pemerintah agung. J- van der Vinne, jang melupakan (over het 
hoofd zien) fatsal 6 (rentjana-A.B.) Peraturan dasar dari Undang- 
undang, mengira bahwa rentjana-rentjana panitya-Scholten van Oud- 
Haarlem jang sesuai dengan sendi jang termaktub didalam perin- 
tah pemerintah agung didasarkan atas buku-buku hukum, jang ber
laku dinegeri Belanda, djuga akan melingkungi bangsa Indonesia.

Maka dikemukakan olelinja beberapa keberatan-keberatan, jang 
terutama bersandar pada anggapan, bahwa bukiun Belanda akan 
djanggal (niet geeigend) „„buat suatu negeri jang mempunjai pen
duduk berdjuta-djuta manusia jang bukan beragama Nasrani dan 
penjembali berhala jang mempunjai pelbagai agama serta adat is
tiadat sedangkan penduduknja jang beragama Islam amat besar 
kesetiaannja pada sendi-sendi agamanja serta undang-undang dan 
adat kebiasaan mereka jang tertulis” ” („„voor een land bewoond 
door millionen mensen uit lieidenen en onchristenen van allerlei 
godsdienst en verschillende zeden bestaande, die, wat de Mohamme- 
daansche bevolking betreft, onwankelbaar gehecht is aan hare gods- 
dienstinstellingen en eigen besclireven wetten en gewoonten” ” ), se
hingga diperlakukannja hukum Belanda akan berarti „„suatu pe
langgaran atas hak-hak, adat istiadat dari pada golongan penduduk 
jang bukan bangsa Eropah, serta pemetjahan dari beberapa banjak 
bungunan-bangunan hukum, undang-undang serta adat-adat jang 
berlainan satu dengan jang lain berhubung dengan tempat atau 
daerah ataupun golongan manusia (orang-orang di Hindia” ”  („„ene 
ingrijping in de recliten, gewoonten en zeden der niet-Europese be
volking en ene losschroeving van zovele naar gelang van localiteit 
en personen van verschillende inriclitingen, bepalingen en costumen 
in Indie” ” ) ( Van Kan, telali dikutip diatas, hal. 37).

Meslcipun kupasan (critiek) Van der Vinne tak mengenai sa- 
sarannja (doelwit), akan telapi mempunjai pengaruh djuga jang 
tak sedikit arlinja untuk kedudukan hukum adat” so.

49 Sama.
50 Seiljarnh nolitil- liukum. adat, II, hal. 19-20. Pada halaman-lialainan 

29-31 dapat kita batja balnva „Van der Vinne me.megang teguh sendi 
susunan pengadilan, menurut mana orang-orang Indonesia diadili oleh 
bndan pengadilannja sendiri. Bersandar satas sendi ini, maka djuga, 
djika alas orang Indonesia hukum Eropah akan diperlakukan, masih- 
lali badan pengadilan untuk bangsa Indonesia tudi jnng berhak me- 
ngadilinja.
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Oleh karena badan pengadilan unluk bangsa Indonesia lerdiri alas 
hakim-hakim, jang inemangku pokok-djabatan (h oofd fu n ctie ) dida
lam lapangan pangrch-pradja, maka jang akan melakukan liukum 
Eropah alas orang Indonesia ialah pegawai-pegawai pangreh-pradjn 
(besluurs-amblenaren). (Lihatlah Van Kan, telah dikutip diatas, lial. 
4 3 ). Disinilah letaknja sumber keberatan Van der Vinne terhadap 
berlakunja hukum Eropah atas orang Indonesia. Pegawai tinggi in* 
merasa takut, bahwa, djika kepada hakim-pegawai-pangreh-pradja d i- 
serahkan kewadjiban untuk mendjalankan hukum Eropah, —  hukum  
jang masih asing bagi pegawai-pegawai tadi, sehingga untuk menge- 
nalnja dengan faham akan memakan tempo jang lama — , akan ter- 
lantarlah pokok-pekerdjaannja  sebagai pegawai-pangreh-pradja, jang 
pada masa itu liampir semata-mata mengenai pemungutan padjaktanah 

,landrente” ”  dan/atau pengawasan atas berlakunja dengan s e m p u r -  
na „„kew adjiban membajar padjak dengan pekerdjaan wadjib, per- 
gerakan sebagai dari liasil tanaman serta kewadjiban menanam ta- 
namau jang disuruh oleh pemerintah ,,„Cultuurstelsel” ”  (Lihatlah. 
tentang riwajat „„landreiileslelsel” ”  bukunja S. van D eventer I. Ss. 
„„Sum bangan untuk mengetahui susunan pertanian dipulau Djawa” ”  
( „ , ,Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java” ” ) ,  dan 
tentang „„cultuurstelser’”  karangannja Clive Day ,„ ,Politik serta usa
ha ncgara dari orang Belanda dipulau Djawa” ”  ( „ „T h e  policy and 
administration o f the Dutch in Java” ” ) dan Mr N.G. Pierson  „ „ K o -  
lonialc politik” ”  lihatlah djuga „ „ Beberapa petikan dari tindjauan 
umum oleh Comm. Generaal v.d. Bosch” ”  („ „E n ig e  zakclijke extrac- 
ten uit een algemeen overzicht door Z.E. den Commissaris G en era a l 
van den Bosch” ” ) ,  terdapat didalam Bijlage A dari St. 1834 No 2 2 ) ,  
dan pada kesempurnaan diperlakukannja bangunan-bangunan tadi -— 
lerislimewa ,„,Cultuurstelsel” ”  —  tergantunglah keadaan keuangan  
negeri Belanda dan kemakmuran bangsa Belanda (Lihatlah „„co n s i-  
derans” ”  St. 1834 IVo 22 diatas tentang „,,tiga rupa udjian dari su
sunan pertanian ....................................  pertama, agar supaja djadjalian
ini dapat membajar segala keivadjibannja jang mengenai tvang kepada 
negeri Belanda, kedua untuk memberi kemungkinan hidup kem bali 
pada perniagaan serta pelajaran Belanda, dan ketiga  agar supaja 
terdapat hasil bunii jang lebih banjak untuk keperluan jang tersebut 
diatas dengan tjara jang semurah-murahnja dan selentu-tentunja un
tuk Pemerintah, dengan memperliatikan djuga kehutuhau jang tak 
boleh tidak dari industri serta modal jang perlu untuk mengerdjakan 
bahan-bahan ini” ”  („ „ lie t  drieledige doel (van het cultuurstelsel)
.................................... . eerstelijk, oin deze bezittingcn in staat te stellcn,
to t  h e t  k w ijle n  v a n  d e r z e lv e r  g e ld e l i jk e  v e r p l ic h t in g e n  e n  s e h u ld e n  
a a n  h e t  m o e d e r la n d , te n  tw e e d e  o m  d e n  n a l io n a lc n  h a n d e l  c n  s c h e e p -  
v a a rt  e e n  n ie u w  v o e d s e l  e n  le v e n  te  v e r s c h a f f e n ,  c n ,  te n  d e r d e ,  o r a  
d e  g r o te r e  l io c v e e lh e id  l ia n d e ls p r o d u c t c n , to t  d e  v o o r m e ld e  e in d e n  
g e v o r d e r d ,  te  v e r k r i jg e n , o p  h e t  v o o r  h e t  G o u v e r n e m e n t  n ic e s t  z e k e r e
en minst kostbare ........................... wijze, met inachtneming levens van
liet onmisbare verciste, om aan de industrie en de kapitalcn, tot het 
bewerken der grondstoffen gevorderd, bemoedigende uilzichten te 
verzekeren” ” ) .  Maka dari pada itu adalah hal jang terpenting, bahwa 
„„pcgawai-pegawai pangreh-pradja (liarus) tinggal tetap pada peker
djaan mereka jaitu memerintah dan tidak boleh memakai waktunja 
untuk peladjaran jang menjimpang fikirannja pada hal jang lain 
dari pekerdjaannja” ”  ( „ „d e  bestuursainbtenarcn bij liunne bestuurs-
ta a k  (m o e '.e n )  b l i jv e n  e n  ................................. z ic h  n ie t  ( m o g e n )  v e r d ie p c n
in afleidende studie” ” ) (Van Kan, telah dikutip diatas, hal. 4 4 ) . 
Dengan ditolaknja (verwerpen) berlakunja hukum Eropah, lianjalah 
tinggal satu djalan untuk mendjawab pertanjaan, liukum apakah jang
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Pendapat-pendapat jang mengliargai dan hendak melindungi 
hukum adat itu, dilawan oleh pendapat-pendapat jang membahaja- 
kan dan mengantjam hidupnja hukum adat. Beberapa tahun se
sudah berlakunja kodifikasi tahun 1848 itu, maka, sebagai apa jang 
oleh van Vollenlioven dalam buku De ontdekknig van het adatrecht 
disebm „naspel”  dari kodifikasi tahun 1848 51, dengan memindjam 
kata-kata van Ivan, „liet adatrecht met eene inbreuk zonder weerge 
bedrcigd”  si-’. Dengan memindjam kata-kata lain van Kan : setelah 
kodifikasi tahun 1848 diundangkan dalam Staatsblad, maka menju- 
sul „de slrijd om het adatrecht” .

„Naspel”  kodifikasi tahun 1848 jang membahajakan dan me- 
ngantjam hidupnja hukuni adat itu, ditimbulkan oleh suatu tugas 
tertentu jang diberi kepada Wichers - disamping tugas memper-
siapkan diundangkannja hasil koinisi-Scliolten van Oud-Haarlem __,
jailu menjelidiki kemungkinan hukum privat adat dari oran<* In
donesia asli dan liukum iirivat adat dari orang Timur asing dapat 
diganti dengan suatu kodifikasi jang didasarkan atas sistim hukum 
Eropa. Tugas ini diberi kepada Wichers sebagai fase pertama di- 
laksanakannja pasal 7 Koninklijk Besluit tertanggal 16 Mai 1846 
nr 1, jang berbunji : „„Gubernur Djenderal Kita di Hindia Belanda 
diberi kekuasaan,,djika ada kesempatan baik, untuk memperlakukan 
peraturan-peraturan dari Kitab Hukum Sipil dan dari Kitab Hukum 
Perniagaan, jang mungkin didjalankan baik dengan perobahan atau
pun dengan tidak mengadakan perobahan dalam peraturan-pera- 
turan ilu, alas penduduk bumiputra ataupun sebagian dari padanja” ”  
(„„Onze Gouvcrneur-Gencraal van Nederlands-Indie wordt bevoegd 
verklaard, om te gelegenertijd, zodanige bepalingen van het Bur- 
gerlijk Welboek en van het Wetboek van Koophandel, als daarvoor 
vatbaar zijn, onveranderd of gewijzigd, toepasselijk te verklaren 
op de Inlandse bevolking of op een gedeelte derzelve” ” ), dan jang 
mendjadi „penguraian selandjutnja (uitwerking)”  dari pasal 11 AB

akan diperlakukan atas bangsa Indonesia, dan djalan ini ialah hukum  
adat. Tcranglah, bahwa alasan (m oticf) dari pulusan unluk melakukan 
hukum  adat atas orang Indonesia bukanlali terletak baik didalam ke- 
mauan untuk mcnjelenggarakan kepentingan bangsa Indonesia, mau- 
Pun didalam sifat-sifat hukum adat untuk memenuhi kebutuhsn bang
sa tadi; djauh dari pada itu, berlakunja hukum adat adalah akibat 
kebetiilan  (toevallig gcvolg) dari pada ditolaknja berlakunja hukuni 
Kropah, jang dianggap akan mcrugikan keuangan negeri Belanda” .

51 Hal. 58.
52 Uit de geschiedenis onzcr codificalie. 1927, hal. 162 (djuga dikutip

oleh Utrceht Pengantar dalam hukum Indonesia, lial. 2 10 °noot 35 ) .
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(liliatlali Bab I diatas tadi) 53. „Usaha ini terdorong oleh tiga 
anggapan jang kuat pada waktu itu, jakni „„baikpun terhadap bang
sa Ti»iur-asing, maupun terhadap bangsa Indonesia, adalali kepen
tingan perniagaan bangsa Eropah, jang mendorong Withers u n t u k  

membentuk rentjana-undang-undang jang mengatur diperlakukan- 
nja hukum Eropah (die de toepasselijk-verklaring van het E u r o p e s C  

recht regelt)” ”  ( S u p o m o  dan D j o k o s u t o n o  Sedjarah 
politik hukum adat” ” , II, hal. 55), pentingnja suatu kodifikasi di- 
nilai lebih dari pada semestinja (aliran legisme) dan hukum adat 
dinilai lebih rendali dari pada hukum Eropah”  54.

Mr Wichers berpendapat bahwa sebagian hukum Eropa harus 
didjadikan berlaku djuga b a g i  orang bukan Eropa ( g e d e e l t e l i j k e  

toepasselijk verklaring van Europees recht voor de n i e t - E u r o p e s e  

bevolking). Pada permulaan, Raad van Indie menjetudjui pendapa* 
Wichers itu 5 3 .  Tetapi „dengan tak disangka-sangka'”  G u b e r n u r -  

Djenderal Rochussen menentangnja ! Dalam surat k a b i n e t  t e r t a n g -  

gal 6 Djuli 1848 kepada Wichers, Rochussen menulis antara l a i n  :  

„„Saja tak dapat tidak harus mengakui, bahwa m e m p e r b i n t j a n g k a n  

hal itu dengan setjara jang dilakukan telah menjebabkan adanja 
keberatan-keberatan jang penting-penting, hingga saja merasa ch(i- 
icatir akan menetapkan keputusan tersebut, djika tidak mengada
kan pertimbangan lebih dahulu” ”  („„Ik  kan ....................................
niet ontveinzen, dat de dezerzijdse behandeling van dit o n  twerp 
aanleiding heeft gegeven tot gewichtige bedenkingen, welke mij 
huiverig maken, zonder nadere overweging tot de vaststelling van 
bet onderwerpelijke besluit over te gaan” ” ; Van Kan „„D e strijd 
om het volksrecht” ” , enz. lial. 58)”  5G. Dengan menentangnja ren- 
tjana-Wichers, maka Rochussen, jang merasa belum tiba saatnja 
untuk mengubah status hukum privat jang berlaku bagi orang- 
orang jang bukan Eropa, „„telali menghindarkan dalam masa pe- 
merintahannja, jaitu ketika diambil ketetapan jang penting-penting 
tentang hidup hukum ditanali djadjahan dikemudian hari, agar

53 Sedjarah politik hukum adat, II, hal. 42. Pada halaman 43 ditulis 
bahwa „Memirut fatsal diatas hanjalali djalan „„m asu k  dengan kc- 
hendak sendiri kedalam lingkungan peraturan-peraturan Barat” ”  
(„„vrijw illige onderwerping” ” ) dan „„ lia l memperlakukan” ”  (toepas
selijk verklaring) hukum sipil Eropah akan berlaku atas bangsa In 
donesia, sclain dari itu (overigens) hukum adatlah jang akan diper- 
tahankan” .

54 Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia, hal. 210.
55 Sama.
56 Sedjarah politik hukum adat, II, hal. 59.
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supaja djangan memulai politik hukum jang sungguh ditudjukan 
menontang hukum adat ivalaupun dengan lambat-laun” ”  („„heeft
........................ verhoed, dat onder zijn bewind, in de dagen, waarin
voor liet toekomstige rechtsleven der overzeese gewesten zo gewich- 
tige beslissingen zijn genomen, ene rechtspolitiek werd ingeleid, 
welke regelrecht, zij het op langen duur, was gericht op de gewilde 
en stelselmatige miskenning van het adatrecht” ” ; Van Kan „„Uit 
de geschiedenis onzer codificatie” ” , hal. 1 6 7 ) ”  57.

Apakah jang mendjadi sebabnja Rochussen menolak rentjana- 
\Y ichers itu ? Dalam buku Supomo dan Djokosutono Sedjarah po- 
litik hukum adat, II 58, dapat kita batja kata-kata Rochussen jang 
berikut : „„Saja beranggapan, bahwa kita kurang berhati-hati dan 
mcncntang politik djika kita merusakkan dan memetjahbelahkan 
masjarakat Djaiva, sebelum kita dapat menggantinja dengan ma
sjarakat jang lengkap, dan hal ini tak mungkin selama anak negeri 
itu tetap tinggal memeluk Agama Islam dan tidak memeluk Agama 
Masehi. Djika telah ditakdirkan oleh Jang Mahakuasa, bahwa Aga
ma Keristen djuga akan masuk dinegeri ini, dan dengan masuknja 
agama ini djuga kesopanan serta pendapat-pendapat kita diambil 
oleh anak negeri, djika hal ini terdjadi maka barulah terbit masa- 
nja untuk memberikan hukum warga negara kita pada bangsa In
donesia’””  („„Ik  acht de sloping of verbrokkeling der Javaanse 
maatschappij gewaagd en onstaatkundig, zo lang men er geen andere 
volstandige maatschappij voor in de plaats kan stellen en dit laatste 
is niet denkbaar, zo lang de Inlander Mohaminedaan blijft en (rccn 
Christen is. Wanneer het in de wegen der Voorzieni^heid li<n. de 
Clmstelijke leer in deze streken te doen aannemen en daarmcde 
onze zeden en begrippen door den Inlander te doen volgen, dan 
zal de tijd gekomen zijn 0111 00k onze burgerlijke wetgeving aan de 
bevolking te geven” ” ; Van Kan „„De strijd om het volksrecht enz.” ” , 
hal. 58). Dengan perkataan-perkalaan jang dikutip diatas G.G. Ro
chussen bermaksud untuk menundjukkan bahaja, jang akan me- 
ngantjam masjarakat Indonesia dipulau Djawa, djika hukum Ero
pah akan diperlakukan atas bangsa Indonesia, sebelumnja agama 
Keristen termasuk didalamnja. Dengan meresapnja (doordringen) 
agama Keristen didalam masjarakat Indonesia, jang dengan sendiri
nja akan membawa perubahan didalam angan-angan dan kehidupan

57 Sedjarah politik hukum adat, II, hal. 59-60
58 Hal. 60-61.
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bangsa Indonesia, liukum Eropah, jang „„seluras dengan adjaran 
agama Keristen” ”  („„in  harmonie met de Cliristelijke leer” ” ; Per' 
kataan Rochussen) (terdapat didalam Van Kan ,,„De strijd 0111 bet 
volksrecht, enz.” ”  hal. 60) akan menenmi tanali jang subur (goede 
voedingsbodem) untuk berkembang ditengah-tengali masjarakat In
donesia. Akan tetapi sebelumnja sjarat ini dapat dipenulii, masja
rakat Indonesia jang terikat dan tersusun oleh liukum adat, akan 
dipetjahbelahkan oleh berlakunja liukum Eropah, oleh karena de
ngan terdesaknja liukum adat masjarakat Indonesia akan kehilangan 
pertaliannja, sedang hukum Eropah, jang belum memperoleh dasar 
didalam masjarakat (maatschappelijke grondslag) tak dapat nieng- 
gabungkan kembali jang bertjerai berai didalam pergaulan liidup 
jang teratur. Dan dipandang dari sudut politik haruslah petjalibelali- 
nja masjarakat Indonesia ditjegah. Demikianlali kira-kira djalan 
fikiran (gedachtengang) Rochussen” 50.

Tetapi bukan hanja alasan-alasan jang untuk sebagiaiinja, d a p a t  

dibenarkan oleh etnologi ini sadja, dikemukakan Rochussen. Masih 
ada dua alasan lagi jang dikemukakannja dan jang djustru niem-
perliliatkan .......................  watak kolonial benar jang dimiliki R°"
cliussen, jang hendak mendjaga supaja „Cultuurstelsel”  tidak di-

59. Supomo dan Djokosutono meneruskan dengan tjnUitan : „D e n g »n
tak memberikan pendjelasan lebih landjut, Van Kan  menulis bahwa 
alasan jang dikemukakan oleh Rochussen ,,„sungguh berlainan benar 
bunjinja dengan bunji alasan jang diberikan oleh Factory” ”  
heel anders klinkt dan die der Factory” ” ; „„U it  de geschiederus 
onzer codificatie” ” , hal. 167 ). Menurut dugaan kila, perkataan Van 
Kan tadi bermaksud untuk menundjukkan pada perlawatian p e n d i r i a n  
(tegenstelling in standpunten) jang terdapat antara Factory dan R °- 
chussen, jakni berlainan dengan Factory, Rochusscn m enolak berla
kunja hukum Eropah atas bangsa Indonesia, sebab terdorong oleh 
maksud (m otief) untuk mengutamakan kepentingan bangsa In d o
nesia, kedua oleli karena penghargaannja tentang arti hukum  a d a t  
untuk masjarakat Indonesia.
Sesungguhnja belum ada kctentuannja, apakah didalam alasan jang 
dimadjukan oleh Rochussen tersimpul hal-hal jang dimaksudkan oleli 
Van Kan. Didalam kaliinat ,,„Saja beranggap an, bahwa kita kurang 
berliati-hati dan menentang politik” ”  (Ik  acht de sloping o f  verbrok- 
keling der Javaanse maatschappij gewaagd en onstaatkudig), perka
taan ,,,,menentang politik,,,, dapat memuat arli : tak sesuai dengan 
kepentingan bangsa Indonesia, djika perkataan tadi diperhubungkan 
dengan ^sStaatkunde” ”  didalam arti jang terbaik, jaitu : usaha untuk 
menjelenggara kepentingan rakjat; akan tetapi m ungkin djuga m em - 
pergunakan perkataan „,,anstaatkudig,,,, dari pendirian (van u i t  bet 
standpunt) pemerintah Belanda, sehingga „„onstaatkundig” ”  berarti • 
tak selaras dengan kepentingan pemerintah Belanda" 1 ISahwasanja 
Rochussen tersebut djustru memiliki suatu watak kolonial, lihatlah 
apa jang saja kutip dibawah ini dari buku Supom o dan D j o k o s u t o n o  
Sedjarah politik hukum adat9 II, hal. 63 dan jang berikutnja.

152



rugikan ! Dua alasau ilu dapat dibatja dalam kupasannja atas ren- 
tjana-,,Inlands Reglement”  (sekarang „Herziene Indonesisch Reg- 
161110111'’ (H IR )). Saja mcngutip dari buku Supomo dan Djokosu- 
lono Sedjarah politik hukum adat, II 60 :

..Kesatu, djika liukum Eropali banjak menipengarulii pemben- 
tukan ,„,I.R.” ”  — singkatan untuk „Inlands Reglement”  — , „maka 
hakim-pegawai-pangreh-pradja ,„,jang diserahkan pekerdjaan un
tuk mengadili perkara-perkara anak negeri, dan dimaksudkan me- 
ngerdjakan pekerdjaan ini hanja sebagai pekerdjaan jang disam- 
bilkan dan bukan pekerdjaan jang terutama” ” (,,„wien de vervulling 
(der) reclitsbedeling over den Inlander, ambtshalve eerder als bij- 
dan als lioofdwerk is opgedragen” ” ) (perkataan Rocliusscn, jang 
dikutip oleh Immink, didalam bukunja disebutkan diatas”  —  buku 
De rechtspleging voor de Inlandse rechtbanken, I — „Kata penda- 
huluan (Inleiding), hal. XVII), akan terpaksa mempeladjari hal- 
hal jang sulit, jang terkandung didalam hukum Eropah, dengan 
akibat. bahwa ,,,,pekerdjaan mereka dalam hal mengadili perkara;
........................  akan memerlukan waktu jang amat banjak. Maka akan
kuranglah waktu mereka untuk mengerdjakan pekerdjaan tatausaha 
negara, untuk mengurus keuangan, terutama untuk menjelenggara-
kan serta menjempurnakan Pertanian Paksa (Cultuurstelsel); .......
........................  waktu jang dipakai di Pengadilan negeri tak dapat
dipakai untuk mengamat-amati perkebunan kopi dipegunungan ser
ta perkebunan tebu dan indigo ditanah-datar jang luas, dengan sak- 
sama, dan lerus menerus” ”  („„hunne bemoeiing met de Justitie
........................  veel, zeer veel meer tijd vereisen. Die tijd kan des
te minder worden besteed aan den gewonen administratieven arbeid, 
aan het beheer der kas en der Comptabiliteit, vooral aan de in- 
standhouding en het brengen tot meerder volkomenheid der Cultuur;
........................ de tijd in den Landraad doorgebracht kan niet worden
besteed om de koffie-aanplantingen in het gebergte of cultuur van 
suiker en indigo in de uitgebreide vlakten belioorlijk en dikwijls 
gade te slaan” ” ; Immink, telah dikutip diatas, hal. X V III/X IX ).

Walaupun soal, jang dibitjarakan disini, mengenai pengaruh 
hukum atjara Eropah (Europees procesrecht), akan tetapi, djika 
mengikuti djalan fikiran Rochussen, hukum pokok sipil (materieel 
burgerlijk- en liandels- (privaat-) recht) Eropah akan menimbul- 
kan akibat jang sama djuga (Bandingkanlah hal ini dengan pe-

60 Hal. 63-66.
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mandangan Van der Vinne terhadap pengaruh hukum polcok sipil 
Eropah, djika diperlakukan atas bangsa Indonesia (dengan melalui 
djalan liakim-pegawai-pangreh-pradja) atas „„C ultuurstelser” , jang 
telah kita uraikan diatas.

Kedua, hukum (atjara) Eropah akan membawa pengaruh, bah
wa kepada bangsa Indonesia didalam lapangan hukum atjara sipil 
„„akan terberikan, sedemikian banjak hak-hak, pengambilan tin~
dakan-tindakan sendiri pemeriksaan” ”  („„Zoveel ....................  eigene
rechten, zelfbehandeling en controle ........................ toegekend wor
den” ” ), sehingga dengan kemerdekaan sebanjak itu „„dengan mu
dah ia terus madju selangkah kemuka, hingga harus diadakan p e "  

meriksaan jang maupun baginja tak selamanja memuaskan, m a u p u n  

bagi pemerintah Belanda tak mententeramkan” ’ („„h ij al lichtelijk 
een stap verder (zou) kunnen gaan en in onderzoekingen treden, 
die niet altijd bevredigend voor hem, noch geruststellend voor het 
Europees bestuur zouden zijn” ” ; Immink, telah dikutip diatas, hal- 
X V III). Tak usah diterangkan disini, bahwa ketakutan tentang di" 
adakannja penjelidikan oleh orang-orang Indonesia berhubung lang- 
sung dengan ,,,,Cultuurstelsel suatu matjam pemungutan liasil 
dari rakjat, jang sangat memberatkan kehidupan bangsa Indonesia? 
sehingga, djika diketahui benar-benar, dengan mudah akan menim- 
bulkan dendam didalam hati penduduk asli (lihatlah p e r k a t a a n  

Rochussen didalam kutipan Immink diatas : ,„,die niet altijd be-
vredigend voor hen (orang Indonesia) ........................ zouden zijn” ” )*
jang akan dapat membahajakan k e d u d u k a n  p e m e r i n t a h  Belanda di- 
pulau Djawa lihatlah kutipan I m m i n k  diatas : „ „ n o c h  g e r u s t s t e l l e n d  
voor h e t  Eropees bestuur zouden zijn” ” ).

Pun dengan menjcbutkan ,„,eigene rechten, zelfbehandeling en 
controle’”  sebagai akibat dari pengaruh hukum Eropah, Rochussen 
menjinggung faham perseorangan (individualisme), jang m e n d j a d i  

lulang-punggung hukum Eropah pada umumnja. Djika hukum Ero
p a h  diperlakukan atas bangsa Indonesia, maka dengan sendirinja 
faham perseorangan akan meresap didalam pergaulan hidup bangsa 
Indonesia, dan dengan demikian masjarakat Indonesia, jang ber- 
sandar pada sendi persekutuan, akan dipetjahbelahkan. Peristiwa 
ini akan sangat merugikan „„Cultuurstelsel” ” , oleh karena —  ber
hubung dengan pemakaian tanah-tanah jang termasuk didalam ling- 
kungan desa, baik (geschikt) sebagai alat untuk menertibkan hasil- 
bumi, jang berharga untuk pasar-dunia (voor de wereldmarkt waar-
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devolle producten) dan sebagai dasar untuk pembagian peker
djaan wad jib dalam. pertanian” ” („„cultuurdiensten” ” ), antara pen- 
duduk-desa — „„Cultuurstelser’” sangat membutuhkan pengurus- 
desa (desabestuur), jang masih banjak pengaruhnja, dan kekuasaan 
pengurus-desa atas rakjat desa masih besar, selama sendi perseku- 
tuan meliputi keliidupan rakjat Indonesia (Bandingkanlah Colen- 
brander „„Kolouiale Geschiedenis” ” , bag. Ill, hal. 40 : „„Peme- 
tjahan liak-liak tanah mendjadi hak-hak berdasar atas perseorang- 
<in mendjadi terhambat : orang lebih lekas mendapat hasil, djika 
orang dapat bertindak setelah bermufakat dengan penduduk desa.” ”  
(„„D e individualisering van het grondbezit wordt tegengeliouden : 
men schiet beter on wanneer men handelen kan met een desa-bes- 
tuur” ” ; djuga Van Vollenhoven „„Het Adatrecht van Ned. Indie” ” , 
bag. I, hal. 619; Kleintjes „„Staatsinstellingen van Ned. Indie” ” , 
tjetakan ketiga, bag. II, hal. 251 berhubung dengan hal. 254/255).

Berhubung dengan keberatan-kebcratan jang dikemukakannja, 
Rochussen beranggapan, bahwa, walaupun „„sungguh benar, bahwa 
<ljika bertambah banjak pegawai pangreh-pradja bangsa Eropah 
berkediaman dibagian sebelah dalam dari (tanah Djawa) serta dju
ga oleh karena pengaruh Pertanian Wadjib njata berakibat tambah 
mengenalkan dan membiasakan tjara-tjara memikir orang Barat
pada orang Djawa .......................... akan tetapi dilihat dari sudut
politik hal ini tak boleh diandjur-andjurkan” ”  ( „ „ ’t (waar) is, 
(dat) de meerdere vestiging van het Europees Bestuur in de binnen-
landen en de werking van het Cultuurstelsel ......................  blijkbaar
het gevolg (hebben) gehad, dat de Javaan meer met Westerse beg-
rippen bekend en verbroederd is .........................  staatkundig be-
schouwd, .......................  die strekking niet (moet) worden aange-
moedigd” ” ; Immink, telah dikutip diatas, hal. XVIII).

Dipandang dalam rangka pembitjaraan kita tentang keberatan- 
keberatan Rochussen, jang, sebagai telah ditundjukkan diatas, ke- 
dua-duanja berasal daripada „„Cultuurstelsel” ” , perkataan („„staat- 
kundig” ”  dalam utjapan Rochussen tadi tak dapatlah menundjuk- 
kan pada lain hal, melainkan (kan niets anders verwijzen dan naar) 

Cultuurstelsel” ” , dengan lain perkataan, perkataan „„staatkun- 
dig”  hanjalah mengenai kepentingan pemerintah Belanda semata- 
mata”  61.

61 Lihatlah apa jang telah dikemukakan dalam noot 59.
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Tetapi Wichers tidak berputus-asa dan meneruskan perdjuang- 
annja supaja rentjananja diterima djuga. Ia berliasil memperoleh 
persetudjuan Hoog Gerechshof — kemudian, oleh Wichers disam- 
paikan kepada Hoog Gerechtshof suatu rentjana jang „„sed ikit le
bih terbatas 6_? tetapi djustru rentjana jang kedua ini tidak mem
peroleh persetudjuan Hoog Gerechtshof sedangkan rentjana jang 
pertama oleh Hoog Gerechtshof dianggap „sesuai dengan maksud 
pemerintah agung dinegeri Belanda, jang tersimpul didalam fatsal- 
atsa , 13 A.B. dan fatsal 7 Firman Radja 16 Mei 1846 No. 1”  63 

dan, sesudah Rochussen diganti oleh Duymaer van Twist sebagai 
Gubernur-Djenderal pada tahun 1851, ia berhasil memperoleh per
setudjuan dan pengganti Rochussen tersebut. Rupanja pada saat ini 
sudah pasti hidupnja hukum adat akan dihabiskan. Tetapi Wichers, 
untuk kali jang kedua, menemui halangan : dengan s e k o n j o n g - k o -  

njong Raad van Indie -  jang pada permulaan menjetudjui —  se
karang menentang konsepsi-Wichers untuk mendjadikan berlaku 
bagi orang Indonesia asli sebagian hukum Eropa itu. Penolakan 
tersebut ditegaskan setegas-tegasnja oleh Raad van Indie dalam na- 
sehat tertanggal 23 Desember 1853 nr IV 64. Nasehat RaaJ yan Statc 
tersebut dapat mejakinkan Duymaer van Twist pada permulaau 
tahun 1854, sehingga sebagian usaha Wichers pada achirnja diga- 
galkan djuga. Saja mengatakan „sebagian”  (usaha W ichers), karena 
bagian lam usaha Wichers, jaitu konsepsinja untuk mendjadikan 
berlaku bagi orang Timur asing sebagian hukum ,Eropa itu, diteri
ma, dan kemudian diundangkan dalam Ind. Stbl 1855 nr 79 65

62 Sedjarah politik hukum adat, II, hal. 70
os ■o ' nut.  t u.

biasa pada m a k n a -m a k n efh u k u m ^ ita ^ d ™ * '?  ” ” lambat’  laun f CT' 
memperlakukan hukum ini alas mereka U u '”  .
o n z e  r e c h t s b e g r ip p e n  te  c e w e n n e n  i ( » » 4a n g z a in e r l ia n d  a a n
toepasselijk te maken” ” ) (perkataan C' l l  G ° P ^
bangannja, tertanggal 25 Januari 1849 Tan  didalam pert.m
v o lk s r e c h t  enz.” ”  hal. 70V ’ . ” ” De strl j d om  ,he!
dalam keputusan tertanggal 25 D iin  • i p!!!?11 H oog Gerechtshof 
Hindia-Befanda selalu m e^d undjung S  m at Pem eri” tah
dinegeri Belanda untuk m e m p e ^ ^ ™ ^ , , ^ £  Pemier” ltah,aSunS 
Indonesia, oleh karena „„m aksud inilali h n  “ m EroPah alas bangsa 
adjaran sediarah dalam hal m engatur p erk u b u n e  " , 0, " , rut
JanS n u ^ J a d ia k  dan j a ^  dtd/adjah™  ( * "  
........................... door de lessen der historic ,  .. H , ...................

£  ffiZ’S J r 1" p*d°
64 Van Kan JJit de geschiedenis onser codificatie, hal. 177-178
65 Lihatlah Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia, hal. 220-221.
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Demikianlah, berachirnja babakan pertama „de strijd om bet 
adatreclit” , jang dimenangkan oleh hukum adat; babakan kedua 
terdjadi pada permulaan abad ini (lihatlah dibawah nanti).

Dalam Bab IV diatas tadi telah saja kutip keterangan van 
Vollenlioven bahwa „omtrent 1865 in de ontdekking van het adat
recht een keer ton goede komt. De nieuwe belangstelling duikt an-
dermaal on .......................  uit lal van lloeken te gelijk .......................
De kamers worden genoopt tot aandacht voor het agrarische, het
adatgrondenrecht’ .

Pada bulan September 1865 diadjukan dalam Tweede Kamer, 
jailu madjelis rendali parlemen Belanda, rentjana-„cultuurwet”  dari 
Menteri Ivoloni, Fransen van de Putte. ,,Di Negeri Belanda, ke
pentingan” ”  dalam hal ini kepentingan agraria; jaitu kehendak un- 
luk men<ralur soal-soal tanali bagi industri-partikulir”  66.

Rentjana-„cultuurwet” Fransen van de Putte ini bermaksud su- 
paja di Indonesia mengenai tanah diterima suatu tatahukum tanah 
(grondeiireclitsregiem) jang didasarkan atas hukum Barat („Ro- 
meinscli-Napoleontische reclit” 67), tanpa perhatian sedikitpun ter
hadap hukum tanah adat (adatgrondenrecht) ! Pendapat Fransen 
van de Putle, jang pernali bekerdja sebagai pegawai dan pemimpin 
perkebunan asing („planter” ) di Djawa Timur — dan oleh sebab 
ilu sebenarnja dapat diharapkan dalam rentjananja ada suatu pe- 
ngakuan hukum tanah adat 68 mendapat tentangan hebat dalam 
Tweede Kamer. Babakan pertama „pertempuran”  hebat dalam Twee
de Kamer, dimenangkan oleh oposisi. „Dalam tahun 1866 Madjelis 
Rendah mengadakan perdebatan selama empat belas hari mengenai 
usul undang-undang ini. Pokoknja dalam pasal-pasal itu tidak di- 
bitjarakan, orang hanja mengadakan beberapa pemandangan umum 
dan membitjarakan pasal 1 (perkara hak-milik). Perdjuangan hebat 
diadakan mengenai hal jang bukan djadi pokok. Suatu usul pero
bahan dari Poortman telah diterima (tanggal 16 dan 17 Mei) ter
hadap pasal 1 jang tudjuannja memberi djaminan kepada orang- 
orang Bumiputera, jang pada saat mulai berlakunja undang-undang 
ini memiliki tanali dengan pemakaian setjara peribadi dan sebagai 
waris (in individueel oil erfelijk gebruik), atas hak „„pemakaian” ”

66 Sedjarah politik hukum adat, II, lial. 101.
67 O ntdekking, lial. 86.
68 Sama.
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ilu pengganti aturan jang akan memberikan kepadanja liak milik 
atas tanah seperti tertjantum dalam pasal 1 dari rantjangan peme
rintah jang telah diubah itu. Djadi sungguhpun perobahan Poort- 
man itu menghendaki pada satu pihak supaja hukum-adat atas tanah 
itu dipertahankan akan tetapi ia ingin supaja hukum-adat ini di
tulis bagi tiap-tiap daerah, agar „„dapat dihindarkan segala keragU" 
raguan” ”  (Van Vollenhoven „„Adatrecht van Ned. Indie” ” , djilid
II, bagian 2, hal. 827).

Perkara pengitaban hukum tanah menurut adat pada saat itu 
dengan sekonjong-konjong timbul kembali.

Pada tanggal 17 Mei 1866 usul perubahan ini diterima dengan 
suara 43 lawan 28. Fransen v.d. Putte meminta supaja pembitjaraan 
rantjangannja itu dihentikan dulu dan pada tanggal 18 Mei ia nie- 
nerangkan, bahwa ia telah meminta supaja rantjangan itu ditarik 
kembali dan ia sendiri telah minta diperhentikan”  69.

Demikianlah, usaha Fransen van de Putte gagal, tetapi Tweede 
Kamer djuga tidak berhasil menjelesaikan persoalan jang bersang- 
kutan. Untuk mengatasi suatu keadaan kematjetan jang ada segi- 
6egi jang membahajakan — Supomo dan Djokosutono mengatakan :
„untuk .......................  menenteramkan rakjat Indonesia”  70 — , maka
dalam Ind. Stbl. 1866 nr 80 diumumkan Proklamasi Gubernur-Djen
deral Sloet van de Beele), bahwa pemerintah Belanda „(verzekert) 
aan de ,,„bevolking van Java” ”  — oleh sebab itu Supomo dan D jo
kosutono memakai kata-kata : „rakjat Indonesia”  ! —  „de erkenning
...........................  van haar recht op individueelen en gemeentelijkeit
grond, belooft dat „„tegen alle inbreuk” ”  zal worden gewaakt, en
(stelt) de mogelijklieid in uitzicht ...............  van „„een in te stellen
plaatselijk onderzoek” ”  71. Disamping itu, sebagai tindakan kedua,

69 Sedjarah politik hukuni adat, II, hal. 104-105.
70 Sedjarah politik hukum adat, II, hal. 105.
71 Ontdekking, hal. 88. Sedjarah politik hukum adat, II, hal. 105-106 :

Menteri Koloni, jaitu Mr P. Meijer, „menugaskan kepada jang m en- 
djadi G.G. pada waktu ilu, jaitu Sloet van de B eele, untuk m engu-
mumkan dalam suatu maklumat, bahwa Radja „„den gan  persetudjuan 
pemerintah jang baru” ”  memberikan djaminan penuh kepada rakjat 
Bumiputera di Djawa :
а. bahwa la menghendaki agar supaja kepada orang-orang Buniipu- 

tera jang mcmiliki tanah, dalam pemakaian peribadi dan sebagai 
waris atau dipakainja dengan perantaraan desa (individueel en 
erfelijk o f  gemeentelijk gebruik), diberikan djaminan atas „ „h a k  
pemakaian itu” ” ;

б. bahwa berhubung dengan itu akan didjaga dengan sangat teliti 
terhadap segala pelanggaran dari „„h a k  pemakaian” ”  mereka itu 
dari pihak manapun datangnja;
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diadakan .,pnblicatie, op 26 Jnli 1866, van een voor onderzoek in 
de desa opgestelde vraaglijst door minister Mijer, als bijlage der 
memorie van antwoord tot de (eerste bij de wet vastgestelde) beg- 
rooting voor 1867 (bijlagen 1865-1866, biz. 1683, 1690-1 6 9 2 ) ”  72. Se
bagai tindakan ketiga, diadakan „agrarisch onderzoek .......................
op  J a v a  en  M adoera, op 10 Juni (niet : Jnli) 1867 bevolen d oor  
gouvernem -generaal M ijer en in 1868 en 1869 volvoerd”  73.

Tetapi semua tindakau-tindakan tersebut —  jang bersifat se
mentara sadja —  tidak merupakan penjelesaian persoalan agraria 
jang pada taliun 1866 diperdebatkan setjara hebat dalam Tweede 
Kamer, sedangkan penjelesaian persoalan agraria tersebut djustru 
sangat diperlukan. Penjelesaian persoalan agraria tersebut sangat 
diperlukan, karena penjelesaian persoalan agraria itu akan menen- 
tukan dasar-dasar hukum usaha partikelir Belanda — terutama usa
ha perkebunan partikelir jang mulai tahun 1870 mengganti usaha 
pertanian pemerintah Belanda.

Dengan sendirinja, usaha partikelir Belanda itu merasa lebih ler- 
djamin kedudukannja djika diterima suatu tatahukum tanah jang 
bersifat individualistis dan tidak banjak memperliatikan kolektivis- 
me jang mendjadi dasar hukum tanah adat, dan, oleh sebab itu, 
d e n g a n  Sendirinja, usaha partikelir Belanda itu djuga lebih menje- 
ludjui apa jang diusulkan oleh Fransen van de Putte. Jang men
djadi lawan usaha partikelir Belanda itu adalah mereka jang lien- 
dak melindungi kepentingan rakjat. Mereka mendjaga supaja rakjat 
tidak kehilangan tanahnja dan mendjadi budak ekonomis (dari 
perkebunan-perkebunan partikelir Belanda nanti). Terang sekalilah, 
bahwa perhatian terhadap hukum adat djustru mendjadi suatu ha- 
langan bagi mereka jang hendak mendjamin kedudukan usaha par
tikelir Belanda, dan selama dalam Tweede Kamer masih ada orang 
jang memperhatikan hukum adat, maka sukar bagi mereka jang 
hendak m e n d j a m i n  kedudukan usaha partikelir Belanda itu untuk 
mentjapai tudjuan mereka.

c  b a h w a  G u b ern em en  se k a li-k a li tid ak  ak a n  m e n g u a sa i ta n a h -la n a h
j a n g  d im i l ik i  o le h  ra k ja t  Bumiputera k e t ju a li d e n g a n  m e m p e r 
h a t ik a n  p e r a tu r a n -p e r a tu r a n  dari R e g e r in g sre g le m e n t ;

d bahwa „„R a d ja  dan Pemerintahnja , setelah diadakan penjeli
dikan setempat, tetap akan mempcrtimbangkan, apakah hak-hak
orang Bumiputera atas tanah itu dapat diperluas atau ditetapkan 
lebih landjut (K leintjes „„Staatsinstlelingen van Ned. Indie” ” , 
d jilid  II, hal. 4 2 7 )” .

72 O ntdekking, hal. 88.
73 Sama.
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Tetapi pada achirnja, penjelesaian persoalan agraria tersebut, 
datang djuga. Bagaimana penjelesaian itu, saja kutip dari buku 
Supomo dan Djokosutono Sedjarah politik hukum. adat, II 74 :

„Dalam bulan Maret 1869 sesudah terhenti dalam waktu jang 
pendek, diadjukanlah rantjangan undang-undang agraria dari De 
Waal. Dalam Madjelis Rendah perhatian terhadap liukum tanah 
sudah tidak ada lagi. Dalam Memorinja Menteri mengelengahkan 
bahan-bahan dari tahun 1863 (hasil penjelidikan jang diperintah- 
kan oleh Baron Sloet v.d. Beele), hampir tak menjebut-njebut hu
kum-adat dan mengadjukan pendapat bahwa semua tanah, jang tidak 
mendjadi „„hak milik” ” orang lain, di Djawa adalah dulu dan se
karang „„hak milik negara” ”  (landsdomein). Akan tetapi dalam 
Madjelis Tinggi Duymaar van Twist, jang sedjak tahun 1865 men
djadi anggauta Madjelis ini, menjampaikan suatu nota jang sangat 
bermanfaat, jang membuktikan, bahwa hukum-adat agraria sejog- 
janja didjadikan dasar dari perundang-undangan agraria. Dalam 
pertimbangannja dari tahun 1870 kepada Madjelis dia didesaknja 
dengan lisan agar supaja buah fikiran itu dilaksanakan ( Van Vollen
hoven „„Ontdekking van het Adatrecht” ” , hal. 89); untuk politik 
hukum-adat Pemerintah tidak ada artinja, tetapi untuk minat ter
hadap hukum-adat suatu kemadjuan.

Akan tetapi suatu kedjadian sekonjong-konjong jang tidak me- 
njenangkan timbul dari fihak Thorbecke. Setelah mula-mula me- 
njokong rantjangan itu, jang sesuai dengan keinginannja dalam ta
hun 1866 menghendaki supaja orang menghormati hukum-adat me
ngenai tanah, maka dalam bulan Maret 1870 ia nxengatakan tentang 
pasal 11 „„Algemene Bepalingen” ” , bahwa „„peraturan ilu, jang 
dapat diketemukan lagi dalam pasal 75 R.R., kalau saja tidak cliilaf 
hanja berhubungan dengan hukum perorangan (personen-regt) dan 
sama sekali tidak ada hubungannja dengan liak-milik (bezit-regt). 
Mengenai milik, maka G.G. tidak dapat menarik sesuatu kekuasaan 
apapun daripadanja (pasal 75 ajat 2 )” ”  (Van Vollenhoven „„Adat- 
recht van Ned. Indie” ” , djilid II, bagian 2, hal. 526). Sekonjong- 
konjong ia menganut suatu pendapat, jang dalam tahun 1866 telah 
ditolaknja sama sekali, akan tetapi Menteri De Waal telah mele- 
paskan persoalan ini dan djuga dalam Madjelis Tinggi hal ini tidak

74 Hal. J 10-1 J 3.
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dibitjarakan, djuga tidak oleh Twist. Sesudah tahun 1870 orang 
seakan-akan tidak pernah lagi mendengar tentang tafsiran Kappeyne 
mengenai pasal 75.

Menteri De Waal, jang sesudah Menteri Meyer dan Trakranen 
memegang pemerintahan, mengadakan suatu usaha baru untuk me
njelesaikan persoalan-persoalan agraria itu. Di Sumatera dan Sula
wesi tanah itu lerus-menerus dihamburkan oleh kepala-kepala per
sekutuan hukum Indonesia kepada orang-orang bukan Indonesia, 
orang-orang Tionghoa dan Eropah. Hal ini tidak dapat dibiarkan 
terus-menerus, pemerintah harus mendapat sokongan dalam me- 
ngambil keputusan, siapa jang diperbolehkan untuk mengusahakan 
tanah dalam daerah jang langsung diperintahnja. Soal-kuasa ini 
disusul oleh konstruksi juridis. Kalau pemerintah mengambil ke
kuasaan untuk seluruhnja atau sebagian-besarrija, atas tanah dalam 
daerah jang langsung diperintahnja, maka ia memerlukan suatu 
dasar bagi perundang-undangan agraria. Pemerintah tidak dapat 
menjewakan tanah gubernemen atau memberikannja dalam erfpah, 
kalau ia sendiri tidak mulai dengan mendjadi „„pemilik-mutlak” ”  
dari tanah itu (Van Vollenhoven „„Adatrecht van Ned. Indie” ” , 
d jilid  II, hal. 487 dan selandjutnja).

Dalam bagian-bagian mengenai rantjangan cultuurwet Fransen 
v.d. Putte  alasan (motief) keempat ini belum terdapat, akan tetapi 
Menteri D e Waal oleh kedua alasan jang timbul itu telah mendjadi 
penjokong jang berkejakinan dari „„adjaran tentang hak-milik Ne
gara” ”  ( dom ein leer). Dengan berpangkalan pada pendapat, bahwa 
penguasa membuat undang-undang dalam soal-soal djadjahan hanja 
harus menentukan azas-azas umum sadja, sedangkan penglaksanaan- 
nja harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, maka 
dalam tahun 1869 ia memadjukan suatu rantjangan jang bertudjuan 
suatu penambahan dari pasal 62 R.R. dengan lima ajat dan memuat 
peratuan tentang dua matjam pokok jaitu :
1. untuk kepentingan-kepentingan keradjinan partikelir memerin- 

tahkan pemberian tanah gubernemen dengan erfpah dan mem- 
perkenankan orang-orang Bumiputera menjewakan tanahnja 
kepada orang-orang bukan Bumiputera (ajat 4 dan 8 dari pasal 
62 R .R ., ajat 1 dan 5 dari tambahannja);

2. untuk kepentingan-kepentingan orang-orang Bumiputera mem- 
perlindunginja dalam hak milik dan hak-hak lainnja atas tanah, 
dengan membuka djalan baginja untuk memperoleh suatu hak
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baru, j ang disebut „„hak milik agraria” ”  terhadap tanah jang 
mendjadi kepunjaannja (ajat 2, 3, 4 dari tambahan : ajat 5, 
6 dan 1 dari pasal 62 R.R.).
Selain dari itu rantjangan tersebut meminta diadakan aturan- 

aturan, jang akan ditetapkan dalam peraturan umum (algemene 
verordening), mengenai penjewaan tanah oleh orang-orang Bumi
putera kepada orang-orang bukan Bumiputera, untuk melindungi 
orang-orang Bumiputera jang keadaan ekonominja lebih lemah. Tam
bahan pada pasal 62 R.R. akan diperlakukan diseluruh Indonesia 
(Kleintjes „„Staatsinstellingen van Ned. Indie”” , djilid II, hal. 423). 
Menteri De Waal djuga mengusulkan supaja orang-orang Bumiputera 
sendirilah jang memilih antara : tetap berpegang pada hak menurut 
aturan hukumnja sendiri atau memperoleh hak-milik tjara jang 
baru.

Ketakutan akan menimbulkan kekatjauan mengenai hukum 
tanah Bumiputera telah timbul dalam Madjelis terhadap ketetapan 
alinea tentang hak-milik agraria itu. Dapatlah dikatakan, bahwa 
hanja kata-kata Thorbecke jang menenteramkan, jang inengatakan 
bahwa orang-orang Bumiputera tidak akan mempergunakan hak 
Hu dan bahwa segala aturan hukum lainnja tetap akan terpelihara, 
achimja menjebabkan masih ditolaknja usul amendement Van 
Goltstein untuk melenjapkan alinea itu dengan perbedaan 5 suara 
(41 lawan 36). Dengan adanja usul Menteri De Waal tersebut, maka 
kedua fraksi, Thorbecke dan Fransen v.d. Putte dalam Madjelis te- 
teh merasa senang. Rantjangan undang-undang dari Menteri De 
Waal diundangkan dalam bulan April 1870 dengan Staatsblad 55.

Undang-undang agraria menetapkan dengan tegas bagi seluruh
daerah jang langsung dikuasai Pemerintah Hindia Belanda, bahwa
baik pada pembenan tanah, maupun pada salah suatu tindakan
Pem erintah lainnja, tidak akan diperbolehkan m engurangi hak-liak

rakjat Bumiputera tanah jang mendjadi kepunjaan desa-desa (ke-
tjuali dengan penjitaan oleh undang-undang). Azas-azas jang ter-
tjantum dalam undang-undang agraria diselenggarakan lebih lan-
dju dalam Algemene maatregel van Bestuur” ”  (peraturan Radja)
dan tahun 1870, Staatsblad 118, iane h-ini-, K i i i- t ,/ - . i  , , n , , g nanja berlaku didaerah-daerahLrunernemen dan Djawa dan Mirim-,. • i. *

B - h U -  d .»  eelandjntnja, \2 m ZC"
i  , , . . , udidin neberapa matjam peraturan

undang-undang lainnja bagi daerah-daerah diluar Djawa dan Ma
dura (Kleintjes „„Staatsinstelhngen van Ned. Indie” ”  diilid I I  
hal. 429” ). ’ ’
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Perlu didjelaskan disini, bahwa domeinbeginsel jang dimuat 
dalam pasal 1 Agrarisch Besluit, Ind. Stbl. 1870 nr 118 —  „Dengan 
tidak mengurangi berlakunja ketentuan ke-2 dan ke-3 dari undang- 
undang tersebut (jang dimaksud ialah Undang-undang Agraria de 
Waal, jaitu ajat-ajat 5 dan 6 pasal 51 IS) maka tetap dipegang 
teguh azas jang menjatakan bahwa semua tanah jang tidak ada 
buktinja hak kepunjaan (eigendom) adalah kepunjaan negara”  75 
- -  dan jang oleh Logemann dianggap mendjadi suatu fiksi 76, tidak 
meniadakan hak milik adat, tetapi menundukkan (mensubordinir) 
hak milik adat itu pada milik negara (staatsdomein). Oleh domein
beginsel tersebut hak milik adat itu dikonstruksi sebagai sematjam 
„hak kebendaan Indonesia”  (Indonesisch zakelijk recht) jang di- 
bebankan pada (diletakkan atas) hak milik negara, seperti, misal
nja, „erfpacht”  atau opstal”  menurut Burgerlijk Wetboek  (BW ) 
membebani (verzwaren) „eigendom”  menurut BW itu. Milik negara 
jang dibebani (verzwaard) dengan hak milik adat disebut ,,o/ivrij 
landsdomein”  (milik negara jang tidak bebas) sedangkan milik 
negara jang tidak dibebani dengan hak milik adat disebut „vrij 
landsdomein”  (milik negara jang bebas). Tanah tandus —  dalam 
bahasa Belanda : „woeste grond” —  dianggap milik negara jang 
bebas, dan oleh pemerintah dapat diberi sebagai „erfpacht”  kepada 
perkebunan partikelir 77. Konstruksi jang terdapat dalam domein
beginsel tersebut sebenarnja menurunkan kedudukan tani dari se
orang pemilik jang sungguh-sungguh dan tanahnja bebas, mendjadi 
seorang penumpang jang tidak bebas atas milik negara !

Karena ada golongan bersangkutan jang masih belum puas de
ngan apa jang pada tahun 1870 telah dihasilkan oleh parlemen 
Belanda mengenai hukum agraria di Indonesia, clmsus golongan 
tersebut ada keberatan terhadap masih diakuinja hak milik adat 
dan hak patuanan (hak ulajat, beschikkingsrecht) desa —  jang,

75 Tekst (Ialani bahasa Belanda : „Behoudens opvolging van de tweede 
en derde bcpaling der voormelde wet blijft het beginsel gehandhaafd, 
dat alle grond, waarop niet door anderen regt van eigendom  wordt 
bewezen, domein van den staat is” .

76 Lihatlah Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia, hal. 483, dan 
noot 1 1  pada halaman itu jang memuat daftar literatur jang ber
sangkutan.

77 Pemberian „erfpaclit”  kepada perkebunan partikelir itu diatur dalam 
beberapa „erfpacht-ordonnantie”  : Ind. Stbl. 1913 nr 699 (R ech ten  
en verplichtingen van erfpachters van domeingrond op  Java en Ma- 
doera) dan Ind. Stbl. 1914 nr 367 (Erfpachtsordonnantie voor de 
Buitenbezititngen).
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seperti telah dikemukakan diatas tadi, tidak ditiadakan oleh do- 
meinbeginsel — , maka usaha mentjari djaminan lebih besar bagi 
kedudukan usaha partikelir Belanda di Indonesia, tetap dilandjut- 
kan. Pada tahun 1872 diundangkan peraturan mengenai „agrarische 
eigendom” —  Ind. Stbl. nr 117 — , jang memberi kemungkinan ke
pada —  sebenarnja hendak mengadjak —  orang Indonesia meng- 
ganti hak milik adatnja dengan sematjam hak jang lebih mendekati 
„eigendom”  menurut BW, tetapi belum sama dengan „eigendom 
menurut BW itu. Ternjata bahwa seumur hidupnja Ind. Stbl. 1872 
nr 117 itu tidak atau hampir tidak menarik perhatian orang In
donesia.

Djaminan bagi orang Indonesia, jang ekonomis lemah, supaja 
ia tidak setjara mudah akan kehilangan tanahnja, diberi dalam 
Ind. Stbl. 1875 nr 179, jang memuat suatu „vervreemdingsverbod 
(larangan pengasingan) atas tanah milik adat, jaitu menurut pera
turan tersebut maka seorang Indonesia asli tidak dapat mengasing- 
kan hak milik tanahnja kepada seorang bukan Indonesia asli, baik 
setjara langsung maupun setjara jang tidak langsung 7S.

Masa sesudah tahun 1880 mendjadi masa jang merupakan 
„voorspel”  (mendjelang) apa jang diatas tadi saja sebut ,,babakan 
kedua „de strijd om het adatrecht” .

Disamping keinginan memperoleh kepastian hukum (rechtsze- 
kerheid) jang lebih besar bagi perdagangan dan perusahaan partike
lir —  dan kepastian hukum jang lebih besar itu sudah tentu akan 
diperoleh djika BW dan WvK didjadikan berlaku pula bagi orang 
Indonesia asli atau orang Indonesia asli itu ditundukkan pada suatu 
hukum jang didasarkan atas azas-azas hukum Eropa — , maka tim- 
bul keinginan pula untuk memperbaiki hukum jang berlaku bagi 
orang Indonesia asli jang beragama Keristen. Keinginan ini dimiliki 
oleh mereka jang menganut politik etis —  „de ethische koers”  
Pemerintah Belanda sekitar achir abad jang lampau dan permulaan 
abad jang sekarang, jaitu politik jang bertudjuan memberi kepada 
orang Indonesia asli suatu deradjat hidup (levenspeil) jang lebih 
baik, termasuk hukum jang lebih baik.

78 „ Vervreemdingsverbod”  ini dibitjarakan dalam Vierde In d is c h e  Juris
ten Congres tahun 1936. Lihatlah Bijlagen dari T. 144 dan T. 145 
(,,praeadvies”  Soepomo dan van Hattum , lie t vervreem dingsverdbod  
van Inlandsclic gronden” ) .
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Mengenai clorongan jang kedua ini, dalam buku Supomo dan 
Djokosutono Sedjarah politik hukum adat, II 79, dapat kita batja 
keterangan-keterangan jang berikut :

„Dalam tahun 1889 datanglah nota dari Van Nunen, anggauta 
Madjelis Rendah dari partai Katolik menjertai laporan sementara 
dari Madjelis Rendah tentang rantjangan anggaran belandja Hindia 
Belanda tahun 1889; ia mendesak supaja diadakan perbaikan hukum 
untuk orang-orang Bumiputera Keristen, akan tetapi dengan tidak 
memintanja setjara chusus tentang hukum Eropah dan dengan tidak 
mengemukakan hukum-keluarga. Dalam Memori Djawabannja Men
teri L.W.C. Keuchenius memindahkan pertanjaan Van Nunen itu 
kedalam lapangan pembagian dalam golongan-golongan bangsa 
(landaarden), pasal 109 R.R.. Ia ingin merundingkan hal itu dengan 
wali negeri (Mr C. Pijnacker Hordijk) „„dengan tudjuan” ”  agar 
supaja kepada orang-orang Timur asing beragama Keristen ,„,sedapat 
mungkin diberikan hak-liak orang-orang Eropah” ”  (Van Vollenho
ven „„Adatrecht van Ned. Indie” ” , djilid II, bagian 2, hal. 845). 
Dengan demikian Pemerkitah dipaksa memikirkan keadaan hukum 
rakjat Bumiputera.

Dalam tahun 1890 Mr v.d. Berg, guru besar pada Lembaga di 
Delft (lndische Gemeente Instelling 1864— dibubarkan th. 1900), 
dalam suatu tulisan dalam „„De Gids” ”  mengikuti fikiran Van 
Nunen, dan menjerang pasal 109 R.R. ajat 4, menafsirkan pasal 75 
dan menuntut liukum-perdata materiil orang-orang Eropah bagi rak
jat Bumiputera Keristen, ketjuali dalam beberapa hal 8<>

79 Hal. 121-123.
80 Pada halaman 130 dapat kita batja : „Dalam tahun 1887 sebelum 

ia”  — ■ Mr van den Berg —  „mendjadi guru besar di Delft, ia telah 
menulis bagi perhimpunan ahli hukum Hindia Belanda (lndische 
juristen vereniging) tentang kesukaran orang-orang Bumiputera K e
risten di Djawa jang seolali-olah tidak berhukum, kalau hukum Islam 
itu tidak diperlakukan kepadanja. Ia menghendaki agar supaja hu
kum sipil dan hukum-perniagaan Eropah diperlakukan terhadap 
orang-orang Bumiputera Keristen. Meskipun ia niendasarkan hukum 
lain untuk orang-orang bukan Keristen, akan tetapi ia sudah menge
mukakan dalil jang sangat berbahaja dikemudian hari, jaitu bahwa 
hukum itu sama sekali tak sangkut-pautnja dengan kemadjuan ke- 
tjerdasan dan peradaban. Tidak perlu dihiraukan, apakah orang-orang 
Bumiputera Keristen ada tidaknja menaruli sesuatu pengertian ten
tang hukum Belanda. Menurut pendapatnja perundang-undangan 
Eropah itu memenuhi kebutuhan adat dan sosial dari orang-orang 
Bumiputera Keristen.
Hal ini tidak mempunjai akibat apa-apa, ketjuali ketika anggauta 
Madjelis Van Nunen memadjukan notanja dalam tahun 1889 (lihat
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Dalam taliun 1900 Menteri J.T. Cremer merumuskan buah pikiran- 
nja untuk memperbaiki hukum-perdata orang-orang Indonesia itu 
dalam suasana hukum perdata Gubernemen. Ia, atas initiatip sendiri, 
mengusulkan kepada wali-negeri (pada waktu itu TV. Rooseboom), 
supaja hukum-adat perdata dipergunakan terhadap semua orang- 
orang Indonesia (djadi tidak hanja bagi orang-orang Bumiputera 
Keristen sadja) dan supaja diperintahkan suatu penjelidikan me
ngenai isinja, supaja berdasarkan atas suatu penjelidikan jang de- 
mikian itu dengan peraturan undang-undang dapat diadakan pengi- 
taban beberapa bagian-bagian tertentu dari hukum-adat perdata 
jang terdapat dalam beberapa wilajah di Indonesia, dan dalam hal 
ini sebaiknja dimulai dengan wilajali-wilajah dari orang-orang Bu- 
niiputera Keristen, dimana sudah barang tentu akan lebih terasa 
adanja ketidak-pastian hukum, berhubung dengan keadaan kehi- 
dupan baru dari rakjat itu ( Van Vollenhoven „„Adatrecht van Ned. 
Indie” ” , djilid II, bagian 2, hal. 831). Usui untuk mengadakan sua
tu pengitaban hukum-adat bagian demi bagian ini, lama sekali di
sebut orang „„Rentjana-Cremer” ” .

Maksudnja jang lain ialah, agar supaja pertama-tama dalam 
tiap-tiap lingkungan jang dipilih, kemudian antara beberapa ling- 
kungan jang berbatasan, sedapat mungkin dapat mempersamakan 
hukum-adat perdata jang lama jang sudah dikodifikasi itu. Wali- 
negeri dan Staten-Generaal menjetudjui fikiran itu dan dalam tahun
1900 kepada Mr Carpentier Alting ketua dari pengadilan (landraad) 
Menado ditugaskan membuat pengitaban setjara bagian demi bagian 
dan lokal itu mula-mula bagi Minahasa dan mempersiapkannja un
tuk Amboina dan Ternate. Hasil permulaan dari pekerdjaan itu 
terbit dalam tahun 1901 sampai tahun 1903 dalam empat djilid, 
jaitu „„Regeling van het privaatrecht voor de Inlandse bevolking 
in de Minahasa-districten der residentie Menado” ” (Peraturan ten-

diatas), jang disokong oleh v.d. Berg  dengan karangannja dalam 
„„d e  Gids” ”  : ,,„Het Kruis tegenover halve maau” ”  (salib menghadapi 
bulan-sabit).
Anlara lain-lain ia menerangkan djuga bahwa kalau orang mengada
kan kemungkinan untuk mendjadikan orang-orang Bumiputera itu 
orang-orang jang beragama Keristen (kerstening), maka perlulah di
adakan pula peraturan hukum bagi orang-orang Bumiputera Keristen 
itu. Dalam hal ini jang selalu mendjadi persoalan ialah kedudukan 
hukum bagi orang-orang Bumiputera Keristen. Itulah jang mendjadi 
kepentingan, jang memetjah-belah pikiran-pikiran terhadap perun
dang-undangan, dan daripadanjalali tinibul kemudian rentjana penja- 
luan hukum (unificatie) tahun 1904” .
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tang hukuni perdata bagi rakjat Bumiputera dalam distrik-distrik 
Minahasa dari Keresidenan Menado). Akan tetapi penjelidikan ini 
dilientikan ditengah djalan” .

Penjelidikan tersebut dihentikan ditengah djalan, karena Peme
rintah Belanda dengan sekonjong-konjong berubah pendapat. Pa
da tahun 1901 Menteri Cremer diganti oleh seorang menteri lain. 
Salah seorang menteri jang memerintah sesudah Cremer, jaitu 
Idenhurgh, dengan tidak dapat diduga sebelumnja dan dengan 
sekonjong-konjong, mengemukakan dan mempertahankan suatu 
pendapat jang lain dari pada pendapat Menteri Cremer, jaitu 
Idenhurgh berpendapat bahwa jang diperlukan di Indonesia ialah 
suatu unifikasi hukum jang pada prinsipnja harus didasarkan atas 
sistim hukum Eropa. Pentjipta aliran unifikasi jang diterima Iden- 
burgh ini adalah Prof. Mr L.W.C. van den Berg — jang namanja 
telah beberapa kali disebut diatas — jang „diserahi tugas pada De- 
partemen Tanah Djadjahan untuk merantjangkan perubahan un
dang-undang (Van Vollenhoven „„Ontdekking van het Adatrecht” ” , 
hal. 133). Dalam tahun 1904 liasilnja sampai kepada Madjelis seba
gai usul undang-undang Idenburgh. Pemerintah bersama-sama dengan 
Van den Berg menudju kearah penjatuan seluruh hukum-perdata, 
walaupun dalam tahun 1901 misalnja ada tegoran dari Rooseboom  
terhadap hal itu. Pidato Mahkota dalam tahun 1903 mengutarakan 
tentang pembaharuan pasal 75 R.R.” 81.

Unifikasi hukum itu berarti hidupnja hukum adat akan diachiri. 
Sudah tentu konsepsi mengunifikasi hukum itu mendapat tentangan 
hebat dari beberapa fihak itu sebagai hukum jang satu-satunja jang 
dapat memenuhi setjara sempurna keperluan-keperluan rakjat. Pe- 
nentang jang paling kuat adalah van Vollenhoven, jang pada tahun
1901 telah diangkat mendjadi gurubesar dikota Leiden — lihatlah 
Bab TV diatas tadi. Usaha van Vollenhoven menentang apa jang di
sebut „verdringing van het adatrecht” (terdesaknja hukum adat) di- 
njatakan dalam beberapa karangan termasjliur jang ditulisnja antara 
tahun 1905 dan tahun 1925 : Geen juristenrecht voor den Inlan
der S2, Miskenningen van het adatrecht S3? De strijd voor het adat
recht 84, Juridisch ConfectiewerkS5 — dalam Bab IV diatas tadi

81 Sedjarah politik hukum adat, II, hal. 139.
82 De XXste eeuiv, 1905 (djuga dalam Adatrecht, III, hal. 22 dst.).
83 1909.
84 D e Gids, 1917, hal.
85 Koloniale Studien, 1925, 3 (djuga dulam Adatrecht, II, hal. 719 dst.).
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telah dikemukakan bahwa djustru „usul undang-undang Idcn- 
burgh”  tertanggal 15 Nopember 1904 kepada Tweede Kamer di Ne
geri Belanda, jaitu usul untuk mengubah pasal-pasal 75 dan 109 
RR 1854 supaja dapat memberi suatu dasar perundang-undangan 
(wettelijke grondslag) bagi unifikasi hukum di Indonesia seperti 
jang diingini oleh pengusul serta Prof. van den Berg, mendjadilah 
salah sebab lahirnja ilmu hukum adat dengan van Vollenhoven, 
seperti jang kelihatan dalam empat karangan termasjhur jang ditu
lisnja itu, 6ebagai pendasarnja.

Suatu anggapan unifikasi dikemukakan pula oleh Nederburgh
— salah seorang pelopor diantara sardjana-sardjana hukum jang 
bekerdja dibidang praktek jang menaruh perhatian besar terhadap 
hukum adat (lihatlah Bab IV diatas tadi) — dalam pidato dimuka 
Indisch Genootschap pada tanggal 2 Desember 1905 86. Menurut Ne
derburgh, pada kemudian hari harus berlaku satu hukum privat 
bagi semua golongan hukum dan golongan rakjat, jaitu suatu alge- 
meen (Indisch) landrecht jang akan mengganti hukum Eropa mau
pun hukum adat. Menurut Nederburgh maka algemeen landrecht 
itu akan merupakan suatu sintese antara hukum Eropa dan hukum 
adat S7.

Usul-undang-undang jang disampaikan oleh Nederburgh kepada 
Tweede Kamer pada tanggal 15 Nopember 1904 itu, barulah diper- 
debatkan pada tahun 1906. Tidak segera diperdebatkannja usul- 
undang-undang Idenburgh itu, disebabkan oleh penggantian Menteri 
Koloni; pada bulan Nopember 1904 itu pula Idenburgh diganti 
oleh Fock, jang kemudian masih djuga membela konsepsi Iden
burgh. Tentang perdebatan sengit dalam Tweede Kamer mengenai 
usul-undang-undang Idenburgh tersebut, dapatlah kita batja bebera
pa keterangan dalam buku Supomo dan Djokosutono Sedjarah po
litik hukum, adat, II 88 :

„Dalam tahun 1905 Van Idsinga” ~  anggauta Tweede Kamer
— „mengadjukan amendement terhadap rantjangan undang-undang 
itu, jang dinjatakan sesudah perbedaan jang hebat dalam Madjelis

86 Lihatlah madjalah Wet en Adat, 1896, I, hal. 331-350, T. (R ech t 
van N .I.) 79, Mr J.H. Carpentier Alting Grondslagen der Rechtsbe- 
deeling m Nederl. Indie, 1913 (tjetakan pertam a), hal. 62.

87 Lihatlah djuga karangannja Codificatie van adatrecht, Koloniaal Tijd
schrift, 1929; dan buku Iloofdstukken over adatrecht, I, 1933.

88 Hal. 141-143.
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Rendah selama tiga hari jaitu tanggal 10-12 Oktober 1906. Dari 
perdebatan dalam Madjelis ini djelaslah bahwa hukum-adat untuk 
sebagian besar tidak dikenal orang, bahwa hubungan antara hukum 
Islam dan hukum-adat tidak dikenal, bahwa orang sama sekali tidak 
mengetahui apa jang harus dikerdjakan dengan hukum-adat dalam 
peradilan oleh para ahli hukum (Van Vollenhoven „„Ontdekking 
van het Adatrecht” ” , hal. 134 dan selandjutnja). Amendement Van 
Idsinga, jang dilandjutkan oleh Menteri Fock pada tanggal 12 Ok
tober 1906, menjebutkan bahwa hukum Eropa itu hanja akan boleh 
diperlakukan terhadap orang-orang Timur, Indonesia dan asing, 
„„apabila hal itu diperlukan oleh kebutuhan kemasjarakatan jang 
ternjata timbul pada mereka itu” ” , sedang „„lain daripada itu hu- 
kum-adatlali jang akan diturut dengan undang-undang” ”  (lihat dju
ga Van Vollenhoven „„Adatrecht van Ned. Indie” ” , djilid II, ba
gian 2, hal. 859). Dengan mengikuti hal tersebut, jang kelihatannja 
langsung bertentangan dengan usul semula, Madjelis Rendah men
djadi bimbang.

Usaha Mr Troelstra untuk memungkinkan memisahkan antara 
jang berpendirian menjetudjui dan jang berpendirian menentang 
usul, kandas (Van Vollenhoven „„Ontdekking van het Adatreclit” ” , 
hal. 315). Kebaikan jang tampil kemuka dalam mempeladjari ran
tjangan undang-undang Idenburgh itu adalah pengakuan penuli jang 
datang dari medja pemerintah : „„bahwa hendaklah hukum-adat 
itu, dibiarkan tumbuli, hukum adat itu dibiarkan liidup” ” , akan 
tetapi ditambah, bahwa para hakim jang akan niemperlakukan hu
kum adat itu, sama sekali tidak mempunjai waktu untuk mengada- 
kan penjelidikan tentang hukum-adat didesa” ” (Van Vollenhoven 
„„Adalrecht van Ned. Indie” ” , djilid 1, bagian 1, hal. 82; lihat dju
ga halaman-lialaman sebelumnja dari mulai hal. 78).

Perhatian pers, umum dan kedua Madjelis terhadap hukum- 
adat ternjata hanja sebentar sadja; pada waktu pembitjaraan jang 
tidak penting pada bulan Desember 1906 dalam Madjelis Tinggi 
perhatian ilu sudah lenjap. Kemudian segera ternjata, bahwa djuga 
usul perubahan (amendement) Van Idsinga seperti djuga dengan 
usul perubahan Raad dari tahun 1854 mengenai persewaan tanah, 
telah mengemukakan maksud jang baik itu dengan tjara jang ter- 
lalu sempit” .

Amendemen van Idsinga, jang pada tanggal 31 Desember 1906 — 
oleh sebab itu dikenal dengan nama „Oudejaarswet van 31 Decem
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ber 1906”  89 — didjadikan undang-undang, menolak anggapan uni
fikasi tetapi menerima anggapan kodifikasi. Redaksi amendemen 
van Idsinga itu adalah redaksi ajat 2 sub b dari pasal 131 IS se
karang 90 — lihatlah Bab II diatas tadi.

Tetapi undang-undang jang memuat amendemen van Idsinga 
jang telah mengubah redaksi lama pasal-pasal 75 dan 109 RR 1354 
dan memberi suatu redaksi baru itu „tinggal begitu sadja dalam 
,„,Staatsblad” ” , sedjak achir tahun 1906 sedang pemerintah tidak 
dapat menetapkan mulai berlakunja ( Van Vollenhoven „„Ontdek- 
king van het Adatrecht” ” , hal. 135). Ketika achirnja dalam tahun 
1913 datang suatu usul perubahan, diadjukan oleh Menteri Mulefijt, 
untuk memperbaiki teks undang-undang itu, ternjata bahwa orang 
sudah lupa akan pembitjaraan dalam kedua Madjelis itu. Menteri 
Pleyte, jakni mengatakan,'bahwa Madjelis Rendah, dalam tahun 
1906 memberikan suaranja bagi penjatuan hukum, dan bahwa hu
kum agama itu tetap harus didahulukan, agar supaja djangan ada 
lebih melebihkan antara hukum agama dan hukum-adat. Bahkan 
kekeliruan besar ini tidak tertangkap oleh kedua Madjelis itu (Van 
Vollenhoven „„Ontdekking van het Adatrecht” ” , hal. 135).

Rantjangan tahun 1913, mula-mula diperbaharui oleh Pleyte 
kemudian diubah dan diperbaiki oleh Menteri Idenburgh, mendjadi 
undang-undang dari achir tahun 1906 achirnja berlaku pula bagi 
pengadilan Gubernemen mulai tanggal 1 Djanuari 1920 (lihat djuga 
Van Vollenhoven, djilid II, bagian 2, hal. 521 dan djilid II, ba
gian 2, hal. 832)”  9*. Mengenai redaksi baru dari pasal-pasal 75 dan
109 KR 1854 — sekarang pasal-pasal 131 dan 163 IS — lihatlah 
Bab II diatas tadi.

Ternjata bahwa pada tanggal 31 Desember 1906 usaha menga
dakan suatu unifikasi hukum di Indonesia, adalah gagal. Tetapi 
biarpun usaha gagal, masih djuga keinginan dan konsepsi supaja 
mengadakan unifikasi tersebut, tetap diteruskan dan tetap hidup, 
dan selama masih hidup maka kemungkinan dan kesempatan untuk 
merealisasi keinginan dan konsepsi itu tetap ada pula. Pertjobaan 
merealisasi keinginan dan konsepsi itu dilakukan pada tahun 1920. 
Pada tahun tersebut, oleh Cowan, Directeur van Justitie, dibuat 
suatu rentjana kodifikasi hukum perdata jang didasarkan atas sis- 
tim hukum Eropa dan akan berlaku bagi semua golongan hukum

89 Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia hal 215
90 Sama. ’
91 Sedjarah politik hukum adat, II, hal. 143.
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dan golongan rakjat, djadi, suatu unifikasi hukum perdata jang 
didasarkan atas sistim hukum Eropa. Rentjana jang dibuat oleh 
Cowan ini terkenal dengan nama „Ontwerp voor een op alle bevol- 
kingsgroepen toepasselijk Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch- 
Indie”  92.

Setjara terperintji oleh Supomo dan Djokosutono dikemukakan 
bahwa „Dalam rantjangan Coivan tahun 1920 diterima 5 matjam 
sistim, daripada satu sistim tentang penetapan memperlakukan hu- 
kum-Barat (toepasselijkverklaring).

(I) Pada tiap-tiap knmpulan pasal kitab undang-undang jang hanja 
berlaku bagi golongan-golongan tertentu sadja, ditetapkan dengan 
chusus batas luasnja daerah dimana hukum itu berlaku, baik de
ngan menjebutnja diawal kumpulan ilu, maupun dalam ketentuan- 
ketentuan itu sendiri.
(II) Suatu kumpulan pasal kitab undang-undang berbunji umum, 
akan tetapi ditambahkan kepada kumpulan itu satu pasal permu
laan, satu pasal penutup atau satu pasal jang ditjantumkan ditem- 
pat lain, jang mengetjualikan berlakunja pasal-pasal itu bagi go
longan-golongan atau bagian-bagian golongan tertentu.
(III) Bagi golongan-golongan tertentu ditundjukkan bahan hukum 
jang terletak diluar kitab undang-undang dengan tjatatan, bahwa 
»,„ketenluan-ketentuan kitab undang-undang ini” tidak boleh diku- 
rangi kekuatannja.
(IV) Ini adalah sistim dari kebebasan umum, dimana hakim dan 
adpokat haruslah berusalia sendiri untuk mentjari djalan keluar.
(V) Ini adalah sislim dari suatu pengetjualian istimewa terhadap
suatu pengetjualian umum atau pembatasan umum misalnja : ter
hadap bukan orang-orang Bumiputera, dan terhadap orang-orang 
Timur Asing bukan orang-orang Tionghoa jang tidak beragama Ke
risten adalah berlaku ..........................” 93-

Rentjana jang dibuat oleh Cowan ini tidak mendapat suatu 
tempat dalam Indisch Staalslbad. Apa sebabnja dan bagaimana ren- 
tjana itu pada achirnja mendjadi barang jang tersimpan (didep) 
dalam arsip pemerintah Hindia Belanda, ditjeritakan oleh Supomo 
dan Djokosutono dalam buku Sedjarah politik hukum adat, II 94 :

92 1923.
93 Sedjarah politik hukum adat, II, hal. 162-163.
94 Sedjarah politik hukum adat, II, hal. 163-165.
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Tidak adanja kesempurnaan dalam bentuk rantjangan kitab 
undang-undang ini jang mengandung banjak pengetjualian, bukan- 
lah karena kekurangan ketjakapan technis penjusunnja. Dari tahun 
1907-1920 para alili liukum jang berpengalaman telah bekerdja un
tuk rantjangan ini. Akan tetapi ini adalah suatu akibat dari banjak- 
nja hukum, jang ditjoba orang akan menempatkannja dalam satu 
kitab undang-undang.

Rantjangan kitab undang-undang Cowan adalah berpangkal 
kepada keputusan pemerintah tahun 1913, jang tidak ditjetak, akan 
tetapi jang menjatakan keinginan, bahwa Pemerintah menghendaki 
suatu kitab undang-undang dikemudian hari, jang sedapat-dapatnja 
merupakan hukum Eropah dan sebanjak-banjaknja mendekali ki
tab undang-undang Negeri Belanda tahun 1838. Sedang undang-un
dang itu sendiri, berhubung dengan apa jang tersebut dalam pasal 
75 R.R. terhadap usul-perubahan Van Idsinga djustru lidak ber
pangkal kepada pikiran, bahwa hukum Eropah itu akan diperlukan 
terhadap seluruh rakjat, sebab seperti sudah dimaklumi hanja „„ka- 
lau kebutuhan masjarakat itu memerlukannja” ” , maka Mr Cowan 
berpangkal kepada suatu keputusan pemerintah dari 6 tahun lebih 
dahulu. Dalam kitab undang-undang itu hukum-adat mendjadi sua- 
tu sisipan dalam hukum kesatuan (Van Vollenhoven „„Adatrecht van 
Ned. Indie” ” , djilid III, bagian 2, hal. 728).

Bahwasanja sama sekali tidak ada kebutuhan bagi rakjat Bu
miputera akan hukum-Barat ternjata dari hal seperti berikut, jaitu 
bahwa sedjak tahun 1917 bagi orang-orang bukan Eropah diadakan 
wewenang untuk tunduk pada perdata Eropah atau liukum keka- 
kajaan Eropah untuk seluruhnja atau sebagian. Hasilnja ialah bah
wa sedjumlah ketjil dari rakjat Bumiputera lelah melakukan l.al 
ini. Dalam pendjelasan rantjangan kitab undang-undang maka hasil 
dari praktek tentang „„kebutuhan’” ’ akan hukum perdata Eropah 
ilu sama sekali lidak dibitjarakan.

Duhun ,» !,» „  1922 I W ,  va„  Jliwilie„ „  (|an (|a|ain uhun w24
„ „H 00i!gerecl,l.,l,0f jticnjeludjui sel„,„|,

i.u V „  V M , „ emi|is kara ° lcrhll<,
r .» .ja n g » n  k .I .b  ....................... . m Juridisch Coi, fec |ic .

wer ' l'l,ani ....Adalrcclit van Ned. In,US"” , djili.l III,
bagian 2, hal. 719 dan selandjutnja.
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Dalam bulan Djuli 1925 Pemerintah mengirimkan rantjangan 
kitab undang-undang itu dengan pertimbangan jang menjokongnja 
ke Negeri Belanda. Dalam bulan Agustus 1925 pertimbangan mah- 
kaniah agung menolak perluasan kekuasaan pengadilan keresidenan; 
dalam bulan Djanuari 1926 pemerintah Hindia Belanda menolak 
permintaan untuk mengunmmkan pertimbangan itu.

Kira-kira tahun 1926 datanglah pantjaroba. Mula-mula pada
pembit jaraan rantjangan undang-undang Pleyte tahun 1918 ...............
untuk mengubah pasal 62 Regeringsreglement jailu pasal agraria, 
jang bertudjuan alas dasar-dasar baru dan karena alasan-alasan baru 
untuk mengliidupkan kembali usul tahun 1865 mengenai paksaan 
nienerima hak milik mutlak atas tanah bagi orang-orang Indonesia 
dengan berdasarkan hukum Eropah, dan jang ditarik kembali oleh 
Pemerintah pada bulan November 1920, telah menimbulkan bandjir 
pernjataan jang membela hukum-tanah menurut adat orang-orang 
Indonesia, suatu bandjir jang berachir dengan mosi Dewan Rakjat 
tanggal 27 Djuli 1927, jang sudah tentu tidak menjukai rentjana 
pemerintah tahun 1918 itu (Van Vollenhoven „„Ontdekking van 
het Adatrecht” ” , hal. 317. Lihatlah djuga „„Adatrechtbundel 33” ” 
hal. 31 dan selandjutnja).

Djuga pada pembitjaraan tentang pengatur urusan-urusan ker- 
dja (arbeidsaangelegenlieden) dengan undang-undang (liliat „„Bij- 
lagen Handelingen Volksraad”” , pokok ke-7, bagian 1 dan selandjut
nja), ternjata bahwa Dewan Rakjat sama sekali tidak mau tahu- 
menaliu tentang penjaluan hukum itu.

Pengganti Mr Cowan, jatiu Mr Rutgers harus memberitahukan 
kepada Pem erintah, bahwa menurut pendapatnja meneruskan peng- 
laksanaan kitab undang-undang kesaluan itu tidaklah mungkin.

Dalam tahun 1926 pemerintah memberikan tugas kepada kon- 
trolir Vergouwen, sesudah persiapan selama setengali tahun pada 
Departemen Keliakiman, akan bekerdja praktis sebanjak-banjaknja 
pada pimpinan dan revisi peradilan Bumiputera di Tapanuli dan 
sesudah bekerdja demikian beberapa tahun lamanja berdasarkan 
penjelidikan dan pengalamannja itu ia harus memberi laporan ke
pada Pemerintah, tentang penjelenggaraan hukum mana jang dibu- 
tuhkan oleh masjarakat disentral tanah Batak dan sekitarnja itu. 
Hasil-hasil penjelidikan Vergouwen mengenai hal itu diumumkan 
dalam „„Mededelingen Binnenlands Bestuur” ” (1930)” — dan dalam 
sebuah buku tersendiri : Het rechtsleven der toba-bataks, jang telah 
saja singgung dalam Bab IV diatas tadi —. „Dalam tahun 1927
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Pem erintah H india Belanda mengubah haluannja. Ia m enolak pe- 
njaluan hukum  dan ragu-ragu apakah bagi, perundang-undangan 
rakjat Indonesia dalam lapangan hukum perdata itu sudah datang 
waktunja jang tepat. Pengganti penjatuan-liukum sekarang diturut 
resep Cremer tahun 1900, jaitu melukiskan hukum-adat sedaerah 
dem i sedaerah. Dan, sesuai dengan keinginan Van Vollenhoven, p e
kerdjaan ini sekarang dapat dilakukan oleh seorang ahli hukum  
bangsa Indonesia dengan nasehat dan musjawarah guru besar h u 
kum-adat pada Sekolah Hukum Tinggi Djakarta”  —  jan g dim aksud 
adalah kerdja-sama antara ter Haar, jang m endjadi gurubesar untuk 
m atapeladjaran H ukum  Adat pada Rechtshogeschool dikota Betawi 
(sekarang D jakarta), dan Supomo.

Dalam kutipan jang teracliir ini disinggung tentang dalangnja 
„pantjaroba”  pada kira-kira tahun 1926 dan pada tahun 1927 „Peme- 
rintah Hindia mengubah haluannja” , jang dinjatakan dalam a.i. di- 
depnja rentjana jang dibuat oleh Cowan untuk mendjadikan berlaku 

hukum Eropa bagi orang Indonesia asli pula, dalam arsip pemerintah. 
Van Vollenhoven mentjatat bahwa pada tahun-tahun 1927 dan 1928 
terdjadilah „een keerpunt” (titik-membalik) dalam politik hukum 
adat jang dianut oleh penierintah 95. „Keerpunt”  itu digambarkan 
oleh ter Haar dalam kata-kata jang berikut : „inderdaad blijkt van 
1927, 1928 af de regering de baan der adatrechtpolitiek een scherpe 
wending te liebben doen maken en sindsdien bleef zij de nieuwe 
richting volgen. Zou men het ogenblik, waarop de regerin^ die 
wending onomwonden openbaar maakte (wie weet of men daa°rvan 
het eewfeest met vieren zal) precies willen aanwijzcn, dan zou als 
datum moeten worden genoemd : 7 November 1928, op welke dag 
de directeur van justitie, mr. SPIT, ten overstaan van de volksraad 
namens de regering de unificatie principieel lieeft afgezworen met 
deze woorden : vele jaren lieeft (de Regering) naar voile overtuiging 
de privaatreehtehjke wetgeving voor de Inlandse bevolkin- menen 
te dienen door een samenvatting te beproeven van het voor die 
bevolking geldende recht met het recht der andere bevolkingsgroepen 
in een wetboek, gepaard aan vele verwijzingen naar het gewoonte- 
recht. Waar nu de resultaten van die arbied meer en meer niet 
voor dadehjk gebruik vatbaar zijn gebleken, is de Regering n««r 
andere wegen ter beharUgtng^deZer belangen gaan _  diku.
tip (oleh ter Haar) dan Handehngen Volksraad, 1928, hal. 1637 —

95 Adatrecht, II, hal. 411, 544.
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„Wel was te voren al een kentering zichtbaar geworden, doordat 
de directeur van justitie mr. RUTGERS, na op 2 Juli 1927” — 
dikutip dari Handelingen Volksraad, 1927, lial. 607 — «nog in de 
volksraad te hebben gezegd, dat het eenheidswetboek-COWAN bij 
de Nederlandse regering in overweging was, op 4 Agustus van dat- 
zelfde jaar”  — dikutip dari Handelingen Volksraad, 1927, hal. 1471 
— i ■jibij de behandeling van de godsdienstige reclitspraak, alsof de 
unificatie-gedaclite bij de regering nooit was opgekomen, meedeelde, 
dat „„in  de codificatie, zoals wij die in de eerste tientallen van 
jaren zullen mogen verwachten, familierechtzaken zullen worden 
overgelateu aan het adatrecht” ” , doch een afzwering kan daarin 
nog niet met zekerheid gelezen worden.

Juni 1930 volgde daarop de zeer principiele beginselverklaring 
der regering ten aanzien van de sindsdien volgehouden koers (zorg 
voor reclitspraak en adatrechtonderzoek met waar nodig incidentele 
voorzieiiningeii) en de zeer principiele instemming daarmee van de 
volksraad”  —  dikutip dari Volksraad, 1930-1931, Ond I, Afd. I, st.
9, hal. 3, st. 10, hal. 2 90.

Dari gambaran jang dibuat oleh ter Haar ini maupun dari ku
tipan terachir jang diambil dari buku Supomo dan Djokosutono 
Sedjarah politik hukum adat, II, diatas tadi, kelihatanlah bahwa 
pemerintah Hindia Belanda telah meninggalkan pendapat lama, 
jaitu membuat bagi orang Indonesia asli suatu kodifikasi hukum 
jang sedapat-dapatnja dan sebanjak-banjaknja didasarkan atas azas- 
azas hukum Eropa, dan menerima suatu pendapat baru, jaitu hukum 
jang berlaku bagi orang Indonesia asli akan ditentukan sesudah 
diadakan penjelidikan tentang keperluan liukum (rechtsbehoeften) 
benar-benar orang Indonesia asli jang bersangkutan, dan apabila 
ternjata bahwa hukum adat itu masih belum dapat ditinggalkan 
atau diganti oleh suatu hukum lain, maka hukum adat jang masih 
diperlukan itu tetap dipertahankan.

Terdjadinja „keerpunt” dalam politik hukum adat jang didja
lankan oleh pemerintah Hindia Belanda itu, adalah hasil gilang- 
gemilang perdjuangan ilmu hukum adat dibawah pimpinan van 
Vollenhoven di Negeri Belanda dan ter Haar di Indonesia.

Dalam Bab IV diatas tadi telah dikemukakan bahwa sedjak 
van Vollenhoven diangkat mendjadi gurubesar dikota Leiden, maka 
dikalangan perguruan tinggi timbullali kegiatan besar m em peladjari

96 Vcrzamclde Geschriften, II, Hal. 557-558.
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hukum adat. Kegiatan tersebut menljapai puntjaknja dalam zaman 
sesudah tahun 1920, seperti terbukti dalam mengalirnja sualu sungai 
disertasi-disertasi dan tulisan-tulisan lain tentang hukum adat, jang 
djudul-djudulnja dan nama-nama pengarang telah saja sebut da
lam Bab IV itu. Kemudian, sesudah didirikan pada tahun 1924 
Rechtshogeschool dikota Betawi (sekarang Djakarta), terdjadilah 
suatu pusat kegiatan penjelidikan dan peladjaran hukum adat di- 
Indonesia, dibawah pimpinan ter Haar jang dalam usahanja dibantu 
chusus oleh Logemann dan Kollewijn, kemudian Werthein dan Su
pomo. Baik kegiatan jang dipimpin oleh van Vollenhoven di Ne
geri Belanda maupun kegiatan Rechtshogeschool dalam bidang pe
njelidikan dan peladjaran hukum adat itu, pengaruhnja makin lama 
makin terasa dikalangan kekuasaan kehakiman (rechterlijke 
macht), dikalangan Departement van Justitie, dikalangan Departe- 
ment van Binnenlands Bestuur dengan Pamong Pradjanja, dika
langan Pemerintah Hindia-Belanda pada umumnja. Tiap-tiap tin- 
dakan pemerintah jang kurang memperhatikan hukum adat atau 
hendak menjampingkan hukum adat, dikritik setjara pedas, dan 
usaha mempengaruhi pemerintah supaja lebih banjak m e m p e r h a 

tikan dan meiighormati hukum adat, didjalankan setjara gial bcnar- 
benar seperti ternjata dari ditulisnja nota-nota dan dibuatnja usul- 
usul. „Keerpunt”  tersebut adalah hasil gilang-gemilang perdjuangan 
ilmu h u k u m  jang h e n d a k  melindungi dan m e m p e r k e m b a n g k a n  

(beschermen en tot ontwikkeling brengen) liukum adat itu. Mulai 
tahun 1928 datanglah suatu masa baru bagi p e r u n d a n g - u n d a n g a n  

berhubungan dengan hukum adat.

VI.

Apakah hasil perundang-undangan berhubung d e n g a n  hukum 
adat sedjak tahun 1928 i t u  ? Apakah hasil p e r u n d a n g - u n d a n g a n  

berhubung dengan hukum adat sedjak tahun 1928 jang tidak lagi 
didasarkan atas suatu azas asimilasi ke arali hukum E r o p a ,  tetapi 
atas azas m>»-asimilasi ? 07. Apakah hasil p e r u n d a n g - u n d a n g a n  ber
hubungan dengan hukum adat sedjak tahun 1928 jang tidak lagi 
bertudjuan mentjiptakan „i'antasierecht” — istilah van Vollenho
ven os -  atau „amblcnarenrecht” -  istilah VJm Idginga i)0

97 Utrecht, Resep»i Hukum Belanda (Dalam sedjarah dan pada waktu 
sekarang), Hukum dan Masjarakat. I 1 jlnl i n :

98 Adatrecht, II, hal. 535. ’ * 4-15'
99 Dikutip pa,la Utrccht Pengantar dalam hukum Indonesia, hal. 197.
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Oleh ter Haar (lalam karangan Halverwege de nieuwe adatrecht- 
politiek ioo, j ang ditulisnja pada tahun 1939, dibuat suatu perdjum- 
lahan (opsomming) sbb. :

Peradilan adat didaerah jang setjara langsung diperintah (in- 
heemse rechtspraak in rechtstreeks bestuurd gebied) 101 diberi be
berapa aturan-aturan dasar (basis-regelingen) dalam ordonansi ter- 
langgal 18 Pebruari 1932, jang diundangkan dalam Ind. Stbl. nr 
80 —  „Regeling van de inheemsche rechtspraak in rechtstreeks bes
tuurd gebied”  10,2 —  dan dalam peraturan-peraturan penjelenggara 
(uitvoeringsregelingen) jang dibuat oleh residen setempat.

Peradilan swapradja 103 diberi beberapa aturan-aturan dasar 
dalam Zelfbestuursregelen 1938, jang diundangkan dalam Ind. Stbl. 
nr 529, dalam Lang Contract dan dalam peraturan-peraturan daerah 
swapradja jang bersangkutan serta peraturan-peraturan jang dibuat 
oleh residen setempat.

Hakim desa (dorpsrecliter) 101 diberi pengakuan perundang- 
undangan (wettelijke erkenning) dalam Ind. Stbl. 1935 nr 102, jang 
nienjisipkan pasal 3a dalam RO 105.

100 Dimuat dalam Verxamelde Geschriften, II, hal. 557-585, terutama hal. 
561 dst.

101 Lihatlah Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia, hal. 523-524, 
527-529, dengan daftar literalur dalam noot 16.

102 Dalam konsiderans : „Deze ord. is iwg. voor de hieronder vermelde 
residenties op  de daarachter genocmde tijdstippcn :
Sumatra’ s Westkust, Palembang, Djambi, Menado, Celebes en Onderh. 
op  1 Jan. 1934, en Benkoelen op 1 Jnli 1934, kraclitens S. 33-478; 
Itiouw, Zuider- en Oosterafd. van Borneo, op 1 April 1934 kraclitens 
S. 34-116 ;
Atjeh en Onderh. op 1 Sept. 1934, kraclitens S. 34-340;
Tapanoeli, op 1 Oct. 1934, kraclitens S. 34-517;
W esterafd. van Borneo, Molukken, op 1 Jan. 1936, kraclitens S. 
35-465 ;
Bali en Lom bok op 1 Jan. 1937, kraclitens S. 36-490.
Bij S. 41-7 (n og  niet iwg.) is in de res. Tapanoeli een zelfstandige 
beroepsinstantie, Hoge Rapat% ingesteld, en RBg. / 5, i G, en S. 32-80 
(R eg . Inh. Reclitspr.) gewijzigd ’ .

103 Lihatlah Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia, hal. 523-524, 
524-527, dengan daftar literatur dalam noot 17.

104 Lihatlah lltreclit Pengantar dalam hukum Indonesia, hal. 528-529.
105 Redaksi berbunji :

, , ( 1 )  Reclitzaken van welke de kennisneniing volgens het adatrecht 
toekom t aan rechters van kleine rechtsgemeenschappen (dorpsrech- 
ters) blijven aan die kennisneniing onderworpen.
(2 )  Het bepaalde de in het vorig lid laat onverkort de bevoegdheid 
van partijen 0111 te alien tijde hare zaak aan de beslissing der in de
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Sebagai salah satu hasil usaha untuk memperbaiki peradilan 
agama we, „a k a  dalam pasal 134 IS diadakan perubahan -  lihat- 
lah ajat 2 “  ™ »nrut Ind. S,bl. 1929 „ r  221 jo  nr 487. Kemudian, 
pa a ta un 1931 diadakan penegasan tentang snsunan dan kompe- 
tens, pengadilan agama, jang dinndangkan dalam Ind. S'bl. nr 53. 
ietap, kekurangan uaug mendjadi halangan bagi pemerintah Kin- 
d,a-Be anda untuk merealisasi apa j.n g  t<sIoh dinndangkan itu. Ba- 

pada tahun 1937 pemerintah Hindia-Belanda berl.asil mereali- 
sas, sebagian rentjana tahun 1931, jaitu penegasan dan perbaikan 
Umpetens, halcnii agama dapat didjalankan dengan dinndangkan- 
»J ordonans, dalan, Ind. Stbl. nt U6. Pada hari pertama -  tang- 
gal 1 Djanuar, _  tahun jang berikut didirikan Hof voor Mami- 
tische Zaken, sebagai pengadilan bandingan ata, keputusan penga-
m ? "  <'e“ g“  “ ma ” Ra“ ‘l Agama”  -  Ind. Stbl.
1937 nr 610. Didirikannja Hof voor I s l a m i t e  Zaken ini mem-

b ,ebCra]' >a besar bagi peradilan agama : peradilan

Z 1 L ' 7 l  r g raP 6a"  ■“ “ “  im,a0"  ba“ '» S - >  sehingga prin-
m l  1 , " " "  P" a,lilan S"l>«„en,e» (Gouverne-n e ..sr chter, jaitu , per„<fi,„„ dalam dua direali.

semnur nnluk setjara lebih
n e X T  hukum Islam dalan, penjelesaian perkara-
perJcara perkawinan; kesaiuan hnt..m t i \ i-rJifliTmin 11 V, ukl,m (eenheid van recht) djuga

f " * 11 a"  J*i*» dapat didjamin adanja le-
bd, banjak kesa uan dalam mendjalankan hukum a l-F M ,

mini T g ,‘ T ,  ~  ’  ~  d j»S» *  « « « 'niQnt3n lcngsiurci diaflalcan n on . , J o
didirikan suatu instansi b a n d in J T T  ?.mpetensi hakim **?
gerecht”  -  Ind. Stbl. nr 638. “  keputusan-kePulusan ” Kadl‘

Sekali lagi, pada tanggal 1 Djanuari 1938 — ternjata tanggal 
ini bagi hukum adal mendjadi suatu tanggal jang bersedjarah ! —  * 
pada Raad van Justitie dikota Betawi (Djakarta) didirikan suatu 
adatkamer jang mengadili dalam tingkat bandingan dalam perkara- 
perkara hukum privat adat jang telah diputuskan oleh L a n d r a a d -  

landraad dipulau Djawa, di Palembang, di Djambi, di Banka dan

aril. 1, 2 en 3 bcdoeldc rechters te onderwerpen.
(3 )  De in het eerste lid bedoelde rechters spreken recht n aa r a d a t
recht; zij niogen geen slraffen opleggen” .
Batjalah djuga ter Haar Beginselen en stelsel hal. 224.

106 Lihatlah Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia, hal. 529-530, 
dengan daftar lileratur dalam noot 30.
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<H B elitung, (li K alim antan dan di Bali Ind. Stbl- 1 9 3 . “ r '

D id irik an n ja  ad a ,k am er ini m endjam in lebih ^
kan n ja  h u k u m  ad at, karena sekarang, m elalui a d a , kamer tersebn , 

p erad ilan  dapol m euaruh perhatian chums terha »p "  " In 

r e r b a tia . ,  terh a d ap  l.u k u n . ad a, itu tidak lagi diUt.pkan p a d . «■ 

viele k a m e r R aad van Justitie, telapi bagi perhatian terse u 

sedialali suatu kamer tersendiri !

Disamping aktivitet dalam bidang legislatif tersebut diatas tadi 
oleh pemerintah Hindia-Belanda diadakan p .d . p e n ,.M ia n 'le  numg 
lnikum adat dibeberapa daerah, jang ha.ilnja d.puM.kas. dala, 
laporan, nota dan buku. Kareua penjelidikan tentang in 'un' J* a
ini diasuh oleh p e m e r i n t a h ,  maka ter Haar menjebut pu 
hasil penjelidikan tentang hukum adat tersebut suatu „regermgs- 
daad”  ios.

D alam  k u tip aii teraehir jang diambil dari b»ku S„po„<, dan 

D jokosutono Sedjarah politik lmkum adat, 11, diatas tad ., disu, »»„ 

tugas jan g  d ibebankan pada t.l .n n  1926 oleh pemerintah Hindia-Be- 

lan d a k ep ad a k o n tro lir Vergouwen untuk menjelidiki P

ad ilan  a d a t di T apanuli. Pada tahui, 1930 basil penjelidikan Ja n , 

didjalankan oleh Vergouwen ini dipublikasi — suatu „regerings aa
-  dalam Verslag omtrent de toestand der inheemsche rechtspraa
in Tapanoeli 10n.

Nota-nota Laceulle, Wink, Haga, van Royen dan Holleman, jang 
semuanja memuat hasil penjelidikan tentang hukum adat jang ol 
penierintah ditugaskan kepada pembuat-pembuat nota tersebu , 
lab saja sebut dalam Bab IV diatas tadi.

Dalam Bab IV diatas tadi, djuga telah saja scbut karj3 
Supomo -  hasil penjelidikan tentang hukum adat di Djawa Ba .
-  dan Djojodigoeno dan Tirtawinata -  hasil penjelidikan tentang 
hukum adat di Djawa Tengah jang mendjadi „regermgsdaden 
jang dimuat dalam buku-buku tersendiri no. Kepada Mr ^ s" ma 
Pudjosewojo diberi tugas untuk menjelidiki hukum adat di Djaw

107
Justitie te Batavia, Bijdrage" 110, hal. 132 dst.

108 T e r  H aa r d a la m  Verzamelde Geschnften, II, hal. 1 , -  ' (,fln
109 M ededeelingen van de a/dceling bestuurssaken der buit rg  .

het D ep a rtm en t van liinnenlandsch-Bestuur W  A nr 10, M -
110 Het adatprivaatrecht van West-Java, 1933, dan llet adatpr.vaatrec 

van Middel-Java, 1940.
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Timur dan kepada Mr Chabot diberi tugas untuk menjelidiki hu
kum adat di Sulawesi Selatan. Petjahnja Perang Dunia ke-II men
djadi halangan bagi Kusumadi maupun Chabot untuk menjelesai- 
kan penjelidikan mereka. Sesudah Perang Dunia ke-II, maka Ku
sumadi sampai saat ia meninggal dunia pada tahun 1961 — tidak 
berkesempatan menjelesaikan penjelidikan jang telah diinulainja 
pada waktu sebelum perang tersebut, sedangkan Chabot menggeser 
titikberat penjelidikan dari segi-segi hukum adat ke segi-segi elno- 
logis. Pada tahun 1950 dikalangan Universitas Indonesia ia m em per- 
tahankan suatu tesis mengenai Verwantschap, stand en sexe in Zuid- 
Celebes m .

Petjahnja 1 erang Dunia ke-II itu menutup suatu zaman jang 
mengenai aktivitet besar berhubungan dengan hukum adat, baik 
dibidang ilmu hukum — lihatlah Bab IV diatas tadi — maupun 
dibidang perundang-undangan.

VII.

Dalam Bab IV diatas tadi, telah saja kemukakan bahwa pada 
zaman sesudah Perang Dunia ke-II, terutama pada zaman Revolusi 
fisik antara tahun 1945 dan tahun 1950 dan pada beberapa taliun- 
pertama sesudah tahun 1950 itu -  jaitu pada zaman jang kita
perlukan untuk mengkonsolidasi segala jang telah kita peroleh  
sebagai hasil Revolusi fisik antara tahun 1945 dan tahun 1950 — , 
kegiatan menjelidiki dan mempeladjari hukuni adat sangat berku-
rang (djikalau dibandingkan denran . i, ® e uengan kegiatan jang ada dizaman se-
belnm  Perang Don.a ke-II). Sebab berkurangnja kegialan tersebut,

* Sa)" P“ >“ ; I>«™ sardjana bnknm bang,a Indonesia
„,as,h sangat terikat perhatian dan te„aga„ja oleh penjelesaian ber-
hagai persoalan jang lebih urgent berhuh,,.^ ,1, , . , "crnuoung dengan tugas pern-
bangunan dan tugas penjelesaian Revolusi • • i it r | i , 'uiubi Indonesia lang masili be-
lum selesai. Mereka belum mempuniai w,L-„ • • ,
nntuk mengadakan p en je lid ik ,,, Z  '  ela .‘ T " ®
adal -  liballali K „ a  Pengantar j  "  S  " " ' “ “ e h" lu m
pada permula........ ini. "  "  P '.H ik a .i-pn blik asi

111 Disertasi ini dibitjarakan oleh V F  i i
lah halaman-halanian 17-18) Tti-i.. ”  . anl Bijdragen, 108 (Iihat- 
kepada peladjaran hukuni adat _ ^ UU d,serlasi ini tidak ditudjukan 
titik-lierat diletakkan pada segi-seei r.n^T1'- J"anS lelah Saja katakan 
tasi ini memuat banjak d «e r -
adat. penting bagi peladjaran hukuni



Apa jang dikatakan diatas tadi tentang aktivitet berhubung 
dengan hukum adat dibidang ilmu hukum, mengenai pula aktivitet 
dibidang perundang-undangan dan politik hukum adat.

Pada zaman sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indo
nesia, oleh beberapa sardjana hukum kita jang terkemuka di
buat spekulasi-spekulasi tentang sifat dan tjorak hukum jang akan 
berlaku dikemudian hari. Sebagian mereka mengingini supaja di
adakan suatu unifikasi hukum modern. Sebagian lagi masih be
lum melihat kemungkinan akan diadakan suatu unfikasi hukum 
jang sematjam dan hanja melihat kemungkinan akan diadakan ko
difikasi liukum bagi golongan rakjat masing-masing. Jang sangat 
menggemparkan dunia sardjana hukum di Indonesia maupun 
diluar Indonesia, adalah konsepsi Prof. Soepomo jang diumum- 
kannja dalam pidato dies natalis jang pertama Universitas Ga- 
djah Mada di Jogjakarta pada tanggal 17 Maret 1947 11-. Dari 
karangan Utrecht tentang Resepsi hukum Belanda (Dalam sedjarah 
dan pada waktu sekarang) 113, jang mengadakan penindjauan atas 
konsepsi Prof. Soepomo itu, saja mengutip :

„„01eh  SOEPOMO dalam pidato dies jang telah mendjadi ter- 
masjhur itu, dikemukakan a.i. :

I. berdasarkan «. hal „„peroebahan-peroebahan jang dimaksud- 
kan oleh pelopor-pelopor revolusi kita, ialah t e r l a k s a n a k a n n j a  

soeatoe negara merdeka, jang mempoenjai soesoenan serta alat- 
alat modercn, seperti bentoek soesoenannja para negara demok- 
ralis nioderen didoenia Barat, serta terbentoeknja soeatoe nni- 
sjarakat jang mempoenjai soesoenan serta alat-alat e k o n o n u  

moderon. Poen segala golongan mengliendaki tertjapainja ke- 
adilan sosial bagi seloeroeh rakjat Indonesia. Oentoek memo- 
derniseer negara dan masjarakat Indonesia kita memboetoeli- 
kan lataliukum baroe jang memenoehi segala keboetoelian lioe- 
koem jang timboel dari pada kehidoepan moderen itoe” ” , b. hal 
,„„oentoek kehormatan negara kita didalam doenia interna- 
sional, kita haroes mempoenjai tatalioekoem jang qualiteitnja 
adalah sedjadjar dengan tatalioekoem dari negara-negara jang 
beradab” ” , c. hal „„memang soesoenan ekonomi baroe, tjita- 
tjita induslrialisasi, perhoeboengan dagang dengan loeai dsb. 
akan meminla lerbenloeknja hoekoem-sipil dinegera kita, jang

112 Liliatlali Bah IV noot 8.
113 Sama. ITalaman-haluniun 23-24.
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sesoeai dengan lioekoem sipil dinegara-negara moderen. Poen 
revoloesi sosial jang sedang berdjalan dinegeri ini, jang meng- 
hendaki perbaikan kehidoepan kaoem Boeroeh dan kaoem Ta- 
ni meniinta poela dibentoek hoekoem pekerdja serta hoekoem 
pertanian baroe jang sesoeai dengan tjita-tjila keadilan sosial 
oentoek seloeroeh rakjat” ” , dan d. „„dengan tetap berdirinja 
Indonesia sebagai negara jang merdeka, dengan kembalinja ke- 
daulatan negara kepada bangsa Indonesia, maka bangsa kita, 
jang sekarang dapat menentoekan nasibnja menoeroet ke- 
maoeannja sendiri, dengan penoeh kemerdekaan akan dapat 
menetapkan bagaimana akan dipakai 100 %  kepentingan ne
gara dan bangsa kita sendiri” ” .

II. maka dari itu ,,„berlioeboeng dengan peroebahan didalam ke- 
doedoekan bangsa Indonesia ini, (maka) boekan lagi konkor- 
dansi dengan hoekoem jang berlakoe dinegeri Belanda akan 
mendjadi poesat perhatian Pemerintah Indonesia, bahkan se- 
baliknja, bagaimana akan hoekoemnja bangsa Indonesia dihari 
kemoedian, berhoeboeng dengan tjita-tjita kita oentoek hidoep 
bergaoel dengan bangsa-bangsa merdeka lain atas dasar persa- 
maan didalam doenia internasional, jang mendjadi soal per
tama” ” ;

III. tetapi „„oentoek kepentingan-kepentingan m asjarakat jang 
mendesak itoe, kita tidak dapat menoenggoe akan toemboeh- 
nja hoekoem adat baroe, bahkan kita haroes tjampoer tangan 
dalam ketjerdasan masjarakat dengan segera m em bentoek k o 

difikasi, jang meinoeat hoekoem moderen jang diboetoeh- 
kan” ” ;

IV. dan kodifikasi itu sebanjak-banjaknja haroes bersifat soeatoe 
unifikasi, karena „„alangkah baiknja djika kita dapat mem
poenjai kesatoean hoekoem sipil moderen oentoek segala golo
ngan warga-negara dari bangsa apapoen, soeatoe sistim hoekoem 
jang memenoehi segala aliran jang moderen didoenia” ;

V. selandjutnja unifikasi itu terutama dalam hukum kekajaan (ver- 
mogensrecht), bahkan „„didalam lapangan kontrak, lapangan 
pekerdja dan lapangan pertanian, kita haroes mendorong ( cur- 
sivering dari kami) rakjat Indonesia kearah hoekoem baroe, 
jang berasal dari doenia loear dan jang akan diboeat berlakoe 
oentoek segala golongan dan bangsa apapoen” ” . Jang mendjadi 
tjerminnja ialah „„kodifikasi moderen negeri Swis, sebagai 
telah diandjoerkan djoega oleh Van Vollenhoven (Adatrecht,
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II, lial. 866); tentang hoekoem pekerdja dan hoekoem perta
nian, kita dapat mempeladjari djoega hoekoem sipil baroe 
jang dibentoek dinegeri Roesia” ” . Tetapi „„didalam lapangan 
hidoep kekeloeargaan (cursivering dari kami), tjita-tjita oem-
fikasi tidak akan moedah dapat diselenggarakan .......................
dalam lapangan masjarakat Indonesia pada waktoe sekarang 
tidak akan dapat dipaksa oentoek menerima oenifikasi , oleh 
karena hidoep kekeloeargaan mempoenjai hoeboengan erat 
dengan kepertjajaan batin dari orang-orang jang bersang- 
koetan, segala sesoeatoe dipengaroehi oleh agama golongan itu 
masing-masing” ” ;

VI. achirnja hukum adat „„masih tetap akan nieminta perhatian 
para pembangoen-negara kita, baik oentoek memberi bahan- 
bahan didalam pembentoekan kodifikasi, maoepoen oentoek 
langsoeng dipakai didalam lapangan jang beloem moengkin di- 
codificeer, bahkan dimana telah dapat diadakan kodifikasi, 
hoekoem adat sebagai hoekoem kebiasaan jang tak tertoelis 
akan tetap mendjadi soember dari hoekoem baroe dalam lial- 
hal jang tidak atau beloem ditetapkan dengan oendang-ocn 
dang” ” .

Inti anggapan Prof. SUPOMO ialah : sudah semestinja masja
rakat dan negara Indonesia mendjadi masjarakat dan modern. Hu
kum modern itu bukan hukum Belanda tetapi hukum jang memuat 
azas-azas modern universil. Hukum adat memberi bahan-bahan 
bangunan (bouwstenen), kalau hukum asing jang akan diterima itu 
tidak dapat atau belum dapat disesuaikan dengan „„het Indonesis

che eigene” ” . D jad i pidato Prof. SUPOMO mengandjurkan sebanjak- 
banjaknja asimilasi kearah Barat. Tetapi oleh karena mereka jang 
nanti akan bertugas membuat kodifikasi jang bersifat unifikasi, tidak 
lain dari pada sardjana-sardjana liukum jang mendapat pendidikan 
dikalangan universitas Belanda (atau universitas Indonesia jang 
lum menghasilkan suatu peladjaran ilmu hukum jang penuh lepas 
dari azas konkordansi !), dan tidak diwadjibkan ketika masih i»a 
hasiswa mempeladjari hukum asing lain, maka djanganlah kita akan 
berharapan bahwa kodifikasi jang tertjipta itu s u n g g u h - s u n 8 § u  1 
lepas dari pada pengaruh hukum Belanda seperti jang diingim SU
POMO itu. Terutama, kalau kodifikasi atau unifikasi itu harus di
adakan sekarang atau sesegera-segeranja. SUPOMO, dalam pidato
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diesnja, mengandjurkan suatu „„herorientatie” ”  dalam politik-hu- 
kum jang berdjnrusan terbalik dari pada djurusan „„herorientatie” ” 
tahun 1927.

Kemudian SUPOMO, dalam karangannja jang dapat kita batja 
dalam Hukum, 1952, 4 /5 , hal. 3 dan jang berikutnja m ,  mengubah 
sedikit pendapatnja. Jaitu unifikasi tidak begitu utama. Pasal 25 
ajat 2 U.U.D.S. — untuk sementara waktu — belum mengidjinkan 
diadakan suatu unifikasi. Dikatakan SUPOMO bahwa unluk semen
tara waktu masih perlu „„perbedaan-perbedaan dalam kebutuhan- 
kebutuhan sosial dan hukum harus diperhatikan” ” . „„Kebutuhan- 
kebutuhan sosial” ”  itu meliputi djuga hal-hal mengenai (hukum) 
kekajaan orang Indonesia (asli). Unifikasi baru dapat diadakan apa-
bila telah ada „„persamaan keadaan dan kebutuhan” ”  hal. 1 1 ). Wa-
laupun berbeda sedikit dari pada tahun 1947, masih djuga pendapat 
SUPOMO pada tahun 1952 tetap berupa pro-asimiIasi” °

Pada tanggal 16 Desember 1950 di Salatiga Prof. Hazairin 
mengemukakan konsepsinja, jang sangat menarik perhatian pula, 
dalam sebuah pidato dalam Konperensi Kementerian Kehakiman. 
Dari karangan Utrecht tersebut diatas ini, jang memuat pula suatu 

tindjauan atas konsepsi Prof. Hazairin, saja mengutip :
„Berlainan dari anggapan SUPOMO, itulah anggapan Prof. Mr 

Dr HAZAIRIN. Djuga HAZAIRIN menegaskan pentingnja hukum 
Eropah dalam proses modernisasi masjarakat kita dalam segala segi. 
„„01eh karena hukum Eropah inilah j ang memberikan djembatan 
kepada bangsa kita dan bagi negara kita dalam urusannja keluar di
katakan Prof. Hazairin : Hukum Eropah jang berlaku dalam ne
gara kita ini meskipun berasal semendjak zaman peudjadjalian ti
dak boleh lagi kita pandang sebagai hukuni asing tetapi sebagai hu
kum nasional sebab la  berlaku bagi sebagian rakjat jang bukan sa
dja penduduk tetapi djuga warga negara kita, ja banjak djuga di-
antara m ereka itu bangsa Indonesia asli” ”  n  >, , , . i i • i — wl roses asimilasi ke-
nral, k eb u d ajaan  dan tehm k B .r .1  ,idak dapat d ih in d ark an  lagi.
Tetapi -  in.lab perbedaannja d e „g ,„  anggapan SupOM O _  (,a|am
proses modern,sas. ,tu oleh HAZAIRIN diberikan kepada hukum 
ada, suatu peranan jang leb.h besar < « „  grot„ c ,ocbedee, (],.
Hukum adat dan hukum Eropah itu akin ,
t . , . n , , , , . . , KaU dlt«"tkan  (naar elkaartoetrekken). Dan „dalam hal ini alili n ik ir  l

, 1 I)acIa umumnia sama
pendapatnja ja«u  kalau akan menautkan hukum Eropah dan hukum

114 Liliatlali Bali II noot 6.
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Adat maka hendaklah dimulai dengan liukum ’lalu-lintas’ ja’ni hu
kum perdagangan, hukum perdjandjian, hukum hutang-piutang, se- 
hab inilah bagian hukum jang tidak begitu hebat persangkut-pautan- 
nja dengan susunan masjarakat adat, djadi kurang berbahaja, dan 
sekadar ada baliajanja mungkin dapat dihindarkan dengan sesuatu 
tjara” ” .

Proses menautkan itu harus didjalankan setjara berangsur-ang- 
s»r  (H AZAIR IN  mengingatkan para pendengarnja akan hal bukan 
mam lamalali berkembangnja proses resepsi hukum Romawi dahu- 
lu). Kita menghadapi tiga matjam hukum, jaitu „„hukum Eropah, 
hukum Adat dan liukum Agama” ” 115, dan masing-masing matjam 
hukum ini mempunjai pengikutnja sendiri. Oleh karena djustru 
masjarakat Indonesia belum mendjadi suatu masjarakat jang „„ho- 
mogeen” ”  dalam segala seginja. „„Kita baru merupakan kebangsaan 
Jang kesatuannja semata-mata terletak dalam arti politik, dalam 
arti kewarganegaraan ! Disanalah baru ada kesatuan itu” ” .

Proses perkembangan hukum jang digambarkan oleh HAZAI
RIN lebih-lebili menundjukkan suatu djalan jang organis (een meer 
°rganische groei) dari pada djalan jang dilukiskan SUPOMO. Bo
leh dikatakan bahwa pendapat HAZAIRIN lebih „„bezadigd” ” . 
Tetapi djuga tidak menjangkal kemungkinan suatu asimilasi. Pen
dapat H AZAIRIN  ialah djalan tengah antara djurusan politik-hu- 
kum tahun 1927 dan djurusan politik-hukum jang telah ditjiptakan
SUPOMO” H6.

Sesudah Supomo dan Hazairin mengemukakan konsepsinja, 
maka datanglah suatu rentetan pendapat-pendapat, jang berbeda- 
beda, jang mempersoalkan kodifikasi hukum di Indonesia dan 
hubungan antara kodifikasi itu dengan liukum adat, jaitu penda-

115 Dalam  scliuah noot Utrecht mentjatat : „Menurut HAZAIRIN „„seka- 
rang kita lihat l i u k u m  Agama itu sedang bersiap hendak n i e m b o n g k a r  
diri dari ikatan adat itu” ” . Boleh dikatakan baliwa pada djaman se
karang —  kalau dibandingkan dengan keadaan pada waktu kolonial 
'—  penghidupan menurut Islam lebih bcrkembang. Tetapi kami tidak 
pertjaja  akan hal berkembangnja penghidupan Islam itu dapat ineng- 
hindarkan asimilasi ke arali Barat. Oleh karena dalain Islam tidak 
ada bentuk-bentuk tersedia jang dapat menangkap Cgeen vormen 
aanwezig om  op te vangen) perkembangan masjarakat dan kebuda
jaan kita di kemudian hari sebagai akibat modernisasi Benar tidak- 
n ja pendapat Utrecht ini pada saat sekarang sedang diudji dalam 
usaha kita „kcm bali ke-pcribadian Indonesia” .

6 H alam an-halam an 21-25 dari karangan Utrecht, Resepsi Hukum Be
landa.
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pat Mr Soewandi 117 dan Soetan Malikoel Adil u s  p ada tahun 1955, 
pendapat-pendapat Gouw Giok Siong H9 dan Utrecht 120 pada ta
hun 1956, pendapat-pendapat Prof. Iwa Kusuma Sumantri 121, Mr 
Ko Tjay Sing 122 dan Prof. Mahadi 123 pada tahun 1958, dan pen
dapat Prof. Oey Pek Hong 124 pada tahun 1959. Prof. D jojodigoeno 
dalam bukunja Asas-asas hukum, adat125 mengemukakan pendapat 
sebagai berikut: „Adakah UDS kita memerintahkan ketunggalan 
hukum ? Pada 102 UDS mengesankan demikian. Tapi kalau kita 
menilik pepatjak ajat 2 pasal 25 jang menghendakkan perhatian 
akan perbedaan hukum golongan rakjat, maka menurut faham kami 
UDS kita tidak melarang keanekaragaman kodifikasi, tapi djuga 
memerintahkannja. Djadi sekalipun diperintahkan kodifikasi un
tuk seluruh rakjat, namun kodifikasi itu boleh berupa ketunggalan 
dan boleh berupa keanekaragaman. Tegasnja boleh diadakan satu 
kodifikasi untuk seluruh rakjat dan boleh djuga diadakan kodi
fikasi untuk masing-masing golongan sendiri-sendiri” .

Pembaharuan atau retooling hukum diperintahkan tegas oleh 
Manifesto Politik. Dalam Manifesto Politik terdapat kata-kata tegas 
sebagai berikut: „Demikian pula persoalan tanah. Kita mewansi 
dari zaman Belanda beberapa hal jang harus kita berantas. Antara 
lain apa jang dinamakan „„hak eigendom’”  diatas sesuatu bidang 
tanah. Mulai sekarang kita tjoret samasekali „„hak eigendom ta
nali dari hukum pertanahan Indonesia. Ta dapat kita benarkan, 
di Indonesia Merdeka ada sesuatu bidang tanah jang dieigendomi 
oleh orang asing, in casu orang Belanda ! Kita hanja kenal hak 
milik tanah bagi orang Indonesia; sesuai dengan fasal 33 Undang- 
undang 1945”  126-

Sedjak tanggal 17 Agustus 1945 peraturan perundang-undangan 
apakah jang telah dibuat oleh Pemerintah nasional kita berhu- 
bungan dengan liukum adat ?

117 Sekilar kodifikasi hukum  nasional di Indonesia.
118 P e m b a h a ru a n  h u k u m  p e rd a ta  k ita .
119 P e m b a h a ru a n  h u k u m  di Indonesia .

x 120 Hukuni Pidana, Kolektivisme kemasjarakatan, Pembnngunan ekonom i 
dan Pers, M a d ja la h  H ukum d an  Masjarakat, Agustus 1956, hal. 2-18.

121. Revolusionisasi hukum  Indonesia.
122 K odifikasi dan unifikasi hukum perdata dan dagang.
123 Beberapa aspek ketertihan baru di Indonesia.
124 Peranan kodifikasi, jurisprudensi dan ilmu pengetahuan dalam p er

kembangan hukum perdata.
125 Hal. 14.
126 Dikutip pada Tudjuh bahan-bahan pokok  indoktrinasi, hal. 126.
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Pada tahun 1946, berhubungan dengan hukum Islam jang erat 
sangkut-pautnja dengan hukum adat sebagian orang Indonesia jang 
heragama Islam, ordonansi dalam Ind. Stbl. 1929 nr 348 (jang me- 
ngubah Huwelijksordonnantie voor Moslims op Java en Madura dari 
tahun 1895) diganti oleh Undang-undang RI taliun 1946 nr 22. 
Peraturan jang baru ini mulai berlaku dipulau Djawa dan pulau 
M adura pada tanggal 1 Pebruari 1947 (penetapan Menteri Agama 
tertanggal 21 Djanuari 1947), dipulau Sumatera pada tanggal 16 
Djuni 1949 (Ketelapan Pemerintah Darurat RI tertanggal 14 Djuni 
1949 nr 1 /P D R I/K A ), didaerah-daerah lain dari wilajah Republik 
Indonesia  pada tanggal 2 Nopember 1954 (Undang-undang tahun 
1954 nr 32, LN 1954 nr 98). Oleh pasal 1 ajat 1 ditentukan bahwa 
nikah jang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh pegawai 
I'entjatat Nikah jang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai 
Jang ditundjuknja (peraturan Menteri Agama taliun 1955 nr 14 ter
tanggal 23 Djuni 1955) ^7.

Sebelum langgal 1 April 1948 berdasarkan Ind. Stbl. 1918 nr 
jo  nr 22, maka pengusaha perkebunan jaug mendjalankan pe- 

rusaliaannja diatas tanah swapradja-swapradja Surakarta dan Jog
jakarta, dapat diberi suatu liak kebendaan (zakelijk recht) jang 
dapat diberati (bezwaard) dengan hypotik. Hak kebendaan ini 
dihapuskan menurut Undang-undang RI tahun 1948 nr 13 (Undang- 
undang taliun 1950 nr 5 tentang penambahan dan pelaksanaan Un
dang-undang tahun 1948 nr 13 tentang perubahan V o r s t e n l a n d s e  

G r o n d h u u r r e g l e t n e n t )  128,

S ebagai pelaksanaan Manifesto Politik (lihatlah diatas tadi) 
pelaksanaan  Landreform dan Landuse 129 — , maka pada tahun- 

tahun 1960 dan 1961 dibuat peraturan-peraturan p e r u n d a n g - u u -  

dangan ja n g  m elahirkan  suatu rezim hukum tanah g r o n d e n r e c h t s -  

reg iem ) ja n g  baru  jang mengganti rezim hukum tanah jang lama 

ja n g  berdasarkan  perundang-undangan agraris (agrarisclie wetge
v in g ) tahun  1870 (lihatlah  diatas tadi) :

127 D ikutip  pada Utrechl Pengantar dalam hukum Indonesia, hal. 15-16-
Lihatlah Utrecht Pengantar dalam hukum Indonesia, hal. 310-oH ’

129 Lihatlah antara lain pidaio Menteri Agraria Mr Sardjawo pada Sidang 
Dewan Pertim bangan Agung tanggal 13 Djanuari 1960, P e r a t u r a n  
dasar p ok ok -p ok ok  agraria dan landreform, D e p a r t e m e n  P e n e r a n g a n

(Penerbitan Chusus nr 169), hal. 9-25.

187



1. Undang-undang tahun 1960 nr 2, LN  nr 2, tentang „P e rd ja n - 
djian Bagi-Hasil”

2. Keputusan Menteri Muda Agraria nr Sk. 322 ICa 1960 tentang 
„Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960” , diinuat da
lam Tambahan LN  nr 1935

3. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
dengan Menteri Agraria tertanggal 28 Oktober 1960

4. Undang-undang tahun 1960 nr 5, LN  nr 104, tentang „Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria”  —  terkenal sebagai Undang-un
dang Pokok Agraria

5. Peraturan Menteri Agraria tahun 1960 nr 2 tentano- Pelaksa-O
naan beberapa  ketentuan U ndang-undang P ok ok  Agraria” , di- 
m uat dalam  Tambahan LN n r 2086

6. Peraturan Menteri Agraria tahun 1960 nr 5 tentang „Penam- 
bahan ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 2/1960” , di- 
muat dalam Tambahan LN  nr

7. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tahun 19('-0 
nr 56, LN nr 174, tentang „Penetapan luas tanah-pertanian”

8. Keputusan Menteri Agraria nr Sk. 978 Ka 1960 tentang „Pene- 
gasan luas maksimum tanah-pertanian” , jang disampaikan ke
pada semua Gubernur Kepala Daerah, semua Bupati/W alikota 
Kepala Daerah dan semua pendjabat-pendjabat Agraria dalam 
Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
dengan Menteri Agraria tertanggal 5 Djanuari 1961

9. Peraturan Pemerintah tahun 1961 nr 10, LN nr 28, tentang 
„Pendaftaran tanah”

10. Keputusan Menteri Agraria nr Sk. 115 Ka 61 tentang „Memper- 
pandjang djangka waktu pendaftaran”

11. Keputusan Menteri Agraria nr Sk. 113 Ka 61 tentang „Panitya- 
panitya pemeriksaan tanali”

12. Keputusan Presiden tahun 1961 nr 131 tentang „Organisasi pe- 
njelenggaraan Landreform” .

Untuk dapat mengerti sifat rezim hukum tanah jang baru 
menurut Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, saja mengutip 
beberapa bagian dari Pendjelasan atas Undang-undang Pokok Agra
ria itu :
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Dasar-dasar dari hukum agraria nasional.

(2 ) ,„.Azas d o m e in ” ”  jan g  diperguiiakan sebagai dasar dari pada 
Peru n d an g-u n dan gan  agraria jan g  berasal dari Pemerintah djadjahan 
l»dak d ik en a l da lam  h u ku m  agraria jang baru.

A zas d o m e in  adalah  bertentangan dengan kesadaran liukum 
rak ja t In d o n e s ia  clan azas dari pada Negara jang merdeka dan mo
dern.

B e rh u b u n g  dengan  in i maka azas tersebut, jang dipertegas da- 
âm  b e rb a g a i „ „p e rn ja ta a n  dom ein” ” , jaitu misalnja dalam pasal

1 A grar isch  Besluit (S. 1370-118), S. 1875-119a, S. 1877-55 dan S. 
1888-58 d itin gg a lk a n  dan pernjataan-pernjataan domein itu ditjabut 
kembali.

Undang-undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, 
bahwa untuk mentjapai apa jang ditentukan dalam pasal 33 ajat
(3) U n d a n g -u n d an g  Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tem- 
Patnja, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai 
pemilik tanah. Adalah lebih tepat djika Negara, sebagai organisasi 
kekuasaan dari seluruh rakjat (bangsa) bertindak selaku Badan Pe- 
nguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan dalam pasal
2 ajat (1) jang menjalakan, bahwa „„Bumi, air dan ruang ang- 
kasa, termasuk kekajaan alam jang terkandung didalamnja, pada 
tingkatan jang tertinggi dikuasai oleh Negara”” . Sesuai dengan pang- 
kal pendirian tersebut diatas perkataan „„dikuasai”” dalam pasal 
*ni bukanlali berarti „„dim iliki” ” , akan tetapi adalah pengertian, 
Jang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekua
saan dari Bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan jang tertinggi :

a- mengatur dan menjelenggarakan peruntukan, penggunaan, per- 
sediaan dan pemeliliaraannja; 

k. menentukan dan mengatur hak-hak jang dapat dipunjai atas 
(bagian dari) bunii, air dan ruang angkasa itu; 

c - menentukan dan mengatur liubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan liukum jang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa.D D

Segala sesuatu dengan tudjuan : untuk mentjapai s e b e s a r - b e 6 a r  

kemakmuran rakjat dalam rangka masjarakat jang adil dan makmur 
(pasal 2 ajat (2) dan (3 )).
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Adapun kekuasaan Negara jang dimaksudkan itu mengenai se
mua bumi, air dan ruang angkasa, djadi baik jang sudah dihaki 
oleh seseorang maupun jang tidak. Kekuasaan Negara mengenai 
tanah jang sudah dipunjai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh 
isi dan hak itu, artinja sampai seberapa Negara memberi kekuasaan 
kepada jang mempunjainja untuk menggunakan haknja, sampai 
disitulah batas kekuasaan Negara tersebut. Adapun isi hak-hak ber
ikut pembatasan-pembatasannja dinjatakan dalam pasal 4 dan pasal- 
pasal berikutnja serta pasal-pasal dalam Bab II.

Kekuasaan Negara atas tanali jang tidak dipunjai dengan se
suatu hak oleh seseorang atau pihak lainnja adalah lebih luas dan 
penuh. Dengan berpedoman pada tndjuan jang disebutkan diatas, 
Negara dapat memberikan tanah jang demikian itu kepada seseorang 
atau badan-hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan 
keperluannja, misalnja hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangun- 
an atau hak pakai atau memberikannja dalam pengelolaan kepada 
sesuatu Badan Penguasa (Departemen, D jawatan atau Daerah Swa- 
tantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnja masing-ma- 
sing (Pasal 2 ajat (4 )). Dalam pada itu kekuasaan Negara atas 
tanah-tanah inipun sedikit atau banjak dibatasi pula oleh hak ulajat 
dan kesatuan-kesatuan masjarakat hukum, sepandjang menurut ke- 
njataannja hak ulajat itu masih ada, hal mana akan diliraikan ]ebih 
iandjut dalam nomor 3 dibawah ini.

(3) Bertahan dengan hubungan antara bangsa dan bunri serta 
air an kekuasaan Negara sebagai jang disebut dalam pasal 1 dan 
2 maka didalam pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulajat 
dan kesatuan-kesatuan masjarakat hukum, jang dimaksud akan 
mendudukkan hak itu pada tempat jang sewadjarnja didalam alam 
bernegara dewasa ini. Pasal 3 menentukan, bahwa : ^Pelaksanaan  
la u ajat c an a -hak jang serupa itu dari masjarakat-masjarakat 
iu um adat, sepandjang menurut kenjataannja masih ada, harus se
em -ian rupa lngga sesuai dengan kepentingan nasional dan N e

gara, jang er asarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh ber-

lebih finggi” ” 8311 ^  ang‘UndanS Jan peraturan-peraturan lain jang

nja h«v^xLrai::rberpangkd p a d a  a d a -t , • , • "  hukum-agraria jang baru. Sebagaimana
d ik etanu i b iarpun  menurut ,
berlaku .m a d ip e A a K k a n p u u Z T 'T  hak i,U *?“ dan
belum  pem ah hak te«eh m  "icrsenut diakm setjara resmi didalam Undang-
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undang dengan akibat bahwa didalam melaksanakan
lb uent d m da zaman pendjadjahan dulu se-

W nran agraria hak ulajat f  “  d „  L k  ulajat di-
n og  kali diabaikan. B e r h u b u n d g
dalam TTnf1'ir.<r.,m dan " Pokok Agraria, ]aue pa \

iam Undang unciane r  dasarnja hak ulajat itu akan
Pula pengakuan hak itu, mak P _
f1. , -j. 1^ 1, tersebut menurut kenjataannja me-
d'perhatikan, sepandjang hak t bersangkutan. Mi
n in g  masih ada pada masjarakat hukum j „ 0

, . 1 . . cpciiatu hak atas tanah (umpamanja hak
didalam Pembenan 86 • „ bersangkutan sebelumnja akan

guna-usalia) masjarakat liukum jan„
fi*i . akan diberi „„recogmtie , jang meman0
didengar pendapatnja dan a m hak ulajat itu.
*a berhak menerimanja selaku p

rp . , . tia-iklah dapat dibenarkan, djika berdasarkan
h V r taP1 SC a 1 n] kat hukum tersebut menghalang-halangi pern- bak u lajat m a s j a r a k a t ^ . k . u n ^  ^

b e n a n  h a k  g u n a-u sah a Uu, L p en tin g an  jang lebih l»as. D "
d a e ra h  n »  su n g g u h  p e rlu  ”  ^  d jita  m a s j a r a k . t

m .k .a n  p u la  t .d a k la l , mUa, nja meml , k begin, «■*(■
hukum berdasarkan hak ulaj J m e l a k s a -

d ib u k a n ja  h u ta n  se tja ra  b e * —  ^  ^  — ah

W  b T f  r r n a r ’ dan Pe ,„in d .ba „ p „d n d n k
, i i „ npiiibanouiian didaeran-daerah itu ^  

menundjukkan pula, bahwa p e ipnrrpnai hak
diri seringkali terham bat karena mendapat kesukaran m „ 
u lajat. In ilah  jang n.erupakat, pangkal ptk.rau ^  
ketentuan dari pasal 3 tersebn. diatas. Kepe.mngan - f » “  
rakat hukum  b a r ,., tunduk pada kepentingan nas.on.l da ^  
jang le l.il. luas dan hak ulajatnjai pnn . ^ ^ “ “ "7 ’ ’ ,  dibe„ark«n, 
dengan kepentingan jang lebili luas \ hukum
d jik a  didalam  ala. bernegara de»a.a  hu sesuatu m.sjarak ■ 
m asili m em pertahankan isi dan pelaksanaan ia ' J‘ ,jengan 
m utlak, seakan-akan ia terlepa. dari pada bubnng.nn, 
masjarakat-masjarakat hukum dan daerah aer jk;an terang
lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap Jan£ nasal 2 dan
bertentangan dengan azas pokok jang tertjantum „mia usaha-
dalam prakteknja pun akan membawa akibat ter 
usaha besar untuk mentjapai kemakmuran Rakjat se ur

Tetapi sebagaimana telah djelas dan uraian ^ “^ ^ t i t a n  
berarti, bahwa kepentingan masjarakat hukum jang 
tidak akan diperhatikan sama sekali.
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(4) Dasar jang keempat diletakkan dalam pasal 6, jaitu bah
wa : „„Semua hak atas tanah mempunjai funksi sosial” .

Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun jang ada pada sese
orang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnja itu akan diper
gunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan 
pribadinja, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi ma
sjarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannja 
dan sifat dari pada haknja, hingga bermanfaat pula bagi masjarakat 
dan Negara.

Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti bahwa 
kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepen
tingan perseorangan, akan terdesak sama sekali oleh kepentingan 
umum (masjarakat). Undang-undang Pokok Agraria memperhatikan 
pula kepentingan-kepentingan perseorangan.

Kepentingan masjarakat dan kepentingan perseorangan harus- 
lah saling mengimbangi, hingga pada acliirnja akan tertjapailah 
tudjuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rak
jat seluruhnja (pasal 2 ajat (3)).

Berhubung dengan funksi sosialnja, maka adalah suatu hal jang 
sewadjarnja bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar ber- 
tambah kesuburannja serta ditjegah kerusakannja. Kewadjiban me- 
melihara tanah ini tidak sadja dibebankan kepada pemiliknja atau 
pemegang haknja jang bersangkutan, melainkan mendjadi beban 
pula dari setiap orang, badan-hukum atau instansi jang mempunjai 
suatu hubungan-hukum dengan tanah itu (pasal 15). Dalam melak
sanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan fihak jang 
ekonomis lemah ..................  ..............................................

III. Dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan 
hukum.

(1) Sebagaimana telah diterangkan diatas hukum agraria se
karang ini mempunjai sifat „„dualisme” ” dan mengadakan perbe
daan antara hak-hak tanah menurut hukum-adat dan hak-liak tanah 
menurut hukum-barat, jang berpokok pada ketentuan-ketentuan da
lam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Un
dang-undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme
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itu dan setjara sadar hendak mengadakan kesatuan hukuni, sesuai 
dengan keinginan rakjat sebagai bangsa jang satu dan sesuai pula 
dengan kepentingan perekonomian.

Dengan sendirinja hukum agraria baru itu harus sesuai dengan 
kesadaran hukum dari pada rakjat banjak. Oleh karena rakjat In
donesia sebagian terbesar tunduk pada hukum-adat, maka hukum 
agraria jang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan- 
ketentuan hukum-adat itu, sebagai hukum jang asli, jang disempur- 
nakan dan disesuaikan dengan kepentingan masjarakat dalam Ne
gara jang modern dan dalam hubungannja dengan dunia interna- 
sional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana 
dimakluini maka hukum-adat dalam pertumbuhannja tidak terlepas 
pula dari pengaruh polilik dan masjarakat kolonial jang kapitalistis 
dan masjarakat swapradja jang feodal.

(2) Didalam inenjelenggarakan kesatuan hukum itu Undang-un- 
dang Pokok Agraria tidak menutup mata terhadap masih adanja 
perbedaan dalam keadaan masjarakat dan keperluan hukum dari 
golongan-golongan rakjat. Berhubung dengan itu ditentukan dalam 
pasal 11 ajat (2), bahwa : „„Perbedaan dalam keadaan masjarakat 
dan keperluan hukum golongan rakjat dimana perlu dan tidak ber- 
tentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan” ’. Jang dimak
sud dengan perbedaan jang didasarkan atas golongan rakjat mitsal- 
nja perbedaan dalam keperluan hukum rakjat kota dan rakjat per- 
desaan, pula rakjat jang ekonominja kuat dan rakjat jang lemah 
ekonominja. Maka ditentukan dalam ajat (2) tersebut selandjutnja, 
bahwa didjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan jang 
ekonomis lemali.

( 3) Dengan hapusvija pevbedaan antara Ymk\\n\-ada\ AawUukum- 
barat dalam bidang hukum agraria, maka maksud Utttttk Uientjapai 
kesederhanaan hukum pada hakcka.nja akan terselenggarakan pula.

Sebagai jang lelah diterangkan diatas, selain hak milik sebagai 
hak turun-temurun, terkuat dan terpenuli jang dapat dipunjai orang 
orang atas tanah, hukum agraria jang baru pada pokoknja mengenai 
hak-hak atas tanah menurut liukum-adat sebagai jang disebut da
lam pasal 16 ajat (1) huruf d sampai dengan g. Adapun untuk me
menuhi keperluan jang telah lerasa dalam masjarakat kita sekarang 
diadakan 2 hak baru, jailu hak guna-usaha (guna perusaliaan per-
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tanian, perikanan dan peternakan) dan hak guna-bangunan (guna 
mendirikan/mempunjai bangunan diatas tanah orang lain) (pasa
16 ajat (1) huruf b dan c )” iso.

Demikianlah segi-segi terpenting rezim hukum tanah jang bam 
menurut Undang-undang Pokok Agraria. Dibuatnja u n d a n g - u n d a n 0 
tersebut adalah salah satu langkah terpenting ke arah penjelesaian 
Revolusi Indonesia, karena — menurut kata-kata Presiden Sukarno 
dalam pidato pembukaan Sidang Dewan Pertimbangan Agung pada 
bulan Djanuari 1960 — „Landreform adalah bagian niutlak daii 
Revolusi kita”  131.

130 Peraturan ilasar pokok-pokok agraria dan Iruulrr/ttrin, hal. 103-113.
131 Peraturan dasar pokok-pokok aararia dan landre/orm, hal. 4.
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B A B  VI

GUNANJA MEMPELADJARI HUKUM ADAT

Dalam Bab IV tentang perhatian hukum adat pada zaman da- 
liulu dan pada zaman sekarang, telah dapat kita saksikan lahirnja 
dan berkembangnja ilmu hukum adat. Ilmu hukum adat itu mentjari 
dan mengumpulkan bahan-bahan hukum adat, menganalisa (me- 
ngupas) bahan-bahan hukum adat jang telah dikumpulkan itu, dan, 
pada tingkatan terachir, menilainja. Dalam menilainja ini, tersusun- 
lah pandangan-pandangan teoretis tentang hukum adat itu. Dapat- 
lah dikemukakan pertanjaan : pandangan-pandangan teoretis ini, 
jang memberi gambaran tentang isi dan makna hukum adat, disusun 
untuk guna apakah ?

Terhadap pengetahuan kita tentang hukum adat itu, dapatlah 
diambil dua matjam sikap. Pasal 1 dari piagam Adatrechtstichting 
mengatakan bahwa tudjuan dari Adatrechtstichting itu adalah het 
wetenschappelijk onderzoek naar het ongecodificeerde recht der in
landsche bevolking van Nederlandsch-Indie en van andere delen van 
Indonesie duurzaam te verzekeren en de bestudering van dat recht 
duurzaam te bevorderen”  i. Perumusan ini memperlihatkan sikap 
Adatrechtstichting terhadap peladjaran hukum adat, jaitu memper- 
jakinkan (beoefening) „ilmu untuk ilmu” . Pengetahuan tentang 
hukum adat jang diperoleh itu, adalah semata-mata untuk men^ 
djamin langsungnja penjelidikan ilmiah liukum adat dan untuk me- 
madjukan setjara terus-menerus pengadjaran hukum adat. Hukum 
adat dipeladjari untuk memenuhi dua tugas : penjelidikan dan pe
ngadjaran.

Boleh dikatakan bahwa dua tugas jang didjalankan oleh Adat
rechtstichting ilu adalah tugas utama achli-achli jang memperjakin- 
kan ilmu ( wetenschapsbeoefenarenj dalam rangka kehidupan aka- 
demis dan universiter, jaitu tugas akademis dan universiter. Dapat 
dimengerti apakah sebabnja tugas akademis dan universiter didja- 
dikan tugas Adatrechtstichting, jailu karena segala usaha Adatreclit-
stichting itu did jiw ai oleh tjita-tjita Universitas Leiden __ tempat
lahirnja ilmu hukum adat — untuk mempergiat dan mempertinggi 
mutu peladjaran hukum adat (lihatlah Bab IV diatas tadi).

1 Disinggung oleh Prof. Djokosoetono, Ketua Fakultas Hukum dan
Pengetahuan Masjarakat Universitas Indonesia, dalam Pedoman pe-
Indjurun pudu fakullns tersebut untuk tahun kuliah 1954-1955
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Pandangan „ilmu unluk ilmu” ilu, jang belum lama berselang, 
<ljuga ^  Indonesia, didjadikan pegangan ulama dalam perjakinan 
ilmu hukum (wetenschapsbeoefening), termasuk perjakinan liukum 
adat, ada segi-segi jang membahajakan. Hal itu djuga pernah di- 
perlihatkan dalam sedjarah ilmu liukum adat. Sebagian dari jang 
memperjakinkan ilmu hukum adat dengan berpegangan „ilniu un
tuk ilmu , telah memperlihatkan ketjenderungan untuk menjimpan 
(conserveren) hukum adat dalam sifat dan tjorak aslinja, jaitu men- 
<ljaulikan hukum adat dari pengaruh dan kemungkinan akan mo
dernised. Mereka merasa sajang dan menganggap tidak baik bagi 
xakjat bumiputera apabila liukum adat itu diubah karena moder- 
nisasi. Segala rasa chawatir mereka ilu didasarkan atas suatu „ke- 
tjintaan bagi rakjat bumiputera, jang masjarakatnja hendak mere- 
k a  „hndungi terhadap desintegrasi jang sudah pasti akan l e r d j a d i  

djikalau hukum adat dimodernisir terlalu tjepat (akulturasi ter- 
paksa, geforceerde acculturatie). Untuk sementara waktu, biarlah 
.liukum adat itu disimpan dalam sebuah peti gelas (alazen kist) 
dengan tutup emas ! Hukum adat, sebagai objek kesajangan ilmu, 
iliarus ditinggalkan dalam bentuk tersebut. Djikalau bentuk asli itu 
sudah tidak ada lagi atau t i d a k  lagi asli penuh, maka gambaran 
jang diperoleh tentang hukum adat adalah kurang djelas, dan hal 
3tu dirasa sajang Dengan demikian, pandangan „ilmu unluk ilmu” 
Itu djustru mendjadi halangan untuk memanfaatkan hasil penjeli
dikan ilmiah bagi kemadjuan bangsa dan hukum adat itu s e n d i r i .

Ketjenderungan jang hendak menjimpan hukum adat itu djelas 
sekali diperlihatkan dalam antara lain beberapa andjuran Lesquillier 
dalam disertasmja tentang Het adatdelictenrechl in de magische 
ivereldbeschouwing telah disinggUng da]am Bab l y  Jialas tadi
—  pada, misalnja, halarnan-halainan 236-239 *

” 01’ Ve" l" nH<:11 van het adaideliccnrcch, door geco-
f  f w  7 , T Z ‘ ,'  ; Ch' “  J° ”  Van Vollenhoven<„„A<a re c , II) 1 rof. H.A. Wcmn ( „ oe
Inaugurele rode IM1 Leiden : J ,  llel zoo vrl elnd he, nenschen, 
dal de welgever ook hier he, eigene zal eerhiedigen, d„s aan Let 
adatstrafreeh,, waar hat levend en reeel le onderkennen is, eerlijk 
s.jn  plaats .nru.mt niet enkel in de inheem.che reclm praak...............
...............  maar ook in het Wetboek van Strafrecht ...............
Ter Haar („„Een keerpunt in de adatrecht-politiek. T o e k o m s t b e -  

schouwmgen” ” in „„Koloniale Studien” ” , 1923, deel I, p. 254), Mal
linckrodt („„Het adatrecht van Borneo’” ’, diss. Leiden 1928, p. 264),
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Korn („„Het adatrecht van Bali” ” , 1932, p. 68 cn 671), Vergouwen 
(Mededelingen van de Afd. Bestuurszaken, Serie A, No. 10, p. 32,
33) .......................  Deze aanhalingen uit de laatste jaren van gezag-
liebhende schrijvers wijzen er m.i. op, dat de wetgever op 1 Januari 
1918 een misstap lieeft gemaakt.

Nu de inheemse rechtspraak een goede beurt heeft gekregen”
— jang dimaksud adalah diundangkannja Ind. Stbl. 1932 nr 80 — 
„is ook de tijd aangebroken om de gouvernementsreclitspraak te 
herzien.

Radicaal zouden Avij bv., nu alle unificatie-koorts is geweken, 
gescheiden wetboeken kunnen wensen; een voor Europeanen en daar- 
mce gelijkgestelden, z.a. Inlandse „„Ambtenaren” ” , intellectuelen e.a. 
inheemse personen, die door opleiding, onderwijs, ontwikkeling e.d., 
de inheemse gedaclitensfeer ontgroeid zijn; en een voor het andere, 
dus overgrote deel, der bevolking.

We mogen immers niet terugdeinzen voor een terugdraaieu der 
w'ijzers, als duidelijk blijkt dat de klok enige uren voor loopt. De 
liervormingen bij een tropenvolk kunnen alleen succes opleveren, 
indien ze met het grootste geduld wTorden tot stand gebracht.

Het adatdelictenreclit, berustend op een magisch sentimentalis- 
tisclie wereldbescliouwing, verschilt m.i. niet gradueel maar princi- 
pieel van het wijsgerig, rationalistische Westerse strafrecht” .

Lebih membahajakan lagi apabila „ketjintaan” bagi rakjat bu
miputera, jang hendak dilindungi terhadap pengaruh-pengaruh bu- 
ruk dari dunia Barat, hanjalah suatu selimut sadja untuk menge- 
labui mata sehingga tidak kelihatan maksud buruknja, jaitu pan
dangan (politik) bahwa lebih baik orang Indonesia ditinggalkan 
dalam keadaan primitif sadja supaja pada mereka tidak ditimbul- 
kan keinginan akan kemerdekaan (Nasionalisme) dan berusaha me- 
ligusir pemerintah Belanda dari Indonesia. Mereka jang berkedok 
demikian dengan maksud mempertahankan kolonialisme Belanda 
mentjoba mcngelabui mala dunia dengan mengeinukakan sembojan- 
sembojan seperli mendjaga supaja rakjat tidak „voortijdig ontgroeid 
aan het adatrecht” , mendjaga supaja hukum adat tidak „onnodig 
verdrongen door het Westerse recht” , djauh lebili baiklah djikalau 
rakjat, untuk sementara waktu, masih tetap hidup dibawah lembaga- 
adat sendiri (prinsip „indirect rule” 2). Tetapi segala sembojan ini

2 Prinsip ini didjalankan oleh pemerintah kolonial Inggris didaerah- 
daerah djadjahan Inggris di Asia dan Afrika. Lihatlah E. Utrecht 
dan R.M.H. Koesoemo Joedo, Staatkundige liervormingen in de Goud-
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sering dengan sengadja dibuat untuk mengelabui mala sehingga 
tidak kelihatan maksud (politik) jang buruk, jaitu mentjegah mo- 
dernisasi masjarakat Indonesia dan, sebagai akibat modeinisasi ilu, 
mentjegah tinibulnja Nasionalisme.

Djustru sikap jang disebut terachir ini, pada talnm-lalnm 194d 
dan jang berikutnja menimbulkan pendapat jang sangat m e n g u r a n g i  

arti hukuni adat.
Etnologi dianggap suatu matapeladjaran jang — oleli orang 

Barat — ditudjukan untuk djustru meninggalkan orang Indonesia 
dalam keadaan primitif, keadaan terbelakang, dengan meniakai tja 
ra (metode) mengupas objek jang dilakukan matapeladjaran lei»e 
but jang sangat menjakitkan hati orang Timur. Mereka jang m e m  

buat reaksi jang bersifat melawan terhadap sikap buruk tcisebut 
diatas tadi, memperdjuangkan supaja matapeladjaran etnologi di 
ganti oleh matapeladjaran sosiologi — ' jang mereka kenal s e b a g a i  

matapeladjaran jang mempeladjari masjarakat modern —  dan Pe 
ladjaran hukum adat dikurangi, karena kaum sosialis melihat liukum 
ilu ( djuga hukuni adat) sebagai alat „ruling class”  dalam masjaiakat 
untuk menindas rakjat 3.

kust van Afrika, bagian pertama, Indonesie, VI, lial. 48-76.  ̂
halaman 61 dapat dibatja : „H ct hcstaat uit het verlencn van *>u 
mie aan intact gclaten inheemse gezagsinstellingen, waardoor 
actief worden ingcschakeld in het landsbestuur. De Britsc bestuui 
ambtenaar kan dan niet langer volstaan met het geven van bevele , 
maar moet trachten door overreding welbewust leiding tc geven- 
eerste die Indirect Rule, zoals het hier is omschrevcn, in Afrika hee 
toegepast, is Lord Lugarrt geweest. Een dergelijk systeem a ŝ , 
Indirect Rule licbben wij ook in het voormalige Nederlands-Indie 
gekend; v o o r s t a n d c r s  van het systeem waren Van V o l l e n h o v e n  en 
Snouck Hurgronje.
De Indirect Rule vindt zijn oorsprong in administratieve n o o d z a a k  • 
het was voor het kleine ambtenarencorps onmogelijk om  de uitge-' 
trekte Afrikaanse gebiedcn effectief te besturen zonder gebruikmakmg 
van de inheemse gezagsinstellingen cn de aclieve medewerking van 
Afrikaanse gezagsdragers. Lord Lugard zga echter ook zeer goed l>et 
opvoedkundige clement. „„H et docl van het vervangen van een Brits 
bestuur, waarin de lioofdcn slechts de werktuigen’ van het Gouver- 
nement zijn, door een systeem van inheems bestuur onder de leiding 
en het toezicht van Britsc n rn It I c 11 a rcii i s  i n  de eerste
plaats van opvocilkiindige aard” .
Van Vollenhoven cn Snouck Hurgronje hadden nog als a r g u m e n t  pro 
dit systeem : bcschenming van de adatrechtelijke instellingen tcgen  
desintegratie als gevolg van te snelle en geforceerde acculteratie -

3 Konsepsi tentang „ruling class”  ini berasal dari Gaetano Mosca dalam  
buku The Ruling Class, 1939 (terdjemahan dalam bahasa Inggris 
buku Elementi di Sciensa Politico). Lihatlah Utrecht Pengantar (a  a 
hukum Indonesia, hal. 338-340.
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Pada zaman sesudah Perang Dunia ke-I dan Perang Dunia ke-II, 
sebagai akibat pengaruh Sosialisme jang menegaskan perlunja hu- 
bungan antara ilmu dan masjarakat, dalam arti „ilmu untuk masja
rakat (rakjat)” , sikap jang disebut diatas tadi diragu-ragukan ke- 
benarannja, dan dianggap tidak tjukup. Timbullah pendapat bahwa 
tugas akademis dan universiter harus djuga ditudjukan kepada me- 
ngabdikan (dienstbaar maken) ilmu jang dipeladjari pada pemba- 
ngunan dan kebesaran Nusa dan Bangsa 4. „Ilmu untuk ilmu”  harus 
ditinggalkan atau didjadikan sekunder, sedangkan jang primer ada
lah „ilmu untuk masjarakat” .

Terutama di Indonesia, hal ini harus demikian. Ilmu hukum 
adat, sebagai salah satu ilmu jang termasuk kelompok ilmu-ilmu 
jang sangat diperlukan untuk pembangunan masjarakat Indonesia 
dalam usaha penjelesaian Revolusi Indonesia, harus ditudjukan ke
pada mentjari unsur-unsur kepribadian (masjarakat Indonesia) da
lam adat istiadat dan hukum adat masjarakat Indonesia, sehingga 
unsur-unsur tersebut, sesudah dianalisa dan dinilai —  apakah un- 
sur-unsur itu tidak bertentangan dengan konsepsi mendirikan suatu 
masjarakat Indonesia jang sosialis (tis), sedangkan segala unsur-un- 
sur jang mempertahankan feodalisme harus dibuang — , dapat di- 
turut-sertakan, diintegrasi, dalam pembangunan tatatertib hukum 
Indonesia jang nasional. Djustru karena ada tugas jang baru ini, 
jang lebih berintikan „ilmu untuk masjarakat” , maka ilmu hukum 
adat dikemudian liari bersifat lebih praktis dan nasional.

Sifat praktis dan nasional ini dapat ditindjau dari dua sudut, 
jaitu :

I. dari sudut pembinaan hukum nasional, dan
II. dari sudut mengembalikan dan memupuk kepribadian bangsa

Indonesia.

I.

Membina hukum nasional Indonesia tidak hanja berarti bahwa 
kita mentjiptakan liukum baru jang menienulii tuntutaii-timtutan 
perasaan keadilan dan kepastian-hnkum, tetapi jang djuga meme-

4 Lihatlah uraian mengenai tugas universitas (i.e . Universitas Indone
sia) dalam sumbangan Djokosoetono untuk Pedoman peladjaran pada 
Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masjarakat Universitas Indonesia 
jang telah disebut pada noot 1 diatas tadi, hal. 195.
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nuhi tuntutan naluri kebangsaan sesuai dengan falsafat (ideol°c^^ 
negara kita, jaitu Pantjasila; segala pentjiptaan liukum baru j®1 
untuk mendirikan suatu masjarakat Indonesia jang bersatu nasi°lia ’̂ 
berdaulat kulturil, adil dan makmur dibidang sosial dan ekononw- 
Teranglah, bahwa perundang-undangan nasional jang baru itu sU" 
paja sebanjak mungkin mendapatkan bahan-bahannja dari hasil 
penjelidikan hukum adat dan etnografi.

Dalam mengumpulkan bahan-balian dari hasil penjelidikan 
kum adat (dan etnografi) itu, maka dalam sikap kita menghadap1
bahan-bahan tersebut liaruslah ada dua segi, jaitu satu s e g i  j a°® 
negatif dan satu segi jang positif. Jang dimaksud dengan segi n e "  

g a t i f  ialah hal bahwa sedjak perimdaannja segera k i t a  m e m i s a b k a n  

lembaga-lembaga hukum adat jang tidak dapat lagi d i t u r u t - s e r t a k a 11 
dalam meningkatkan taraf penghidupan bangsa Indonesia jang b en' 
dak disesuaikan dengan tingkat kemadjuan dari dunia modern ataU 
lembaga-lembaga hukum adat jang menurut ukuran keprimanusiaan 
zaman sekarang tidak dapat dipertahankan dalam suatu masjarakat 
modern 5. Lembaga-lembaga itu harus kita tolak karena tidak lag1 
ada funksinja dalam kemadjuan hidup kebangsaan dunia modern 

Beberapa tjontoh tentang lembaga-lembaga hukum adat j a n g  

tidak lagi dapat dipertahankan dalam suasana hidup kebangsaan j a n g  

dinaikkan kedalam tingkat peradaban dunia modern zaman s e k a r a n g  

ini, adalah : peraturan hukum atjara adat jang disebut (dalan1 
bahasa Belanda) „godsoordeel” jang disinggung dalam pasal 42 l -̂d- 
Stbl. 1932 nr 80 7, tunang-paksa, jailu tjara bertunangan jang dike 
nal oleh beberapa suku Dajak di Kalimantan s, pengorbanan diri 
dari seorang djanda dalam unggun api dalam upatjara kremasi di

5 Kita arif hendaknja menelaah hal ini dari sudut adjaran G u s l a v  
bruch tentang „Geltung des Rechts” . Menurut sardjana tersebut n>8*a’ 
disamping adanja „GeItung”  jang juridis dan „Geltung7 jang sosi®- 
Iogis, harus ada pula „Geltung”  jang „cultureel”  atau filosofis, ja,l“  
dalam arti tidak bertentangan dengan tingkat kebudaajaan dan tj*ta" 
tjita masjarakat modern; dengan kata-kata Iain : harus se su a i dengan 
perkembangan dan tingkat kemadjuan masjarakat modern dewasa 
ini.

6 Lihatlah antara lain djuga karangan saja Hal kepribadian bang*a> 
1960 (Lembaga Penjelidikan Kemasjarakatan Universitas P a d j a d j a r a n ,  
Karya-tak-berkala, nr 5 ).

7 Disinggung oleh Supomo dalam Bab-bab tentang hukum adat, hal. 32. 
Ketentuan tersebut melarang dipakainja „godsoordeel”  sebagai alat 
pembuktian.

8 Ter Haar Beginselen en stelsel, hal. 161.
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Bali 9, pesta penguburan sebagai tanda menghormat arwah jang te- 
lali pulang ke alam baka, jang dilakukan dengan memotong bera- 
tus-ratus, kadang-kadang beribu-ribu liewan besar, jang terdjadi di- 
beberapa daerah, misalnja, Toradja, Kalimantan.

Memang, snngguhpun adat istiadat jang demikian itu dibenar- 
kan dan diliaruskan menurut kepertjajaan atau mentalitet religio- 
magis dibeberapa daerah, namun dewasa ini dilangsungkannja atjara 
adat atau perbuatan hukum adat seperti jang disebut tadi, harus 
diliindarkan atau ditjari sesuatu djalan „tiruan”  jang, dipandang 
dari segi bentuk perbuatannja, memenuhi adat tetapi hanjalah se- 
kedar formalitet jang isinja tidak meminta banjak pengorbanan 
dibidang sosial dan ekonomi atau jang dapat dilihat sebagai suatu 
penjederhanaan dari apa jang diliaruskan oleh adat istiadat dan 
hukum adat.

Biarpun sebenarnja dalam hukum adat positif tjontoh tentang 
perbuatan jang harus dihapuskan, diubah atau disederhanakan tidak 
begitu banjak, namun dalam rangka pembangunan hukum nasional 
hal tersebut patut diperhatikan.

Sebaliknja, jang dimaksud dengan segi positif dalam sikap kita 
menghadapi bahan-bahan liukum adat jang dikumpulkan dan dipe- 
ladjari hukum adat, adalah setjara positif, jaitu langsung atau tidak 
langsung, menggunakan bahan-bahan tersebut untuk segera meme
nuhi kebutuhan nasional dewasa ini akan suatu sistim Jiukum 
baru jang membawa perasaan telah memenuhi keadilan dan kepas- 
tian-hukum dan sesuai dengan kepribadian bangsa dan tingkat ke
budajaan Indonesia, jang pada saat ini telah setjara aktif ikut 
dalam pergaulan internasional dan telah setjara aktif pula turut-
serta memetjahkan persoalan-persoalan internasional jang besar __
seperti jang kelihatan dengan djelas dalam pidato Presiden Sukarno 
dimuka Sidang Umum ke-XV P.B.B. pada tanggal 30 September 
1960, jang dalam bahasa Inggris berdjudul To Build the World 
Anew (dalam bahasa Indonesia berdjudul Membangun dunia kem
bali) 10.

Ini berarti bahwa sebagian penting dari lembaga-lembaga adat 
istiadat mendjadi bahan-bahan utama dan bahan-bahan pengokoh 
bagi penjempurnaan hidup kemasjarakatan bangsa Indonesia. Hal

9 Lembaga adat mesatia ini telah dilarang (oleh pemerintah Belanda) 
pada permulaan abad ini.

10 Tuiljuh bahan-bahan pokok indoktrinasi, hal. 293-345. Dalam pidato 
itu Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, Bung K am o, memperkenal- 
kan pada dunia filsafat Pantjasila kita.

201



nu, karena adat dan liukum adat senantiasa lerdjalin didalam dan 
merupakan inti sari (endapan kebudajaan n ) penghidupan masja- 
rakat Indonesia ash, bersumber pada mentalitet dan tjara berfikir 
komunahs (t,s) (gotong-rojong) j ang clias Indonesia^. Dalam Bab 
V diatas tadi telah kita saksikan bahwa hukum adat didjadikan
taktor jang menentukan dibidan<* aimri i j  7 1  .. . , , , ««uang agraria dan hukum tanah jang
taliun 1 8 7 0  dibe^ “  rezim Undang-undang Agraria
n ’ , J£lng CrS1 dt arat dan hberalis (tis) dan jang lebih
men umungkan orang Barat dari pada orang Indonesia sendiri. Dju- 
g dibidang hukum perkawinan dan hukum waris bagi bagian ter-

te r lc h ir  M Ind°neSia’ hUkUm adatIuh i “ »S mei» beri kata
scbflgai flkibflt modflrnimsi ,i:l • i . 1 • i ?1 . T , . . ^rnisasi, dibagian-bagian lain liukum

di Indonesia, baik diba îan-hnrrior,j . t ° oian hukum pubhk 13 maupun di-
hagian-bagian hukum  priva, _  h„ k „ »  daga„ gi k u r,

dll. jang semuanja m elipmi segi.»egi kehidupan se h .ri-h a ri jang 

m enjangkut pergaulan modern dalam ar.i j a„ g L „ a s.l„ a ,„ ja , m aka
pemerintah Republik Indonesia dalam bid™ i li l u  i n fidang perundang-undangan
naruslah berpedoman dan memalin<rt™ , i ® •. i i i  t ann0kan muka pada sistim-sislim
liukum jang berlaku dmegara-ne<nn rr.„ l o i . , , • ,p ra m°dern. Sebagian bahan-bahan 
jang diperlukan untuk menjusun smtn a«t- i i * . • •J suatu sistim hukum Indonesia jang 
modern, kita ambil dan sistim-sistim h,,lr, i- iJt.i a , hukum dinegara-negara modern
xtu, tetapi dengan tidak mengabaikan ken^m' • 1 t i„• i . , , .. b kepentingun nasional Indone
sia dan dengan tidak menjisilikan moral h™ r , 
katn liJn • -i • bangsa Indonesia — dengankata lam . dengan mengikuti garis-o-aris , ,  1 1
Manifesto Politik. & Jan  ̂ ddetakkan dalam

Teranglah gunanja kita mempeladi-iri 1, i , •i„i i - i  , . 1 'Jujari hukum adat itu, lerang-
dasarnja dan teranglah pula ludjuannia S-W .• 1 i,i , , Jllu^uija. oaia tidak mempersoal-

kan apakah perundang-undangan Indonesia in, i • i_  j i • i » ncsia jang baru itu harus nie-
rupakan unifikasi atau bukan unifikasi P̂ L- i 1 i
■am menegakkan uegara

■ «* . . 2 , . 3 .
Hubungan mdividu dan masjarakat dnl rjI, a"  oleh Supom o dalam 
aan pidato pelantikan Halavia 1941 n  hulcum adat (terdjemal.an 
Kf meenschap in het adatrecht), terutam-, —  individu .e"
dibatja : pidato inaugiirasi F.D Hnllo V! l®-20. Djuga penting 
Indonesische rechtsleven, Leiden 19•5̂ ' ?  ,' commune trek in het
kolektivisme dan individualisme 1 1 . Soeripto Tentang
badian bangsa Indonesia) nidat ”  masiarakat Indonesia (kepri-

13 Hal hukun. n e Z  aH , ^ P ^  ■naugurad Surabaja 1958.
oleh S..,,on,o Kedudukan hukum adat te,ah didj c,askan

m a,lot d,kemudian hari, l.al. 17, 18.
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didorong mengadakan penjatuan semua ketertiban hukum jang se
karang masih berlaku tersendiri bagi masing-masing golongan hukum. 
Apakah penjatuan hukum itu merupakan suatu sintese antara hu
kum Eropa dan hukum adat — dengan mempersatukan terlebih 
dahulu hukum adat jang berlaku di 19 „reclitskringen”  masing- 
masing jang berbeda-beda lokal (menurut tempat berlakunja) — 
ataukah diadakan suatu sistim lerbuka jang berpedoman pada ke- 
penlingan hukum bagian terbesar rakjat Indonesia dizaman modern, 
itulali sesuatu jang kedua, jang akan dipertimbangkan oleh pem
buat undang-undang dalam waktu jang singkat.

Achirnja, kita harus pula menghasilkan perundang-undangan 
liukum baru jang praktis, jaitu perundang-undangan hukum baru 
jang dapat melantjarkan liubungan antar daerah. Hal itu dapat 
direalisasi sesudah diadakan penjelidikan hukum adat dan terdapat 
perkembangan hukum adat jang merata disemua daerah-daerah. 
Terdapatnja perkembangan hukum adat jang merata disemua dae
rah-daerah itu, erat sangkut-pautnja dengan diadakannja pendidikan 
dan pengadjaran dan modernisasi jang merata pula disemua daerah- 
daerah itu.

II.

Dalam Bab III diatas tadi, telah saja perkenalkan hukum adat 
sebagai segi kebudajaan. Oleh sebab itu peladjaran hukum adat 
ada pula segi kulturilnja. Karena adat dan hukum adat,, sebagai 
lembaga-lembaga kebudajaan asli Indonesia, mentjemiinkan „so- 
ciale structuur”  dan „geestelijke structuur”  masjarakat asli Indone
sia, maka peladjaran hukum adat itu dapat mempertebal rasa harga 
diri, rasa kebangsaan dan rasa kebanggaan pada tiap-tiap orang 
Indonesia. Iveinsjafan akan kepribadian sendiri bangsa Indonesia, 
pada seseorang jang mendjadi anggauta bangsa ilu, hanja dapat ber- 
lumbuh dan mendjadi tebal, djikalau orang ilu dengan kesadaran 
penuli mengetahui kebudajaan bangsa sendiri, jaitu djikalau orang 
itu mengetahui dan menggunakan dalam amal sehari-hari segala 
kemampuan materiil dari alam Indonesia, segala daja keroclianian 
dan sistim kepertjajaan jang terkandung dalam kebudajaan Indo
nesia 14.

14 Disini saja meniahamkan „kebudajaan”  dalam arli keseluruhan tjara-
Ijara hidup, alat-alat jang dipakai untuk mclangsungkan tjara-tjarn 
hidup itu dan djuga struktur keroclianian termasuk sistim kepertja
jaan, kesemuanja itu merupakan sesuatu jang bulat.
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Lembaga-lembaga adat dan hukum adat mendjadi bagU111 ^e" 
budajaan Indonesia jang tidak dapat dipisahkan dari kebudajaan 
Indonesia itu. Lembaga-lembaga adat dan hukum adat itu inc:llt êr 
minkan apa jang dapat disebut „djiwa”  masjarakat Indonesia10’ 
dengan kata-kata lain : lembaga-lembaga adat nientjerminkau ^e’ 
pribadian — mentalitet, tjara berfikir, moral —  masjarakat 1 '^ ° ' 
nesia.

Perlu ditegaskan bahwa kemerdekaan nasional jan<̂  telah dan 
sedang kita perdjuangkan, adalah suatu kemerdekaan disegala bi- 
dang dan bukan hanja kemerdekaan dibidang politik. Kita mein' 
perdjuangkan kemerdekaan dibidang ekonomi, dibidang sosial’ di
bidang kerochanian, dll.. Oleh sebab itu kemerdekaan nasional itu 
tidak ada artinja djikalau kita masih berpendirian ne^atif terhadap 
kebudajaan kita sendiri, djikalau kita masih belum menemukan 
kebudajaan kita sendiri, djikalau kita masih belum bewust”  akan 
adat dan hukum adat kita sendiri sebagai segi kebudajaan kita sen
diri — tentang „bewustwording”  kita akan nilai-nilai hukum adat 
dan tentang perlunja suatu peladjaran nasional hukum adat, lihatlah 
Bab IV diatas tadi.

Djadi, sungguh-sungguh besar arti peladjaran hukum adat da
lam usaha membesarkan nama Indonesia. Kemerdekaan tjinta akan 
kebudajaan dan kepribadian sendiri merupakan tjiri-tjiri kebang- 
saan, terutama djikalau kebangsaan itu ditindjau dan difahamkan 
dalam alam Nasionalisme abad keduapuluh ini, jang telah sangguP 
mengusir dan merobohkan imperialisme dan kapitalisme *G.

Bahwasanja suatu perdjuangan jang kita sebut N a s i o n a l i s m e  

memang meliputi pula menemukan kembali atau m e n e g a k k a n  „ke- 
pribadian bangsa” , atau dengan kata lain : „kepribadian bangsa”  
adalah terdjalin dalam Nasionalisme, itulah dapat dibatja dalam 
buku Hertz 17 tentang Nationality in History and Politics. Menurut 
Hertz maka dalam Nasionalisme itu terkandung 4 makna : persa- 
tuan bangsa, kemerdekaan, keaslian dan hurga diri. Dapat dikata
kan bahwa dua diantara empat hal itu telah kita tjapai seba-

15 Lihatlah Bab III diatas tadi dan noot-noot 3 13  Jan ](, {Jari Bab
III itu. ’

16 Muhammad Yamin, antara lain dalam pidato dies natalis jang p erta m a  
Universitas Padjadjaran pada tahun 1958, jang berdjudul : T i n d j a u a n  
hukum dan sedjarah tentang kedaulatan Indonesia sepavdjang masa.

17 Lihatlah Hertz „Nationality in History and Polities”  hal. 12.
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gai hasil suatu perdjuangan penuh heroik dau dengan menderita 
banjak pengorbanan : persatuan bangsa dan kemerdekaan. Dua mak- 
ua tersebut sedang kita sempurnakan.

Pada saat ini, Revolusi kita tiba pada fase memperdjuangkan 
makna jang keliga : keaslian (originality) dan makna keempat : 
harga diri. Diusahakan segiat-giatnja supaja pengliidupan kita dalam 
alam kemerdekaan nasional memenuhi segala keinginan rakjat ter- 
banjak akan hidup dari sumber kebudajaan sendiri. Masjarakat baru, 
jang adil dau makmur disegala bidang, adalah suatu masjarakat 
jang bertjorak keaslian kita sebagai bangsa, memenuhi tuntutan his- 
toris dan tjita-tjita bangsa Indonesia dalam menghadapi konstelasi 
dunia dan kemadjuan teknik zaman sekarang.

Teranglah dari uraian diatas tadi betapa besar arti peladjaran 
hukum adat, sebagai peladjaran suatu segi kebudajaan Indonesia, 
bagi pembangunan masjarakat Indonesia jang baru, jang memerlu- 
kan suatu tatatertib hukum jang baru, jaitu suatu tatatertib hukum 
jang nasional sifatnja, jang memperhatikan dengan penuh kepriba
dian bangsa Indonesia. Besarlali pula gunanja mempeladjari hukum 
adat bagi usaha memenuhi kembali atau memperkokoli kepribadian 
Indonesia itu !S.

18 Lihatlah karangan saja jang tclali disebut dalam noot 6 diatas tadi.
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B A B  VII

MASJARAKAT HUKUM ADAT i.

Barangsiapa jang hendak mengerti inti berbagai lembaga 
liukum jang ada dalam sesuatu masjarakat, seperti lemba- 
ga hukum tentang perkawinan, lembaga hukum tentang warisan, 
lembaga hukum tentang djual-beli barang, lembaga liukum tentang 
milik tanah, dll., harus mengetahui struktur masjarakat jang ber
sangkutan. Struktur masjarakat menentukan sistim (struktur) hu
kum jang berlaku dimasjarakat itu. Soepomo menulis : „Penjelidi- 
kan hukum adat, jang hingga sekarang telah berlangsung kira-kira 
50 tahun, sungguh membenarkan pernjataan Van Vollenhoven dalam 
orasinja pada tanggal 2 Oktober 1901; bahwa unluk mengetahui 
hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabila- 
pun dan didaerah manapun djuga, sifat dan susunan badan-badan 
persekutuan hukum, dimana orang-orang jang dikuasai oleh hukum 
itu, hidup sehari-hari”  2. Paling terasa gunanja mempeladjari masja- 
rakat adat itu, djikalau kita hendak memahami segala liubungan- 
hukum dan lindakan liukum dibidang perkawinan menurut adat, 
dibidang perlalian sanak (keluarga) menurut adat dan dibidang 
waris menurut adat.

Dari apa jang dikemukakan oleh van Vollenhoven dan Soepomo 
diatas tadi, kelihatanlah hal masjarakat jang memperkembangkan 
tjiri-tjiri clias hukum adat itu adalah persekutuan liukum adat 
(adatrechtsgemeneschap). Pergaulan hidup manakali diantara pel-

1 Uraian tentang masjarakat hukum adat dapat dibatja pada ter Haar 
B eg in se len  en  stelsel, Bab I : Volksordening; Soekanto M em n d ja u
h u k u m  adat In d on esia , hal. 60-80; van Dijk P en g a n ta r  h u k u m  adat 
In d on esia , hal. 15-28; Supomo B ab-bab  ten ta n g  h u k u m  adat, 41-53; 
L. Adam D e a u ton om ic  van h et in d on esisch e  d o rp ,  disertasi Leiden 
1924; 15.J. Haga In d on esisch e  en  In d isch e  d em o cra tic ,  disertasi Lei en 
1924, dan N ota om tren t d e in lan dsch e rechtsgemeenschappen in  het 
gewest Tapanoeli, 1930; J.W. van Royen D e  P a le m b a n g sch e  m arga  
en  haar gron d - en  iva terrech len , disertasi Leiden 1927; P. W ink 
E rk en n in g  en  vorm in g  van r ech tsg em een sch a p p en  in  h e t g ew es t  R iou tc  
en  on d erh o o r ig h ed en ,  1930; F.A.E. LaceuIIe E in d versla g  o v e r  h e t  d esa-  
a u to n o m ie -o n d erzo ek  o p  Java en  M a doera , 1929; J.H. Boeke D o r p  
en  desa , 1934; F.D. Holleman D e  c o m m u n e  tre k  in  h e t In d o n e s is c h e  
rech ts lev en , pidato inaugurasi Leiden 1935; Hazairin D e  R ed  ja n g ,  
disertasi Batavia 1936; W.P. van Dam In la n d sch e  g e m e e n te  c n  In -  
d on esisch  d o rp , disertasi Leiden 1 9 3 7 ; K. van Dijk S a m en lev m g  en  
ad atrech tsvorrn in g , disertasi Leiden 1948.

2  B a b -b a b  ten ta n g  h u k u m  adat, hal. 4 1 .
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bagai rupa pergaulan-pergaulan hidup di Indonesia, dapat dikwali- 
fikasi sebagai „persekutuan hukum adat” ? Ter Haar menulis „bah- 
'.va diseluruli kepulauan Indonesia pada tingkatan rakjat djelata, 
terdapat pergaulan hidup didalam golongan-golongan jang berting- 
kali laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. 
Golongan-golongan itu mempunjai tata-susunan jang tetap dan ke- 
k.al, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami ke- 
hidupannja dalam golongan sebagai hal jang sewadjarnja, hal me- 
nurul kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka jang mem
punjai pikiran akan memungkinkan pembubaran golongan itu. Go
longan manusia tersebut mempunjai pula pengurus sendiri dan mem
punjai liarta-benda, milik keduniaan dan milik gaib. Golongan-go
longan demikianlah jang bersifat persekutuan hukum” 3.

Inti perumusan ter Haar dapat saja kemukakan sebagai ber- 
ikut : masjarakat hukum (persekutuan hukum) adalah kesatuan 
manusia jang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunjai 
penguasa-penguasa dan mempunjai kekajaan jang berwudjud atau
pun tidak berwudjud, dimana para anggota kesatuan masing-masing 
mengalami kehidupan dalam masjarakat sebagai hal jang ivadjar 
menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota 
itu mempunjai fikiran atau ketjenderungan untuk membubarkan 
ikatan jang telah bertumbuh itu atau meninggalkannja dalam arti 
melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanja.

Sebagai tjontoh untuk mendjelaskan perumusan saja ini, da- 
patlah saja sebut famili di Minangkabau. Struktur famili di Minang
kabau itu memperlihalkan unsur-unsur sebagai berikut :

1. seorang panghulu andiko mendjadi kepala sebuah famili; ba
gian-bagian famili itu masing-masing menempati satu rumah 
(djurai) dan setjara bergiliran dipimpin oleh beberapa nenek, 
tetapi kepala famili selalulah seorang panghulu andiko, jaitu 
seorang laki-laki.

2. terhadap suatu kesatuan lain, umpamanja, famili lain, desa 
(nagari), orang asing dari luar kesatuan sendiri ataupun peme- 
riniahan jang lebih atas, famili itu selalu bertindak sebagai 
kesatuan bulut.

3. tiap famili mempunjai kekajaan berwudjud berupa harta pu- 
saka, jaitu liarla jang dimiliki karena didapat dan dipelihara

3 Terdjcniahnn dari B eg in selen  en  stelsel, lial. 15.
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setjara turun-temurun dan jang ditempatkan langsung dibawah 
pengurusan panghulu andiko; selain kekajaan berwudjud ini 
ada djuga kekajaan tidak berwudjud berupa antara lain gelar- 
gelar.

4. tak seorangpun diantara anggota famili itu mempunjai keinginan 
atau fikiran untuk membubarkan familinja atau meninggalkan- 
nja, melepaskan diri dari kesatuan famili itu sebagai anggota
—  meninggalkan famili itu hanja terpaksa dalam hal-hal jang 
luar biasa (punah, buang sirih atau gadang menjimpang); fa
mili merupakan suatu kesatuan organis jang tetap.

5. famili dikuasai dan diikat oleh dan tunduk pada peraturan- 
peraturan tertentu jang merupakan suatu sistim (sistim pera
turan hukum) jang dipertahankan oleh kepala masing-masing 
dan dianut oleh para anggota dengan sepenuh hati dan keper- 
jajaan.

Demikian famili di Minangkabau mendjadi persekutuan hukum 
jang paling ketjil, tetapi djuga jang paling rapi. Berlainanlah, se
buah keluarga di Djawa. Keluarga di Djawa itu bukan kesatuan 
jang tetap; keluarga ilu akan bubar sesudah anak-anak mentjapai 
umur dewasa dan meninggalkan keluarga untuk membentuk keluar
ga baru (mentjar) ataupun oleh karena ada pertjeraian.

Tetapi desa di Djawa, jang ada diluar daerah kota, memenuhi 
sjarat-sjarat jang saja sebut dalam perumusan saja diatas tadi; desa 
di Djawa adalah suatu masjarakat hukum. Berlainan lagilah, kam- 
pung dikota-kota besar, seperti kampung dikota Djakarta; kampung 
dikota besar itu bukanlah masjarakat liukum; kampung dikota besar 
adalah djauh dari pada suatu masjarakat hukum, karena tidak 
mempunjai tata susunan jang wadjar, antara penduduk-penduduk 
kampung itu tidak ada ikatan batin. Dengan memindjam istilah- 
istilah Tonnies : desa merupakan suatu Gemeinschaft sedangkan 
kampung merupakan sualu G e s e l l s c h a ft4 .

Tjontoh-tjontoh jang tersebut diatas ini mendjelaskan tjukup 
arti dari masjarakat hukum atau persekutuan hukum, sebagai faktor 
terpenting untuk menentukan slruklur hukum adat positif. Disam- 
ping itu, dengan menjebut tjontoh-tjontoh tersebut diatas ini, telah 
kita adakan langkah pertama kearah suatu penggolongan (mem
buat kategori) beberapa djenis (type) struktur masjarakat hukum

4  Ferdinand Tonnies G e m e in s c h a ft  u n d  G ese lls ch a ft , 1887. Buku tetap 
masih merupkan suatu „elassic” .
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adat jang ,
daerahail atau 3 Gt̂ a’ berdasarkan ukuran (kriterium) azas ke- 
SeneaJogjg p Cn<r , terif orial dan ukuran azas keturunan atau azas 
dai1 Hieniaiifr t ° ° °  ° n^an mer*urut kedua azas ini iazim dilakukan 
kali\va dipaĵ aj .̂al’ ^elapi ariflah kita hendaknja segera mentjatat 

ila]lJri ]̂ e -i^a kedua u^uran tersebut hanjalah sekedar meme- 
°̂ngan nieim 11111311 belaka, atau dengan kata-kata Iain : penggo- 

Sadja. P ra k f Ut.kedua azas tersebut hanja mempunjai nilai teoretis 
lllasjarakat In? •*£Ulu lllenurut kenjataan benar-benar, maka setiap 
daerahan (t 11111 adat memuat dalam struktumja unsur-unsur ke- 
ltu» atau de „  ° ,la lllauPun luisur-unsur keturunan (genealogis) 
dalaln p ern u ^ '?  lnemindJani peristilahan (terminologi) jang Iazim 
lllei,1punjai 'aan hukum adat : setiap masjarakat hukum adat
l̂al iinsur-u U stru^tur jang sifatnja teritorial-geneaiogis (dalam 

8eHea]0gjsj ^ 11 teriloriaI adalah lebih kuat dari pada unsur-unsur 
leritorial f llle,nPunjai suatu struktur jang sifatnja genealogis-
Pada i,, ai11 l̂a  ̂ unsur-unsur genealogis adalah lebih kuat dari

W s T ' misur ,eritoriaj)-
akat hukum adat jang strukturnia bersifat genealogis 

adat jann- 41238 kedarahan (keturunan)) ialah masjarakat hukum 
herJasa l an^Sota‘anggotanja merasa terikat dalam suatu ketertiban 
t'Uria.fi ’ n kepertjajaan bahwa mereka semua berasal satu ketu- 
g°ta llla . & sarna- Dengan kata-kata lain : seseorang mendjadi ang- 
atau id en l̂u ĉum adat jang bersangkutan karena ia mendjadi
J'a»g  la k i .la k f fy  diril keUmman dari seorang ajah-asal (nenek-mo- 
dari seoran' M tUn^Sa* melalui garis-keturunan laki-laki — atau 
garis-ketur^ U'aSaI (llenek-mojang perempuan) tmiggal — melalui 
®einua 311 Pere,,1Puan dan dengan demikian mendjadilah

^^ota-anggota masjarakat jang bersangkutan itu suatu Ae- 
tunduk pada peraturan-peraturan hukum (adat) jang

genealo«JrinJIa t arakat hukum ,adat ->ang ditentukan oleh faktor 
*'llnan, jaitu ■ * ^  men^ena  ̂ ma*jain (type) pertalian kelu-

dalam m k.etU7 Ulan lneuurut garis *«**-/«& -  hal ini terdapat 
Ambon. aSJarakat hukum adat ° ra«g Batak, orang Bali, orang

" ' ° r r ‘ gn?  ^  ««■ «-
K o iim ji, o ,a„ s  Semotdo”  ” "  °™ "e orang

2
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3. pertalian keturunan menurut garis ibu dan bapak —  hal ini 
terdapat dalam masjarakat hukum adat orang Bugis, orang 
Dajak di Kalimantan, orang Djawa.

Masjarakat hukum adat jang susunannja didasarkan alas per
talian keturunan menurut garis laki-laki — masjarakat hukuni adat 
kebapaan (patrilineal) — , seperti halnja dengan masjarakat hukuni 
adat jang susunannja didasarkan atas pertalian menurut garis pe- 
rempuan — masjarakat hukum adat keibuan (matrilineal) — , ter- 
bagi dalam kesatuan-kesatuan jang ketjil disebut clan —  saja kala- 
kan „ketjil”  dan tidak „terketjil” karena kesatuan jang terketjil 
adalah apa jang dalam bahasa Belanda disebut : gezin, jang terdiri 
alas ajah, ibu dan anak.

Supaja dapat mempertahankan garis keturunan jang patrilineal 
itu, maka dalam masjarakat hukum adat kebapaan perkawinan 
dilangsungkan dengan mengambil bakal-isteri dari luar clan sendiri, 
jaitu bakal-suami mengambil bakai-isterinja dari suatu clan lain 
dari pada clannja sendiri. Perkawinan jang dilangsungkan setjara 
demikian djustru guna dapat mempertahankan adanja clan sendiri 
itu, disebut kawin exogami (exo =  luar, kawin dengan wanita dari 
luar clan sendiri). Apabila clan menghilangkan sjarat kawin exogami 
itu, maka dengan sendirinja (otomatis) clan itu hilang pula !

Salah satu bentuk kawin exogami dalam masjarakat hukuni adat 
kebapaan adalah suatu sistim perkawinan jang terkenal dengan. 
nama kawin djudjur. Menurut sistim perkawinan ini, fihak bakal- 
suami memberi sesuatu jang bersifat magis kepada fihak bakal isteri, 
jang biasanja adalah seorang gadis, dan segera sesudah fihak bakal 
isteri ilu menerima sesuatu jang bersifat magis itu, maka clan dari 
bakal-isteri melepaskannja dari ikatan kekeluargaannja dan seren- 
tak bakal-isteri itu masuk kedalani lin g k u n g a n  clan dari bakal suu- 
minja dan dengan demikian mendjadi anggota (baru) dari clan sua- 
minja dengan diberi hak dan kewadjiban penuh dalam lingkungan 
keluarga suaminja itu.

Kawin djudjur ini mendjadi salah satu lembaga liukum (adat) 
jang tjotjok sekali untuk mentjerminkan mentalitet masjarakat hu
kum adat kebapaan, jaitu salah salu lembaga liukum jang sesuai 
sekali dengan mentalitet (pandangan liidup) religio-magis jang chu- 
sus (spesifik) bagi masjarakat hukuni adat kebapaan itu. Menta
litet religio-magis jang chusus itu menguasai seluruh kehidupan da-
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m masjarakat hukum adat kebapaan, dan oleh sebab itu men- 
r k " U1 Senil,a ên,ka?a'lembaga hukum jang terdapat dalam masja- 
j l̂l,kum adat kebapaan itu, mendjiwai hukuni kekerabatan,

J1»  perkawinan, liukum waris, jang semuanja mendjadi tjermin 
entdlitet religio-magis jang chusus itu.

masjarakat hukum adat keibuan terbagi dalam beberapa 
Jang dipertahankan dengan melangsungkan kawin exogami. 

am lllasjarakat hukuni adat keibuan terdjadi fihak bakal-isteri, 
biasanja adalah seorang gadis, mendjemput fihak bakal-suami 

Huk pergi kedalani lingkungan clan dari bakal-isteri, tetapi, se- 
P ' rti di Minangkabau, suami itu tidak mendjadi anggauta dari clan 

lerinja ! Didalam alam Minangkabau baik isteri maupun suami 
Jlasi11S"masing tetap tinggal dalam ikatan kekeluargaannja sendiri.

3 a l salu bentuk kawin exogami dalam masjarakat liukum adat 
wan adalah sitim perkawinan jang terkenal dengan nama ka- 

Vlri Se,nendo atau kawin mendjemput. Ivawin semendo atau kawin 
mendjemput ini adalah sistim perkawinan jang djelas-djelas men- 
.lerminkan mentalitet niasjarakat hukum adat keibuan, jaitu meru- 

Pakan sebagian tak terpisah dari struktur masjarakat hukum adat 
keibuan. Masjarakat hukum adat keibuan dengan kawin semendo- 
nJa merupakan suatu keseluruhan jang sistimatis 5.

Masjarakat hukum adat jang susunannja didasarkan alas perta
lian keturunan menurut garis ibu dan bapak — niasjarakat hukum 
adat keibu-bapaan (parental) — adalah sekumpulan manusia jang 
Merupakan kesatuan karena para anggotanja menarik garis ketu- 
ruilan melalui garis ajah dan ibu dan kedua garis itu dinilai dan 
diberi deradjat jang sama. Baik fihak ajah — famili ajali — mau- 
P fihak ibu — famili ibu — dirasai dan nilai SlUllii oleh jang 

crsaiigkutan dan dipandang sama oleh masjarakat, sebagai suatu
Pertalian kekeluargaan.

Berdasarkan susunan dan luasnja susuiian itu, maka masjarakat 
ni adat keibu-bapaan dapat dibagi dalam dua djenis :

Uraian jang lebih luas dan sangat niendalam dapat dibatja dalam 
disertasi Hazairin De Redjang (lihatlah noot 1 diatas tadi). Lihatlah 
la*Uea ^ asrocn Dasar filsafah adat Minangkabau, 1957, terutama ha- 
aman 64. Untuk sementara dapntlali disebut beberapa bentuk per- 
awinan di Minangkabau jang didalam perkenibangannja ada tiga 

ktiwin™/ f IU *,er,urut' ,urut '• kawin bertandang, kawin menetap dan
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a. masjarakat liukum adat keibu-bapaan jang dalam bahasa Be
an a disebut gezin keluarga dalam arti kesatuan jang ter-

c in  atas ajah, ibu dan anak-anak — , jaitu kesatuan jang ter-
ketjil —  Djawa, Madura

b. masjarakat hukum adat keibu-bapaan jang dalam bahasa In-
onesia disebut rumpun, jang merupakan kesatuan jang men- 
ja 1  ga ungan dan sedjumlah gezin-gezin —  Kalimantan.

Perkawinan dilakukan dalam lingkungan rumpun, antara ang
gauta jang satu —  lelaki —  dengan anggauta jang lain —  perem- 
puan; perkawinan tidak dilakukan diluar rumpun. Dengan kata 
am . rumpun mengenai kawin endogami (endo =  dalam). Kawin 

. ® kawin dalam lingkungan sendiri, merupakan suatu
J ran jang beralasan pada kepentingan persatuan dalam liubu- 

ngan antar keluarga, supaja dapat mempertahankan tanah tetap 
ndjadi milik lingkungan sendiri —■ m ilik rumpun — , beralasan 

pentingan keamanan dan kepentingan-kepentingan sosial jang lain. 
Dalam hal perkawinan, untuk anggota gezin —  jaitu anak-anak 

di Djawa dan Madura tidak ada perbatasan apapun. Anggota 
gezin itu boleh kawin dengan siapa sadja, asal perkawinan 
jang hendak dilangsungkan itu tidak bertentangan dengan moral 
agama dalam hal ini moral agama Islam —  dan tidak berten- 
tangan dengan kesusilaan menurut ukuran tempat. Dalam masjara
kat Indonesia jang modern kelihatanlah pula bahwa djustru peniuda 
dan pemudi Djawa dan Madura adalah paling bebas untuk kawin 
dengan orang jang mereka pilih sendiri sebagai bakal-suami atau ba
kal-isteri. Keberatan dari fihak orang tua, jaitu kalau ada keberatan, 
biasanja hanja beralasan pada perbedaan agama —  filiak satu ber
agama Islam dan fihak jang lain beragama Keristen —  atau ber
alasan pada sentimen persoonlijk terhadap bakal-anak mantu atau 
famili bakal-anak mantu itu, dan keberatan-keberatan jang ber
alasan pada berbagai-bagai ikatan-ikatan sosial tidak ada. Hal ini 
berbeda dengan hendak dilangsnngkannja perkawinan antara peniu- 
da dan pemudi jang masih diikat oleh ikatan-ikatan clan !

Dalam masjarakat Indonesia masih ada lagi dua djenis landasan 
mempersatukan orang berdasarkan keturunan, jaitu garis keturunan 
jang dalam bahasa Belanda disebut : altenerend, dan garis ketu
runan jang dalam bahasa Belanda pula disebut : dnbbel-unilateraal 
Kedua garis keturunan ini merupakan bentuk-bentuk istimewa da-

212



lam menarik garis keturunan, jang berasal dari — jaitu jang dalam 
fase permulaannja terdapat dalam —  masjarakat liukum ada't keba
paan.

Masjarakat liukum adat jang susunannja didasarkan atas per
talian keturunan menurut suatu garis altenerend adalali masjarakat 
hukuni adat jang para anggautanja menarik garis keturunan ber- 
ganti-ganii setjara bergiliran melalui garis ajah maupun melalui 
garis ibu sesuai dengan bentuk perkawinan jang dialami oleh orang 
tlla, jaitu bergiliran kawin djudjur, kawin semendo maupun kawin 
semendo radjo-radjo (Redjang) <>.

Masjarakat liukum adat jang susunannja didasarkan atas per
talian keturunan menurut garis dubbel-unilateraal adalah masja- 
Jakat liukum adat jang para anggautanja menarik garis keturunan 
ttielalui garis ajah dan garis ibu djalin-mendjalin, dan hal itu sesuai 
dengan pandangan dari mereka jang bersangkutan dan tergantung 
pada lial apakah ia laki-laki atau perempuan (Timor).

Pengetahuan kita tentang susunan masjarakat hukum adat di
atas ini m endjadi dasar pengetahuan kita untuk menelaah liukum 
Perkawinan adat dan hukum waris adat.

Masjarakat hukum adat jang struklurnja bersifat teritorial (li- 
hatlali diatas tadi), jaitu niasjarakat hukum adat jang disusun ber- 
azaskan lingkungan-darah, adalali masjarakat hukum adat jang pa- 
ra anggotanja merasa ber satu, dan oleh sebab itu inerasa ber- 
sania-sama merupakan kesatuan niasjarakat hukum adat jang ber- 
sangkutan, karena ada ikatan antara mereka masing-masing dengan 
tanah tempat tinggal mereka. Landasan jang mempersatukan para 
anggota niasjarakat hukum adat jang strukturnja bersifat teritorial 
adalah ikatain antara orang — jaitu anggauta masing-masing ma- 
sjarakat tersebut —  dengan tanah jang didiaminja sedjak kelaliiran- 
Uja, jang didiami oleh orang tuanja, jang didiami oleh neneknja, 
Jang didiami oleh nenek-mojangnja, setjara turun-temurun. Ikatan 
dengan tanah mendjadi inti azas teriturial itu.

reranglah, meninggalkan tempat tinggal bersama — lingkungan- 
daerali —  untuk sementara waktu, tidaklah membawa kehila- 
ngan keanggautaan masjarakat, dan, sebaliknja, orang asing, =

6 Dalam  disertasinja, Hazairin menjebut hal ini karena bentuk-bentuk 
perkawinan jang altenerend itu nienainakan masjarakat disana „ma- 
sjarakal jang altenerend”  ! (djuga disinggung oleh ter Haar Begin- 
selen  en  stelsel, hal. 150 —  dalam terdjemahan buku ter Haar oleh 
Soebakti Poesponoto dipakai istilah „susunan sanak saudara berganti- ganti” ) .
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orang jang berasal dan datang dari luar lingkungan-daeiah) lidak 
dengan begitu sadja dilerima dan diangkat m e n u r u t  hukum adat 
mendjadi anggota masjarakat hukum adat, jaitu mendjadi leman 
segolongan, teman hidup sedesa, seraja mempunjai hak dan kewa
djiban sebagai anggota sepenuhnja (misalnja, berhak lkut-serta 
dalam rukun desa). Supaja dapat m e n d j a d i  a n g g o t a  penuh masja
rakat hukum adat, maka orang asing itu sebelumnja harus meme- 
nuhi beberapa sjarat-sjarat s. Selama belum didjadikan anggota pe
nuh masjarakat liukum adat, maka orang asing berstatus orang 
pendatang. Didalam keliidupan njala sehari-bari didesa, peibedaan 
antara £>enduduk inti (kerndorpers) dan pendatang kelihatan dengan 
terang, biarpun dalam suasana desa jang telah dimodernisii perbe 
daan tersebut makin lama makin lenjap l e n j a p l a h  perbedaan
antara penduduk inti dan pendatang itu adalah s e s u a i  den0an penjo- 
sialan (versocialisering) struktur desa jang akan mendjadi salah 
satu realisasi Manifesto Politik.

Ada tiga djenis masjarakat hukum adat jang struktuinja bersi
fat teritorial :

1. masjarakat hukum desa
2. masjarakat hukum tvilajah (persekutuan desa)
3 . masjarakat hukum serikat desa ( p e r s e r i k a t a n  desa).

Masjarakat hukum desa adalah s e g o l o n g a n  atau sekuinpulan
orang jang h idup bersam a berazaskan pandangan h idu p, tjara  h i
i i . . .  . . . menetap pada sua-dup, dan sistim kepertjajaan jang sama, jan„
tu tempat kediaman bersama dan jang, oleh- sebab itu? merupakan 
suatu kesatuan, suatu tata-susunan, jang tertentu, baik an
pun kedalam . M asjarakat hukum  desa ini m elingkx °  P

. , . i . i  - i i l i n r  w i l a j a h  d e s a  j a n g
t u a n - k e s a t u a n  j a n g  k e t j i l  j a n g  i c r l e t a k  u i  .

, i ..... Aukulu tetapi jang diu-sebenarnja, jang Iazim disebut teratak atau

• • donsi sc seorang, mendjadi ang.
7 Hal mengangkat seseorang, jaitu me g; ^ ditindjau oleh ter Haar

gota masjarakat hukum adat sebena j halaman 153 hanja dibi-
dalam buku Beginselen en stelsel itu, p
tjarakan „kindsaannem ing”  sadja. (I;,lulIu dikenal dengan

8 Sjarat-sjarat jang harus dip.rnulli< _ Beginselen en stelsel
istilah rekoanisi dan retribusi. Ldiatlah ter naar u  g isei,
h 2  65 i n  64. Tentang orang asing dan tjara-tjara az.m untuk 
m e n d j a d i  anggota masjarakat hukum adat lihatlah ter Haar B eg.n- 
selen en stelsel, hal. 26, 27 dan 28.
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S' . nduk pada pendjabat kekuasaan desa dan, oleh sebab ilu, ba- 
S J djuga merupakan pusat kediaman. Tjontoh-tjontoh adalali
desa-desa di Djawa (lan Bali

le ^ asJ;,rakat liukum wilajah adalali suatu kesatuan sosial jang 
* 01 1 , 1 1  jang melingkungi beberapa masjarakat liukum desa jang 

lasiH{l-masingnja tetap merupakan kesatuan-kesatuan jang berdiri 
ersendiri. Biarpun masing-masing masjarakat hukum desa jang ter- 

gabimg dalam masjarakat hukum wilajah itu mempunjai tata-susu- 
1Un dan pcngurus sendiri-sendiri, masih djuga masjarakat liukum 
esa tersebut merupakan bagian jang tak terpisali dari keseluruhan, 

Jaitu merupakan bagian jang tak terpisali dari masjarakat hukum 
'ila jah  sebagai kesatuan sosial teritorial jang lebih tinggi. Dengan 
ata-kata lain : niasjarakat hukuni desa itu merupakan masjarakat 

kuni bawahan jang djuga memiliki harta benda, menguasai hu- 
lau dan rimba jang terletak diantara masing-masing kesatuan jang 
leigabung dalam niasjarakat hukum wilajah dan tanah, baik jang 

Hananii maupun jang ditinggalkan atau belum dikerdjakan. Tjon- 
joh-tjontoh adalah kuria di Angkola dan Mandailing — kuria se- 

ag«ii masjarakat hukum wilajah melingkungi beberapa hula —, 
/urn ga (|; Sumatera Selatan — marga sebagai niasjarakat hukum 
'ilajah melingkungi beberapa dusiin.

Masjaiakat hukum serikat desa adalah suatu kesatuan sosial 
Jang teritorial, jang inelulu dibentuk atas dasar kerdjasama diber- 
Jagai-bagai lapangan demi kepentingan bersama masjarakat hukum 

sa jang tergabung dalam masjarakat liukum serikat desa itu. Ker- 
c jasania itu dimungkinkan karena — kcbetulan — berdekatan Je- 
taknja masjarakat hukum desa jang bersama-sama membentuk ma
sjarakat hukum serikat desa itu.

T *etapi biarpun berdekatan letaknja niasjarakat hukum desa
11 & teigabung dalam masjarakat hukum serikat desa itu kebetulau, 

masili djuga kerdjasama tersebut adalah kerdjasama jang bersifat 
k adisionil. Untuk dapat mendjalankan kerdjasama itu setjara se

al -baiknja, maka orgauisasi masjarakat liukum serikat desa ter- 
menipunjai pengurus bersama, jang biasanja mengurus pe- 

ngairan, menjelesaikan jjerkara-perkara delik adat, mengurus hal- 
a jang bersangkut-paut dengan keamanan bersama. Kadang-ka- 
ang, kerdjasama itu diadakan pula karena ada keturunan jang

,,  ̂j ° n,°h-tjontoh adalah portaliian (perserikatan huta-huta)
<ii Tapanuli.



Diantara tiga djenis masjarakat hukum adat jang teritorial jang 
disebut diatas tadi, maka jang merupakan pusat pergaulan sehari- 
hari adalah desa, huta dan dusun. Hal ini ditindjau dari baik segi 
organisasi sosial maupun dari perasaan perikatan jang bersifat tra- 
disionil.

Segala aktivitet masjarakat hukum desa dipusatkan dalam ta
ngan kepala desa, jang mendjadi bapak masjarakat desa dan jang 
dianggap mengetahui segala peraturan-peraturan adat dan hukum 
adat masjarakat hukum adat jang dipimpinnja itu —  oleh sebab 
itu kepala desa adalah djuga kepala adat (adathoofd) 9.

Aktivitet kepala adat umumnja dapat dibagi dalam tiga bidang, 
jaitu :

1. urusan tanah
2. penjelenggaraan tatatertib sosial dan tatatertib hukum supaja 

kehidupan dalam masjarakat hukum desa berdjalan sebagai 
mestinja, seraja mentjegah adanja pelanggaran hukum (pre- 
ventif)

3. usaha jang tergolong dalam penjelenggaraan hukum untuk me- 
ngembalikan (memulihkan) tatatertib sosial dan tatatertib hu
kum serta keseimbangan (evenwicht) menurut ukuran-ukuran 
jang bersumber pada pandangan jang religio-magis (represif).

Tiap keputusan (ketetapan) jang diambil oleh penguasa masja
rakat hukum desa mendjadi patokan jang njata tentang bagaimana 
para anggota masjarakat hukum desa itu harus bertingkah-laku. 
Segala keputusan itu memuat norma-norma j ang hidup, seba
gai kesadaran hukum dan mendjelmakan struktur keroclianian jang 
terdapat dalam masjarakat hukum desa itu.

Achirnja, perlu dikemukakan pula bahwa faktor teritorial —  
ikatan antara orang dengan tanah —  bukanlah faktor satu-satunja 
menentukan masjarakat liukum desa. Djuga faktor g e n e a l o g i s l a h  ada
l a h  suatu faktor penting dan lurut-meneiilukan. Bahkan, pada per- 
mulaan tiap kelompok orang, jang kemudian merupakan masjarakat 
hukum desa itu, merupakan kesatuan hanja berdasarkan keturunan 
sama belaka. Pada permulaan kelompok itu mengembara, hidup 
setjara nomadis, dan jang mendjadi ikatan satu-salunja adalah ke
turunan sadja. Selandjutnja, lambat laun kelompok itu menetap

9 Tentang arli clan kedudukan kepala adat lihatlah Supom o Bab-bab 
tentang hukum adat, hal. 53-59.
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disuatu daerah tertenlu dan sesudah ilu timbullah sualu ikatan barn, 
jaitu ikalan antara kelompok itu dengan tanah jang didiaminja. 
Timbullah faktor teritorial. Proses teritorialisasi ini pada waktu 
sekarang sudah liampir terhenti. Sudah tentu pada waktu masih 
berdjalannja, maka proses tersebut dipengaruhi oleh banjak-banjak 
Iial-hal seperti perkembangan kerohanian serta pandangan-pan- 
dangan terhadap alam disekitar; pengaruh ini adalah pengaruh 
jang bersifat timbal-balik.

Dalam Bab IV dial as tadi telah dikemukakan bahwa van Vol
lenhoven membagi wilajah hukum adat Indonesia dalam 19 ling
kungan-hukum adat. Djuga telah dikemukakan bahwa pembagian 
dalam 19 lingkungan hukum adat itu hanja berdasarkan perbedaan 
tjiri-tjiri lokal (setempat) sadja. Djuga telah dikemukakan bah- 
wa lama-kelamaan perbedaan tjiri-tjiri lokal itu akan lenjap. Pada 
waktu sekarang masjarakat kita mengalami suatu proses menudju 
ke suatu integrasi kebudajaan, jang, biarpun setjara perlahan- 
lahan, achirnja akan terljapai djuga. Boleh dikatakan bahwa pada 
achirnja perbedaan strukturil masjarakat hukum adat jang saja 
gainbarkan diatas tadi, akan diperketjil, „vervaagd” (dientjerkan), 
achirnja, lenjap !

217





DAFTAR I S I :

Halaman :

Kata Pengantar redaksi publikasi-publikasi ........................... 5
Kata Pengantar pengarang ............................................................. 11

Bab I : Apakah Hukum Adat itu ? ..................................... 12

Bab II : Dasar perundang-undangan berlakunja Hukum
Adat ..............................................................................  32

Bab III : Hukum Adat sebagai segi (aspek) kebudajaan ... 39

Bab IV  : Perhatian terhadap Hukum Adat pada zaman da
hulu dan pada zaman sekarang   49

Bab V : Perundang-undangan berhubung dengan Hukuni
Adat j>ada zaman dahulu dan pada zaman sekarang 119

Bab VI : Gunanja mempeladjari Hukum A d a t.........................  195

Bab V II : Masjarakat Hukum Adat .............................................. 206



SUM UR BAN DU N G





1 Perpustakaan Ul


